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PENGANTAR PENULIS 
Hukum syar’i mengatur tatanan kehidupan 
manusia secara total, lahir batin. Hal-hal yang bersifat 
teknis lahiriyah diatur oleh fikih, sedangkan hal yang 
berkaitan dengan sisi dalam diatur oleh tasawuf. Fikih 
atau hukum Islam merupakan salah satu matakuliah 
utama di PTAIN/PTAIS. Persoalan fikih merupakan 
persoalan mendasar dalam masyarakat, dan hal ini sangat 
beralasan sebab kehidupan manusia tidak ada yang lepas 
dari fikih. Mulai sejak kelahirannya hingga kematian dan 
pemakamannya seluruhnya diatur dalam fikih. Salah satu 
pertanyaan paling sering muncul dari masyarakat adalah 
pertanyaan tentang fikih. Hukum apa dan bagaimana 
melaksanakannya, merupakan pertanyaan yang 
berkarakter fikih. Jawaban yang bijak dan proporsional 
harus dengan fikih. Akan tetapi, perlu disadari bahwa 
untuk menjawabnya, dibutuhkan analisis dan 
pengetahuan mengenai argumen-argumen penetapan 
status hukum suatu perbuatan orang mukallaf, 
disamping itu bagaimana melaksanakannya. Untuk 
menjawab pertanyaan semacam ini kita harus kembali 
merujuk kepada Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw. 
Bagaimana Nabi Saw. menetapkan hukum, atau 
bagaimana beliau melaksanakannya, haruslah menjadi 
rujukan. 
Persoalannya, jika terdapat perbedaan dalam 
mema-hami suatu nash (Alquran dan hadis), atau Nabi 
Saw. mene-tapkan dengan cara-cara yang berbeda-beda, 
atau bahkan sama sekali tidak ditemukan nashnya dalam 
Alquran maupun hadis-hadis. Dalam keadaan demikian 
kita dituntut untuk bertanya kepada ahlinya, para ulama 
hukum Islam. Masalahnya, ulama juga seringkali 
menampilkan perbedaan dalam memandang suatu 
masalah. Hal ini menimbulkan masalah yang tidak jarang 
   
 
berujung pada perselisihan dan pertentangan terbuka. 
Memang perbedaan merupakan rahmat. Demikian 
riwayat yang populer kita ketahui. Faktanya, tidak semua 
perbedaan itu kemudian serta merta menjadi rahmat, 
bahkan tidak jarang menjadi sumber konflik dan 
perselisihan. 
 Sesungguhnya perbedaan itu merupakan pristiwa 
sejarah yang terus-menerus terjadi mulai masa Rasulullah 
Saw. Hingga umatnya pada hari ini. Itu berarti, 
perbedaan pendapat yang didasarkan pada teks 
merupakan sebuah fakta sejarah sebagai dialektika antara 
teks dan konteks yang melingkupi kehidupan umat. Di 
kalangan sahabat pun mengalami perbedaan-perbedaan 
memahami teks berha-dapan dengan konteks kehidupan 
mereka masing-masing. Namun, yang menarik untuk 
dianalisis adalah, bagaimana perbedaan itu “dianyam” 
menjadi indah dan terasa sebagai rahmat.  
 Fikih, bagaimana pun juga harus disadari, ia 
hanya merupakan salah satu bagian dari Islam. Selain 
fikih, Islam juga mempunyai ajaran akhlak. Akhlak 
merupakan ajaran mendasar dalam Islam yang 
menentukan kesalehan seseorang. Semakin tinggi tingkat 
kualitas akhlak seseorang semakin tinggi pula kualitas 
personal dan intelektualnya, bahkan kualitas iman dan 
kesalehannya. Pernyataan ini didukung oleh beberapa 
hadis. Jadi, kesalehan seseorang dapat ditentukan oleh 
kualitas akhlaknya. Misalnya, bagaimana ia menghormati 
orangtua, menghargai tamu, bagaimana berbuat baik 
kepada tetangga, kepada binatang yang kehausan, 
tumbuh-tumbuhan, lingkungan hidup. Perbuatan seperti 
ini selalu dihubungkan dengan kualitas keimanannya 
kepada Allah dan hari akhirat. 
 Sangat disayangkan, pemahaman dan pilihan 
afiliasi mazhab fikih sesorang seringkali menjadi lebih 
   
 
prioritas dibanding dengan menjaga akhlaknya. Yang 
lebih menyedihkan lagi, apabila antara satu kelompok 
dengan kelompok lainnya saling menyakiti lantaran 
perbedaan teknis beribadahnya. Disinilah pentingnya 
memahami proses lahirnya sebuah mazhab dan latar 
belakang yang menjadi pertimbangan lahirnya 
kesimpulan (istimbath) hukum. Pandangan ini semakin 
memperkuat pandangan yang mengatakan bahwa kajian 
fikih tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejarahan 
(tarikhiyat). Membaca dan memahami produk ijtihad atau 
fikih ulama harus diertai kesadaran sejarah. 
 Adalah menarik bagaimana Rasulullah Saw. 
menjaga akhlak ketika menghadapi para sahabat dalam 
pristiwa Bani Quraizhah. Jelas terjadi perbedaan 
pemahaman yang juga berbeda dalam beribadah. 
Ternyata, Rasulullah Saw. tidak menunjukkan kesalahan 
sahabat dan membenarkan yang lain. Bahkan Rasulullah 
menghargai keduanya dengan tidak menyalahkannya. Di 
kalangan sahabat, seringkali terjadi perbedaan dalam 
merujuk kepada Alquran dan sunnah, tetapi mereka tetap 
saling menghargai.  
 Konteks sosiohistoris merupakan aspek yang 
mutlak ada dalam pengkajian fikih, sebab fikih lahir 
karenanya. Fikih tidak lahir dari ruang hampa yang tidak 
terkondisikan. Semangat hukum Islam itu selalu 
merespon berbagai bentuk perubahan situasi, kondisi, 
tempat, dan zaman yang senantiasa melingkupi 
kehidupan manusia. 
Perkembangan iptek dan teknologi informasi serta 
berbagai dampak yang menyertainya menuntut 
kreativitas intelektual para ilmuwan dan sarjana muslim 
untuk merspon. Pergumulan dialektika antara fikih dan 
konteks kehidupan manusia adalah fakta, setiap konteks 
itu ada responnya masing-masing. Hal ini biasa terjadi 
   
 
jika umat Islam “terbangun dari tidurnya” dan tidak 
mengabsolutkan fikih lama yang lahir berdasarkan 
logikanya masing-masing. Sebab, bagaimana mungkin 
mengabsolutkan agama yang lahir dari pemikiran yang 
relatif. 
Tanpa menafikan fikih yang lahir dari logika para 
ulama besar, khususnya ulama mazhab, namun banyak 
diantaranya sudah tidak relevan lagi dan karenanya perlu 
“didour ulang”. Sebagai contoh, rumusan defenisi “zina” 
yang dirumuskan oleh ulama ketika belum dikenal 
teknologi kedokteran seperti bank sperma, inseminasi, 
dll. Ketika dahulu dianggap zina apabila terjadi 
hubungan seksual (persetubuhan) antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan pasangan suami-istri yang sah. 
Sekarang, dengan teknologi kedokteran pembuahan 
dapat terjadi tanpa harus bersetubuh, tetapi dapat terjadi 
dengan menyuntikkan sperma ke dalam rahim atau pun 
di luar rahim kemudian disuntikkan ke dalam rahim 
perempuan.  
Begitu juga beberapa masalah kontemporer yang 
belum pernah dibahas ulama mazhab di masa lalu, kini 
muncul melingkupi kehidupan umat. Sebagian 
diantaranya dibahas dalam buku ini, dengan harapan 
dapat memberikan pencerahan dan cara pandang kepada 
mahasiswa untuk merespon aneka konteks yang 
melingkupi kehidupan pada masanya kapan dan 
dimanapun mereka berada. 
Materi fikih yang lahir belasan abad yang silam 
merupakan respons atas kebutuhan umat pada masa itu, 
sehingga diantaranya ada yang masih relevan, namun 
tidak kurang diantaranya sudah tidak relevan lagi untuk 
konteks kehidupan umat saat ini. Jadi, belajar dari ulama 
masa lalu adalah dengan melihat bagaimana metode 
(manhaj) mereka dalam merumuskan hukum-hukum 
   
 
fikih. Semangat epistemologi fikih itulah yang seharusnya 
diwa-risi oleh generasi Islam saat ini, yakni semangat 
metodologis merespons berbagai konteks kehidupan 
umat. Selain mewarisi semangat epistemologi fikih, 
dibutuhkan terobosan merumuskan metodologi terbaru 
yang paling relevan dengan kehidupan. Dengan begitu 
ilmu fikih tumbuh dan berkembangan seiring dengan 
kebutuhan umat. Buku ini bukan hanya membahas 
perbedaan dalam menganalisis masalah-masalah 
kontemporer, tetapi juga setiap bahasan diakhiri dengan 
“penegasan” yang salah substansinya yaitu 
mengintegrasikan antara nilai-nilai etika dan fikih. 
Penegasan dimaksudakan sebagai catatan utama dari 
setiap bahasan. 
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BAB I 
MEMAHAMI HISTORISITAS FIKIH  
A. Historitas Fikih 
Teks (Alquran dan hadis Nabi Saw.) dalam Islam 
menempati poisi sentral dalam kajian yang merupakan 
sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam ter-sebut 
merupakan muncul sebagai respon atas pelbagai problem 
sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. 
Meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauan-
nya pada batas waktu tersebut. Alquran bagi umat Islam 
adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi 
Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril yang 
berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, sebagai 
petunjuk dalam kehidupan (way of life) bagi orang-orang 
bertakwa (hudan li al-muttaqin),1 bahkan seluruh manusia 
(hudan li al-nas).2 Kitab suci ini memiliki kekuatan luar 
biasa,3 memiliki keluasan dan kedalaman makna ibarat 
lautan atau sebuah wadah yang menampung air, luas dan 
dalam, tanpa bertepi. 
Aspek sosiokultural yang melatarbelakangi 
pewahyuannya tidak membatasi cakupan kandungannya, 
bahkan teks Alquran melampaui batas-batas eksternal 
partikular yang melatarbelakanginya.Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Islam diturunkan tidak hanya 
untuk komuniktas masyarakat tertentu (komunitas Arab 
Mekkah dan Madinah), melainkan untuk menyapa 
                                                 
 1Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 2.  
2Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 175.  
 3Lihat Q.S. al-Ankabuut/59: 21. Lihat pula Taufik Adnan 
Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran (Cet. I; Yogyakarta: Foruka Kajian 
Budaya dan Agama, 2001), h. 1.  
   
 
seluruh aspek kehidupan manusia, kapan dan dimana 
pun berada. Hal ini terbukti dalam kehidupan manusia, 
corak keberislaman manusia berbeda antara satu tempat 
dengan tempat yang lainnya.  
Masyarakat muslim di Indonesia berbeda 
dengan masyarakat muslim di Mekkah, Madinah, dan 
wilayah lainnya. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh 
penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua 
menampilkan Islam dalam kehidupan sehari dengan 
beragam bentuk dan aneka pemahaman. Islam masuk ke 
wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. 
Selanjutnya Islam dikembangkan melalui dakwah  
dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang 
diterapkan oleh para wali (Wali Songo) di Jawa berbeda 
dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para Datuk 
di Sulawesi Selatan. 
Akibat dan pengaruh pola dakwah yang 
dilakukan oleh para wali para Datuk, telah berimplikasi 
secara signifikan terhadap kultur keberislaman 
masyarakat Islam di Jawa dan di Sulawesi Selatan. 
Demikian pula beberapa daerah lainnya di Nusantara. 
Disamping itu, Islam dikembangkan oleh para dai 
dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Di 
Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai 
representasi organisasi Islam Indonesia (Muhammadiyah 
dan NU), aliran (Sunni dan Syiah), serta aliran teologi dan 
mazhab fikih. Semua meyakini dan mengklaim 
organisasi, aliran, dan mazhab mereka yang paling benar 
dan paling baik.  
Organisasi, aliran, dan paham ini merupakan 
ancaman disitergrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, 
dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi 
yang lain. Berbeda halnya dengan negara tetangga, 
seperti Malaysia, dimana negara atau pemerintah 
   
 
mengintervensi mazhab Syafii sebagai mazhab fikih 
negara, bahkan pemerintah memiliki otoritas untuk 
menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat muslim. 
Di Indonesia, terdapat banyak mazhab fikih yang 
berkembang (setidaknya ada lima mazhab fikih) bahkan 
lebih dari itu. Semua berkembang dan berpengaruh, 
tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksakan oleh negara, 
karena negara mengakui “Bhineka Tunggal Ika” sebagai 
pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru, jika 
dipaksakan maka negara akan berhadapan dengan 
masyarakatnya sendiri.  
B. Stagnasi Tasyrik Islam 4 
 Fikih (hukum Islam) itu tidak dapat dilepaskan 
keberadaanya dari faktor kondisi sosio-historis yang 
mengi-tari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. 
Kondisi sosio-historis merupakan variabel yang tidak 
dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal ini senada 
dengan kaidah ushul al-fiqh:  امدعو3   ّةلعلا عم رودي مكحلا
ادوجو  (Hukum itu berputar (lahir dan berubah) bersama 
dengan ada tidaknya yang ‘illat).3 Kaidah ini 
mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. 
Dapat pula dikatakan, fikih merupakan produk kondisi 
sosio-historis, karena fikih merupakan hasil olah nalar 
manusia yang relatif, dan lahir berdasarkan kondisi 
sosiokultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum 
tentu cocok di tempat yang lain walaupun dalam waktu 
bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda 
pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat 
yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh 
                                                 
  3Lihat ‘Abd. al-Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah fi Usul al-Fiqh 
wa al-Qawaid al-Usuliyyah (Jakarta: Maktabah Sa’diyah Vetran, t.th.), h. 
47. 
   
 
perubahan situasi dan kondisi. Faktor tempat, situasi, dan 
kondisi, serta zaman merupakan variabel-variabel yang 
berpengaruh (‘illat) secara signifikan dalam mewarnai 
kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek –dalam hal ini 
ulama fikih- menjadi penentu warna rekayasa fikih, 
termasuk afiliasi mazhab fikih yang dianut.  
 Variabel-variabel dan faktor tersebut sering 
terlupa-kan oleh manusia (muslim) yang menerima 
warisan fikih. Akibatnya, tidak jarang fikih dijadikan 
sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstrimitas 
kelompok tertentu, dan “senjata” untuk mendiskreditkan 
kelompok muslim lainnya. Idealnya, fikih menjadi 
instrumen bagi manusia untuk sampai kepada kehendak 
Tuhan (Syari’), dan manusia tidak diperalat oleh “fiqh”. 
Tetap faktanya, seringkali fikih  ditempatkan dan 
dijunjung tinggi melebihi Alquran dan Sunnah. 
Permusuhan dan perpecahan kadang menjadi 
“kebanggaan” bagi kelompok. Sementara Alquran dan 
Sunnah, melarang manusia berpecah-belah dan gontok-
gontokan. Alquran, bahkan memerintahkan kepada 
manusia untuk bersaudara dan saling menghargai, bukan 
hanya terhadap sesama muslim, melainkan juga terhadap  
manusia pada umumnya.   
Atas nama perbedaan mazhab, suatu kelompok 
adakalanya rela melontarkan kalimat “mengkafirkan” 
(tidakfir) kelompok lain. Padahal, mereka masih sesama 
muslim, karena defenisi muslim adalah siapa saja yang 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan 
Muhammad utusan-Nya. Hal ini senada dengan salah 
satu riwayat yang disandarkan kepada Nabi Saw. “jika 
salah seorang diantara kamu memanggil saudaranya: kamu 
kafir, salah seorang dantara mereka akan menjadi kafir dan 
bertanggungjawab atasnya.” Hadis ini mengandung arti 
bahwa seorang muslim tidak dibenarkan berkata “kamu 
   
 
kafir” yang dialamatkan kepada seorang muslim hanya 
karena akibat perbedaan mazhab.4 Hal ini sejalan dengan 
firman Allah Q.S. al-Nisa/4: 93 bahwa darah, harta, 
kehormatan, dan harga diri seorang muslim adalah tidak 
halal. Dengan begitu, dakwah harus merujuk kepada 
prinsip Q.S. al-Nahl/16 :125 yakni, mewujudkan saling 
pengertian dan saling menghormati, dan idealnya 
dilakukan komunikasi dan diskusi (mujadalah) dengan 
cara yang sejuk, elegan, dan terbaik (ahsan). Persaudaraan 
adalah persoalan prinsip (ushuliyat) dalam Islam, 
sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah pada 
persoalan furu’iyyah. Persoalan ushuliyat dan furu’iyat, 
bukan pada persoalan penting dan tidak penting, karena 
semuanya penting, baik fikih maupun akhlak, tetapi 
dibutuhkan kearifan dalam memahami mana lebih utama 
daripada yang lain, mana prioritas dan mana yang bisa 
dikemudiankan. 
  Jika terjadi perselisihan yang berpotensi 
mengancam eksistensi ukhuwah maka umat Islam harus 
membangun komunikasi diatas prinsip persaudaraan. 
Dalam kondisi yang memungkinkan dipertemukan atau 
dapat ditolerir, sebaiknya ditempuh toleransi, atau al-al-
jam’iyat (kompromi) yakni “mensinergikan antara akhlak 
dan fikih”, karena fikih telah mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhannya (ibadah), orang lain 
(muamalah) serta lingkungannya. Secara ideal, aturan-
aturan formal fikih diekspresikan dengan nilai-nilainya 
(value) akhlak”. Memang, tedapat pembagian hukum 
dalam Islam, paling tidak, dibagi kepada tiga bagian; 
pertama, hukum i’tiqadiyah yaitu hukum yang berkaitan 
dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang 
mukallaf (yang terbebani dengan hukum) yang meliputi 
kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para 
Rasul, dan hari akhir. Kedua, hukum khuluqiyah, yaitu 
   
 
hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib 
atas orang-orang mukallaf menyang-kut kewajiban yang 
harus dilaksanakan dan larangan yang wajib 
ditinggalkan. Ketiga, hukum ‘amaliyah (praktis) yang 
bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tatacara 
melaksanakannya. Inilah yang disebut hukum fikih, dan 
bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut, dibutuhkan 
ilmu ushul al-fiqh.5 Pembagian ketika aspek tersebut 
sejatinya tidak mengakibatkan terjadinya dikotomi ajaran 
Islam. Hal itu semata-mata dimaksudkan sebagai 
pembagian dari segi fokus kajiannya saja. 
C. Fenomena Fikih  Generasi Awal 
 Sejak meninggalnya Nabi terputus pula wahyu, 
sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehi-
dupan para sahabat. Bahkan, meninggalnya Nabi meru-
pakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan 
sahabat. Meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi Saw. 
manusia hidup tanpa masalah, namun kehadiran Nabi 
dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk 
kepada wahyu yang turun. Pasca wafatnya Rasulullah 
Saw., tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena 
tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda 
dengan masa Nabi Saw. Terjadilah perbedaan pandangan 
di kalangan sahabat khususnya kalangan Khulafaur 
Rasyidun. Padahal, jarak antara mereka, baik zaman 
maupun tempat masih terbilang sangat dekat dan belum 
ada generasi yang mengantarainya.  
 Jika ditelusuran ke belakang dalam pertumbuhan-
nya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa 
pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh 
Rasulullah Saw. terhadap generasi pertama kaum 
Muslimin dengan segala komplek-sitasnya. Pada saat itu, 
hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap 
   
 
masalah kemanusiaan.6 Hukum Islam merupakan refleksi 
logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang 
kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, 
karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi 
kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan, pada 
masa Rasulullah Saw. pun hukum Islam (fikih) 
merupakan respon positif Alquran terhadap persoalan-
persoalan yang muncul.  5 
 Zaman sahabat, zaman segera setelah berakhir-
nya masa tasyri’ sekaligus merupakan embrio ilmu yang 
pertama. Bila pada masa tasyri’ orang dapat 
memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri 
perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, 
pada masa sahabat mereka harus merujuk kepada 
Alquran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi 
kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam 
dengan peradaban-peradaban, telah menim-bulkan 
masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi 
yang ada dengan mengembangkan pemahaman (fikih) 
mereka, merujuk kepada nash-nash agama atau dengan 
menggunakan ra’yu melalui prosedur ijtihad mereka. 
Situasi dan kondisi terus berubah seiring dengan 
perkembangan zaman yang ada, maka priode selanjut-
nya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap 
permasalahan yang muncul tepatnya pada masa tabi’in. 
 Masalah-masalah terus muncul memasuki era 
tabi’in masalah pun bertambah yang meminta adanya 
gerakan ijtihad dinamis. Banyak persolan masyarakat 
yang muncul yang belum pernah muncul pada masa 
Nabi Saw. dan sahabat. Meskipun ulama tabi’in berusaha 
                                                 
  6Lihat Munawir Sadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: 
Paramadina, 1997), h. 2. Lihat pula Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah 
Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 
t.th.), h. 17. 
   
 
merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun 
tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan 
begitu, mereka “terpaksa” mengerahkan segenap potensi 
intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan 
otoritas Alquran dan Sunnah.6 
D. Fenomena Fikh di Masa Pembentukan Mazhab   
 Sebagian ulama khususnya para ahli sejarah 
pembentukan hukum Islam memandang bahw 
mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab 
lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. 
Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam 
memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari 
mereka. Mereka yang tercatat, misalnya Maliki, Hanafi, 
Syafi’i, Hambali, Ja’fari lahir dalam kitaran kekuasaan 
politik Dinasti Abbasiyah.7 Fakta sejarah seperti ini 
penting menjadi variable pertimbangan dan bahkan 
berpengaruh dalam melahirkan fikih-fikih yang 
selanjutnya menjadi mazhab fikih menjadikan umat 
“terkotak-kotak”. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab 
ini yang demikian besar, juga sekaligus menjadi salah 
faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang 
berkepanjangan. Imam mazhab yang pertama, yaitu Abu 
Hanifah – nama lengkapnya Nu’man ibn Tsabit ibn 
Zauthy - dilahirkan pada tahun 80 H. di Kufah, belajar 
dari ulama tabi’in Hammad ibn Abi Sulaiman. Selain itu, 
ia belajar fikih dari Atha’ ibn Rabah dan Nafi’ maula ibn 
Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan 
dari Bani Umaiyah ke Bani ‘Abbas. Dalam peralihan ini, 
Kufah merupakan pusat pergerakan.8 Meskipun demikian 
                                                 
 7Lihat Jalaluddin Rahmat, op. cit., h. 180. 
 8Lihat al- Sysyaikh Muhammad al-Khudhariy Bik (et.all), 
Tarikh al-Tasyri’y al-Islamiy (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 230. 
   
 
menilainya harus tidak semestinya bias karena adanya 
sentimen politik lalu menolaknya secara “serampangan”. 
 Imam yang kedua, yaitu Imam Malik, bernama 
lengkap Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, 
nasabnya berakhir sampai Dzu Ashbah dari Yaman. 
Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir termasuk 
Sahabat Rasulullah Saw. Kakeknya adalah seorang yang 
datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di 
Madinah pada tahun 93 H. Ia berguru kepada ulama 
Madinah. Pertama kalinya, ia belajar dari Abd. Rahman 
ibn Hurmuz. Ia termasuk salah satu Imam hadis yang 
terpecaya.9   
 Imam ketiga, yaitu al-Imam al-Syafi’i. Nama 
lengkapnya adalah  Abdullah ibn Muhammad ibn Idris 
ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi’ al-Syafi’i al-Muttalibi. Ia 
dilahirkan di Guzzah tahun 150 H.10 Pertentangan-perten-
tangan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab 
kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang 
mereka namakan “Ushul al-Fiqh” yaitu kaidah-kaidah 
yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan 
kesimpualan (istinbath) hukum-hukum fikih. 
Diriwayatkan dari Tarikh Abu Yusuf dan Muhammad 
ibn Hasan bahwa kerdua ulama ini telah menulis Ushul 
al-Fiqh, namun kitabnya tidak ada yang sampai kepada 
umat Islam generasi sesudahnya. Kitab Ushul al-Fiqh 
yang sampai kepada kaum muslimin yang sahih, dan 
hingga hari ini masih memonumental adalah yang ditulis 
oleh Muhammad Idris al-Syafi’i (imam Sayafi’i) yaitu 
“Kitab al-Risalah” dan “Kitab al-Umm”. Imam ini 
merupakan ulama Mekah  kemudian menjadi ulama 
Mesir.11   
 Imam keempat, Ahmad ibn Hanbal. Ia adalah 
Ahmad ibn Hambal ibn Hilal al-Dzahiliy al-Syaibani al-
Maruziy al-Bagadadiy. Ia dilahirkan pada tahun 164 H.  Ia 
   
 
termasuk slah satu imam hadis yang sangat terkenal 
dengan kitab Musnad-nya atau Munad Ahmad ibn Hambal.  
 Sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan 
dinyatakan hilang seperti Mazhab al-Tsauriy, Mazhab ibn 
‘Uyaynah, Mazhab al-‘Aza’i, Mazhab al-Thabariy, dan 
mazhab al-Dzahiriy dan yang lainnya. Selain keempat 
mazhab dalam fikih Sunni tersebut, dikenal pula 
sejumlah ulama Syi’ah dengan berbagai sekte dalam 
Syi’ah. Tanpa bermaksud menumbuhkan pemahaman 
Syi’ah tetapi demi kajian fikih yang proporsional, tetap 
perlu dilkukakan kajian terhadap beberapa ulama 
mazhab Syi’ah terlupakan dalam sejarah perkembangan 
fikih, khususnya dari kalangan Ahl al-Bait misalnya 
Mazhab Ja’fariy yang didirikan oleh Imam Ja’far ibn 
Muhammad al-Sadiq (82-140 H.12 Buku ini tidak 
dimaksudkan untuk memberikan pengaruh fikih mazhab 
Syiah di tengah-tengah mayoritas Sunni khususnya di 
Indonesia. Hal ini semata-mata untuk tidak 
menghilangkan jejak sejarah fikih dalam Islam. 
Kitab fikih yang banyak mengakomodir pendapat 
para imam yang disebut terlupakan itu adalah kitab 
Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid yang 
merupakan karya monumental Ibnu Rusyd dan al-Mugni 
karya Ibnu Qudama. Hal ini dapat dilihat dalam karya 
Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid 
jilid I-II. Kitab ini relatif lebih akomodatif dalam 
membentangkan sejumlah pendapat para imam mazhab 
fikih. Meskipun demikian, kitab ini lahir sebagai upaya 
penulisnya, Ibnu Rusydi untuk merespon kebutuhan 
umat kala itu.7 
 
                                                 
  12Lihat Jalaluddin Rahmat, op.cit., h. 183-185. Bandingkan 
pula al-Syaikh Muhammad al-Khudariy Bik, ibid., h. 261-265. 
   
 
E. Ketika Pintu Ijtihad Tertutup  
 Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih 
adalah masa koodifikasi (tadwin). Gerakan tadwin (koodi-
fikasi) di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan 
khazanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain, menjadi 
penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa 
yang telah tersedia. Mereka merasa tidak perlu 
melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap 
sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. 
Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi 
mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan, 
beberapa kitab hadis dan fikih disyarah berulang-ulang 
oleh ulama. Kitab hadis misalnya, Fath al-Bariy disyarah 
sekurang-kurangnya tiga kali, bahkan lebih dari itu. 
 Pada masa itu berkembang tradisi diskusi 
mazhab, antara ulama penganut  mazhab yang satu 
dengan ulama yang lain saling menyerang. Mereka 
menulis karya hanya untuk mepertahankan mazhab yang 
dianutnya disertai dengan penyerangan terhadap mazhab 
yang lain. Bukan hanya antara penganut mazhab imam-
imam Sunni, melainkan juga antara Sunni dan Syi’ah, 
atau sebaliknya. Imam Syafi’i misalnya, yang dikenal 
sangat kritis dan brillian, ia mengkriktik beberapa 
pendapat Muhammad ibn al-Hasan al-Sayaibani. Hanya 
saja, secara tidak sadar, pada masa kemandekan 
perdebatan antar mazhab (munaqasyah mazhabiyah) dinilai 
- oleh pihak pendukung al-Syaibani khususnya-, telah 
menjadi faktor yang menyuburkan mazhab. Inilah 
keadaan ketika ulama melakukan perdebatan dengan 
target menaklukkan mazhab lain, dengan cara menyerang 
dan membenarkan diri sendiri. Akibat ikhtilaf (fiqhiyah-
furuiyah) tumbuh subur sebagai kontribusi besar dari 
ulama penganut mazhab tertentu. Penyerangan ini juga 
melahirkan fatanisme, dengan menghilangkan sedikit atau 
   
 
banyak,  sikap tasamuh dan ukhuwah. Padahal, tasamuh 
dan ukhuwah adalah suatu masalah yang prinsipil 
(ushuliyat) dalam Islam, dan wajib untuk dijaga. 
Semantara tidak jarang sendi-sendi ini hilang terkalahkan 
oleh aspek-aspek khilafiyah-furu’iyah. Dengan kata lain, 
sikap menghilangkan yang prinsipil (ushuliyat) dengan 
mempertahankan yang sifatnya parsial (furu’iyat). Penulis 
tidak bermaksud mengartikan antara ushuliyat dan 
furu’iyat sebagai padanan “penting dan tidak penting”, 
karena itu bukan terjemahannya. Bahkan, persolan 
ushuliyat (prinsipil) dan furu’iyat (hal-hal yang bersifat 
parsial) keduanya penting. Disinilah perlunya kita 
menempatkan secara proporsional yang prioritas, antara 
yang prinsip dan profan. 8 
 Penulis tidak bermaksud mempersoalkan antara 
Syi’ah dan Sunni, penulis hanya berupaya secara objektif 
mungkin (sesuai kapasitas yang dimiliki). Menurut hemat 
penulis, ini terjadi sebagai akibat tertutupnya pintu 
ijtihad yang independen.  Ijtihad dapat dikelompok-kan 
pada kategori; ijtihad mutlaq dan ijtihad fi al-Mazhab. 
Bahkan, istilah ijtihad bermacam-macam, namun ini 
merupakan pengelompokan secara umum. 
 Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh 
pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan 
yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup 
adalah ijtihad mutlaq (penalaran independen) dan yang 
tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-Mazhab (ijtihad 
dalam koridor mazhab). Ini tentu terjadi akibat kekuasaan 
dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu 
terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad 
imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang 
lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial (furu’iyat) yang 
                                                 
 13Lihat Jalaluddin Rahmat, op. cit., h. 195-200. 
 14Ibid. 
   
 
berbeda dengan mazhab lainnya. Pintu ijtihad yang 
ditutup adalah ijtihad mutlaq, ini masih dalam bingkai 
polemik, tentang sejak kapan pintu ijtihad itu ditutup.14  
 Jika ditilik mengenai korelasi antara situasi politik 
(kekuasaan) dengan lahirnya fatwa, terdapat sejumlah 
indikator hubungan yang kuat. Sangat boleh jadi, sebuah 
mazhab berkembang karena dukungan politik, ketika 
suatu mazhab berkuasa maka mazhab lainnya sangat 
rawan terjadi penindasan. Disamping itu, posisi ulama 
yang lemah memperkuat eksistensi fanatisme mazhab. 
Ulama sangat bergantung kepada umara. Umara, atas 
nama kepentingan politik, mempertahankan “sataus quo” 
dengan alasan “ketertiban dan keamanan” (maslahat). 
Aspek maslahat juga merupakan aspek prinsip dalam 
Islam. Bahkan, ulama tidak jarang hanya dijadikan 
sebagai “corong” bagi kepentingan penguasa. Para imam 
mazhab yang bertahan pengaruh mazhabnya hingga kini, 
adalah karena dukungan politik penguasa. Sebaliknya, 
ulama yang berseberangan dengan kepentingan negara 
(politik penguasa) tidak bertahan. Sebab, fatwa dan 
mazhab tanpa dukungan politik, apalagi menjadi oposisi 
beberapa kebijakan dianggap sebagai “ancaman” bahkan 
makar. 
F. Mengembangkan Ijtihad Independen (Muthlaq)  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
disertai dengan dampak globalisasi, telah membawa 
atmosfer perubahan yang serba cepat, masalah sosial 
muncul dengan wajahnya yang beragam. Problem 
masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam 
banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di 
masa lalu. Hal ini menuntut ada perubahan dalam 
meresponnya. Dalam keadaan begitu, tentu sebagai 
komonitas intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan 
   
 
tanggung jawab intelektualnya. Penghargaan kita 
terhadap karya-karya ulama masa lalu tidak selalu harus 
tunduk kepada hasil olah nalar mereka, tetapi 
melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman 
adalah sebuah keniscayaan.  
Akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual 
tentang urgensi dan utilitas ushul al-fiqh dalam diskursus 
keislaman. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam 
sebuah kecemasan bahwa ternyata ushul fiqh hingga saat 
ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa 
konteks peradaban kekinian. Ekspresi para intelektual 
muslim kontemporer terlihat misalnya Fazhur Rahman, 
Muhammad Arkoun, Hasan Hanafi, Muhammad 
Syahrur, Nasr hamid Abu Zaid, Ali Harb, dan Abdullahi 
Ahmed al-Na’im. Demikian Amin Abdullah sebagaimana 
dikutip Ainurrafiq.15 Bahkan Fazur Rahman berpendapat 
bahwa tidak cukup hanya menggunakan ushul fiqh dan 
teori fikih tentang qath’iyat dan Zanniyat. Ia kemudian 
menawarkan istilah ideal moral dan legal spesific sebagai  
pembagian awal tradisi Islam.16 Muhammad Arkoun, 
yang merupakan seorang pemikir kontemporer Aljazair, 
mempertanyakan semakin kaburnya aspek kesejarahan 
(tarikhiyat) dalam kajian fikih. Ia juga mempertanyakan 
keabsahan teori-teori fikih yang diajarkan, mengingat 
materi dan teori fikih yang diajarkan sampai hari ini 
disusun beberapa saat yang lampau. Selain itu, fikih yang 
lahir ber-dasarkan latar belakang kondisi sosiokultural 
pada masanya masih dipakai untuk situasi yang secara 
signifkan telah mengalami perubahan berbeda dengan 
hari ini.17  
Dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanfi melihat 
sebuah keharusan untuk melihat tiga dimensi masa 
dalam upaya pengembangan fikih seiring per-adaban 
   
 
hidup manusia. Pertama, masa lampau (al-madhi) yang 
dipersoni-fikasikan dengan al-turats al-qadim (khazanah 
klasik), kedua, esok (al-mustqbal), dengan sebuah prediksi 
yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat 
tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasikan dengan al-
turats al-garbiy (khazanah Barat), dan ketiga, sekarang (al-
hali) yang diperso-nifikasikan dengan terma al-Waqi’ 
(realitas kontemporer).18 
Tentu saja pandangan para ulama kita tidak harus 
mengikuti pandangan inteletual muslim di atas, tetapi 
paling tidak, dibutuhkan kesadaran historis untuk hidup 
di masa yang berbeda. Jika dirujuk pada pandangan tiga 
tokoh Islam kontemporer di atas maka dapat dikatakan 
bahwa sebuah keniscayaan menyikapi persoalan baru 
dengan menjadikan kodisi kekinian sebagai variabel 
berpengaruh (qarinat dan ‘illat) dalam menentukan corak 
hukum. Kajian Islam umumnya, dan fikih secara khusus, 
harus mampu merespon persoalan masyarakat hari ini 
dan harus mampu memprediksi ke depan, dengan 
membaca tanda-tanda zaman. Fikih harus relevan dengan 
perkembangan zaman. Ketiga intelektual muslim tersebut 
pada prinsipnya menginginkan fikih tidak dipandang 
sebagai sesuatu yang baku dan final. Sebab, fikih berbeda 
dengan Islam itu sendiri. Artinya, Islam adalah sebuah 
kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil 
interpretasi terhadap sebagian makna Islam (Alquran dan 
hadis) yang kebenarannya relatif. Islam adalah ajaran 
azali dari Tuhan pasti benar, sedangkan fikih merupakan 
produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu 
yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Pernyataan 
ini dikemukakan untuk menyadarkan kita dari berbagai 
keterlenaan atas karya ulama masa lalu yang dianggap 
telah memadai. 
   
 
Selain tiga tokoh yang disebut di atas, terdapat 
beberapa pemikir lainnya, misalnya Muhammad Syahrur 
yang terkenal dengan “bacaan kontemporer”- nya (qira’ah 
mu’ashirah). Demikian juga Nashr Hamid Abu Zaid 
dengan interpretasi teks suci. Ali Harb dengan teorinya 
dari kritik akal menuju ke kritik teks dan Abdullahi  al-
Na’im dengan nasikh wa al-mansukh yang berbeda dengan 
pemahaman keba-nyakan selama ini.19  
Belakangan ini memang terdapat kegelisahan 
intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang 
demikian “ketat” dalam mengamalkan mazhabnya dan 
tidak segan-segan menyerang penganut mazhab-mazhab 
lainnya. Akibatnya, pengamalan ajaran agama 
didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab. Sementara, 
Islam adalah agama rahmatan li al-‘alamin yang meliputi 
seluruh zaman dan melliu (salihlikulli zaman wa makan). 
Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam 
setiap dimensi waktu dan ruang jika diterjemahkan 
sesuai dengan konteks zaman dan milliu. Disinilah 
pentingnya sebuah rekonstruksi epistemolgi ushul al-fiqh 
dalam rangka menerjemahkan Islam menjadi salih li kulli 
zaman wa makan (sesuai dengan konteks zaman dan 
milliu). Dengan begitu, Islam akan menjadi rahmatan li al-
‘alamin dan tidak menjadi sumber pertengkaran dalam 
jeratan fanatisme mazhab. 9 
                                                 
  19Lihat Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an (Kairo: 
sina Publisher, 1992). Nashr Hamid Abu zaid, Mafhum al-Nash: Dirash 
fi ‘Ulum al-Qur’an (Kairo: al-Ha’iah al-Mishriyah al-‘Ammah, 1990.) . 
Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh  Khoiron 
Nahdhiyyin dengan Judul Tekstualiatas Alquran: Kritik terhadap ‘Ulum 
al-Qur’an (Cet. IV; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005). Selain buku 
ini, ia juga telah menulis tentang Al-Ittijah al-‘Aqli fi al-Qur’an: Dirasah fi 
Qadhiyyat al-Majaz fi al-Qur’an ‘Inda al-Mu’tazilah. Buku ini telah 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia-walaupun meneurut penulis 
   
 
 Harun Nasution, seorang Guru Besar dalam 
Filsafat dan Pemikiran Islam, UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, telah mencoba menelusuri perkembangan hukum 
Islam dari perspektif sejarah. Lewat bukunya Islam 
Ditinjau dari Berbai Aspeknya, ia mengemukakan 
pentingnya penelitian hukum Islam dengan pendekatan 
sejarah.20 Lewat buku ini juga dikemukakan bahwa pada 
masa terbukanya pintu ijtihad dan kemajuan Islam, atau 
ia menyebutnya kemajuan Islam I (700-1000 M.). Para 
mujtahid muncul sehubungan dengan masalah 
kemasyarakatan yang muncul seiring dengan bertambah 
luasnya wilayah jangkauan Islam. Di zaman ini pulalah 
muncul empat imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, 
Syafi’i, dan Ahmad ibn Hambal). Semuanya besar dan 
berijtihad berdasarkan kodisi zaman dan daerah di mana 
mereka hidup. 
 Setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkem-
bangan hukum Islam, datanglah periode taqlid sebagai-
mana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan 
pintu ijtihad. Abad IV H. (abad 11 Masehi) di sinilah 
kemunduran Islam berawal dalam pengembangan fikih. 
Tidak berlebihan –barangkali- jika dikatakan bahwa 
posisi Alquran diambil alih oleh atensi umat Islam 
terhadap fikih, bahkan fikih menurut mazhab yang 
diyakininya saja. 
                                                                                                
telah terjadi reduksi makna teks- diterjemahkan oleh Abdurrahman 
Kasdi dan Kamka Hasan dengan judul Menalar Firman Tuhan: Wacana 
Majaz dalam Alquran Menurut Mu’tazilah (Cet. I; Bandung: Mizan, 
2003). Ali Harb, Naqd al-Nash yang penulis belum pernah baca secara 
langsung kitab ini sehingga belum dapat dikomentari lebih lanjut. 
Penulis berkeinginan untuk menelaah langsung kitab tersebut dalam 
tulisan selanjutnya.  
 20Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, 
Jili II (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), h. 8. 
   
 
 Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup, 
pada akhir abad XIX M., mulai mendapat tanntangan dari 
kalangan pembaharu. Muncullah sederetan nama seperti 
Al-Tahthowi, Jamaluddin al-Afgani maka berikut 
muridnya, Muhammad Abduh yang menyerukan umat 
Islam kembali kepada Alquran dan Sunnah. Upaya  dan 
seruan kembali kepada Alquran bahkan telah disuarakan 
sejak awal abad ke-17 Perhatian umat Islam terhadap 
Alquran tampak demikian besar pada awal abad XV 
H.2110Gagasan semacam ini terlontar atas perlawanan 
terhadap kejumudan dan tertutupnya pintu ijtihad. 
Karena fikih dipandang baku, maka perlu dikembalikan 
kepada Alquran. Hal ini juga terbukti dengan lahirnya 
berbagai gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pakar, 
baik dalam bentuk seruan untuk kembali menelaah kitab-
kitab klasik, termasuk menelaah kitab-kitab tafsir 
Alquran, upaya penggalian konsep-konsep qurani, 
bahkan tatacara penggalian Alquran.22    Penggalian fikih 
dengan melepaskan dari bias-bias politik atau “sintemen 
mazhab”dengan menjadikan Alquran dan Sunnah 
sebagai landasan utamanya merupakan keharusan. 
                                                 
 21Abd Muin Salim, Metodologi Tafsir Sebuah Rekonstruksi 
Epistemologi Tafsir Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai Disiplin 
Ilmu, Ujunngpandang:  IAIN  Alauddin, tahun 1999. h. 2.  
 22Tatacara yang dimaksud dalam hal ini adalah epistemologi 
ilmu tafsir, dan metodologi tafsir. Lihat ibid.. . Lihat pula Nasr Abu 
Zaid, Rethinking the Quran (t. tp.: Towards a Humanistic Press, 2004), p. 
52.  Pernyataan  serupa  lihat pula misalnya Zakiuddin Baidhaw³, “Al-
Ruj­’ il± al- Qur’an” dalam Pradana Boy-M-Hilmi Faiq (Ed.) Kembali ke 
Alquran Menafsir Makna   ZamanMalang: UMM Press, 2004), h. 3. Dari 
seruan melalui tulisan-tulisan tersebut menggambarkan bahwa betapa 
pentingnya senantiasa menafsirkan Alquran sesuai dengan perkem-
bangan zaman berikut tantangan yang dihadapi umat manusia 
 
   
 
G. Islam Indoensia, Islam yang Majmuk   
Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam 
yang unik dan heterogen (agama, kepercayaan, suku, ras, 
etnik, adat-istiadat, budaya), sehingga dibutuhkan 
penanganan khusus. Indonesia merupakan negara 
dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat 
Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi, terdapat 
beberapa wilayah dan propinsi dimana umat Islam 
merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh 
merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas 
nama agama juga merupakan masalah serius yang harus 
dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan 
secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, 
mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan 
berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai 
contoh, penetapan awal puasa dan hari raya idul fitri, 
biasanya diwarnai perbedaan-perbedaan.  
Akibat “mazhab penguasa” di masa lalu telah 
mewariskan fanitisme yang begitu kuat, sehingga 
kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di 
masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, 
semangat mengkaji teks Alquran dan hadis melemah. 
Padahal, pandangan ulama mazhab di masa lalu 
merupakan produk pemikiran (ijtihad) berdasarkan 
konteks sosiokultural yang mengitari kehidupan umat 
Islam pada saat itu. Sementara, jarak waktu yang dilalui 
sudah cukup panjang (lama) dan telah muncul sederetan 
permasalahan dan situasi serta kondisi yang telah 
berubah secara signifikan, ditambah perkembangan iptek 
dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Hal ini 
tentu merupakan permasalahan tersendiri 
Kegelisahan intelektual tersebut merupakan  
respon atas perlakuan umat “lebih mensakralkan” 
   
 
kebenaran fikih menurut mazhab yang dianutnya 
dibandingkan animo untuk menggali sumber primer 
(Alquran dan Sunnah). Upaya-upaya semacam ini akan 
mendapat respon lebih lanjut dalam perkembangan 
peradaban manusia. Sebab, kemajuan peradaban manusia 
idealnya berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap 
umat untuk mengembangkan dirinya dalam mersespon 
dan melakukan pembahruan sesuai dengan tantangan 
zaman dengan menerapkan perangkat ilmu yang cukup. 
H.  Kearifan Menyikapi Perbedaan   
Pada tataran realitas, keragaman berpeluang 
memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-
tengah masyarakat. Sejarah mencatat bahwa 
munculnya konflik dalam masyarakat pada 
umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat 
menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga 
menjadi pertentangan terbuka. Hal itu seringkali 
terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena 
keragaman atau perbedaan lalu menimbulkan 
permusuhan, disintegrasi hingga pertumpahan 
darah. Hal yang demikian itu terjadi jika keragaman 
dipahami dan disikapi secara negatif.11 Jika ada 
pihak “merasa memonopoli kebenaran” dan yang 
lainnya salah. 
Keragaman merupakan kekayaan sepanjang 
keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi 
                                                 
11 Lihat M. Galib M., Membangun Toleransi dan Kerukunan Di 
Tengah Masyarakat Pluralistik, dalam Tajdid, Jurunal Nasional Ilmu-Ilmu 
Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, vol. 6 No. 3, Nopember 2003, h. 
237.  
   
 
secara arif dan positif sebagai bagian dari 
Sunnatullah, maka ia akan membawa kehidupan ini 
lebih indah dan menarik untuk dijalani dan 
dinikmati. Salah satu hadis yang sangat populer 
terkait dengan perbedaan pen-dapat adalah:   فلاتخا
ةمحر ىتمأ.12  , Perbedaan pendapat dari umatku adalah 
rahmat. 
Tidak mudah menyikapi ikhtilaf seperti yang 
dimaksudkan dalam hadis tersebut sehingga dapat 
berimplikasi menjadi rahmat bagi kemanusiaan, 
sebab jangankan perbedaan dalam kehidupan 
antarumat yang berbeda agama, kenyataannya 
perbedaan pemahaman ajaran di kalangan intern 
umat beragama, tidak jarang menjadi sumber 
perpecahan, disamping tentunya ada yang 
berimplikasi rahmat. 
Keragaman dan perbedaan dalam berbagai 
aspeknya, baik secara individual maupun secara 
kolektif harus disikapi secara arif, agar dengan 
begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih 
dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi 
secara sehat untuk memperoleh kebaikan (fastabiqul 
al-khairat) dan tolong menolong (ta’awun) dalam 
menata kehidupan di bumi ini. 
                                                 
12Ismail ibn Muhammad al-‘Ajluny, Kasyf al-Khafa’ wa Muzil al-
Ilbas ‘Amma Isytahara min al-Ahadits ‘Ala Alsinah al-Nas, juz I (Cet. 
Beirut: Dar al-Turats al-‘Araby, 1352 H), h. 64. Muhammad Darwisy 
Aljut, Asna al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalif al-Maratib (Beirut: Dar al-
Katib al-‘Araby, 1403 H./1982 M.), h. 35. ‘Abd al-Rahman ibn Ali ibn 
Muhammad ibn Umar al-Syaibany, Tamyiz al-Thayyib min al-Khabits 
Fma Yaduru ‘ala Alsinah al-Nas min al-Hadits (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1409 H./1988 M), h. 16. 
   
 
Indonesia berdiri di atas pengakuan akan 
eksistensi keragaman (Bhineka Tunggal Ika). Lebih 
lagi ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 
dikomandangkan oleh Taufik Kemas, yaitu 
Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945. Di atas 
keragaman itulah Indonesia dibangun di atas 
bingkai persatuan dan persaudaraan. Indonesia 
mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, 
bahasa, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan 
kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. 
Di sisi lain, keragaman dapat pula menjadi potensi 
konflik sosial jika tidak disikapi secara bijak dan arif. 
Potensi tersebut seharus-nya dikomunikasikan 
dalam rangka menemu-kan sebuah kesepakatan 
bersatu atau toleran dalam meng-hadapi realitas 
yang mesti berbeda. 
Fikih seharusnya mampu memberikan 
jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. 
Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan 
mengadopsi produk fikih warisan ulama masa-masa 
awal. Sebab, berpotensi adanya yang masih relevan, 
tetapi beberapa diantaranya sudah kehilangan 
konteks. Dengan tidak menafikan, fikih yang lahir di 
masa lalu yang merupakan respon terhadap 
persoalan yang mengitari masyarakat saat itu, tetapi 
persoalan yang muncul hari ini mesti disikapi 
dengan bijak untuk menjawab permasalahan dalam 
konteks masa kini dan akomodatif terhadap fakta 
empirik aktual. Keragaman pemahaman internal 
umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya 
   
 
harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi 
fikih, disamping fakta sosial yang juga harus 
menjadi pertimbangan. Contoh, bab-bab dalam kitab 
fikih mestinya sudah ada satu bab tentang salat bagi 
pekerja bengkel yang sepanjang hari belepotan 
dengan oli, demikian pula bagi sopir angkot yang 
harus berjuang mendapatkan penumpang, 
kehidupan di kota-kota besar yang serba macet, dan 
sebagainya. Faktanya, hal ini belum ada, dan 
kalaupun sudah ada itu belum familiar di 
masyarakat, padahal Islam secara ideal senantiasa 
relevan dengan perkembangan yang ada, serta 
sesuai dengan kondisi masyarakat penganutnya, 
kapan dan dimana pun mereka berada. 
Selain perkembangan sosial dengan segala 
kompleksitas masalahnya, masyarakat Islam 
Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi 
mazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. 
Fakta ini menuntut adanya produk/respon fikih 
yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia 
yang majemuk, khususnya kemajemukan internal 
umat Islam. Rumusan fikih yang lahir diharapkan 
lebih akomodatif dan toleran terhadap fakta 
keragaman tersebut. Dengan prinsip bersatu pada 
hal-hal yang disepakati, dan toleran terhadap hal-hal 
yang tidak disepakati (perbedaan), khsususnya 
menyangkat ajaran-ajaran Islam bersifat furu’iyat 
(cabang). Sebab, fakta menunjukkan bahwa umat 
Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat 
ushuliyat (pokok) dalam Islam justru terabaikan oleh 
   
 
penganutnya lantaran perbedaan dalam aspek 
furu’iyat (cabang). 
I. Urgensi Perumusan Fikih Islam Indonesia 
 Uraian sebelumnya secara keseluruhan dimak-
sudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih 
sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam Indonesia. 
Oleh karena itu, pertanyaannya: “siapakah sesungguhnya 
yang paling bertanggungjawab dalam hal ini?” Ulama 
dan cendikiawan muslim, khususnya perguruan tinggi 
dan sarjana muslim harus berupaya mengungkap 
berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam 
persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal ini 
tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa 
lalu, melainkan juga karena kreasi intlektual yang kritis 
kurang terbangun belakang ini akibat berbagai 
keterlenaan. Kuatnya umat Islam bermazhab kepada 
produk fikih (mazhab qawli), sehingga mengakibatkan 
melemahnya bermazhab secara metodologis (mazhab 
manhaji) melalui pengkajian dan pengembangan ushul 
fikih dan kidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks 
kekinian, dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan 
terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab, 
Alquran sebagai wahyu dari Tuhan sementara fikih 
merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para 
fuqaha hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang 
ditinggalkan Nabi Saw. adalah Alquran dan sunnah. 
Ulama fikih (fuqaha) idealnya mewariskan cara 
memahami Alquran dan sunnah, dan bukan semata-mata 
pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogyanya tidak 
ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya 
kreasi ulama belakangan, sebab fikih sebagai salah satu 
cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji.  
   
 
 Tulisan ini juga bertujuan mengungkap berbagai 
bentuk keterlenaan umat Islam dalam memuji produk 
fikih masa lalu dan kecenderungan memosisikan fikih 
secara tidak proporsional. Upaya mendekati fikih ini 
yang tidak kalah pentingnya dari yang lainnya, yaitu 
pendekatan sejarah. Terjadinya distorsi dan “manipulasi” 
sejarah akan berdampak negatif dalam pengambilan 
kesimpulan hukum-hukum fikih. Harus dipahami bahwa 
produk-produk pemahaman dan hasil ijtihad ulama 
terdahulu sarat dengan latar belakang kesejarahan 
(tarikhiyat) yang menjadi variabel berpengaruh terhadap 
produk pemahaman mereka. Karena itulah membaca 
fikih harus disertai dengan kesadaran historis. 
Tertutupnya pintu ijtihad juga telah turut berpengaruh 
ter-hadap terjadinya stagnasi pemikiran Islam, khususnya 
perkembangan hukum Islam (fikih). 
 Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi 
oleh kondisi sosio-historis masyarakat seharusnya tidak 
dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. 
Pengekalan terhadap produk fikih merupakan sebuah 
ketidakseimbangan. Islam sebagai agama yang menjadi 
rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh 
wilayah dan zaman, sudah saatnya “digugat” secara 
kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah 
kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau 
solusi yang “merahmati” umat berhadapan dengan 
keragaman problematika. Era globalisasi adalah era yang 
menuntut Islam diterjemahkan menjadi rahmat bagi 
seluruh masalah global dan informasi berikut dampak 
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BAB II 
 KEWARISAN DALAM ISLAM 
A.  Seputar Kewarisan 
Tidak dapat diingkari bahwa memang terdapat 
teks-teks keagamaan yang menunjukkan adanya pensub-
ordinasian terhadap perempuan. Sebagian kaum feminis 
memandang, hal tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor; pertama, adanya teks keagamaan yang memang 
merupakan bias gender.13 Kedua, adanya misinterpretasi 
terhadap teks-teks keagamaan. Ketiga, adanya perlakuan 
menyimpang dari pribadi-pribadi dan berlindung di balik 
institusi agama. Subordinat laki-laki atas kaum hawa 
telah berlangsung lama, jauh sebelum datangnya Islam. 
Pada masa pra Islam (jahiliyah), wanita bukan hanya 
tidak mendapatkan warisan, bahkan diluar batas 
prikemanusiaan,  mereka dapat diwariskan oleh laki-laki 
kepada laki-laki yang menginginkannya. Potret buram 
sejarah kemanusiaan seperti itu berlangsung demikian 
lama, sehingga Nabi Muhammad`Saw. diutus di tengah-
tengah kebiadaban itu untuk melindungi kaum wanita 
dan memperlakukan secara manusiawi.  
Dalam rangka merealisir komplementaritas laki-laki 
dan perempuan, umat mesti kembali kepada Alquran. 
Mengacu kepada Alquran tentunya tidak hanya harus 
membacanya secara tradisional, tekstual, atau menerima 
bulat-bulat penafsiran ulama di masa lalu, di abad 
pertengahan, dan modern, tetapi umat Islam sekarang 
harus melakukan refleksi kritis atas penafsiran mereka. 
Dalam terminologi para pemikir pos-modernis, saatnya 
                                                 
13Mary Weaver. J, New Catholic Women: Sociological 
Perspective on Sex and Gender (NY: Macmillan Publishing 
Company, 1988), h. 22. 
   
 
sekarang intelektual muslim untuk melakukan 
dekonstruksi terhadap berbagai pemahaman bias 
gender.14 Meskipun harus merujuk kepada Alquran, 
namun nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan 
tidak bertentangan tujuan ideal moral (ruh) Alquran 
harus diintegrasikan dengan semangat universal 
Alquran, yaitu tegaknya nilai-nilai keadilan sosial yang 
tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin.               
B.  Problematika Format 2 : 1  
Wacana kesetaraan gender dalam Islam 
menempatkan masalah pembagian harta warisan sebagai 
salah satu topik perdebatan yang hangat. Format 2 : 1 
(dua banding satu) yang dahulu selalu menjadi bahan 
pertanyaan, kini berubah menjadi materi “gugatan” oleh 
sementara pihak. Pada tahun 1980-an misalnya, Munawir 
Syadzali – Menteri Agama RI pada masa itu – 
melontarkan gagasan agar dalam pembagian harta 
warisan umat Islam Indonesia memberikan bagian yang 
sama antara laki-laki dan perempuan.15 Gagasan ini 
antara lain merujuk pada perbedaan konteks ketika ayat 
tersebut diturunkan dengan konteks yang ada saat ini. 
Gagasan tersebut ditentang keras oleh para ulama di 
Indoensia dengan alasan bertentangan dengan ayat-ayat 
Alquran. 
Salah satu ayat yang sering dijadikan pembicaraan 
mengenai pembagian warisan yaitu Q.S. al-Nisa/4: 11 
dan 176. 
                                                 
14Bandingkan dengan Nurjannah Ismail, Perempuan dalam 
Pasungan: Bias laki-Laki dalam Penafsiran (Yogyakarta: LkiS, 
2003), h. 5. 
15Munawir Syadzali, Dari Lembah Kemiskinan; 
Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 
1995), h. 97. 
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Terjemahnya :  
Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu 
bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 
orang anak perempuan....” 
 Ayat di atas berbicara mengenai hak anak 
perempuan dan hak laki-laki dalam kewarisan, bukan 
hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan 
dalam segala persoalan. Terhadap ayat di atas, hampir 
semua mufasir mengakui bahwa secara tekstual 
pembagian warisan untuk anak laki-laki sebanyak dua 
kali lipat pemberian untuk anak perempuan.   
 Jika orang yang meninggal hanya mempunyai 
seorang anak perempuan, maka bagiannya mendapatkan 
separoh dari harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya 
dan sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya.16 
Menurutnya, ayat ini menjelaskan tidak boleh pihak anak 
perempuan yang mewarisi semua harta yang 
ditinggalkan oleh orangtuanya. Sementara anak laki-laki, 
apabila dia sendiri maka dia mewarisi semua.17  
  Para ulama sepakat bahwa pembagian harta 
warisan itu harus disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk 
agama, sebagaimana dituangkan dalam nash, yaitu 
Alquran dan hadis Nabi. Pembagian warisan antara laki-
laki dan perempuan, yaitu 2 : 1 masih sangat relevan 
dengan konteks masyarakat pada saat itu. Format 
pembagian harta warisan masih dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan menurut kultur.   
                                                 
16MUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi,  Jilid 2, h. 218.  
17MUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi,  Jilid 2, h. 218.  
   
 
 Dalam praktiknya, seringkali tidak seperti itu, 
karena terkadang mengikuti apa yang menjadi 
kesepakatan antara pihak keluarga, sehingga 
pembagiannya dibagi rata. Kedua belah pihak (anak laki-
laki dan anak perempuan) mendapatkan bagian yang 
sama. Bahkan, kadang-kadang anak perempuan 
mendapatkan lebih banyak, karena kultur sebagian 
masyarakat Bugis yang memberikan anak perempuan 
berupa tempat tinggal (rumah, ruko, emas, dsb.). 
Masyarakat Bugis biasanya membagi harta warisan 
menurut tradisi yang sudah berjalan. Jika dalam 
pembagian itu terasa ada ketakadilan, maka dapat 
diselesaikan dengan beberapa alternatif; dibagi rata 1: 1, 2 
: 1, dan atau menurut tradisi. Alternatif terakhir ini 
biasanya perempuan mewarisi rumah, dan anak laki-laki 
mewarisi harta yang lain. 
 Pandangan para ulama Bugis di atas sama dengan 
pandangan mufasir lainnya.18 Menurut M. Quraish 
Shihab, pemberian warisan untuk anak laki-laki sebanyak 
dua kali lipat dari pemberian untuk anak perempuan, 
bukan saja karena anak laki-laki – ketika menikah - 
berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada isteri 
dan keluarganya, melainkan juga karena laki-laki – secara 
umum - memiliki keistimewaan dalam bidang 
pengendalian emosi dibandingkan dengan perempuan. 
Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar 
pertimbangan akal harus didahulukan daripada 
                                                 
18M.Quraish Shihab sebenarnya jika ditelusuri ia 
termasuk ulama Bugis karena ia berasal dari Kabupaten 
Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, tetapi khusus dalam 
tulisan ini penulis tidak memasukkannya dalam kelompok 
ulama Bugis karena yang dimaksud di sini ulama Bugis adalah 
ulama Bugis yang menulis tafsir berbahasa Bugis yang 
dibentuk timnya oleh MUI Sulsel. 
   
 
pengendaliannya atas dasar emosi.19 Tampaknya, apa 
yang dikemukakan, baik tafsir ulama Bugis dan M. 
Quraish Shihab belum berusaha keluar dari pemahaman 
yang sesuai dengan teks, bahkan terkesan masih sangat 
kuat mempertahankan pemikiran-pemikiran yang telah 
dilontarkan oleh mufasir sebelumnya, yaitu ketika 
membahas masalah warisan dengan format 2 : 1. 
Argumen yang dijadikan pegangan antara lain tanggung 
jawab laki-laki atas perempuan ketika akan dan setelah 
menjadi suami, perbedaan peran antara laki-laki dan 
perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga, serta 
perbedaan potensi yang dimiliki oleh keduanya. 
Ketika seorang laki-laki akan melangsungkan 
pernikahan, ia wajib menyerahkan mahar kepada calon 
isterinya. Setelah menikah kapasitasnya sebagai seorang 
suami melahirkan tanggung jawab untuk menafkahi 
isterinya. Itulah antara lain sebabnya, dalam harta 
warisan, laki-laki harus mendapatkan bagian yang lebih 
besar daripada perempuan. Ketika anak laki-laki 
mendapatkan dua kali lipat lebih banyak daripada bagian 
anak perempuan, kondisi ini akan terbalik setelah mereka 
menikah. Bagian laki-laki menjadi berkurang oleh mahar, 
sedangkan bagian perempuan bertambah dengan 
pemberian mahar. Dengan demikian, keinginan 
perempuan untuk mendapatkan bagian yang lebih 
banyak betul-betul terealisir. Penganut pendapat ini 
melihat di sinilah letak keadilan aturan warisan.20 
                                                 
19M. Quraish Shihab, Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, 
Dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai 
Bias Baru (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 262. 
20Asghar Ali Enggineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, 
terj. Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf, (Yogyakarta: 
Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak),  h. 
111-112; Said Ramadhan al-Buthi, Perempuan antara Kezaliman 
   
 
Demikian pemikiran yang diungkapkan oleh ulama-
ulama di atas termasuk pemikiran ulama Bugis dalam tim 
MUI di atas. 
Mereka menjelaskan ayat ke-176, Q.S. al-Nisâ/4 
tentang kalâlah (orang yang meninggal tidak 
meninggalkan bapak dan anak untuk mewarisi hartanya). 
Dikemukakan bahwa apabila dia tidak memiliki anak, 
sementara memiliki seorang saudara perempuan, maka 
bagiannya hanya separuh dari harta saudaranya yang 
meninggal dan kalau hanya memiliki satu saudara, yaitu 
laki-laki, maka semuanya harta warisannya jatuh kepada 
sudaranya.21 Lebih lanjut dijelaskan, jika ada seorang laki-
laki dan seorang perempuan, bagian laki-laki sama 
dengan bagian dua anak perempuan.22 Artinya, 
pemahamannya tetap menganut format 2 : 1. Jadi, apa 
yang diungkapkan oleh MUI lewat penafsirannya masih 
tetap pada kaidah ushul fikih “al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzh lâ 
bi khushûsh al-sabab”. Pegangannya adalah otoritas teks, 
bukan makna eksternal teks.  
Pada dasarnya argumen-argumen yang diberikan 
oleh para ulama tentang pembagian warisan di atas 
merupakan pandangan yang rasional, akan tetapi bukan 
berarti argumen tersebut tidak mempunyai kelemahan. 
Argumen yang berangkat dari keterkaitan harta warisan 
dengan mahar, kelemahannya akan tampak ketika 
dihadapkan dengan fakta (kasus) ketika seorang 
perempuan – karena alasan khusus – sehingga tidak 
menikah. Jika pembagian warisan pada tataran praktis 
(tanfîzh) bentuk keadilan yang bagaimana yang relevan, 
                                                                                                
Sistem Barat dan Keadilan Islam, terj. Darsim Ermaya Imam 
Fajruddin, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 120-125. 
21MUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi,  Jilid 2, h. 504.  
22IMUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi,  Jilid 2, h. 
404. 
   
 
tetapi tidak berlaku secara absolut,23 karena masih 
terdapat aneka pertimbangan.  
Mungkin saja hal ini dijawab dengan mengaitkan 
bahwa ketentuan hukum selalu berdasarkan pada aspek 
yang bersifat umum. Situasi yang spesifik atau hal yang 
jarang terjadi tidak boleh dijadikan pertimbangan (al-
nâdhiru lâ yu‘tabar). Fakta sosial menunjukkan bahwa 
perempuan yang tidak menikah – tentu saja dengan 
alasan yang beragam- jumlahnya juga tidak sedikit. 
Dalam menghadapi fakta seperti ini, mufasir dapat 
melakukan “langkah berani” meninggalkan makna 
tekstual dan menangkap pesan ideal moral yang 
substantif untuk mengakhiri ketakadilan.24 
Kelemahan yang lain, harta warisan sering 
didefenisikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh si 
mayit.25 Jika defenisi ini dihubungkan dengan 
pembiayaan pernikahan (uang panai’) anak laki-laki oleh 
orangtuanya sebelum meninggal, dalam hal ini termasuk 
maharnya,  apakah semua pendanaan itu beseta 
                                                 
23Pada tataran praktis, orang-orang Bugis dalam 
membagi harta warisan dibagi pada tiga bentuk; pertama, 
seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan mendapat 
bagian yang sama (1 : 1). Kedua, seorang anak laki-laki 
mendapatkan lebih banyak daripada bagian anak perempuan, 
namun jumlahnya tidak ditentukan, melainkan sesuai dengan 
kelayakan. Ketiga, seorang anak laki-laki mendapatkan dua 
kali lipat daripada bagian anak seorang perempuan, 2 : 1, 
(mallempa’ boranewe nenniya manjjujung makkunraiye). Akan 
tetapi, dalam tradisi masyarakat Bugis, rumah yang 
ditinggalkan orangtua beserta sebagian besar isi berupa perabot 
adalah bagian anak perempuan. 
24Bandingkan pandangan ini dengan Nasaruddin Umar, 
Argumen Kesetaraan Jender (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 17.  
25M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1996), h. 12. 
   
 
maharnya termasuk dalam kategori harta warisan? 
Apakah dana yang telah digunakan dalam prosesi 
pernikahan tersebut secara otomatis mengurangi jatah 
warisan mereka kelak. Pertanyaan ini patut diajukan, 
karena tidak ada ketentuan bahwa seorang anak laki-laki 
harus menikah setelah orangtuanya meninggal dunia. 
Kalau pertanyaan di atas dijawab dengan “'ya”, maka 
menyalahi defenisi harta warisan. Sementara jika dijawab 
“'tidak”– maka dengan sendirinya menunjukkan 
kelemahan argumen di atas. Hal ini perlu dipertanyakan, 
sebab dalam banyak masyarakat muslim, utamanya di 
Indonesia, pernikahan anak laki-laki dengan pendanaan 
orangtua sangat banyak terjadi, bahkan dianggapnya 
sebagai kewajiban bagi orangtua.  
Dalam konteks keindonesiaan, argumen yang 
mengaitkan antara warisan dengan tanggung jawab 
memberikan mahar atau hal-hal lain oleh laki-laki kepada 
perempuan sebelum menikah sepatutnya dikaji ulang. 
Masalahnya, mahar dan hal-hal lain tersebut jumlahnya 
tidak besar. Dalam banyak tradisi di Indonesia, mahar 
biasanya hanya berupa seperangkat alat salat. Kalaupun 
ada tambahan dalam bentuk uang, jumlahnya tidak 
banyak, berbeda dengan yang terjadi di Arab Saudi atau 
Mesir, laki-laki selain harus memberikan mahar dan 
disyaratkan mempersiapkan keperluan lain, seperti 
ketersediaan rumah sebelum menikah.   
Terdapat satu pertanyaan, bagaimana dengan 
argumen yang berkaitan dengan posisi laki-laki sebagai 
pemberi nafkah dan perempuan sebagai pihak yang 
dinafkahi? Argumen ini juga mengandung kelemahan, 
antara lain ketika dihadapkan dengan pertanyaan 
“wajarkah suatu perolehan masa lampau dibagi 
berdasarkan kriteria masa depan yang sarat dengan 
ketidakpastian? Sementara, perempuan yang ditinggal 
   
 
mati oleh ayahnya dalam keadaan gadis (remaja) atau 
anak-anak, belum pasti menikah di kemudian hari. Ketika 
sudah dapat dipastikan ia tidak akan menikah, apakah ia 
harus kembali menggugat harta warisan yang sudah 
dibagi berdasarkan asumsi bahwa tidak akan ada suami 
yang menafkahinya? Kelemahan lain, sekiranya terkait 
dengan nafkah semestinya seorang suami tidak mendapat 
warisan dari seorang istri yang meninggal, atau 
sebaliknya seorang suami yang meninggal meniscayakan 
seorang isteri mendapatkan bagian yang lebih banyak. 
C. Antara Qath‘iy al-Wurud dan Zhanniy al-
Tanfidz 
Pergulatan antara qath‘î al-wurûd (otoritas teks) 
dan zhannî al-tanfîdz (feleksibilitas penerapan) merupakan 
dua kaidah yang menjadi pangkal perbedaan penetapan 
hukum ayat tersebut. Berangkat dari realitas itu, sebagian 
memaknai ayat apa adanya dan ulama lainnya 
memandang kemungkinan aturan warisan dapat 
dikontektualisasikan. Kelompok yang kedua ini tidak 
sependapat dengan beragam alasan yang diajukan oleh 
kelompok konservatif, termasuk kategorisasi ayat-ayat 
Alquran menjadi qath‘î dan zhannî. Ketidaksetujuan ini 
cukup beralasan, sebab kategorisasi itu tidak lain dari 
rumusan para ulama sendiri yang kebenaran-nya masih 
bersifat relatif. Dalam kenyataannya, khalifah kedua, 
Umar bin Khattab sendiri memperlakukan ayat-ayat – 
yang kemudian dianggap qath‘î – berbeda dengan teksnya 
dan menjadikan konteks sebagai pertimbangan untuk 
meninggalkan makna tekstual ayat tersebut. Umar tidak 
menjatuhkan hukum potong tangan kepada seorang 
pencuri dengan pertimbangan musim paceklik dan tidak 
memberi-kan bagian zakat kepada para muallaf dengan 
alasan keislamannya (iman) sudah kuat. 
   
 
Asghar Ali Enggineer berpandangan bahwa satu-
satunya syarat bagi pembagian qurani yang berhasil 
adalah tidak memperlakukan syari‘ah secara final, 
sebagaimana yang dirumuskan para fuqahâ pada masa 
awal. Perlu diinterpretasikan, atau bahkan dirumuskan 
kembali dalam semangat Alquran yang sejati, dengan 
mempertimbangkan kondisi-kondisi yang telah berubah 
dan kesadaran baru di kalangan perempuan. Asghar 
dalam hal ini tidak sampai menyalahkan rumusan para 
fuqahâ terdahulu, ia hanya mencoba meyakinkan bahwa 
merubah format hukum karena pertimbangan konteks 
tanpa meninggalkan sema-ngatnya bukanlah suatu hal 
yang terlarang. Hal itu justru merupakan keniscayaan 
dalam rangka meraih idealitas Alquran  yang sejati. 26 
Tokoh perempuan kontemporer dan fenomenal, 
yang juga menyetujui kontektualisasi ialah Aminah 
Wadud Muhsin. Menurutnya, Alquran tidak 
menguraikan semua kemungkinan yang bisa terjadi 
dalam hal warisan, tetapi dengan memberikan beragam 
skenario, cukup jelas bahwa banyak kombinasi yang 
mungkin terjadi karena adanya beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan demi pembagian warisan yang adil. 
Dalam penjelasannya, dia lebih lanjut menekankan faktor 
manfaat harta bagi orang yang ditinggalkan sebagai 
pertimbangan utama.27 Tujuan inti kewarisan adalah 
mewujudkan keadilan sosial tanpa perbedaan jenis 
kelamin.  
 Syafiq Hasyim dalam dalam salah satu entrinya 
“fiqh al-mawârits” menerangkan bahwa secara sosio-
historis ayat yang menetapkan porsi 2 : 1 (dua banding 
                                                 
26Asghar Ali Enggineer, Hak-Hak Perempuan..., h. 116.  
27Aminah Wadud Muhsin, Qur'an Menurut Perempuan; 
Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir, terj. Abdullah Ali, 
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 158. 
   
 
satu) sebenarnya merupakan bentuk dari penyadaran 
kemanusiaan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk 
mempunyai harta sebagaimana laki-laki. Islam 
memberikan dua alternatif bagi perempuan untuk 
memperoleh harta, yaitu dengan jalan warisan dan 
melalui mas kawin (mahar). Dengan pemahaman yang 
demikian, berarti realitas 2 : 1 sebenarnya adalah 
cerminan realitas sosiohistoris-kultual yang bergantung 
pada ruang dan waktu.28  
Tiga pendapat yang dipaparkan di atas bertemu 
pada satu kesimpulan bahwa format 2 : 1 dan aturan-
aturan lain dalam warisan bukan satu hal yang mutlak 
diterapkan (zhannî al-tanfîdz). Rumusan dan reinterpretasi 
berdasar beberapa pertimbangan, termasuk ruang, 
waktu, dan aneka kondisi akan mengantar pada keadilan 
qurani. Teks yang mengatur format 2 : 1 adalah qath‘î al-
wurûd dan qath‘î  al-tanfîdz (tekstulis). Dengan demikian 
sebenarnya ruh ayat itu membawa misi keadilan. 
Sehubungan dengan tradisi Arab Jahiliyah pra Islam yang 
tidak memberikan warisan kepada anak perempuan, 
maka ayat ini sebenarnya secara bertahap ingin 
menghapus perlakuan zalim tersebut.  
Dapat pula teks itu dipahami bahwa 2 : 1 adalah 
isyarat keadilan gender dalam pembagian kewarisan. 
Dua (2) adalah bagian maksimal yang dapat diwarisi oleh 
anak laki-laki, dan satu (1) adalah jumlah maksimal yang 
harus diperoleh oleh anak perempuan. Dengan demikian, 
pembagian dapat dibagi rata (1 : 1) jika hal itu tidak 
menimbulkan masalah atau resiko negatif, apalagi jika hal 
itu lebih menunjukkan sebuah bentuk keadilan. Sebab, 
agama datang untuk memberikan maslahat dan 
                                                 
28Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-
isu Keperempuanan dalam Islam; Sebuah Dokumentasi (Bandung: 
Mizan, 2001), h. 238. 
   
 
mencegah mudarat bagi manusia, serta membawa misi 
keadilan.  
Atas dasar maslahat dan keadilan pula teks ayat itu 
juga dapat diterapkan dengan merujuk pada maslahat 
jika suatu masyarakat memberlakukan secara tekstual  2 : 
1 dengan catatan bahwa jika saudara perempuan tidak 
menikah, yang berarti tidak memperoleh mahar, maka 
saudara laki-laki yang mendapat lebih banyak itu mem-
punyai tanggung jawab menafkahi saudara 
perempuannya itu. Dalam konteks masyarakat Bugis, 
nilai assitinajang (kepatutan) itu juga menjadi parameter. 
Bahkan, nilai asitinajang itu adakalanya melampau nilai-
nilai keadilan hinga asitnajang menjadi sikap ihsan. Untuk 
tidak menimbulkan perdebatan dan tidak memunculkan 
rasa kecemburuan dalam hal pembagian harta warisan, 
tidak cukup hanya membaca ayat itu sendiri, tetapi 
melihat ayat lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam 
ayat 32 Q.S. al-Nisâ bahwa untuk tidak menimbulkan 
rasa kecemburuan antara kedua belah pihak Alquran 
mengingatkan : 
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Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan 
oleh Allah kepada sebagian kamu dari sebagian yang lain. 
(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa 
yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah 
sebagian dari karunia-Nya.Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 
   
 
Dua aspek, yaitu “keadilan” dan “iman” adalah 
kata kunci untuk mengakhiri perseteruan mengenai 
pembagian harta warisan. Iri hati dapat terjadi, karena 
adanya perlakuan yang tidak adil. Rasa ketakadilan itu 
juga dapat muncul karena keserakahan (ngowa), dan 
keserakahan itu dapat diselesaikan jika iman kepada 
Allah telah menjadi penetralisir atas masalah itu. Tafsir 
berbahasa Bugis dalam penjelasannya terhadap ayat di 
atas mengartikan bahwa bagi pihak perempuan tidak bisa 
merasa iri terhadap apa yang didapatkan oleh laki-laki, 
demikian sebaliknya pihak laki-laki tidak bisa juga 
merasa iri terhadap apa yang didapatkan oleh 
perempuan.29 Jadi, keduanya harus merasa puas dengan 
apa yang dimilikinya, karena di balik ketetapan Allah 
tersebut pasti ada makna yang terkandung dan manusia 
belum mampu untuk sampai kepada pemahaman yang 
ada di balik aturan tersebut. Dan, masalah ini dapat 
dinetralisir oleh nilai iman. 
Pemahaman semacam ini lebih kepada 
pemahaman secara normatif, yakni berbaik sangka 
terhadap maksud Allah di balik teks itu. Pemahaman 
semacam itu kadang-kadang berbenturan dengan realitas 
sosialkultural masyarkat, karena tidak semua masyarakat 
serta-merta tunduk pada teks itu. Resistensi 
pemberlakuannya tidak hanya karena masyarakat tidak 
mau tunduk pada teks, tetapi juga mungkin ruh ayat itu 
berupa ‘keadilan’ tidak diperolehnya karena berbagai 
faktor. Mungkin terjadi karena saudara laki-lakinya telah 
lebih banyak memperoleh bagian harta sebelum 
pembagian harta warisan karena orangtuanya telah 
membiayai anaknya yang laki-laki lebih banyak. Apalagi 
saat ini, bisa jadi ada anak laki-laki memperoleh 
                                                 
29MUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi,  Jilid 2, h. 265.  
   
 
pendidikan tinggi yang pembiayaannya berasal dari harta 
orangtuannya dan memperoleh penghidupan yang layak. 
Sementara, saudaranya yang perempuan tidak 
memperoleh pendidikan yang tinggi dan karenanya ia 
tidak memperoleh penghasilan yang memadai. Bisa jadi 
pula karena anak perempuan tersebut tidak menikah dan 
secara kultural saudara laki-laki yang sudah menikah 
tidak lagi bertanggungjawab terhadap saudara 
perempuan yang tidak menikah itu sebagaimana 
dianjurkan oleh agama.   
Pembagian harta warisan dengan berpedoman 
pada nilai-nilai keadilan, maka ayat di atas sudah jelas 
keqath‘îanya, sehingga menempuh jalan tengah dengan 
mengadaptasi konsep Muhammad Syahrur,30 yaitu al-
hadd al-a‘lâ (batasan maksimal) dan al-hadd al-adnâ 
(batasan minimal) bahwa penetapan 1 : 2 adalah untuk 
bagian perempuan minimalnya adalah 1 dan boleh saja 
lebih, dan untuk bagian laki-laki maksimalnya adalah 2 
dan sedapat mungkin tidak lebih dari itu. Pendapat 
semacam itu lebih memungkinkan adanya ruang gerak 
yang tidak berlebihan, tetapi elastis pada tataran 
operasionalnya (zhannî al-tanfîdz wa qath‘î al-wurûd). Jadi, 
angka dua (2) adalah angka maksimal dan angka satu (1) 
adalah angka minimal tentu memberikan peluang yang 
elastis, bahkan bisa memberikan ruang rumus pembagian 
1 : 1 yang lebih dekat kepada persamaan dan keadilan. 
Pemahaman semacam ini dapat dipertimbangkan sebagai 
salah satu alternatif. Akan tetapi, bagaimanapun juga, 
pandangan Syahrur tidak lebih dari sebuah tawaran 
                                                 
30Syahiron Syamsuddin (ed), Prinsip-Prinsip dan Dasar 
Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: ElSaq  Press, 2007), h. 
242. Pemahaman Syahrur di atas ingin memberikan jalan 
tengah kepada dua poros pemikiran antara tekstual dan 
kontektual. Ruh ayat itu sebenarnya adalah ruh keadilan.  
   
 
alternatif, sehingga apabila kondisi masyarakat tidak 
bersedia mengaplikasikannya, itu bukan keharusan, 




Kegagalan mempertemukan antara teks dan 
konteks serta ruh ayat tentang format kewarisan akan 
melahirkan kesenjangan yang “menganga” antara hak 
anak laki-laki dan anak perempuan. Persoalan pembagian 
harta warisan dengan format 2 : 1 sesungguhnya adalah 
tahapan menuju keadilan dan persamaan. Karena sosio-
historis yang melatarbelakangi turunnya ayat itu adalah 
konteks sosio-kultural masyarakat Arab yang Jahiliyah 
yang tidak memberikan harta warisan kepada anak 
perempuan, dan bahkan perempuan dapat diwariskan 
maka petunjuk teks suci dengan format 2 : 1 mengandung 
ruh keadilan sebagai kebenaran universal yang 
didambakan oleh setiap manusia tanpa dibatasi oleh latar 
belakang suku dan agama yang dianutnya, baik laki-laki 
maupun perempuan.  
Rasa keadilan sebagai pilar tegaknya 
kesejahteraan sosial harus mendapat pertimbangan 
utama dalam pembagian harta warisan. 
Pertimbangannya, tidak mungkin maksud ayat itu turun 
mengekalkan prilaku tidak adil melalui kewarisan format 
2 : 1. Selain itu, tidak mungkin antara maslahat dan teks 
Alquran bertentangan, karena Alquran adalah kitab suci 
yang bertujuan memberi petunjuk untuk mencapai 
kemaslahatan dunia dan akhirat. Ia turun bukan untuk 
menghapus seluruh budaya yang berlaku di masyarakat. 
Dengan demikian budaya nasyarakat yang membawa 
kedamaian, kemaslahatan, kesejateraan, dan keadilan 
   
 
sosial dapat dipertahankan bersinergi dengan ajaran 
Alquran, termasuk budaya Bugis “malempa’ (bagi anak 
laki-laki dan majjujung” bagi anak perempuan. Mallempa’  
disamping mengandung makna hak warisan anak laki-
laki, juga mengandung makna tanggung jawab anak laki-
laki terhadap saudaranya yang perempuan yang 
membutuhkan dan majjujung merupakan hak anak 
perempuan untuk mendapatkan warisan. 
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BAB III 
PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG 
BERLAINAN AGAMA  
A. Perkawinan 
Sesuai hakikat manusia yang membedakannya 
dengan mahluk hidup lainnya, sudah menjadi kodrat 
alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama 
dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. 
Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun 
bersifat rohani. Pada umumnya, pada suatu masa tertentu 
bagi seorang pria maupun sorang wanita timbul 
kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya 
yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara 
seorang pria dengan seorang wanita yang telah 
memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. 
Perkawinan ini disamping merupakan sumber 
kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia 
karena kematian, juga merupakan tali ikatan yang 
melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan 
masyarakat dan negara. Hidup bersama antara seorang 
pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang 
sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua 
belah pihak maupun terhadap keturunannya serta 
anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan 
suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama 
itu. 
Dalam wacana dikotomi publik-privat, 
perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap 
sebagai wilayah privat.Pengaturan perkawinan tidak 
dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks 
inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun 
   
 
negara memiliki kepentingan untuk mengadakan 
pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki 
kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab 
keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil 
memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi 
nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, 
sebagai institusi modern pun tidak bisa mengabaikan 
keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib 
warganya. 
Pada masyarakat sekarang ini, suatu perkawinan 
dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari 
negara.31 Cara untuk mendapatkan pengakuan itu sering 
berbeda-beda diantara negara yang satu dengan negara 
yang  lain. Mengingat di negara kita hidup serta diakui 
berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak 
mengherankan apabila kita sering menjumpai atau 
mendengar adanya perkawinan antar orang-orang yang 
berbeda agama atau kepercayaan.  
Umat Islam Indonesia menghadapi keadaan yang 
                                                 
31Di dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara yang 
berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah “Ketuhanan 
Yang Maha Esa” maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan 
yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan 
bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga 
mengandung unsur batin atau rohani, disamping itu pula perkawinan 
mempunyai peranan yang penting, terlebih-lebih sejak berlakunya 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana 
didalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan 
diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan 
demikian peranan agama dan kepercayaan semakin lebih diteguhkan 
didalam hukum positif kita.Dengan adanya pasal 2 ayat (1) tersebut 
pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah 
merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu 
perkawinan.Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan 
antara orang-orang yang seagama atau sekepercayaan. 
   
 
unik sekaligus dilematis. Di satu sisi, sebagai warga 
negara Indonesia wajib mematuhi dan tunduk pada 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi 
lain, sebagai umat Islam berhak dan wajib mengikuti 
serta tunduk pada hukum dan syariat Islam. Selain itu, 
masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi 
agama dan kepercayaan, sehingga memungkinkan 
terjadinya perkawinan lintas agama dan kepercayaan. 
Sementara, agama dan keper-cayaan merupakan salah 
satu aspek kehidupan manusia yang sensitif untuk 
dipermasalahkan. Negara berkewajiban mengatur warga 
negara untuk mengurangi resistensi konflik antarumat 
beragama.   
B. Tinjauan Hukum Positif  dan Hukum Islam  
Penduduk Indonesia adalah masyarakat yang 
majemuk (heterogen). Selain terdiri dari berbagai suku, 
etnik, adat istiadat, bahasa, warna kuliat, juga terdiri atas 
beberapa latar belakang agama dan kepercayaan. Hal ini 
diakui oleh dasar negara yaitu sila pertama (pancasila). 
Selain Pancasila, masalah perbedaan agama dan 
kepercayaan juga diakui oleh Undang-Undang Dasar 
1945 khususnya pada pasal 29. “Tiap-tiap warga negara 
berhak melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya itu”. Kalimat ini 
menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi 
kemajemukan itu dan keragaman agama dan 
kepercayaan bagi warga negara Indonesia. Dalam 
interaksi warga negara maka pola interaksi serta batasan-
batasannya telah diatur sedemikian rupa agar tidak 
terjadi konflik yang merugikan pemeluk suatu agama 
tertentu. Pola interaksi itu termasuk di dalam hubungan 
pernikahan antara warga yang berbeda agama atau 
kepercayaan. 
   
 
Perkawinan sebagai cara memperoleh keturunan 
dan sekaligus cara memelihara keturunan telah diatur 
sede-mikian rupa sebagai upaya mempertahankan 
kemuliaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang 
mulia dan dimuliakan penciptaannya, oleh karena itu 
agar ia tidak jatuh dalam kehinaan dan kenistaan maka 
Islam mengatur bagaimana memperoleh keturunan. Hal 
ini bertujuan agar manusia hidup teratur dan tentram di 
mana pun berada. Sebab, ketentraman dan kedamaian 
merupakan kebutuhan dasar (basic need) bagi setiap 
manusia. Ia merupakan kebutuhan universal tanpa 
dibatasi oleh agama, kepercayaan, dan ideologi yang 
dianut. Perkawinan seyogyanya menjadi cara bagi 
manusia untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman 
dalam hidupnya. 
Selain menjaga nasab (keturunan), perkawinan 
juga bertujuan memelihara dan melindungi agama. 
Dengan demikian, maka pernikahan juga harus mem-
pertimbangkan terlindunginya agama dan akidah (Islam). 
Dalam Islam pernikahan yang dikaitkan dengan 
pemeliharaan atau proteksi akidah diatur sedemikian 
rupa agar perkawinan tidak menghancurkan akidah yang 
dimiliki seseorang (dalam hal ini akidah Islam).  
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh 
negara. Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi 
syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan oleh 
hukum positif. Mengenai perkawinan antarorang yang 
beda agama apabila diteliti pasal-pasal dan penjelasan 
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak 
ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas 
mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama 
   
 
tersebut, disamping itu apabila diteliti maka hanya dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada satu pasal pun, baik secara 
tersurat maupun tersirat yang melarang dilakukannya 
perkawinan antarorang yang berbeda agama. 
Apakah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
tahun 1974 memperbolehkan atau melarang perkawinan 
antar beda agama?  Untuk menjawab pertanyaan tersebut 
hanya ada dua pasal dalam UU Nomor 1 tahun 1974 
tersebut yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu 
:Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah 
sah apabila dilaku-kan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan keper-cayaannya.32 
Menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan tersebut yaitu perkawinan sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 
golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut 
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 
dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Hal ini berarti undang-undang menyerahkan 
kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-
cara dan syarat-syarat pelaksanan perkawinan tersebut 
disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan 
dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai 
telah memenuhi syarat-syarat atau belum disamping 
tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga 
ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. 
                                                 
32http://blogspot.com/2010/03/perkawinanbeda agama 
menurut hukum Islam.html. diakses di Sorong tgl 11 tahun 2011.  
   
 
Pasal 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan-
nya itu. Dan bahwa perkawinan dilarang antara dua 
orang yang mempunyai hubungan yang oleh 
agamanya atau peraturan lain yang berlaku , dilarang 
kawin.33 
Dari ketentuan pasal 8 (f) tersebut diatas dapat  
disimpulkan bahwa disamping adanya larangan-larangan 
yang secara tegas disebutkan di dalam UU Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan 
lainnya juga ada larangan-larangan yang bersumber dari 
hukum masing-masing agamanya. Oleh karena di dalam 
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
terdapat adanya larangan terhadap perkawinan antar 
agama, maka tahap terakhir yang menentukan ada 
tidaknya larangan terhadap perkawinan antar agama 
tersebut adalah hukum agama itu sendiri. 
Berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo 8 (f) UU Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan 
bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya 
perka-winan antarorang yang beda agama tergantung 
kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat undang-
undang agaknya menyerahkan persoalan tersebut 
sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing 
pihak. 
2. Menurut Hukum Islam 
Yang dimaksud dengan “perkawinan antarorang 
yang berlainan agama” dalam hal ini adalah per-kawinan 
orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan muslim/ 
                                                 
33Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah (Jakarta: PT. Toko 
Gunung Agung, 1987), h. 3. 
   
 
muslimah (pria/wanita). Mengenai masalah ini, Islam 
sangat memperhatikan terutama dalam memilih 
pasangan hidup. Apalagi Islam telah menjadi keyakinan 
hidup, maka sangat berhati-hati dalam memilih jodoh, 
sebab istri menjadi teman hidup dan akan menegakkan 
rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan 
menurunkan anak-anak yang salih. Dalam hal ini, 
perkawinan yang berlainan agama, Islam membedakan 
hukumnya sebagai berikut: 
1. Perkawinan antarseorang pria Muslim dengan 
wanita musyrikah; 
2. Perkawinan antarseorang pria Muslim dengan 
wanita Ahlul Kitab; 
3. Perkawinan antara seorang wanita Muslimah 
dengan pria non-Muslim. 
a. Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan 
wanita musyrikah 
Islam melarang perkawinan antara seorang pria 
Muslim dengan wanita musyrik, berdasarkan:  




   
  
   
   
  
 
   
  
   
 
   
   
  







   
 
Terjemahnya: 
Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 
beriman lebih baik daripada wanita musyriahk. Walaupun 
dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah) sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu 
lebih baik daripada wanita musyrik.Walaupun dia menarik 
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak 
ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran. 
Di kalangan ulama timbul beberapa pendapat 
tentang siapa yang dikatakan musyrikah yang haram 
dikawini itu? Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, seorang ahli 
tafsir, bahwa musyrikah yang dilarang untuk dikawini 
itu ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa 
Arab pada waktu turunnya Alquran memang tidak 
mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala.34 
                                                 
34Lihat ibid. h. 4.  
   
 
Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa 
semua musyrikah, baik dari bangsa Arab maupun bangsa 
non-Arab, selain Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Kristen 
tidak boleh dikawini. 
Pada pokoknya, wanita muslimah, walaupun itu 
masih budak, di zaman negeri-negeri masih mengakui 
adanya budak dan wanita muslim jodohnya juga harus 
seorang lelaki muslim. Tidak mencari jodoh karena hanya 
tertarik kepada kecantikan, padahal orangnya musyrik, 
tidak tertarik dengan kekayaan atau keturunan kalau 
seorang lelakinya tidak beragama Islam. Seorang lelaki 
muslim yang ada kesadaran beragamanya, jika ada perte-
muan nasib, boleh kawin dengan Ahlul Kitab, tetapi ada 
ulama-ulama dengan tegas menjelaskan, kalau agama si 
laki-laki itu diragukan keberislamannya saja, sedangkan 
wanita lain yang akan dikawininya itu agamanya lebih 
kuat pula, tidak boleh perkawinan itu dilangsungkan, 
sebab dialah yang akan hanyut, “tukang pancing yang 
akan dilarikan ikan”35. 
a). Tafsir al- Maraghi, karya Ahmad Mustafa al-Maraghi  
menerangkan bahwa tidak diperkenankan bagi kaum 
muslim mengadakan hubungan dengan kaum 
musyrikin dengan jalan perkawinan; 
b). Tafsir al-Qurthuby, menegaskan pula bahwa umat 
Islam telah sepakat bahwa seorang laki-laki musyrik 
tidak boleh menyetubuhi mukminah (atau sebaliknya) 
dengan jalan apapun.  
b. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan 
wanita Ahlul Kitab 
Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang 
                                                 
35Lihat Hamka, Tafsir al-Azhar (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 
1983), h. 196.  
   
 
pria muslim boleh berkawin dengan wanita Ahlul Kitab 
(Yahudi/Kristen), berdasarkan firman Allah Q.S. al-
Maidah ayat 5:  
  














   








Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal 
bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan 
dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehor-
matan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
   
 
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 
yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah 
membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) 
maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk 
orang-orang merugi. 
Selain Q.S. al-Maidah ayat 5, juga berdasarkan 
sunah Nabi Muhammad Saw. yang notabene beliau 
pernah berkawin dengan wanita Ahlul Kitab, yakni 
Mariah al-Qibtiyah (Kriten). Demikian pula seorang 
sahabat beliau yang termasuk senior bernama Huzaifah 
bin al-Yaman pernah berkawin dengan seorang wanita 
Yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang menen-
tangnya. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang 
melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan 
wanita Kristen atau Yahudi, karena pada hakikatnya 
doktrin dan ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung 
unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas 
dan mengkultuskan Nabi Isa a.s dan Sayidah Maryam 
(Maria) bagi umat Kristen, dan kepercayaan Uzair putra 
Allah dan mengkultuskan Haikal  Nabi Sulaiman a.s bagi 
umat Yahudi.36 
 Pertimbangan lainnya adalah, perkawinan antar 
orang yang berlainan agama berpotensi menjadi sumber 
konflik yang dapat mengancam keutuhan dan 
kebahagiaan  rumah tangga. Akan tetapi, kesemuanya ini 
tergantung pada iman seseorang terutama pria yang akan 
menikah dalam rangka berdakwah. Karena itu, tepat dan 
bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya 
melarang perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) 
                                                 
36Lihat Musjfuk Zuhdi, op.cit, h. 5.  
   
 
dengan orang yang bukan orang Islam, kecuali pria 
muslim yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik, 
diperkenankan kawin dengan wanita Ahlul Kitab yang 
akidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang 
dari akidah dan praktek ibadah orang Islam. Sayang 
sekali, bahwa akidah dan praktek ibadah Kristen dan 
Yahudi telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid yang 
murni. Itulah sebabnya, sebagian ulama melarang perka-
winan antarpria muslim dengan wanita Kristen/Yahudi, 
walaupun secara tekstual berdasarkan Q.S al-Maidah ayat 
5, jelas memboleh-kannya. 
Selain dalil-dalil di atas, ada pendukung yang lain 
seperti dalam Musyawarah Nasional II Majlis Ulama 
Indonesia (MUI) pada tanggal 11 -17 bulan Rajab tahun 
1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 bulan Mei-1 Juni 
1980 M., membolehkan perkawinan campuran setelah 
mengingat37: 
a. Q.S. al-Baqarah/2: 221; 
  
 
   
  
   
   
  
 
   
  
   
   
                                                 
37Masykoer Alic, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia 
(Jakarta, t.p., 2003), h. 105. 
   
 
  









dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 
mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum 
mereka beriman. Sesungguh-nya budak yang mukmin lebih 
baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. 
mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 
dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia 
supaya mereka mengambil pelajaran.    
 
b. Q.S. al-Maidah/5: 5;  
  
















   








Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.Makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal 
bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan 
dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehor-
matan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 
yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah 
membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) 
maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk 
orang-orang merugi. 
 










   
   
 
  
   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan. 
 












    
    
   
  
   
 
   
   
  
 






   
    
   
    
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah 
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka 
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.Allah lebih 
mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah 
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka 
janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 
mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula 
bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka 
mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu 
mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka 
maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali 
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan 
hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan 
hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. 
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara 
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
   
 
e. Sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh 
Tabrani: 
 ﻒﺼﻨﻟﺍ ﻰﻓ ﷲﺍ ﻖﺘﻴﻠﻓ ﻥﺎﻤﻳﻻﺍ ﻒﺼﻧ ﻞﻤﻜﺘﺳﺍ ﺪﻘﻓ ﺝﻭﺰﺗ ﻦﻣ
ﻰقﺎبﻟﺍ   
Artinya: 
“Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah 
bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah dalam bagian yang lain”. 
Ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa 
Islam mendorong umatnya untuk menikah di satu sisi, 
dan di sisi yang lain Islam juga menuntun agar 
pernikahan itu mencapai tujuan dan maksud syariat, 
yakni terpelihara nasab dan akidah. Islam (Alquran dan 
hadis) dalam hal ini menuntun agar umatnya tidak 
mengorbankan keturunan dan akidahnya akibat cinta 
buta. Pernikahan dalam Islam justru, merupakan cara 
terbaik memperoleh keturunan, yang sekaligus diharap-
kan menjadi media dakwah dan proteksi akidah Islam. 
Justru, melalui pernikahan itu diharapkan Islam menjadi 
tampak dan dirasakan indahnya ajaran yang ada di 
dalamnya. Pernikahan beda agama merupakan persoalan 
yang harus diklarifikasi, mana pernikahan beda agama 
yang dianggap mendatangkan maslahat dakwah dan 
mana pernikahan beda agama yang mesti dihindari 
untuk memproteksi (mencegah) mudarat. 
1) Perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria 
non-Muslim 
Ulama telah sepakat, Islam telah melarang per-
kawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria 
non-Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk 
   
 
agama yang mempunyai kitab suci, -seperti Kristen dan 
Yahudi- maupun pemeluk yang mempunyai kitab serupa 
kitab suci seperti Budhisme, Hinduisme, maupun 
pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab 
suci dan juga kitab yang serupa dengan kitab suci. 
Termasuk pula di sini penganut Animisme, Ateisme, 
Politeisme dan sebagainya. 
Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk 
larangan kawin antara wanita muslimah dengan pria 
non-muslim., ialah Q.S. al-Mumtahanah/60 ayat 10. 
Wanita-wanita mukminah (beriman) tidak halal berkawin 
dengan laki-laki Ahlul Kitab atau non muslim, hal ini 
berdasarkan pertimbangan dan ketentuan bahwa 
sesungguhnya suamilah pemegang kekuasaan terhadap 
istrinya, dan bagi istri wajib taat kepada perintahnya 
yang baik. Dalam pengertian seperti inilah maksud 
‘kekuasaan’ suami terhadap istrinya. Akan tetapi, bagi 
orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki dan 
wanita muslim.38 Pertimbangan pelarangan itu berdasar-
kan pertimbangan memelihara maslahat dan men-cegah 
mudarat yang diaki-batkan oleh pernikahan beda agama 
itu. 
Banyak kasus dalam perkawinan antarorang Islam 
(pria/wanita) dengan orang non Islam, yang 
dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil, tidaklah sah 
menurut takaran hukum Islam, karena perkawinannya 
tidak dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, 
sebab tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain 
tanpa wali nikah dan mahar/maskawin serta tanpa ijab 
qabul menurut tatacara Islam. Oleh karena itu, cukup 
beralasan, baik secara agamis ataupun secara yuridis, 
bahwa Direktur Pembinaan Peradilan Agama 
                                                 
38Imam al-Ghazali, Benang Tipis antara Halal dan Haram, Terj. 
(Cet. 1; Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 192.  
   
 
Kementerian Agama RI telah meminta kepada Pegawai 
Catatan Sipil agar tidak mengizinkan perkawinan 
antarorang Islam dengan orang non Islam di Kantor 
Catatan Sipil. Demikian pula pantas dihargai dan 
diperhatikan permohonan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) kepada pemerintah DKI agar mengintruksikan 
kepada Pegawai Catatan Sipil untuk tidak mengizinkan 
perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan 
Islam di Kantor Catatan Sipil. 
Patutlah disyukuri, bahwa akhirnya keluarlah 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang bedasarkan Instruksi 
Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan 
Keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 
tanggal 22 Juli 1991 menjadi hukum positif yang bersifat 
unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan 
terutama menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga 
peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili 
perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, 
dan perwakafan. Berdasarkan KHI pasal 40 ayat (c), 
dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama 
Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam. 
 Agaknya, larangan perkawinan tersebut oleh 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai alasan yang 
cukup kuat, yakni: 
1. Dari segi hukum positif, bisa dikemukakan dasar 
hukumnya antara lain ialah pasal 2 ayat (1) UU nomor 
1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
2. Dari segi hukum Islam, dapat disebutkan dalil-dalil 
dan landasannya sebagai berikut: 
a. ةعيرﺰلادﺳ, artinya sebagai tindakan preventif untuk 
mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran 
rumah tangga akibat perkawinan antara orang 
Islam dengan non Islam. Mencegah mudarat 
merupakan al-maslahah itu sendiri, sebagaimana 
   
 
pandangan al-Syatibi dan al-Gazali yang 
dikemukakan sebelumnya. 
b. Asas maslahat, dengan kaidah Ushul al-Fiqh:  ﺀرد
دﺳاﻔملا ﺢلاﺻملا ﺐلج ىاع ﻡدﻘم   “Mencegah/ 
menghindari mafsadah/mudarat atau risiko-dalam hal 
ini berupa kemurtadan dan broken home -itu harus 
didahulukan/ diutamakan daripada mengambil 
maslahat” yaitu upaya mencari/menariknya ke 
dalam Islam (Islamisasi) suami/istri, anak-anak 
keturunannya nanti, dan keluarga besar dari 
masing-masing suami istri yang berbeda agama itu. 
c. Pada prinsipnya agama Islam melarang (haram) 
perkawinan antara seorang beragama Islam dengan 
seorang yang tidak beragama Islam (Perhatikan Q.S 
al-Baqarah ayat 221), sedangkan izin kawin seorang 
pria muslim dengan seorang wanita Ahlul Kitab 
(Nasrani/ Yahudi) berdasarkan Q.S al-Maidah ayat 
6 itu hanyalah “dispense bersyarat”, yakni kualitas 
iman dan Islam pria muslim tersebut haruslah 
cukup baik, karena perkawinan tersebut 
mengandung risiko yang tinggi (pindah agama atau 
cerai). Karena itu, pemerintah berhak membuat 
peraturan yang melarang perkawinan antara 
seorang beragama Islam (pria/ wanita) dengan 
seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) 
apapun agamanya, sedangkan umat Islam 
Indonesia berkewajiban mentaati larangan 
pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 
ayat (c) dan pasal 44.   
Ali Ahmad Al-Jurjawi mengemukakan fakta, 
bahwa wanita-wanita Barat dan Timur yang menikah 
dengan pria muslim yang baik dan taat pada ajaran 
agamanya, dapat terbuka hatinya, dan akhirnya dengan 
   
 
kesadaran sendiri ia masuk Islam dan menjadikannya 
sebagai pedoman hidupnya.39 Akan tetapi, jika laki-laki 
muslim tidak mem-punyai iman yang kuat dan 
pengamalan ajaran Islam yang baik, maka tidak 
dibenarkan menikah dengan wanita non muslimah demi 
mencegah mudarat yang lebih besar, yaitu peluang 
menjadi murtad dan mencegah peluang keturunan yang 
mengikuti akidah ibunya kelak. Pertimbangan kemas-
lahtan akidah merupakan aspek yang prioritas, sehingga 
hal-hal yang dapat merusak akidah harus diantispasi. 
C. Penegasan  
Dari urain diatas, dapat ditegaskan adanya tiga 
prinsip pokok pandangan agama Islam terhadap masalah 
perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan orang-
orang yang bukan beragama Islam, yaitu: Pertama, 
melarang perkawinan umat Islam dengan orang-orang 
yang beragama menyembah berhala, polytheisme, 
agama-agama yang tidak mem-punyai kitab suci, dan 
dengan kaum atheis. Kedua, melarang perkawinan antara 
wanita Islam dengan pria bukan Islam. Ketiga, mengenai 
perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita bukan 
muslimah yang Ahlul Kitab, terdapat tiga macam 
pendapat yaitu: melarang secara mutlak, memperkenan-
kan secara mutlak, dan memper-kenankan dengan syarat, 
yaitu apabila pria muslim itu kuat imannya serta 
ibadahnya. 
Dari segi ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa untuk 
menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan 
antar agama, tergantung kepada hukum agama itu 
                                                 
39 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Tasyri‘ wa Falsafatuh, 
vol. II (Cairo: Maktabah Yusufiyyah, 1931), h. 25-26. 
   
 
sendiri. Oleh karena di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur 
secara tegas mengenai masalah perkawinan antar 
pemeluk agama yang berbeda, disamping itu apabila kita 
teliti maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak 
ada satu pasal pun, baik secara tersurat maupun tersirat, 
yang melarang dilakukannya perkawinan antar orang 
yang berlainan agama, maka tahap terakhir yang 
menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan 
antar agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri. 
Secara umum, pertimbangan pelarangan tersebut adalah 
pertimbangan maslahat, yakni memproteksi umat Islam 
dari kemungkinan terjadinya pemurtadan melalui 
perkawinan beda agama. Namun, sebagai bangsa yang 
penduduknya heteorgen dari segi agama dan 
kepercayaan yang mengakui beberapa agama dan 
kepercayaan mestinya sudah ada undang-undang 
perkawinan beda agama yang diakui keabsahannya oleh 
negara.40 Ini tentu membutuhkan diskusi dan dialog 
antara elite dan pemimpin setiap agama dan pemerintah 
untuk menemukan sebuah konsep dan persepsi yang 
dapat sejalan. 
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BAB IV 
MONOGAMI, POLIGAMI, DAN PERCERAIAN 
  
A. Pernikahan dan Perceraian 
Allah Swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-
pasangan. Demikian pula halnya yang terjadi pada 
manusia, diciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan 
perempuan. Secara fitrawi, manusia akan memiliki 
ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Untuk merealisasir 
ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang 
benar, Islam sebagai ajaran hidup yang sempurna hadir 
dengan ajaran pernikahan. Islam yang dibawa oleh 
Muhammad Saw. melarang konsep kerahiban atau 
membujang di satu sisi, dan melarang kebebasan 
interaksi laki-laki dan perempuan di sisi lain kecuali 
sesuai aturan dan ketentuan yang diatur di dalam Islam. 
Pernikahan dalam ajaran Islam dipandang sangat 
penting dan sakral. Begitu pentingnya, sehingga bagi 
seseorang yang telah menikah disebutkan bahwa dia 
telah melindungi (menguasai) sebagian agamanya, 
karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam 
memelihara yang sebagian lagi. Bahkan, Rasulullah Saw. 
bersabda kepada Ali r.a:  
"Hai Ali, ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-
tunda pelaksanaannya, yaitu salat apabila tiba waktunya, 
jenazah bila sudah siap penguburannya, dan wanita (gadis 
atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang 
meminangnya." (HR. Ahmad) 
Anjuran untuk menikah dapat dilihat juga pada Hadis 
riwayat Anas r.a.sebagai berikut. 
   
 
“Bahwa beberapa orang sahabat Nabi Saw. bertanya secara 
diam-diam kepada istri-istri Nabi Saw. tentang amal ibadah 
beliau. Lalu diantara mereka ada yang mengartikan: Aku 
tidak akan menikah dengan wanita. Yang lain berkata: Aku 
tidak akan memakan daging. Dan yang lain lagi 
mengartikan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar 
itu, Nabi Saw. memuji Allah dan bersabda: Apa yang 
diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! 
Padahal aku sendiri salat dan tidur, berpuasa dan berbuka 
serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak menyukai 
sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (Shahih 
Muslim No. 2487). 
Ikatan pernikahan merupakan cara yang sah 
untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam pembentukan keluarga bahagia dan 
penuh rasa cinta kasih, serta menjaga kehormatan diri. 
Pernikahan tersebut bisa terbentuk dengan meng-
gunakan dua konsep, yaitu monogami dan poligami. 
Poligami sebagai salah satu konsep pernikahan yang 
dijalankan oleh manusia sejak pra Islam merupakan 
persoalan dalam konsep keluarga yang saat ini masih 
menjadi topik yang paling sering  dibicarakan  dan  
menimbulkan perdebatan, terutama serangan dari kaum 
orientalis yang gencar mendiskreditkan Islam dengan 
mengklaim bahwa poligami adalah produk murni ajaran 
Islam. 
Selain masalah poligami yang sering dianggap 
mere-mehkan kaum perempuan dalam pembentukan 
keluarga, masalah perceraian juga patut diperhatikan, 
mengingat dalam membangun suatu keluarga tidaklah 
dibangun tanpa perjuangan. Dalam pernikahan, ada dua 
individu atau keluarga yang memiliki karakter dan 
orientasi hidup yang berbeda-beda, yang memungkinkan 
menjadi pemicu terjadinya, disharmoni, pertengkaran, 
   
 
dan ketidakrukunan. Apabila masing-masing pihak tidak 
mampu menyelesaikan masalah, maka perceraian bisa 
menjadi solusi paling terakhir yang terpaksa harus 
diterima. Perceraian memang seringkali menjadi pilihan 
terakhir suatu pasangan suami-istri ketika kemelut 
rumah tangga sudah tidak bisa didamaikan lagi.  
B. Pengertian Monogami, Poligami, dan Perceraian 
Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki 
dan perempuan yang bukan muhrim dengan tujuan 
untuk membentuk rumah tangga. Berdasarkan jumlah 
suami atau istri dalam pernikahan, maka dapat dibagi 
menjadi dua; yaitu monogami dan poligami. Pertama, 
kata ‘monogami’ berasal dari bahasa Yunani monos, yang 
berarti satu atau sendiri, dan gamos, yang berarti 
pernikahan. Jadi, monogami adalah suatu keadaan 
dimana seorang laki-laki hanya menikahi seorang 
perempuan dalam satu waktu. Senada dengan pengertian 
tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan 
bahwa monogami ialah bentuk perkawinan yang dalam 
jangka waktu tertentu seseorang hanya mempunyai 
seorang suami atau seorang istri saja. 
Kedua, poligami (berasal dari bahasa Yunani yaitu 
apolus yang berarti banyak) dapat diartikan sebagai suatu 
sistem pernikahan yang membolehkan seseorang 
menikahi lebih dari satu pasangan dalam waktu yang 
bersamaan. Poligami terdiri dari dua macam, yaitu 
poligini (laki-laki yang beristeri lebih dari satu) dan 
poliandri (perempuan yang bersuami lebih dari satu). 
Pembahasan mengenai poligini inilah yang kemudian 
dalam negara Indonesia dan negara-negara lainnya lebih 
populer dengan sebutan ‘poligami’. Hal inilah yang 
membuat Sidi Ghazalba mengartikan bahwa poligami 
adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih 
   
 
dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, 
yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan 
beberapa orang laki-laki.41 Namun dari segi makna 
poligami terdiri atas pernikahan antara seorang laki-laki 
dengan dua atau lebih perempuan (poligini) dalam waktu 
yang bersamaan, atau prnikahan seorang wanita dengan 
dua atau lebih laki-laki (poliandri) dalam waktu yang 
bersamaan. Poligini diberi peluang dalam Islam dengan 
persyaratan-persyaratan. Sedangkan praktik poliandri 
dilarang dalam Islam. 
Ketiga, perceraian atau talak adalah pemutusan 
ikatan tali pernikahan antara suami dan istri dengan 
mempergunakan kata-kata tertentu. Al-Jaziry 
mendefenisikan talak atau perceraian yaitu menghilang-
kan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 
ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. 
Sedangkan menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak yaitu 
melepas tali akad nikah dengan kata-kata talak dan yang 
semacamnya. Jadi, pernyataan ‘talak’ tidak boleh 
bermain-main, sebab dengan kata-kata ‘talak’ dapat jatuh 
yang menyebabkan hubungan pasangan menjadi haram. 
C. Monogami, Poligami, dan Perceraian dalam 
Hukum Indonesia 
Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur 
tentang pernikahan yang tertuang dalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-
undang ini adalah undang-undang pertama di Indonesia 
yang mengatur soal perkawinan secara Nasional. 
Berdasarkan Undang-undang tersebut maka hukum 
perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik 
                                                 
41Islam Menyoal Poligami, diakses di http://www.abatasa.com/ 
pustaka/detail//284/, pada September 2011. 
   
 
untuk laki-laki maupun perempuan. 
Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki 
seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki 
seorang suami. (Pasal 3 (1), UUP No. 1 tahun 1974) 
Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang 
lain tidak  dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 
Undang-undang ini. (Pasal 9, UUP No. 1 tahun 
1974) 
Pasal tersebut sejalan Islam yang menganut perni-
kahan dengan asas monogami, terutama bagi wanita. Hal 
ini juga sesuai “budaya ketimuran". Berdasarkan pasal itu 
juga, seseorang dapat menjalani konsep poligini dengan 
syarat mengajukan surat permohonan ke Pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya setelah sebelumnya isteri yang 
bersangkutan memberikan persetujuan.42 Pengadilan 
dapat memberikan izin seorang suami bisa beristeri lebih 
dari seorang apabila: 
1. istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan. 
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
4. adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 
5. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 
mereka.  
6. adanya jaminan bahwa suami akan  berlaku adil 
terhadap istri-istri  dan anak-anak mereka. 
Tentang perceraian bagi warga negara, hanya 
                                                 
42Lihat Pasal 4 (1), UU Perkawinan 1974. Persetujuan dari isteri 
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila tidak  ada  kabar dari 
isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 
   
 
dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamai-kan kedua belah pihak. Perceraian 
dapat terjadi karena alasan: 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya 
yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 
dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain 
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemam-puannya. 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau peng-
aniayaan berat yang membahayakan pihak lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau 
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai suami/istri. 
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga.43 
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 
permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat 
menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, 
hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 
pendi-dikan anak, serta menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau 
barang-barang yang menjadi hak isteri.44 
Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil dan yang 
dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipi, Pemerintah 
                                                 
43Lihat Undang-Undang No. 9 tahun 1975 Bab V pasal 19. 
44Lihat Undang-Undang No. 9 tahun 1975 Bab V pasal 24 (2). 
   
 
telah mengeluarkan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
dengan maksud memberikan contoh yang baik kepada 
bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara 
yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam 
menyeleng-garakan kehidupan berkeluarga. 
Peraturan-peraturan yang tertuang pada PP No. 
10 tahun 1983 secara tidak langsung mempersulit 
Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus izin poligini atau  
perceraian. Misalnya, para Pegawai Negeri Sipil harus 
membuat surat permohonan izin disertai alasan-alasan 
yang lengkap untuk melakukan poligini atau perceraian 
dan mendapatkan izin dari Pejabat45. Bagi Pegawai 
Negeri Sipil wanita  tidak diizinkan untuk menjadi isteri 
kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4 
(2)). 
Apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan 
perceraian atau poligini tanpa izin lebih dahulu dari 
pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai 
pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri (Pasal 16). 
Selanjutnya apabila Pegawai Negeri Sipil sampai 
bercerai dengan isterinya atas kehendak suami, maka ia 
wajib menyerahkan sepertiga gajinya kepada mantan 
isterinya dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya. Akan 
tetapi, apabila dari perkawinannya itu tidak dikaruniai 
anak, maka setengah gajinya wajib diserahkan kepada 
mantan isterinya. Hak atas gaji mantan suami terhapus 
hingga mantan istri yang bersangkutan menikah dengan 
                                                 
45Menteri; Jaksa Agung; Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; Pimpinan Bank milik 
Negara; Pimpinan Badan Usaha milik Negara; Pimpinan Bank milik 
Daerah; dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah; 
   
 
laki-laki lain.46 Apabila perceraian terjadi atas kehendak 
istri, maka istri tidak berhak mengambil bagian 
penghasilan dari mantan suaminya, kecuali apabila istri 
meminta cerai karena dimadu. Sebab, permintaan cerai 
tanpa alasan yang kuat dianggap sebuah keputusan 
untuk menanggung akibatnya. 
D. Monogami, Poligami, dan Perceraian dalam Islam 
Monogami dan poligami merupakan konsep 
dalam membangun keluarga dalam Islam. Dasar dari 
kedua konsep tersebut terdapat dalam satu ayat Alquran 
yaitu Q.S al-Nisa ayat 3 yang berbunyi: 
   
  
 
   
  
  
   
   
  
   
   
  
   
Terjemahnya: 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 
tidakut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 
                                                 
46Lihat Pasal 8 ayat 2, 3, dan 6, PP No. 10 tahun 1983. 
   
 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 
Praktek monogami telah dicontohkan Rasulullah 
Saw. sendiri selama 25 tahun yang diterapkan dengan 
Khadijah binti Khuwailid dalam membangun keluarga di 
tengah-tengah kehidupan bangsa Arab yang menganggap 
poligami sebagai hal yang lumrah dilakukan47.  
Sementara praktek poligami yang dilakukan oleh 
Rasulullah Saw. mempunyai motif untuk melindungi 
perempuan-perempuan yang ditinggal mati suami 
mereka yang syahid di medan perang, dan demi 
kepentingan pendidikan dan penyebaran Islam. Dalam 
kaitan itu, pakar hukum Islam, Masjfuk Zuhdi dalam 
Masail Fiqhiyah menuliskan alasan Rasulullah Saw. 
menjalani praktek poligami sebagai berikut. 
1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran 
agama. Isteri Nabi sebanyak sembilan orang itu bisa 
menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang 
ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek 
kehidupan Nabi dalam keluarga dan bermasya-
                                                 
47Praktek poligami telah ada jauh sebelum ajaran Islam yang 
dibawa Rasulullah Saw. disampaikan sistem poligami pada masa pra 
Islam tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Poligami yang terjadi 
pada masa pra Islam nampak tidak menghargai perempuan dan 
cenderung hanya untuk memuaskan keinginan kaum laki-laki saja. 
Tidak ada larangan bagi seorang suami untuk memiliki beberapa 
orang istri bahkan mencapai ratusan. Hal ini diakui oleh Musthafa al-
Siba’i seperti dikatakannya “poligami itu sudah ada di kalangan 
bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba bangsa Yunani, Cina, 
India, Babylonia, Assyiria, Mesir dan lain-lain” ia menambahkan 
“poligami di kalangan mereka tidak terbatas hingga mencapai 130 istri 
bagi seorang suami, malahan salah seorang raja cina ada yang 
mempunyai istri sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu ) orang.” 
   
 
rakat, terutama mengenai masalah-masalah 
kewanitaan atau kerumahtanggan; 
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-
suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka 
masuk agama Islam. Misalnya, perkawinan Nabi 
Saw. dengan Juwairiyah, putri al-Harits Kepala 
suku Bani Musthaliq. Demikian pula perkawinan 
Nabi dengan Shafiyah, seorang tokoh dari suku 
Bani Quraidzah dan Bani Nadhir. 
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. 
Misalnya, perkawinan Nabi dengan beberapa janda 
pahlawan Islam yang telah lanjut usianya (lansia) 
seperti Sauda’ binti Zum’ah (suami meninggal 
setelah kembali dari hijrah Abesinia), Hafshah binti 
Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti 
Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun 
Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka 
memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan 
agamanya dan penanggung untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.48 
Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Abdulah bin Baz ketika 
ditanya, “Apakah poligami dalam Islam hukumya mubah 
(boleh) atau dianjurkan?” Beliau rahimahullah, 
menjawab: “Poligami (hukumnya) disunnahkan 
(dianjurkan) bagi yang mampu, karena firman Allah Swt. 
(beliau menyebutkan ayat tersebut di atas), dan karena 
perbuatan Rasulullah Saw. menikahi sembilan orang 
wanita, Allah memberi manfaat (besar) bagi umat ini 
dengan (keberadaan) para istri Nabi  Saw. tersebut.49 
                                                 
48Muhammad Rasyid Rida, 1374 H., Tafsir al-Manar, Vol. V 
(Mesir: Dar al-Manar, 1374 H.), hal. 371-372. dalamMasjfuk Zuhdi, 
Masail Fiqhiyah (Cet. IX; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), h. 16. 
49Lihat http://muslim.or.id/muslimah/poligami-bukti-
keadilan-hukum-allah.html 
   
 
Kebolehan (mubah) poligami dalam ajaran Islam 
bagi laki-laki bukanlah tanpa persyaratan. Dalam Qs. al-
Nisa ayat 3 dan hadis, Islam memberikan batasan dan 
syarat-syarat yang cukup ketat dalam berpoligami, yaitu 
hanya dibatasi empat orang istri saja serta suami harus 
bisa berlaku adil diantara empat orang istrinya. 
Diriwayatkan  dari  Ibn  ‘Umar  bahwa  Gaylan  Ibn  
Salamah  al-Tsaqafi  masuk Islam,  sedang  dia  punya  
sepuluh  orang  isteri  yang  dikawininya  pada  masa 
Jahiliyyah, lalu mereka (para isterinya) juga ikut masuk 
Islam. Maka, Nabi Saw. memerintahkan  Gaylan  untuk  
memilih  diantara  mereka  empat  orang  saja (sebagai isteri) 
(H.R.Al-Turmudzi). 
Dapat pula diliahat pada riwayat lain. 
Diriwayatkan  dari  ‘Aisyah  bahwa  Nabi  Saw.  biasa  
melakukan  penggiliran kunjungan  untuk  isteri-isterinya  
maka  beliau  selalu  berlaku  adil,  dan  beliau  berkata: “ Ya 
Allah, inilah penggiliran kunjunganku sejauh yang aku 
bisa; maka, janganlah Engkau mempersalahkanku  mengenai  
apa yang Engkau kuasai, sedang aku tidak dapat 
menguasainya. (H.R. Al-Turmudzi). 
Imam Nawawi dalam Riyadush Sholihin 
mengartikan bahwa jika seorang laki-laki dapat menikahi 
dua orang perempuan masih dapat berlaku adil, 
hukumnya tetap boleh, tetapi jika dua orang saja sudah 
tidak dapat adil, maka wajib hanya seorang saja. 
Sekiranya beristeri dua dapat berlaku adil, tetapi jika 
sampai tiga, lalu tidak dapat berlaku adil, maka haramlah 
bagi suami itu mengawini tiga perempuan. Jadi, yang 
dibolehkan hanya dua belaka. Seterusnya, jika tiga orang 
dapat berbuat adil, tetapi kalau empat, lalu menjadi tidak  
adil, maka haram pula beristri sampai empat itu. Jadi, 
   
 
wajib hanya tiga istri saja yang boleh dikawini. 
Ringkasnya, keadilan itu memegang peranan utama 
untuk menentukan status hukum halal atau haramnya 
lelaki berkawin lebih dari satu orang wanita. Ini sesuai 
dengan petunjuk Allah yang difirmankan dalam Alquran, 
yakni: 
  
  ...  
   
  
   
   
  
   
   
  
   
Terjemahnya: 
 … Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu tidakut 
tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu 
adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 
Keadilan yang dimaksudkan ialah mengenai hal-
hal yang zahir, seperti giliran untuk bermalam. Akan 
tetapi, mengenai isi hati tentu tidak diwajibkan adanya 
keadilan, seperti rasa cinta kepada yang seorang melebihi 
kepada yang lain.50 Meskipun dalam hal perasaan cinta 
seseorang tidak dapat berlaku adil, tetapi Allah melarang 
                                                 
50Imam Nawawi, Riyadush Sholihin 1 (Taman Orang-orang 
Shalih), Bab 34, hal. 186  (dalam bentuk digital) 
   
 
perasaan cinta yang berlebihan terhadap salah seorang 
istri sehingga menyebabkan istrinya yang lain 
terlantarkan. 
  ....   
 
 
  .... 
Terjemahnya: 
… Jangan kamu miring atau terlampau condong  kepada 
yang seorang dengan cara yang kesangatan, sehingga 
engkau biarkan ia sebagai wanita yang tergantung…. (QS. 
al-Nisa/4: 129) 
Dengan demikian, seorang laki-laki yang tidak 
memiliki kemampuan untuk berpoligami maka ia 
dilarang (diharamkan) berpoligami, karena akan 
membawa kepada kezaliman terhadap perempuan dan 
anak-anak, sedangkan Allah mengharamkan segala 
bentuk kezaliman. Sebab, kezaliman merupakan lawan 
dari keadilan itu sendiri. Jika seorang suami tidak berlaku 
adil kepada para istrinya, maka sudah pasti ia berlaku 
zalim. Substansi pelarangan poligami itu adalah tegaknya 
keadilan dan terhindarnya manusia dari perlakuan yang 
aniaya kepada yang lain. 
Mengenai perceraian, Islam memandangnya 
sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, 
sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Ibn 
Majah dari al-Hakim dari Ibn Umar: 
قلاطلا لجوﺰع الله ىلإ ل لاحلا ضغبٲ 
Artinya: Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah 
perceraian. 
   
 
Hal ini disebabkan perceraian itu bertentangan 
dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (kedamaian, 
cintah, dan kasih sayang)  
 ﻥِﻣَﻭ  










Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
mencipta-kan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguh-nya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-
Rum/30: 21) 
Atas dasar itu, perceraian seharusnya dijadikan 
sebagai langkah/solusi paling terakhir ditempuh ketika 
tidak ditemukan lagi jalan keluar dari permasalahan dan 
kemelut dalam rumah tangga. Adapun hukum talak  
terbagi menjadi lima, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, 
dan halal. Hal ini tergantung keadaan suami-istri. Di 
sinilah tampak elastitas dan fleksibiltas hukum Islam 
yang senantiasa mempertimbangkan beberapa hal 
(situasi, kondisi, zaman, tempat). Sebab, Islam 
merupakan agama yang membawa rahmat bagi alam 
   
 
semesta, khususnya bagi manusia. Untuk menentukan 
status hukum perceraian, harus dipertimbangkan 
argumen dan latar belakang, serta tujuannya. 
1. Wajib, seperti menjatuhkan talak atas dasar 
keputusan Hakam dalam perkara syiqaq (sengketa 
suami-istri). Hakam adalah suatu lembaga 
penyelesaian sengketa suami-istri, anggotanya 
sekurang-kurangnya seorang dari pihak suami dan 
seorang dari pihak istri. Dasar hukum dari Hakam  









   
   
   
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
kedua-nya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua 
orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
2. Sunat, seperti menjatuhkan talak kepada isteri yang 
curang, atau suka menyeleweng. Meskipun 
disunatkan, namun proses pengambilan keputusan 
itu harus didasarkan pertimbangan rasional dan 
realistis. Sebab, di dalam pernikahan itu terdapat 
   
 
misi pembinaan dan pendidikan, sementara 
pendidikan dan pembinaan membutuhkan proses. 
3. Haram, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang 
sedang haid. Wanita yang yang dalam keadaan 
demikian, selain karena pertimbangan psikologis, 
juga demi tercapainya kepastian kesucian wanita.  
4. Makruh, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang 
baik, jujur, dan dipercaya. Wanita yang jujur dan 
terpercaya meskipun ia tidak begitu cantik masih 
lebih baik daripada wanita cantik yang tidak jujur 
dan tidak dapat dipercaya. Sebab, tidak seorang pun 
yang menghendaki dirinya dibohongi dan dikhianati, 
termasuk suami yang tidak jujur sekalipun, apalagi 
yang jujur. 
5. Halal, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang 
tidak dapat menyenangkan hati suami.51 Tidak 
menyenangkan hati itu, ukurannya adalah agama 
dan etika.  
Dalam pandangan Islam, talak merupakan hak 
suami. Hak itu diberikan, karena suami yang 
menanggung biaya rumah tangga dan membayar mahar, 
dan membiayai istri-nya ketika dalam masa menunggu 
(‘iddah). Talak dapat jatuh dengan beberapa cara yang 
menunjukkan berakhirnya hubungan pernikahan, baik 
dengan ucapan, tulisan, isyarat, atau lewat utusan. 
1. Talak Dengan Ucapan 
Ucapan talak ada yang sharih (tegas) dan ada yang 
kinayah (sindiran). Kata-kata yang sharih artinya dapat 
dipahami maknanya. Menurut pendapat al-Syafi’i lafaz 
talak itu ada tiga macam, diantaranya: talak, firaq (pisah), 
                                                 
51H. A. Fuad Hasan, Perceraian Menurut Hukum Islam (Cet. I; 
Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hal. 5-6. 
   
 
dan sarah (lepas), ketiga kata tersebut ada dalam Alquran. 
Sedangkan talak dengan kata sindiran (kinayah) disini 
harus mengandung arti cerai. Misalnya “kamu lebih tepat 
menjadi teman yang baik bagiku daripada menjadi 
isteriku”. 
2.    Talak dengan Tulisan 
Talak lewat tulisan atau lewat surat dapat 
dianggap sah, meskipun suami yang menulis surat 
tersebut dapat berbicara (tidak bisu) dan dapat 
mengucapkan talak. Dengan syarat tulisannya jelas dan 
tertentu. Apabila surat itu tidak jelas dari segi alamat atau 
yang lainnya maka belum  jatuh talaknya kecuali dengan 
niat. Sebab, sahnya hukum bagi manusia adalah zahirnya. 
3.    Talak dengan Isyarat 
Bagi orang bisu isyarat adalah alat untuk 
membuat orang lain memahami akan keinginannya, 
karena itu isyarat sama seperti ucapan dalam 
menjatuhkan talak, apabila isyarat tersebut dimaksudkan 
untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Talak dengan 
isyarat bagi orang yang tidak bisu, adalah sia-sia. 
Misalnya, istri berkata kepada suaminya “talakkan saya”, 
sumi menjawab dengan isyarat meng-angkat tangannya, 
menyuruh pergi, maka talaknya tidak jatuh. Talak tidak 
bisa dipahami dengan isyarat bagi yang bisa bicaara atau 
menulis, sebab bukan bukti yang kuat. 
4.    Talak dengan Mengirim Utusan 
Apabila talak dapat jatuh dengan ucapan yang 
sharih atau kinayah atau tulisan, maka talak juga sah 
disampaikan oleh utusan yang diutus suaminya untuk 
menyampaikan kepada istrinya yang jauh, bahwa ia 
sudah diceraikan oleh suaminya. Utusan disini sama 
kedudukannya dengan suami. Akan tetapi, utusan ini 
   
 
harus dapat bertanggungjawab dan dipertanggungjawab-
kan. Oleh karena itu, dibutuhkan klarifikasi kebenaran 
informasi yang akurat, agar tidak terjadi fitnah dan 
penipuan. 
Meskipun talak adalah hak suami, seorang isteri 
dapat mengajukan permohonan cerai yang ditujukan 
kepada Hakam, dalam hal ini Pengadilan Agama, dengan 
cara khulu’ (tebus talak) dengan alasan-alasan yang logis 
dan realistis serta dapat dipertanggungjawabkan, seperti 
suami seorang pemabuk, sering melakukan tindakan 
kekerasan, dan sebagainya. Pengadilan Agama dapat 
menjatuhkan talak, meskipun suami mengajukan 
keberatan. 
Khulu’ tidak akan terjadi apabila suami 
membantah atas pengajuan gugatan istri bahwa ia telah 
meminta cerai kepada suaminya setelah keterangan 
suami dapat diterima dengan sumpah. Apabila istri 
dalam gugatannya berhasil mendatangkan dua orang 
saksi laki-laki, untuk memperkuat gugatannya, maka 
dakwaannya dapat diterima, dan dia tidak wajib 
membayar tebusan, sebab menebus talak itu adalah 
makruh, kecuali suami mengakuinya. Jika suami 
mengakui atau membenarkannya, maka istri berhak men-
dapat bayaran ganti rugi. 
Pengajuan permohonan cerai yang dilakukan oleh 
isteri tanpa alasan yang tepat, Rasulullah mengartikan 
akan rugi, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh 
Ashhabus Sunan dihasankan oleh Tirmidzi. “Mana-mana 
wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka 
haram atasnya bau surga.” Secara kontekstual, hadis ini 
dipahami bahwa perbuatan meminta cerai tanpa ada 
alasan syarak itu sesuatu yang dipandang oleh Islam 
sebagai perbuatan tercela. Sebagaimana halnya suami 
tidak dibenarkan menjatuhkan talak (menceraikan 
   
 
istrinya) tanpa ada alasan yang dibenarkan syarak, maka 
istri yang menggugat cerai tanpa ada alasan yang 
dibenarkan syarak juga perbuatan yang dibenci oleh 
Allah Swt. Baik yang menceraikan maupun yang 
menggugat cerai, akan dilaknat oleh Allah jika tidak 
berdasarkan alasan yang dibenarkan syarak. 
E. Penegasan 
Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur 
tentang pernikahan yang tertuang dalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka hukum 
perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik 
untuk laki-laki maupun perempuan. Seorang warga 
negara dapat menjalani sistem poligami dengan syarat 
mengajukan surat permohonan ke Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya setelah sebelumnya isteri yang 
bersangkutan memberikan persetujuan. Khusus bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang menghendaki melakukan 
poligami, maka ia harus mematuhi Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil.  
Ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut mem-
persulit terjadi poligami di kalangan Pegawai Negeri 
Sipil. Begitu pun halnya ketika Pegawai Negeri Sipil 
hendak mengurus proses perceraian. 
Mengenai monogami dan poligami, Islam membo-
lehkan kedua konsep tersebut. Konsep poligami dalam 
Islam hanya sampai batas maksimal memiliki empat 
orang isteri dalam satu waktu dengan syarat dapat 
berlaku adil –secara zahir- kepada istri-istrinya. Apabila 
laki-laki tidakut tidak dapat berlaku adil, maka Islam 
memerintahkan agar menikahi seorang saja. Sementara 
itu, apabila dalam suatu rumah tangga tidak terjadi 
   
 
kerukunan dan segala solusi sudah dilakukan, maka 
Islam membolehkan perceraian, meskipun perceraian 
adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Swt. 
Talak merupakan hak suami, sebab selain karena 
alasan ia menanggung nafkah dan memberi mahar, laki-
laki lebih menonjol aspek rasionalitasnya. Talak harus 
didasarkan pada pertimbangan rasional dan didukung 
oleh fakta. Sementara perempuan lebih menonjol 
perasaannya, sehingga bisa fatal jika hak talak berada di 
tangannya. Jadi pertimbangan psikologis merupakan 
faktor penting dalam pemberian hak talak. Meskipun 
begitu, perempuan mempunyai hak mengajukan ‘gugat 
cerai ke Pengadilan disertai bukti dan argumen-argumen 
yang dapat diterima.  Perceraian, sesuai hadis, ia halal 
namun perbuatan tersebut merupakan kategori halal 
yang paling dibenci. Ini mengandung makna bahwa 
kehalalan bercerai itu tidak mendapat restu, kecuali 
jika mudaratnya jauh lebih besar daripada 
maslahatnya.  
Monogami merupakan konsep dasar dalam 
Islam, sedangkan poligami merupakan solusi bagi 
keluarga atau pasangan yang mengalami masalah 
dalam monogami. Substansi ajaran Islam sesungguh-
nya adalah terciptanya keadilan dalam rumah 
tangga tanpa diskrimasi. Substansi poligami yang 
dilakukan Rasulullah bukanlah pada jumlah istri, 
melainkan akhlak Rasulullah dalam memperlakukan 
dan mengayomi mereka yang lebih berorientasi 
kemaslahatan kemanusiaan dibandingkan dengan 
kepentingan biologisnya. Oleh karena itu, umat 
Rasulullah uang ingin mengikuti sunnah, sejatinya 
tidak hanya melihat pada penambahan jumlah 
   
 
pasangan yang melayani, melainkan bagaimana 
melindungi kaum wanita, baik jiwa maupun 
akidahnya.  
Sebagai kata kunci atas ketiganya (monogami, 
poligami, perceraian), bahwa monogami merupakan 
konsep dasar (jalan utama) perkawinan dalam Islam. 
Sedangkan pligami hanya merupakan jalan alternatif 
bagi laki-laki (suami) yang sangat membutuhkan 
dengan syarat mutlak dapat berlaku adil dan 
mengikuti prosedur yang berlaku. Sementara 
perceraian merupakan jalan yang “tersegel” yang 
hanya boleh dibuka jika keadaan tidak 
memungkinkan untuk bersama lagi, dan itu pun 
pengajuan talak (cerai) tidak bisa langsung 
dikabulkan sebelum dilakukan mediasi yang 
maksimal untuk rujuk. Jika ternyata jalan terakhir 
harus bercerai, maka secara moral keagamaan, 
kedua mantan suami-istri tersebut dilarang untuk 
saling membuka aib masa lalunya dan agar tidak 
saling membenci. 
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BAB V 
ZINA DAN STATUS ANAK YANG  
LAHIR DARI ZINA 
A. Zina sebagai Kejahatan 
Zina merupakan kejahatan yang sangat besar yang 
memberi kesan amat buruk kepada penzina itu sendiri, 
khususnya dan kepada seluruh umat manusia. Di zaman 
sekarang kondisi banyaknya saluran dan media yang 
berusaha menyeret manusia ke arah perbuatan keji itu, 
maka amat perlu untuk setiap orang mengetahui bahaya 
dan akibat buruk yang timbul dari dosa zina. Hendaknya 
lebih berhati-hati dan berwaspada agar tidak terjerumus 
walaupun hanya mendekatinya. Demikian petunjuk 
Alquran. 
Dalam zina terkumpul bermacam-macam dosa 
dan keburukan yakni berkurangnya agama si penzina, 
hilangnya sikap wara’ (menjaga diri dari dosa), buruk 
kepribadian dan hilangnya rasa cemburu. Zina 
mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh 
orang-orang yang memiliki ‘qalbun salim’ (hati yang 
bersih) melalui mulut atau badannya. Zina 
menghilangkan harga diri pelakunya dan merusak masa 
depannya serta meninggalkan aib yang berkepanjangan 
bukan saja kepada pelakunya, tetapi malah kepada 
seluruh keluarganya. Zina dapat menyemai permusuhan 
dan menyalakan api dendam antara keluarga wanita 
dengan lelaki yang telah berzina dengannya. 
B. Pengertian Zina 
Al-Malikiyah mendefenisikan bahwa zina itu 
adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang 
mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan 
   
 
haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat (dilakukan 
dengan sengaja). Sedangkan menurut al-Syafi’iyyah 
mendefiniskan bahwa zina adalah masuknya kemaluan 
laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang 
bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya 
di luar hal yang syubhat. Al-Hanabilah mendefenisikan 
bahwa zina adalah perbuatan fahisyah (keji, yaitu 
hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada 
kemaluan atau dubur.52 
Demikian pula, melakukan inseminasi buatan 
dengan sperma atau ovum donor untuk memperoleh 
keturunan, menurut Mahmud Syaltut termasuk zina 
karena hal itu mengakibatkan pencemaran kelamin dan 
pencam-puran nasab, padahal Islam sangat menjaga 
kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian 
nasab.53  
Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami 
bahwa zina itu dapat dipilah menjadi dua macam 
pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus 
dan pengertian zina yang bersifat umum. Pengertian 
yang bersifat umum meliputi yang tidak berkonsekuensi 
dihukum hudud berupa dera atau rajam, dan zina yang 
tidak  berhubungan seksual antara laki-laki dan wanita 
yang bukan haknya pada kemaluannya, contoh zina 
mata, telinga, tangan, dan hati. Dalam pengertian khusus, 
zina adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi 
hukum hudud bentuknya adalah hubungan kelamin yang 
dilakukan oleh seorang mukallaf yang dilakukan dengan 
keinginannya pada wanita yang bukan haknya.  
Defenisi al-Malikiyyah dan al-Syafi’iyyah di atas 
                                                 
52Zainal Abidin, Fiqih Madrasah Aliyah kelas XI Departemen 
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pada zamannya dianggap tepat, tetapi kini menjadi  tidak 
tepat lagi, karena sudah tidak “jami’ dan mani’” (tidak 
akomodatif dan tidak protektif) lagi untuk berhadapan 
perkembangan iptek zaman sekarang. Akibat kemajuan 
ilmu pengetahuan dan rekayasa manusia, khususnya 
dalam ilmu kedokteran, sehingga bank sperma muncul, 
dan dalam perspektif Barat rekayasa itu dianggap sebagai 
solusi kemanusiaan. Dengan cara itu, seorang tanpa 
melakukan hubungan badan sperma laki-laki yang tidak 
dikenal dan bukan mahram dapat membuahi rahim 
perempuan yang bukan istrinya. Definsi “memasukkan 
kelamin pada vagina” sudah tidak “mani’” (protekstif) 
lagi, karena tanpa aktivitas itu, bahkan cukup dengan 
menyuntikkan sperma ke dalam rahim perempuan yang 
bukan istri, sudah dapat terjadi pembuahan. Defenisi zina 
sudah seharusnya kurang lebih demikian “zina adalah  
Upaya proses perbuahan yang terjadi secara langsung 
(hubungan kelamin) maupun tidak langsung (melalui 
suntik sperma ke dalam rahim) yang bukan mahram 
dilakukan dengan keinginannya tanpa syubhat, baik 
berhasil tejadinya pembuahan maupun tidak. 
Hukum Islam, selain harus bersifat akomodatif 
dan protektif, hukum Islam juga harus berdampingan 
dengan nilai-nilai luhur dan etika serta akhlak dalam arti 
luas. Dalam keadaan demikian, integrasi ilmu-ilmu 
keislaman dan sains sudah mendesak untuk diwujudkan. 
Pendekatan integrasi atau interkoneksi dalam kajian 
Islam juga merupakan sebuah keniscayaan. Fikih tidak 
bisa lagi berdiri sendiri membangun otoritas tanpa 
berkomunikasi dengan pelbagai disiplin ilmu yang 
lainnya. Alih status STAIN, IAIN ke UIN merupakan 
momen dan peluang yang sangat strategis untuk 
mengimbangan kemajuan iptek yang berjalan sendiri, 
sebab akan berakibat fatal, yaitu terjadinya krisis moral, 
   
 
krisis spiritual, dan krisis kemanusiaan yang sejatinya 
diantisipasi oleh syariat. Ini tidak berarti PTAIN dan 
PTAIS yang belum alih status  ke UIN tidak perlu 
menunggu hal itu untuk memulai menerapkan 
pendekatan integrasi atau interkoneksi dalam penyeleng-
garaan pendidikan.  
Dikotomi pendidikan hanya mengakibatkan 
terjadi keterbelahan manusia, tidak utuhnya antara 
spritualitas dan kehidupan materi, tidak terintegrasinya 
antara ilmu dan amal. Padahal manusia merupakan 
makhluk yang kompleks dan utuh, ia bukan hanya fisik, 
tetapi juga rohani. Ciri lainnya adalah ilmu agama tidak 
terintegrasi dengan ilmu umum. Padahal istilah “ilmu 
agama dan ilmu umum” itu hanya rekayasa manusia, 
sebab ilmu yang dianjurkan Islam ialah ilmu yang 
bermanfaat. Terdapat banyak hadis yang mendukung 
pernyataan ini, baik berupa pernyataan Nabi maupun 
berupa doa. Dalam kaitan ini, hukum Islam harus 
mampu mengakomodir ilmu-ilmu lainnya. Defenisi zina 
sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan iptek 
dengan segala kompleksitasnya. 
C. Hukuman Bagi Pelaku Zina 
Zina, secara khusus, adalah persetubuhan dan 
upaya pembuahan lainnya yang dilakukan oleh seorang 
lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah 
mengikut hukum syarak (bukan pasangan suami-istri) 
dan kedua-duanya orang yang mukallaf, dan 
persetubuhan itu tidak termasuk dalam tidakrif 
(persetubuhan yang meragukan), sedangkan secara 
umum zina  meliputi perbuatan yang berkonsekuensi 
dihukum hudud dan yang tidak yaitu hubungan seksual 
antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada 
kemaluannya, contoh zina mata, telinga, tangan dan hati. 
   
 
54 
Jika seorang lelaki melakukan persetubuhan 
dengan seorang perempuan, dan lelaki itu menyangka 
bahwa perempuan yang disetubuhinya itu ialah istrinya, 
sedangkan perempuan itu bukan istrinya, atau lelaki 
tersebut menyangka bahwa perkawinannya dengan 
perempuan yang disetubuhinya itu sah mengikut hukum 
syarak, padahal perkawinan mereka itu tidak sah, maka 
dalam konteks ini kedua orang itu tidak dikatakan zina 
dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud, karena 
persetubuhan mereka itu  termasuk dalam wati’ syubhah, 
yaitu persetubuhan yang meragukan. 
Di dalam Islam, pelaku zina dibedakan menjadi 
dua; yaitu pezina muhshan dan ghayru muhshan. Pezina 
muhshan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan 
sah (menikah). Sedangkan pezina ghayru muhshan adalah 
pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki 
pasangan yang sah. Di bawah hukum Islam, perzinaan 
termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, 
hubungan seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah 
menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan 
suami/istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam Alquran, 
dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa 
berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah. 
Perzinaan di dalam Alquran disebutkan di dalam ayat-
ayat berikut: 
1. Firman Allah Swt. Q.S. al-Isra’/17: 32, 
  
   
                                                 
54 Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (PT Toko 
Gunung Agung : Jakarta. 1997), h. 54.  
 
   
 
   
     
Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina 
itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang 
buruk. 
2. Firman Allah Swt. Q.S. al-A‘raf/7: 33, 
   
  
   




    
  
   
       
Terjemahnya: 
 Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan 
yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, 
dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan 
yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah 
dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk 
itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah 
apa yang tidak kamu ketahui." 
3. Firman Allah Swt. Q.S. al-Nur/24 : 26, 
 












   
  
     
Terjemahnya:  
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, 
dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji 
(pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki 
yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-
wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih 
dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). 
bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)” 
 
4. Firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah /5: 5 
   
















   








Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal 
bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan 
dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan 
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita 
yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi 
Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas 
kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan 
maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-
gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak 
menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya 
dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” 




   
 
  
    
  
    






   
  
Terjemahnya:  
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, 
dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah 
kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman. 
6. Firman Allah Swt. Q.S. al-Nur/24: 3,  
   
   
 
  
   
   
   
   
Terjemahnya: 
   
 
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh 
laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. 
Hukumnya menurut agama Islam untuk para 
penzina adalah sebagai berikut: 
1. Jika pelakunya muhshan, mukallaf (sudah baligh 
dan berakal), sukarela (tidak dipaksa, tidak 
diperkosa), maka dicambuk 100 kali, kemudian 
dirajam.  
2. Jika pelakunya belum menikah, maka dia didera 
(dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama 
setahun.  
 Untuk menjalankan hukuman zina seperti ini, 
maka ada beberapa syarat penting dan harus 
dipenuhi, antara lain : 
1. Pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu aqil dan 
baligh. Sedangkan bila seorang anak kecil atau 
orang gila melakukan hubungan seksual di luar 
nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina 
secara syar’i yang wajib dikenakan sanksi yang 
sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh 
seorang idiot yang para medis mengakui 
kekuranganya itu. 
2. Pasangan zinanya itu adalah seorang manusia, 
baik laki-laki maupun seorang wanita, sehingga 
bila seorang laki-laki berhubungan seksual 
dengan binatang seperti anjing, sapi, dan lain-lain 
tidak termasuk dalam kategori zina, namun punya 
hukuman tersendiri. 
3. Dilakukan dengan manusia yang masih hidup. 
Sedangkan bila seseorang menyetubuhi seorang 
mayat yang telah mati, juga tidak termasuk dalam 
   
 
kategori zina yang dimaksud dan memiliki konse-
kuensi hukum tersendiri. 
4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zina itu 
hanyalah bila dilakukan dengan memasukkan 
kemaluan lak-laki ke dalam kemaluan wanita. 
Jadi, bila dimasukkan ke dalam dubur (anus), 
tidak termasuk kategori zina yang dimaksud dan 
memiliki hukuman tersendiri. Imam al-Syafi`i, 
Imam Malik, dan Imam Ahmad tetap menyatakan 
bahwa hal itu termasuk zina yang dimaksud. 
5. Perbuatan itu dilakukan bukan dalam keadaan 
terpaksa, baik oleh pihak laki-laki maupun wanita. 
6. Perbuatan itu dilakukan di negeri yang secara 
resmi berdiri tegak hukum Islam secara formal , 
yaitu di negeri yang adil atau  Darul Islam. 
Sedangkan bila dilakukan di negeri yang tidak 
berlaku hukum Islam, maka pelakunya tidak bisa 
dihukum sesuai dengan ayat hudud.55 
D. Status Anak yang Lahir Akibat Zina 
Anak zina adalah anak yang lahir di luar 
perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang 
diakui oleh Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan keperca-
yaannya, dan dicatat menurut perundang-undangan 
yang berlaku. Pencatat perkawinan dilakukan oleh 
pegawai pencatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) 
untuk mereka yang melang-sungkan perkawinannya 
menurut hukum agama dan kepercayaannya selain Islam, 
maka pencatatan perkawinan-nya dilakukan oleh 
pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan 
                                                 
55M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 1997), h. 29. 
   
 
Sipil.56 
Perkawinan penduduk di Indonesia yang 
dilakukan menurut hukum Islam misalnya tetapi tidak 
dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, atau perkawinan 
yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan 
Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan 
menurut hukum agamanya dan kepercayaannya maka 
perkawinan tersebut tidak sah menurut Negara. Anak 
yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya, 
Menurut hukum Perdata Islam, anak zina itu suci 
dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya 
di dunia ini, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw 
yang artinya berbunyi :  
“semua anak dilahirkan atas kesucian atau kebersihan (dari 
segala dosa atau noda) dan pembawaan beragama tauhid, 
sehingga ia jelas bicaranya. maka kedua orang tuanyalah 
yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani, 
atau Majusi. (hadits riwayat Abu Ya’ala, Al-Thabrani, dan 
Al-Baihaqi dari Al-Aswad bin Sari)”. 
Disamping itu, berdasarkan firman Allah dalam 
Q.S. al-Najm/53: 38, 
   
      
Terjemahnya:  
Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain. 
                                                 
56Diakses di 
http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/10/27/status anak zina/ 
pada hari kamis diwarnet ringgo Kota Sorong.  
   
 
Dengan demikian, anak yang lahir akibat zina 
harus diperlakukan secara manusiawi, dididik, 
pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal 
hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggungjawab 
untuk mencu-kupi kebutuhan hidupnya baik secara 
materil dan spiritual adalah terutama ibunya, sebab anak 
zina hanya mempunyai hubungan nasab secara perdata 
dengan ibunya. 
Apabila ibunya yang melahirkan tidak 
bertanggung-jawab, bahkan sampai hati membuangnya 
untuk menutup malu/aib keluarga, maka siapapun yang 
menemukan anak (bayi) yang lahir dari zina tersebut 
wajib mengambilnya untuk menyelamatkan jiwanya. 
Keluarga yang menemukan bayi terlantar akibat dari 
hubungan gelap orang-orang yang tidak bertanggung-
jawab, wajib mengasuhnya dan mendidik baik-baik dan 
untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, bisa 
atas harta pribadi keluarga tersebut, dan bisa juga atas 
bantuan Baitul Mal. Bisa juga anak tersebut diserahkan 
oleh keluarga tersebut kepada Panti Asuhan Anak Yatim. 
Hanya perlu dicatat, apabila orang yang menemukan 
anak tersebut ternyata tidak baik cara mengasuh dan 
mendidiknya atau tidak dapat dipercaya dalam 
penggunanaan bantuan keuangan dari Baitul Mal dan 
dari masyarakat Islam, maka wajib dicabut hak perwa-
kilannya atas anak itu, dan pemerintah wajib mengawasi, 
dan mencukupi kebutuhan hidupnya. 
Perlu ditambahkan, bahwa anak yang lahir 
sebelum 6 bulan dari perkawinan, maka “sang ayah” 
berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya, 
sebab masa hamil yang paling sedikit itu tujuh bulan. 
Firman Allah pada Q.S. al-Baqarah/2: 233 yaitu: 






    




   
   




   
  
   
   
  
   










   
 
   
       
Terjemahnya:  
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan. 




   
  
   
 
  
    
  
  
   
  








    
   
  
     
Terjemahnya:  
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah 
payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah 
tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan 
umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya 
Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau 
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 
bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh 
yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan 
(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada Engkau dan Sesungguh-nya aku termasuk 
kelompok orang-orang yang berserah diri. 
Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 
233 dan surat al-Ahqaf ayat 15 adalah 6 bulan. Pendapat 
fuqaha tentang masalah ini berbeda-beda, mulai dari 
setahun menurut Muhammad bin Abdul Hakam al-
Maliki, dua tahun menurut mazhab Hanafi, empat tahun 
menurut mazhab Syafi’i dan lima tahun menurut mazhab 
Maliki. Perbedaan pendapat tersebut karena hanya 
didasarkan atas informasi dari sebagian wanita yang 
dijadikan responden, yang belum tentu mengerti ilmu 
   
 
kesehatan, khususnya ilmu kesehatan tentang ilmu 
kandungan. Dengan segala kelebihannya, mereka tentu 
saja mempunyai keterbatasan dalam memahami bidang 
ilmu tentangnya. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi 
antara fikih/hukum Islam dan ilmu kesehatan serta ilmu-
ilmu terkait.  
E. Penegasan 
 
1. Hukuman bagi penzina terbagi atas dua; yaitu: 
pertama, jika pelakunya muhshan, mukallaf (sudah 
baligh dan berakal), suka rela (tidak dipaksa, tidak 
diperkosa), maka dicambuk 100 kali, kemudian 
dirajam. Kedua, jika pelakunya belum menikah 
(ghairu muhshan) maka dia didera (dicambuk) 100 
kali kemudian diasingkan selama setahun. 
2. Status anak zina itu bukan anak haram dan anak 
zina harus diperlakukan dengan cara yang 
manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan 
keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya 
di masyarakat nanti. Sedangkan yang 
bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan 
hidupnya baik secara materil dan spiritual adalah 
terutama ibunya, sebab anak zina hanya 
mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan 
ibunya. 
3. Larangan mendekati zina dalam Alquran 
mengandung makna proteksi dan prevensi agar 
laki-laki dan wanita tidak melakukan hal-hal yang 
menjatuhkan harga dirinya (karena terjatuh ke 
perzinaan) yang berakibat bukan hanya pada 
dirinya, tetapi juga pada ketu-runannya, serta 
tatanan masyarakat. 
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BAB VI 
ADOPSI ANAK DAN STATUS HUKUMNYA 
A. Anak sebagai Karunia Allah 
Islam adalah agama yang universal diturunkan di 
muka bumi sebagai rahmatan lilalamin yang mengatur 
segenap tatanan hidup manusia dan sebagai rahmat bagi 
seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa Islam 
sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang 
luar biasa kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya 
berguna pada masyarakat muslim, malinkan juga dapat 
dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak terbatas 
oleh ruang dan waktu, bahkan selalu baik dan relevan 
kapan dan dimana saja, tanpa menghilangkan faktor–
factor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu 
diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih. Islam 
tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, 
melainkan juga mengatur mencakup seluruh aspek 
kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya. 
Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh 
Allah Swt. dalam kaitannya dengan sesama manusia 
adalah hukum pengangkatan anak yang berhubungan 
dengan hak pemeliharaan anak. 
Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan 
jiwa. Untuk anak, orangtua bekerja memeras keringat, 
membanting tulang. Anak merupakan harapan utama 
bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak 
dalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, ketu-
runan, dan bangsa, serta agama. Anak adalah karunia 
Allah Swt. karena tidak semua mahligai perkawinan 
dianugerahi keturunan, generasi penerus, hingga suami - 
istri tutup usia.  Allah Swt. mengaruniai anak kepada 
Nabi Ibrahim yaitu Ismail dan Ishaq pada usia senja, yang 
   
 
pertama di usia 99 tahun, yang terakhir 112 tahun. Itu 
terjadi tatkala usia senja dan harapan untuk menda-
patkan keturunan sampai pada titik putus. Allah Swt. 
berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, yaitu : 
   
   
 
 
   
  
   
 Terjemahnya:  
Segala puji bagi Allah Swt. yang telah menganugerahkan 
kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya 
Rabbku, benar-benar Maha Pendengar (memperkenankan) 
doa.57 
Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri 
manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri 
ini terbentur oleh takdir Ilahi, kehendak mempunyai anak 
tidak tercapai. Akan tetapi, semua kuasa ada di tangan 
Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan 
tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak 
akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak 
membawa hasil, maka diambil jalan dengan 
pengangkatan anak. Secara factual, pengangkatan anak 
telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat 
muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek 
melalui lembaga peradilan agama.  
B. Pengangkatan Anak dalam Islam 
                                                 
57QS. Ibrahim/14: 39. 
   
 
Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di 
kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-
temurun yang dikenal dengan istilah “tabanniy” yang 
artinya mengambil anak angkat. Nabi Muhammad Saw.  
pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa 
kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin 
Haritsah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar 
nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan 
panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad Saw. 
mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata: 
“saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, 
iamewarisiku dan akupun mewarisinya.” Sikap Nabi 
Muhammad Saw. tersebut merupakan cerminan tradisi 
yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap 
sebagai anaknya, maka para sahabat pun memanggilnya 
dengan Zaid bin Muhammad.  
Setelah Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul, 
turun surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5. Ayat 37 dan ayat 40 
yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan 
akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan 
saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi 
Muhammad Saw. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun 
berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui 
peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan 
anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad Saw. 
telah mempraktekkannya, tetapi pengangkatan anak itu 
tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah Swt. 
telah menyatakannya dalam Alquran bahwa status nasab 
Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad 
Saw. 
Hukum Islam melarang praktik pengangkatan 
anak yang mempunyai akibat hukum seperti 
pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu 
pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat 
   
 
menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak 
angkat dengan orangtua kandungnya, anak angkat 
menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali 
mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya 
mengakui pengangkatan anak dalam pengertian 
beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, 
mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks ber-
ibadah kepada Allah Swt. 
Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam 
tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi 
anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya 
diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan 
tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pem-
berian “nafkah”, pendidikan atau pelayanan dalam segala 
kebu-tuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak 
kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak 
disebut juga dengan tabanny, yaitu pengangkatan anak 
orang lain sebagai anak sendiri. 
Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) sebaga landasan fatwanya tentang 
tabanny, mengemukakan sebagai berikut: “untuk 
mengetahui hukum Islam dalam masalah tabanny perlu 
dipahami bahwa tabanny itu ada dua bentuk, salah satu 
diantaranya adalah bahwa seorang mengambil anak 
orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung 
sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah 
pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum 
anak itu bukan anaknya”.58 
Pada zaman Jahiliyah seseorang mengangkat 
seorang anak laki-laki sebagai anaknya dengan 
mendapatkan hak seperti anak kandungnya. Dipanggil 
                                                 
58Diakses di 
http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-
Kandung-Dalam-Hukum-Islam. pada oktober 2011. 
   
 
dengan memakai nama ayah angkatnya dan 
mendapatkan warisan. Islam mengharamkan tabany 
(pengangkatan anak) yang diakui sebagai anak kandung, 
dan Islam menggugurkan segala hak yang biasa 
didapatkan  anak angkat dari mutabanniy (orang yang 
mengangkat anak). Allah Swt. berfirman:  
   
   











    
Terjemahnya: 
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 
hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-
istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak 
menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu 
dimulutmu saja. Dan Allah mengartikan yang sebenarnya 
dan dia menunjukkan jalan (yang benar).59 
Berdasarkan uaraian diatas dapat dipahami 
bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (tabanny) yang 
                                                 
59Q.S. al-Ahzab/33: 4. 
   
 
dipahami dalam perspektif hukum Islam yaitu: 
1. Untuk pengangkatan anak (tabanny) yang dilarang 
sebagaimana tabanny yang dipraktekkan oleh masya-
rakat jahilliyah dan hukum perdata sekuler, yang men-
jadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan 
segala hak-hak sebagai anak kandung, dan 
memutuskan hubungan hukum dengan orangtua 
asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya 
kepada ayah angkatnya. 
2. Pengangkatan anak (tabanny) yang dianjurkan, yaitu 
pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi ber-
ibadah kepada Allah Swt. dengan menanggung 
nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, 
dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan 
hukum dengan orangtua kandungnya, tidak 
menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak 
menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan 
segala hak-haknya. 
Seseorang diharamkan untuk menasabkan anak 
angkatnya pada dirinya. Islam menyuruh untuk menasab-
kannya kepada anak kandungnya seandainya diketahui. 
Jika tidak, panggilah mereka akh fi al-din (saudara 
seagama) atau maula (seseorang yang telah dijadikan anak 
angkat). Seperti Salim, anak angkat Hudzaifah, dipanggil 
maula Abi Hudzaifah. Allah Swt. berfirman:  
 
  
    




   




   
  
    
   
Terjemahnya: 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebihadil pada sisi 
allah Swt. dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 
mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi 
(berdosa ) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.60 
Islam juga melarang tawaruts (saling mewarisi) 
antara anak dan ayah angkat. Ketika Allah Swt. me-nasakh 
hukum (legalitas) anak angkat maka Allah Swt. 
membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau 
sebaliknya. Allah Swt. telah menikahkan Rasullulah 
dengan Zainab binti Jahsy Al’ Asadiyyah bekas, Istri Zaid 
bin Haritsah. Dengan tujuan supaya tidak ada keberatan 
bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-
anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah 
menyelesaikan keperluannya dari isterinya (setelah talak 
dan habis ‘ iddahnya ). 
Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat 
kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, 
mencampur-adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan 
yang menyebabkan memberikan warisankepada yang 
tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang 
                                                 
60Q.S. al-Ahzab/33: 5. 
   
 
berhak. menghalalkan yang haram, yaitu berkhalwat 
(berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan 
mengharamkan yang halal, yaitu menikah.  
Berdasarkan Alquran Surat Aal-Ahzab ayat 4, ayat 
5, ayat 37, dan ayat 40, dan berdasarkan hadis Rasullulah 
Saw.  
“Barangsiapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari 
seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat 
dari para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada 
hari kiamat, akan tidak diterima amalan-amalannya, baik 
yang wajib maupun yang sunnat.” ( HR.Bukhari).  
Sedangkan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam praktek di Pengadilan Agama, 
berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam 
yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat 
adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya 
sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 
tanggung jawabnya dari orangtua asli kepada orang tua 
angkat berdasarkan keputusan pengadilan. 
Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak 
mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus 
hubungan/nasab antara anak angkat dengan orangtua 
kandungnya. Hubungan kehartabendaan antara anak 
yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat 
dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang 
besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada, 
wasiat itu wajib. 
Dalam hukum Islam, tidak ada batasan mengenai 
usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orangtua 
angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon 
orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (single 
parent adoption), pengangkatan anak oleh calon orang tua 
angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang 
   
 
dilakukan oleh janda atau duda (posthumus adoption). 
Termasuk di dalamnya adalah pengangkatan anak yang 
sudah dewasa (aqil baligh) dan sudah menikah 
diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini 
sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka 
hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Islam 
memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orang 
tua angkat haruslah seagama, yaitu Islam, hal ini berguna 
untuk mengantisipasi jangan sampai seseorang menjadi 
murtad. Hal ini didasarkan pada maksud syariat, yaitu 
memelihara agama dan akidahnya. 
C. Akibat Hukumnya  
Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional 
yang diselenggarakan pada bulan Jumadil Akhir 1405 
H./Maret 1984 menfatwakan sebagai berikut: 
1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah 
anak yang lahir dari perkawinan/perkawinan; 
2. Mengangkatan anak dengan pengertian anak tersebut 
putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu 
kandungnya adalah bertentangan dengan syariat 
Islam; 
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah 
status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa 
tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh 
dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, 
seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan 
termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama 
Islam; 
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara 
Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, 
juga merendahkan martabat bangsa. 
Uraian diatas memberikan pandangan pada 
   
 
masyarakat bahwa akibat hukum pengangkatan anak 
yang tidak sejalan dengan syariat Islam, yaitu: 
1. Pandangan bahwa anak angkat adalah seperti anak 
kandung; 
2. Bapak angkat seperti bapak kandung; 
3. Pandangan bahwa anak angkat dan bapak angkat 
dapat saling mewarisi. 
Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak 
merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara 
anak angkat dengan orangtua dan keluarga asalnya, 
pengangkatan anak dalam Islam tidak merubah status 
anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua 
angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat 
saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti 
keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam 
pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah 
perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, 
pengawasan`dan pendidikan dari orangtua asli kepada 
orang tua angkat. 
Dengan demikian prinsip pengangkatan anak 
menurut hukum Islam yang sesuai dengan syariat Islam 
akan berakibat hukum sebagai berikut: 
1. Tidak Mengakibatkan Perubahan Nasab 
Penentuan nasab merupakan salah satu hak 
seorang anak yang terpenting dan merupakan 
sesuatu yang banyak memberikan dampak atau 
pengaruh terhadap kepribadian dan masa depan 
anak. Seorang anak harus mengetahui tentang 
keturunannya, sebab asal-usul menyangkut 
keturunannya sangat penting untuk menempuh 
kehidupannya dalam masyarakat. Konsep nasab 
tidak hanya menyangkut asal-usul orangtua dan 
kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan 
   
 
dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil 
nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan 
tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih 
dominan daripada kepada ibu. Dalam semua 
mazhab hukum Islam, makna paling utama dari 
nasab adalah menyangkut sisi/garis keturunan 
bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi, yakni 
anak memperoleh identitas hukum dan agamanya. 
Penetapan nasab mempunyai dampak yang 
sangat besar terhadap individu, keluarga dan masya-
rakat sehingga setiap individu berkewajiban meref-
leksikannya dalam masyarakat, dengan demikian 
diharapakan nasab (asal usul)nya menjadi jelas. 
Disamping itu, karena dengan ketidakjelasan nasab 
dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan 
mahrom. Untuk itulah, Islam mengharamkan untuk 
menisbahkan nasab seseorang, kepada orang lain 
yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. 
Ketentuan seperti ini dapat dikembangkan 
kepada hal-hal sebagai berikut: 
a. Hubungan anak angkat dengan orangtua asalnya 
masih tetap ada, hubungan anak angkat dengan orang 
tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa 
peralihan tanggung jawab dari orangtua asalnya. 
b. Sebagai konsekuensi poin 1 di atas adalah adanya 
implikasi yang sama terhadap hukum-hukum yang 
terjadi pada munakahat, seperti: Pertama, jika anak 
angkat laki-laki, anak angkat tersebut dibolehkan 
menikah dengan janda dari bapak angkatnya dan 
sebaliknya; Kedua, larangan menikah dengan mahram 
akibat pertalian nasab dengan orang tua asalnya; 
   
 
Ketiga, larangan menikah dengan mahram akibat 
pertalian hubungan susuan dengannnya; 
2. Tidak Mengakibatkan Hukum Saling 
Mewarisi 
Pada prinsipnya, dalam hukum Islam, hal pokok 
dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau 
mahram, namun anak angkat dapat menerima pemberian 
dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang 
anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta 
peninggalan orang tua angkatnya, dan begitu juga 
sebaliknya, sebagai suatu wasiat wajibah. Karena anak 
angkat tidak dapat saling mewaris dengan orangtua 
angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai 
keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia 
berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat 
adalah dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia 
masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas 
maksimal sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan 
meninggal dunia. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan 
bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya 
tidak ada hubungan kewarisan,tetapi sebagai pengakuan 
mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, 
maka hubungan antara anak angkat dengan orang 
tuaangkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat 
yaitu wasiat wajibah. 
Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan 
oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk 
memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang 
yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang 
tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut wasiat 
wajibah karena hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi 
   
 
wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan 
perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa 
bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan 
persetujuan penerimaan wasiat. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan kewa-
jiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah 
kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat 
sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung 
jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati 
secara dalil naqli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi 
hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain 
dalam Alquran surat al-Maidah ayat 106 dan surat al-
Zariyat ayat 19  
  
  
   
  
  
   
  
  
   






   
   
   
    
   
 




Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil 
di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama 
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi 
lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi 
itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka 
keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-
ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan 
sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan 
seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) 
kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya 




   
Terjemahnya: 
 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 
bagian.62 
Orang miskin yang tidak mendapat bagian 
maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-
minta. Sedangkan mengenai ketentuan besar wasiat 
sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta 
                                                 
61Q.S. al-Maidah/5: 106. 
62Q.S. al-Zariyat/51: 19. 
   
 
warisan sesuai dengan hadis riwayat al-Bukhari dari 
Sa‘ad bin Abi Waqqas “Aku menderita sakit 
kemudian Nabi Saw. mengunjungi dan aku 
tanyakan: Wahai Rasullulah Saw. berdoalah tuan 
kepada Allah semoga Dia tidak menolakku.” Beliau 
bersabda: “Semoga Allah swt. meninggikan 
(derajat)-mu, dan manusia lain akan memperoleh 
manfaat dari kamu.” Aku bertanya: “aku ingin 
mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada 
seorang anak perempuan.” Beliau Menjawab: 
“Separuh itu banyak.” Aku bertanya (lagi): 
“Sepertiga?”  Beliau menjawab: “sepertiga, sepertiga 
adalah banyak atau besar.” Beliau bersabda: “orang-
orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu 
boleh bagi mereka.”  
Cerita ini menunjukkan bahwa batas 
maksimal yang bisa diperoleh oleh anak angkat atau 
orang tua angkat dalam status wasiat adalah 
sepertiga dari harta. Anak dan orang tua angkat 
dapat memperoleh harta mereka namun bukan 
dalam status saling mewarisi. Pengangkatan anak 
tidak akan merubah status kewarisan antara orang 
tua angkat dengan anak angkatnya, karena tabanniy 
pengangkatan anak tidak merubah status nasab. 
D. Penegasan 
 
1. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang 
anak tidak boleh memutus nasab antara si anak 
dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak 
berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. 
Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi 
   
 
prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah 
ayah kandungnya sendiri. 
2. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan 
hukum antara orang tua angkat dengan anak 
angkat terbatas sebagai hubungan antara orang 
tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan 
sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. 
Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam 
Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih 
sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai 
sesama manusia. Jika tidak ada hubungan nasab, 
maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara 
orang tua angkat dengan anak angkat harus 
menjaga mahram karena hubungan nasab, maka 
keduanya dapat melangsungkan perkawinan. 
3. Orang tua angkat yang di bawah asuhannya anak 
angkatnya hidup, tumbuh, dan berkembang 
hendaknya dipelihara dan diasuh dengan penuh 
tanggung jawab demi kemanusiaan dan amanah 
dari Allah. Ini merupakan amal saleh 
sebagaimana orang memelihara anak yatim. 
4. Meskipun pengangkatan (status anak angkat) 
tidak mengakibatkan perubahan status nasab dan 
tidak saling mewarisi, serta hak perwalian dari 
orangtua (ayahnya), namun anak angkat yang 
telah dipelihara oleh orang tua angkatnya, secara 
moral (budaya asitinajang dan agama) wajib 
berbuat baik kepada orang tua yang telah berjasa 
memelihara, mengasuh, menyekolahkan.  
 
E. Daftar Pustaka 
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BAB VII  
INSEMINASI BUATAN   
A. Inseminasi dan Problematikanya 
Pada zaman sekarang ini dengan kemajuan 
teknologi memunculkan berbagai kecanggihan yang 
dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala 
kehidupan. Namun, terkadang kecanggihan teknologi ini 
mempengaruhi etika-etika terhadap Islam. Salah satu 
kendala kehidupan yang juga banyak dihadapi adalah 
kesulitan mempunyai anak dengan berbagai faktor. 
Banyak pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun 
menikah tetapi belum dikaruniai anak. Hal ini membuat 
para pasangan suami-istri itu menjadi gelisah. Usia yang 
sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Salah 
satu faktornya adalah karena kemandulan yang dialami 
oleh suami atau istri. Pengertian mandul bagi wanita 
ialah apabila tidak dapat hamil karena indung telur 
mengalami kerusakan atau masalah sehingga tidak dapat 
memproduksi sel telur. Sementara, pengertian mandul 
bagi pria ialah apabila tidak mampu menghasilkan 
kehamilan karena buah pelir tidak dapat memproduksi 
sel spermatozoa sama sekali.63 
Walaupun pria atau wanita yang mengalami 
kemandulan, tetapi mereka masih mempunyai fungsi 
seksual yang normal. Hanya saja sebagian orang yang 
mengetahui dirinya mandul akan mengalami gangguan 
fungsi seksual. Karena pengaruh psikis mereka yang 
menyadari akan kekurangan yang dialami. Istilah 
                                                 
63http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/05/13/pandangan-islam- 
terhadap-bayi-tabung/   
 
   
 
mandul seringkali digunakan untuk menyebut bahwa 
pasangan suami-istri yang telah lama menikah dan belum 
mempunyai anak. Padahal, pasangan suami-istri yang 
belum mempunyai anak setelah lama menikah tidak 
selalu mengalami kemandulan. Yang lebih banyak terjadi 
adalah pasangan yang tidak subur. 
Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di 
bidang kedokteran yang ada saat ini, ternyata mampu 
mengatasi kendala tersebut. Kemajuan teknologi 
khususnya di bidang kedokteran memunculkan teknologi 
yang dikenal bayi tabung64. Teknologi bayi tabung ini 
maju dengan pesat. Namun, yang menjadi persoalannya 
adalah bagaimanakah sebenarnya teknik pembuatan bayi 
tabung dan hukum bayi tabung itu sendiri menurut 
Islam? Karena apabila teknologi bayi tabung ini ditangani 
oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa, 
dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, 
bisa merusak nilai-nilai agama, moral, dan budaya 
bangsa serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak 
terbayangkan oleh manusia sekarang ini.  
B. Pengertian Bayi Tabung dan Alasan Melakukannya   
Inseminasi buatan adalah terjemahan dari bahasa 
                                                 
64Praktek inseminasi pada manusia juga terkandung dalam 
cerita “midrash”, dimana Ben Sirah dikandungsecara tidak sengaja 
karena ibunya memakai air bak yang sudah tercampur sedikit air 
mani. Di Indonesia, keberhasilan inseminasi buatan ditandai dengan 
lahirnya Akmal dari pasangan Linda- Soekotjo pada tanggal 25 
Agustus 1987 dan Dimas Aldila Akmal Sudiar, lahir pada 2 Oktober 
1988 dari pasangan Wiwik Juwari- Sudirman. Keduanya lahir atas 
kerja sama team Makmal Terpadu Imuno Endilrinologi Fakultas 
Kedokteran UI.Lihat ihttp://indramunawar.blogspot.com/2009/04/bayi-
tabung-test-tube-baby-dalam-hukum.htmlyang diakses di warnet karina 
pada hari kamis, 29-9-2011di Kota Sorong. 
   
 
Inggris, yaitu Artificial Insemination. Dalam bahasa Arab 
disebut dengan al-Talqih Al-Shina‘iy. Dalam bahasa 
Indonesia, orang menyebutnya dengan inseminasi 
buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. 
Istilah ilmiahnya, bayi tabung dapat diartikan sebagai 
usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan 
sebuah tabung gelas. Proses pembuahan seperti ini 
disebut dengan in vivo, sedangkan proses pembuahan 
secara alamiah disebut dengan in vitro. Menurut  
Djamalin Djanah, bayi tabung inseminasi buatan adalah 
“suatu pekerjaan memasukkan mani ke dalam rahim 
(kandungan) dengan menggunakan alat khusus dengan 
maksud terjadinya pembuahan”. Ali Akbar 
mendefenisikan” memasukkan sperma ke dalam alat 
kelamin perempuan tanpa persetubuhan untuk 
membuahi telur atau ovum wanita.65 
Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat 
diambil pengertian bahwa inseminasi buatan adalah 
suatu cara atau teknik untuk memperoleh kehamilan 
tanpa harus melalui hubungan seks (persetubuhan). 
Adapun proses kerja inseminasi buatan yang dilakukan 
untuk menghasilkan anak yang dilakukan tanpa 
melakukan persetubuhan, adalah: 
1. Fertilisasi In Vitro (FIV), yaitu dengan mengambil 
sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di 
vitro (tabung) dan setelah terjadi pembuahan, lalu 
ditransfer ke wanita. Teknik ini dikenal dengan bayi 
tabung atau pembuahan di luar tubuh. 
2. Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT), dengan cara meng-
ambil sperma suami dan ovum istri, setelah dicampur, 
terjadi pembuahan, maka sagera ditanam dan di 
                                                 
65Pandangan Islam Tentang Bayi Tabung, yang diakses pada 
http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/05/13/pandangan-islam-terhadap-
bayi-tabung/pada hari kamis, 29-92011 di warnet Karina Kota Sorong. 
   
 
salurkan telur (tuba falupi), atau dengan kata lain, 
mempertemukan sel benih (gamet), yaitu sperma dan 
ovum dengan cara menyemprotkan campuran sel 
benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampulla, 
namun teknik ini bukan merupakan bayi tabung. 
Teknik kedua ini lebih alamiah dibanding teknik 
pertama, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di 
tuba falupi si ibu sendiri setelah terjadi ejakulasi 
melalui hubungan seksual.66 
Munculnya teknologi bayi tabung ini, bertujuan 
untuk membantu pasangan suami-istri yang sulit 
mendapatkan keturunan. Sedangkan yang menjadi alasan 
diadakan-nya bayi tabung ialah: 
1. untuk mengembangbiakkan manusia secara cepat 
2. Untuk percobaan ilmiah. 
3. Solusi bagi pasangan yang mandul. 
4. Mengembangkan teknologi kedokteran. 
5. Menolong pasangan suami-istri yang kesulitan menda-
patkan anak.67 
Jadi, inseminasi buatan posisinya sebagai solusi 
atas berbagai masalah yang dialami oleh pasangan suami-
istri yang telah menikah secara sah. Karena keturunan 
(anak) bukan hanya sebagai pelanjut generasi dan 
kebangaan bagi orangtuanya, melainkan juga sebagai 
“investasi” akhirat bagi kedua ibu bapaknya, maka 
banyak pasangan suami-istri yang terus berupaya 
mendapatkan solusi untuk mem-peroleh keturunan, 
termasuk dangan cara inseminasi. Anak diharapkan 
memelihara orantuanya ketika usia lanjut atau ketika 
udzur serta mendoakannya, baik ketika masih hidup 
maupun setelah meninggalnya. Adapun alasan lain yaitu 




   
 
sesuai dengan hadis jalur Abu Hurairah yang berbunyi: 
Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasululloh Saw telah 
bersabda: apabila seseorang telah mati, maka putuslah dari 
sagala amalnya, kecuali dari tiga hal yaitu shadaqoh jariah, 
ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang 
mendoakannya. 
Salah satu aspek yang terdapat dalam hadis 
tersebut, yaitu memiliki generasi yang saleh khususnya 
anak biologis sendiri. Keberadaan keturunan adalah 
anugrah, sehingga banyak pasangan suami-istri yang 
berupaya memperoleh keturunan meskipun harus 
menggunakan biaya yang sangat besar. Bahkan, salah 
satu argumen dibolehkannya ber-poligami yang dapat 
diterima syarak atau undang-undang adalah karena istri 
dipastikan mandul atau tidak bisa memberi keturunan. 
Alasan untuk memperoleh keturunan seringkali 
dipandang oleh Islam sebagai alasan darurat, sehingga 
menjadi salaha satu alasan dibolehkan bagi laki-laki 
berpoligami demi memperoleh keturunan dan mencegah 
terjadinya perceraian. Inseminasi sebagai solusi terhadap 
kesulitan memperoleh keturunan secara normal.  
C. Bayi Tabung Menurut Hukum Islam 
Kalau kita hendak mengkaji tentang bayi tabung 
dari pandangan hukum Islam, maka harus dikaji dengan 
memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para 
ahli ijtihad agar hukum ijtihadnya sesuai dengan prinsip-
prinsip dan jiwa Alquran dan sunnah, dan dapat menjadi 
pegangan umat Islam.68 Karena persoalan bayi tabung ini 
merupakan persoalan yang muncul di zaman modern, 
                                                 
68Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Cet. IX; Jakarta: PT. Bulan 
Bintang, 1996), h. 21. 
   
 
sehingga pembahasannya tidak ditemukan dalam buku-
buku fikih klasik. Kajian masalah inseminasi buatan ini 
seyogyanya menggunakan pendekatan multidisipliner, 
dilakukan oleh para ulama dan cendikiawan muslim dari 
berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh 
kesimpulan hukum yang proporsional dan komprehensif. 
Proses pembuahan dengan bayi tabung meru-
pakan upaya medis untuk memungkinkan terjadinya 
pembuahan antara sel sperma suami dan sel telur istri. 
Dilihat dari perspektif hukum Islam, pertama, apabila 
dilakukan dengan sperma atau ovum suami-istri sendiri, 
baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian 
disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus 
istri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim, 
kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam di dalam 
rahim istri maka hal ini diboleh-kan, asal keadaan suami 
dan istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi 
buatan untuk membantu mem-peroleh keturunan. Kedua, 
hukumnya haram apabila 1) sel telur istri yang telah 
terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang 
bukan istri, atau apa yang disebut sebagai “ibu 
pengganti” (surrogate mother). 2) haram hukumnya 
apabila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi 
antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, 
meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya 
diletakkan dalam rahim istri, 3) hukumnya apabila proses 
pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan 
suami dengan sel telur istri, meskipun sel telur yang telah 
dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim istri.  
Ketiga, kalau inseminasi buatan itu dilakukan 
dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka 
diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai 
akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan 
nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang 
   
 
melahirkannya. Oleh karena itu, seiring perkembangan 
ilmu kedokteran, termasuk inseminasi maka zina bukan 
hanya karena terjadi hubungan persetubuhan di luar 
nikah yang sah, tetapi inseminasi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan Islam juga merupakan zina yang harus 
dijauhi. 
Keempat, penggunaan bayi tabung ini dibolehkan 
dalam hukum Islam dengan alasan bahwa kondisi suami-
istri yang bersangkutan tidak dapat melakukan 
pembuahan secara alami, sehingga benar-benar 
memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh 
anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih Islam: 
.ﺖاروﻈحملا ﺢﻴبت ﺓرورﺿلاو ﺓرورﺿلا ةلﺯﻨم لﺯﻨت ةجاحلا 
“Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan 
seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal, 
keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-
hal yang terlarang”.69 
Sedangkan apabila inseminasi buatan itu dilaku-
kan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka 
diharamkan dan hukumnya sama dengan zina dan anak 
hasil inseminasi itu pun tidak sah, nasabnya hanya 
berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, dan hal 
itu berdampak buruk pada anak yang dilahirkan melalui 
proses inseminasi. Adapun dalil-dalil syar’i yang menjadi 
landasan penetapan hukum haramnya inseminasi buatan 
dengan donor yaitu firman  Allah Swt. dalam QS. al-
Isra/17: 70: 
   
  
                                                 
69Ibid. 









     
Terjemahnya: 
Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka 
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan. 
Firman Allah dalam QS. al-Thin/95: 4: 
  
  
    
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya. 
Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya 
manusia diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai 
keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk yang 
lainnya. Allah swt. sangat memuliakan manusia, maka 
sudah seharusnya manusia bisa meng-hormati dirinya 
sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. 
Dalam hal ini inseminasi buatan yang dilakukan dengan 
donor itu pada hakikatnya dapat disejajarkan dengan 
tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi. 
Selain itu, terdapat juga pada sebuah hadits Nabi 
   
 
Saw. yang mengartikan: 
 “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman 
orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan 
dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).”70 
Hadis ini juga dapat dijadikan dasar untuk meng-
haramkan inseminasi buatan pada manusia dengan 
donor sperma atau ovum. Adapun argumen lain yang 
dapat juga dijadikan sebagai syarat kehalalan inseminasi 
buatan bagi manusia itu harus berasal dari sperma dan 
ovum pasangan yang sah menurut syariah adalah kaidah 
hukum fikih yang mengartikan:  ِﺐلَج ىلع ُﻡَدﻘُم ِدِﺳَاﻔَملا ُأرد
 ِﺢِلاَصَملا (menghindari mafsadah atau mudharat) harus 
didahulukan daripada mencari atau menarik maslahah/ 
kebaikan.71 
Inseminasi buatan pada manusia dengan donor 
sperma dan ovum akan lebih banyak mendatangkan 
mudarat (dampak negatif) daripada maslahat (dampak 
positif). Diantara maslahat terkait inseminasi buatan ialah 
membantu suami-istri yang mandul, baik keduanya 
maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan 
atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. 
Dibandingkan maslahatnya, inseminasi buatan ini 
memberikan mudarat dan mafsadatnya jauh lebih besar, 
antara lain berupa: 
1. percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga 
kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, 
karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman 
dan kewarisan. 
                                                 
70Lihat http://www.peutuah.com/bayi-tabung-menurut-ajaran-
agama-islam/yang diakses pada hari kamis, 29-9-2011 di warnet Karina 
Kota Sorong.  
71MasjfukZuhdi, op. cit., h. 25. 
   
 
2. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam. 
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, 
karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum 
wanita tanpa perkawinan yang sah. 
4. Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber 
konflik dalam rumah tanggal. 
5. Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya 
daripada anak adopsi.72 
Hukum Inseminasi bayi tabung menurut Islam 
sejak tahun 1980-an telah banyak dibicarakan di kalangan 
Islam, baik di tingkat Nasional maupun internasional. 
Misalnya, Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam 
Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung 
dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji 
Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. 
Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) 
dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan 
bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan 
membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma 
suami dan ovum dari istri sendiri. Vatikan secara resmi 
tahun 1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, 
bayi tabung, ibu titipan dan seleksi jenis kelamin anak, 
karena hal itu dipandang tidak bermoral dan 
bertentangan dengan harkat manusia. Mantan Ketua IDI, 
dr. Kartono Muhammad juga pernah melemparkan 
masalah inseminasi buatan dan bayi tabung. Ia 
menghimbau masyarakat Indonesia dapat memahami 
dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan 
ovumnya berasal dari suami-istri sendiri.73 
Jenis inseminasi yang dilarang adalah apabila sel 





   
 
sperma dan ovum tidak berasal dari pasangan suami dan 
istri. Sedangkan apabila sel sperma dan ovum berasal 
dari pasangan suami-istri melalui pernikahan yang sah 
dan keadaan keduanya telah memenuhi kategori darurat. 
Batas-batas pelarangan dan kebolehan inseminasi 
dianggap menempati posisi darurat. 
G. Pengasan 
 
1. Bayi tabung yaitu suatu cara atau teknik untuk 
memperoleh kehamilan tanpa harus melalui 
hubungan seks (persetubuhan). 
2. Alasan diadakannya bayi tabung ialah: 
a. untuk mengembangbiakkan manusia secara 
cepat 
b. Untuk percobaan ilmiah. 
c.  Solusi bagi pasangan yang mandul. 
d. Mengembangkan teknologi kedokteran. 
e. Menolong pasangan suami-istri yang sulit 
mendapatkan anak. 
3. Inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum 
dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer 
embrionya kedalam rahim wanita lain(ibu titipan) 
dibolehkan oleh Islam, jika keadaan kondisi suami 
istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan. 
Status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut 
Islam. Inseminasi buatan dengan sperma dan ovum 
donor diharamkan oleh Islam. Hukumnya sama 
dengan zina dan anak yang lahir dari hasil 
inseminasi macam ini statusnya sama dengan anak 
yang lahir di luar perkawinan yang sah. 
4. Kebolehan inseminasi bagi pasangan suami-istri 
yang kesulitan memperoleh keturunan harus 
dipandang sebagai solusi, dan bukan substansi. 
   
 
Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi pasangan 
yang bias mem-peroleh keturunan dengan 
pembuahan yang normal. Disamping itu, 
pembuahan yang lakukan harus dengan 
pengawasan yang ketat dan garansi agar tidak 
terjadi pembuahan selain dari kedua pasangan yang 
sah. Dasarnya adalah integritas (iman) kepada 
Allah, agar tidak melakukan praktek yang 
mengandung unsur zina. 
DAFTAR PUSTAKA 
Ali, Masykoer.  Himpunan Fatwa, Majlis Ulama 









Khotib, Romadhon, dkk. NU Menjawab Problematika 
Umat (keputusan Bahtsul Masail Syuriyah 
Nahdatul Ulama Wilayah JawaTimur), Cet.I, 
Khalitsa. 
Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqiyah. Cet. IX; Jakarta:  PT. 




   
 
BAB VIII 
SEPUTAR KEPENDUDUKAN DAN KB  
A. Merencanakan Kehidupan 
Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang 
terkecil di dalam masyarakat, yang diikat oleh tali 
perkawinan yang sah. Keluarga yang dimaksud dalam 
hal ini adalah keluarga inti, atau nuclear family yang 
terdiri dari suami-istri dan anak-anak bukan extended 
family atau keluarga besar yang terdiri dari keluarga inti 
ditambah anggota keluarga lain yang dekat, baik yang 
masih ada hubungan darah (nasab) seperti bapak atau ibu, 
saudara kandung, maupun yang ada hubungan 
perkawinan seperti mertua atau ipar.74 
Keluarga berencana (KB) adalah istilah resmi yang 
dipakai di dalam lembaga-lembaga Negara kita seperti 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama 
dengan istilah yang umum dipakai di dunia Internasional 
yakni Family Planning atau Planned Parenthood seperti 
International Planed Parenthood Federation (IPPF), nama 
sebuah organisasi KB tingkat internasional dengan kantor 
pusatnya di London. 
KB (family planning) atau planned parenthood berarti 
pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan 
yang kongkret mengenai kapan anak-anaknya 
diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut 
gembira dan syukur. Disamping itu, pasangan suami-istri 
tersebut juga telah merencanakan berapa anak yang akan 
dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya 
sendiri dan situasi kondisi masyarakat serta negaranya. 
                                                 
74Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT Toko 
Gunung Agung, 1997), h. 54. 
   
 
Jadi, KB atau family planning dapat dipahami menjadi 
dua; yaitu: pertama, KB sebagai suatu program nasional 
yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi 
penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi 
penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang 
dan jasa. Dalam pengertian ini KB pertama diistilahkan 
dengan tahdid al-nasl (pembatasan kelahiran). Kedua,  KB 
dapat dipahami sebagai aktivitas individual untuk 
mencegah kehamilan (man’u al-hamli) dengan berbagai 
cara dan sarana (alat). Misalnya, dengan kondom, IUD, 
pil KB, dan sebagainya. KB dalam pengertian ini diberi 
istilah tanzhim al-nasl (pengaturan kelahiran). 
Membatasi jumlah keturunan adalah menghen-
tikan kelahiran secara permanen setelah keturunan 
mencapai jumlah tertentu, dengan menggunakan 
berbagai sarana yang diperkirakan bisa mencegah 
kehamilan. Tujuannya untuk memperkecil (membatasi) 
jumlah keturunan (anak) dengan menghentikannya 
setelah mencapai jumlah yang ditentukan. Sedangkan 
mencegah kehamilan adalah menggunakan berbagai 
sarana yang diperkirakan bisa menghalangi seorang 
perempuan dari kehamilan, seperti teknik al-‘Azl 
(menumpahkan sperma laki-laki di luar vagina), meng-
konsumsi obat-obatan (pencegah kehamilan), memasang 
penghalang dalam vagina, menghindari hubungan suami 
istri ketika masa subur, dan yang semisalnya. Jadi, 
Keluarga Berencana dititikberatkan pada perencanaan, 
pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap 
anggota-anggota keluarganya. 
B. Pandangan Islam terhadap KB 
Keluarga berencana berarti pasangan suami istri 
yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret 
mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap 
   
 
anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur 
dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang 
disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi 
masyarakat dan negaranya. 
Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang 
memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam 
kaitannya dengan KB (Keluarga Berencana) diantaranya 
ialah : 
1. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4: 9, 
  





      
Terjemahnya:  
Dan hendaklah tidakut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 
mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 
benar.”(Qs. An-Nisa : 9) 





    
   
  




   
   




   
  
   
   
  
   










   
     
Terjemahnya:  
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
   
 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah/2: 233.) 





   
  
   
  
  
    
Terjemahnya:  
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 
kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 
mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-
Kulah kembalimu.”(Q.S.Luqman ayat 14). 
4. Firman Allah dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 : 
 
 
   
 
 
   
  
   
 
  
    
  
  








    
   
  
     
Terjemahnya:  
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah 
payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah 
tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan 
umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya 
Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau 
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 
bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh 
yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan 
   
 
(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada Engkau. 
Dari ayat-ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain: 
a. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnnya 
keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani 
selama melahirkan, menyusui dan memelihara anak 
serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan dalam keluarganya. 
b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan 
rohani, serta tersedianya layanan pendidikan bagi 
anak. 
c. Terjaminnya keselamatan orangtua yang dibebani 
kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.  
Jadi,  petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB 
antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan 
kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya hidup 
berumah tangga. Dalam hadis Nabi diriwayatkan: 
 نم رﻴخ ءاﻴﻨغأ كثرو ردت كنإ نوﻔﻔكتل ةلاع مهردت نأ
)هﻴلع قﻔتم( ساﻨلا 
Artinya:  
Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli 
warismu dalam keadaan berkecukupan daripada 
meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan 
orang banyak. 
Hadis ini menjelaskan bahwa suami dan istri 
mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi 
keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka 
menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian 
pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan 
   
 
bersama.75 Dalam Alquran dan hadis tidak ada nash yang 
melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena 
hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah 
hukum Islam. Akan tetapi, dalam Alquran ada ayat-ayat 
yang berindikasi tentang diper-bolehkannya mengikuti 
program KB, yakni karena hal-hal berikut: Pertama, 
menghawatirkan kesela-matan jiwa atau kesehatan ibu. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah:  ىلإ مكيديأب اوﻘلت لاو
 : ﺓرﻘبلا( ةكلهتلا195) . Janganlah kalian menjerumuskan diri 
dalam kerusakan”. 
Kedua, menghawatirkan keselamatan agama, akibat 
kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan hadits 
Nabi: ارﻔك نوكت نأ رﻘﻔلا اداك “Kefakiran atau kemiskinan itu 
mendekati kekufuran”. 
 Ketiga, menghawatirkan kesehatan atau 
pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu 
dekat sebagai mana hadis Nabi: رارﺿ لاو ررﺿ لاو 
“Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang 
lain.76 Bahkan proteksi mudarat (dampak buruk) KB 
harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari KB 
itU sendiri. 
C. Pandangan Ulama tentang Ketentuan KB   
Para ulama berbeda pandangan dalam 
menetapkan hukum keluarga berencana (KB), ada 
memperbolehkan, ada yang melarang, dan yang 
mengklarifikasi argumen-argumen yang menyertai 
kesimpulan hukumnya. Sudut pandang itulah yang 
kemudian mengantar pada pengambilan kesimpulan 
                                                 
75M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,1997), h. 29. 
76Drs. Musthafa Kamal, Fiqih Islam (Yogyakarta: Citra Karsa 
Mandiri, 2002), h. 293. 
   
 
hukum yang berbeda-beda. 
1. Ulama yang memperbolehkan 
Diantara ulama yang membolehkan adalah Imam 
al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama’ 
yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperboleh-
kan mengikuti progaram KB dengan ketentuan antara 
lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari 
kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga 
berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama 
dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku 
ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. 
Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-
Mu’minun ayat: 12, 13, 14.77 
Mengatur kehamilan seperti ini sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Syaikh Muhammad al-’Utsaimin boleh 
dilakukan dengan dua syarat, yaitu pertama, adanya 
kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, seperti jika 
istri sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan 
setiap tahun, atau kondisi tubuh istri yang kurus, lemah, 
atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika 
dia hamil setiap tahun. Kedua, izin dari suami bagi istri 
untuk mengatur kehamilan, karena suami mempunyai 
hak untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan.   
Yang perlu diperhatikan di sini, bahwa kondisi 
lemah, payah, dan sakit pada wanita hamil atau 
melahirkan yang dimaksud di sini adalah lemah atau 
sakit yang melebihi apa yang biasa dialami oleh wanita-
wanita hamil dan melahirkan pada umumnya, karena 
semua wanita yang hamil dan melahirkan mesti 
mengalami sakit dan payah, Allah berfirman: 
                                                 
77Prof. Abdurrahman Umran, Islam dan KB (Jakarta: PT Lentera 
Basritama, 1997), h. 99. 
   
 
   
  
    
Terjemahnya: Ibunya mengandungnya dengan susah 
payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. 
(Q.S. al-Ahqaf: 15) 
Pencegah kehamilan dan alat kontrasepsi dapat 
digunakan jika ada sebab yang dibenarkan dalam syariat, 
maka dalam menggunakannya harus diperhatikan 
beberapa hal berikut: 
1. Sebelum menggunakan alat kontrasepsi atau obat anti 
hamil hendaknya berkonsultasi dengan seorang dokter 
muslim yang dipercaya agamanya, sehingga dia tidak 
gampang membolehkan hal ini, karena hukum asalnya 
adalah haram, sebagaimana penjelasan yang lalu. Ini 
perlu ditekankan karena tidak semua dokter bisa 
diper-caya, dan banyak di antara mereka yang dengan 
mudah membolehkan pencegahan kehamilan (KB) 
karena ketidakpahaman terhadap hukum-hukum 
syariat Islam, sebagaimana ucapan Syaikh Shaleh al-
Fauzan di atas. 
2. Pilihlah alat kontrasepsi yang tidak membahayakan 
kesehatan, atau minimal yang lebih ringan efek 
samping-nya terhadap kesehatan. 
3. Usahakanlah memilih alat kontrasepsi yang ketika 
memakai atau memasangnya tidak mengharuskan 
terbu-kanya aurat besar (kemaluan dan dubur/anus) 
di hadapan orang yang tidak berhak melihatnya, 
karena aurat besar wanita hukum asalnya hanya boleh 
dilihat oleh suaminya. Akan tetapi, untuk alasan 
darurat dan demi kemaslahatan yang lebih besar maka 
dapat dilihat oleh petugas kesehatan yang ditunjuk 
   
 
secara resmi, dan petugasnya sedapat mungkin dari 
kalangan perempuan. 
 
2. Ulama yang melarang 
Selain ulama yang memperbolehkan, ada pula 
para ulama yang melarang, diantaranya Prof. Dr. 
Madkour, Abu A‘la al-Maududi, dan selainnya. Mereka 
melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk 
membunuh keturunan seperti firman Allah: اولتﻘت لاو
لامإ نم مكدلاوأمهايإو مكقﺯرن نحن ق  . “Dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu karena tidakut (kemiskinan) kami 
akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”. Ayat ini 
mengandung isyarat bahwa pencegahan dampak buruk 
akibat KB harus dihindari, karena KB pada awalnya 
merupakan program pengendalian dan pengaturan 
angka kelahiran anak dan pertumbuhan penduduk, 
namun jika mudaratnya lebih besar maka harus 
dihindari. 
3. Cara yang diperbolehkan 
Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan 
yang diperbolehkan oleh syara’ antara lain, mengguna-
kan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet 
vaginal. Cara ini diperbolehkan sepanjang tidak 
membahayakan nyawa sang ibu. Cara ini dapat 
dikategorikan kepada azl yang tidak dipermasalahkan 
hukumnya. Sebagaimana hadis  Nabi : دهع ىلع لﺰعن اﻨك
) ملسم هاور( اههﻨي ملف .ﻡ .ص الله لوﺳو “Kami dahulu di 
zaman Nabi Saw. melakukan ‘azl, tetapi beliau tidak 
melarangnya”. Diamnya Nabi dianggap bahwa ‘azl sebagai 
prihal yang dibolehkan.  
4. Cara yang dilarang 
   
 
Ada juga cara pencegahan kehamilan yang 
dilarang oleh syarak yaitu dengan cara merubah atau 
merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang 
termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, 
aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan, karena menentang 
tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan.78 
Sebab, memperoleh keturunan yang sah pada prinsipnya 
merupakan impian bagi setiap pasangan suami-istri. 
Selain tabiat manusia untuk memiliki keturuan sebagai 
generasi penerus, memiliki keturunan juga merupakan 
“investasi akhirat” jika dididik dengan baik kemudian 
menjadi anak yang saleh. Namun, sebaliknya, jika tidak 
dididik lalu menjadi jelek prilakunya  maka orangtua 
juga ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam 
mengarahkan dan mendidik anaknya. Di tangan 
orantualah anak menjadi baik atau tidak. Tentu saja tidak 
menafikan faktor lain yang menyebabkan anak menjadi 
baik atau tida, misalnya kehendak dan takdir Tuhan. 
Akan tetapi orangtua mendapatkan amanah untuk 
mendidiknya sehingga menjadi generasi yang saleh. 
D. Penegasan 
1. Masalah kependudukan memang secara umum 
merupakan tanggung jawab pemerintah, agar laju 
pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan demi 
kesejahteraan sosial. Akan tetapi, program 
transmigrasi juga merupaka solusi penting, sebab 
masih banyak potensi alam yang belum terjamah 
oleh tangan-tangan yang terampil. Jadi, 
sesungguhnya kunci penting dalam meningkatkan 
kesejahteraan adalah sumber daya manusia yang 
                                                 
78Luthfi As-Syaukani, Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 157. 
   
 
dibangun melalui pendidikan yang berkualitas dan 
merata.  
2. Pandangan Islam tentang KB (Keluarga Berencana) 
diperbolehkan, karena untuk  menjadi petunjuk 
untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan 
kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya 
hidup berumahtangga. 
3. Ketentuan atau cara ber-KB (Keluarga Berencana) 
yang diperbolehkan dalam Islam yaitu asal tidak 
membahayakan nyawa/jiwa sang ibu, antara lain 
dengan menggunakan pil, alat suntikan, spiral, 
kondom, diafragma, tablet vaginal, tisue. 
Sedangkan ketentuan atau cara ber-KB (Keluarga 
Berencana) yang dilarang dalam Islam yaitu  
dengan cara merubah atau merusak organ tubuh 
yang bersangkutan, antara lain vasek-tomi, 
tubektomi, aborsi. 
4. KB bukan hanya menyangkut status hukumnya, 
halal atau haramnya. Sebab, yang menentukan 
status hukum tersebut adalah proses dan maksud 
dilakukan-nya. Di sinilah dibutuhkan iman dan 
akhlak, agar terintegrasi ke dalam hukum Islam. 
Jadi, program keluarga berencana itu seyogyanya 
bukan hanya bagaimana mengatur dan membatasi 
angka kelahiran, tetapi juga pemerintah harus 
bertanggung jawab mengenai penyalah-gunaan KB 
termasuk penggunaan obat-obatan KB seharusnya 
mampu menunjukkan identitas suami-istri (buku 
akta nikah) yang sah dan atas bukti persetujuan 
keduanya. 
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BAB IX 
ABORTUS DAN MENSTRUAL REGULATION 
A. Permasalahan Abortus dan Menstrual Rgulation  
Perkembangan dan kemajuan zaman yang diiringi 
dengan kemajuan di segala bidang termasuk di bidang 
teknologi dan informasi seperti yang terjadi di zaman 
modern ini. Selain berdampak positif sekaligus 
berdampak negatif. Salah satunya, kemajuan di bidang 
kedokteran yang adakalanya disalahfungsikan oleh 
manusia, sehingga dengan mudah orang-orang yang 
tidak berperasaan atau tidak menfungsikan nuraninya 
dengan tega melakukan praktek aborsi (menggugurkan 
kandungannya), baik itu hubungan yang halal (suami 
istri) maupun dengan jalan perzinaan (proses pembuahan 
dan kelahiran di luar nikah). Dengan sarana dan 
prasarana yang lengkap, sehingga dengan mudahnya 
sebagian wanita melakukan aborsi dan menstrual 
regulation atau menggugurkan kandungannya setelah 
janin bersemi di dalam rahimnya. 
Abortus dan menstrual regulation yang mem-
punyai pengertian yang berbeda, namun mempunyai 
tujuan yang sama, yaitu tidak menginginkan janin atau 
keturunan. Islam adalah agama yang suci, yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmat untuk 
semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak 
untuk menikmati kehidupannya, baik hewan, tumbuhan, 
maupun manusia terutama sebagai penyandang gelar 
Khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ajaran Islam 
sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, 
yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aspek 
aspek ini merupakan inti maqasid al-syari’ah. 
Memelihara jiwa, melindunginya dari berbagai 
   
 
ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat 
manusia. Hanya saja faktanya, tidak semua manusia 
merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang 
tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan 
di luar nikah, dan alasan-alasan lainnya.  
B. Pengertian Abortus dan Menstrual Regulation 
Abortus dalam bahasa inggris disebut Abortion 
berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan 
atau keguguran.79 Sedangkan menurut Sardikin 
Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI) abortus ialah 
pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin 
dapat hidup di luar kandungan. Menurut Maryono 
Reksodipura (Fakultas Hukum UI), abortus ialah 
pengeluaran hasil konsepsi di luar rahim sebelum 
waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). 
Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 
abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa 
kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan 
sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan seorang 
ibu. Abortus  (pengguguran) ada dua macam, yaitu: 
1. Abortus spontan (spontaneous abortus), ialah 
abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan 
bisa terjadi karena penyakit syphilis, kecelakaan, 
dan sebagainya. 
2. Abortus  yang disengaja (abortus provocatus/induced 
proabortion). Abortus ini dibagi lagi menjadi 2 
macam, yaitu: 
a. Abortus artificialis therapicus, yakni abortus yang 
dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. 
Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa mengakibat-
kan atau membahayakan jiwa si calon ibu. 
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b. Abortus provocatus criminalis, ialah abortus yang 
dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Seperti abortus 
yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan 
seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri 
kehamilan yang tidak dikehendaki. 
Sedangkan menstrual regulation secara etimologis, 
yaitu pengaturan menstrual/haid. Namun, dalam prak-
teknya, menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap 
wanita yang yang merasa terlambat waktu menstruasi 
dan berdasarkan pemeriksaan laboraturium ternyata 
positif hamil dan mulai mengandung, dan dia ingin 
menggugurkan janinnya, maka dengan demikian, 
menstrual regulation itu pada hakikatnya merupakan 
abortus yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis, 
sekalipun dilakukan oleh seorang dokter. Hal ini berarti, 
menstrual regulation pada hakikatnya adalah pembunuhan 
janin secara terselubung. 
Dari uraian di atas, dipahami bahwa abortus 
merupakan  mengeluarkan janin dalam rahim sebelum 
waktunya. Sedangkan menstrual regulation yaitu 
pengaturan haid. Akan tetapi, dalam prakteknya berbeda. 
Walaupun kedua hal ini berbeda pengertian, namun 
mempunyai tujuan yang sama yaitu, menggugurkan 
kandungan. Adapun faktor-faktor yang mendorong 
wanita untuk melakukan abortus dan menstrual regulation, 
bermacam; ibu tidak menginginkan lagi untuk 
melahirkan, wanita hamil di luar nikah akibat pergaulan 
bebas, dan kemiskinan atau tekanan ekonomi atau faktor 
lainnya. 
C. Menurut Hukum di Indonesia 
Berdasarkan dalam kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pasal 299, 346, 348 dan 349 
Negara melarang abortus termasuk menstrual regulation 
   
 
dan sanksi atau hukumannya cukup berat. Dalam pasal-
pasal tersebut dijelaskan bahwa Negara melarang adanya 
praktek abortus dan menstrual regulation. Hukumannya 
bukan hanya bagi wanita yang melakukannya, namun 
semua orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut, 
seperti dokter, dukun bayi, tukang obat atau juru obat 
yang mengobatinya, yang membantunya, yang 
menyuruh atau yang melakukannya sendiri. 
Pada KUHP pasal 299 (1) dijelaskan, “barangsiapa 
dengan sengaja mengobati seorang wanita atau 
menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau 
ditimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu 
dapat digugurkan kehamilannya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun atau denda 
paling banyak tiga ribu rupiah”. Pasal 2, “bila yang 
bersalah buat demikian untuk mencari keuntungan, atau 
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau 
kebiasaan atau bila dia seorang tabib, bidan atau juru 
obat, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”. Dalam 
pasal 3, “jika yang bersalah, melakukan kejahatan 
tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat 
dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.  
Kemudian pada pasal 346 dijelaskan, “seorang 
wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun”. Pada pasal 347  menjelaskan pula, “barangsiapa 
dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun”. Pasal 2, “jika perbuatan itu mengakibatkan 
matinya wanita tersebut diancam denga pidana penjara 
paling lama lima belas tahun”. 
Selanjutnya, pada pasal 348 (1), “barang siapa 
   
 
dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
enam bulan”. Pada pasal 349 dijelaskan, “jika seorang 
dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan 
kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan 
atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang 
ditentukan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiga  
dan dapat dicabut hak untuk  menjalankan pencarian 
dalam mana kejahatan dilakukan”.  
Pada pasal-pasal di atas merupakan rumusan 
tegas tanpa pengecualian bahwa barangsiapa memenuhi 
unsur-unsur kejahatan tersebut diancam dengan 
hukuman sampai dengan lima belas tahun, bahkan bagi 
dokter, bidan dan tukang obat yang melakukan atau 
membantu abortus pidananya bisa ditambah sepertiga 
dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek 
profesinya selama belum ada pasal lain yang 
mengubahnya. 
Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa 
kedudukan kedua hal ini sangat dilarang oleh Negara ini. 
Terkait dengan itu, Teuku Amir Hamzah dalam 
disertasinya yang berjudul “Segi-segi Hukum Pidana 
Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan” 
menganggap perumusan KUHP tersebut sangat ketat dan 
kaku, dan hal ini sangat tidak menguntungkan bagi 
profesi dokter serta dapat menimbulkan rasa cemas 
dalam melakukan profesinya. Di satu pihak, dokter harus 
senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup 
insani sesuai dengan sumpahnya, namun di sisi lain 
seorang dokter dibayangi dengan ancaman atau 
hukuman.  
Menurut Hamzah, ada beberapa hal yang bisa 
   
 
membenarkan pengguguran kandungan atau janin 
dengan pertimbangan kesehatan, antara lain:  
1. Ajaran sifat melawan hukum materil sesuai dengan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 42K/Kr 
1965 tanggal 8 Januhari 1966 dan Yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI nomor 81K/Kr 1973 tanggal 30 
Maret 1977. Ajaran sifat melawan hukum materil 
dimaksud, “Suatu tindakan pada umumnya dapat 
hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya 
berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-
undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas 
keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan 
bersifat umum yang mengandung unsur-unsur, 
Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani 
dan terdakwa tidak mendapat untung”. 
2. Penjelasan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia 
1983 yang menyatakan, larangan pengguguran 
kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat 
dibenarkan sebagai tindakan pengobatan  yaitu 
sebagai satu-satunya jalan untuk menolong si ibu.80 
Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami 
bahwa pengguguran kandungan atau janin atas dasar 
pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan atau 
diperbolehkan karena untuk menyelamatkan jiwa si ibu, 
bukan perbuatan yang melawan hukum.  
D. Perspektif Hukum Islam  
Dalam menentukan hukum abortus dan menstrual 
regulation para ulama memiliki pandangan sendiri-sendiri 
mengenai masalah ini. Tentunya, mempunyai dasar yang 
jelas. Ada ulama yang memperbolehkan hal ini, ada yang 
mengharamkan, bahkan ada juga yang mengharuskan, 
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namun semua ini dengan melihat keadaan yang terjadi.81 
Apabila abortus dilakukan sebelum diberi nyawa/ 
ruh pada janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan, 
ada beberapa pendapat yang memperbolehkan yaitu, 
Muhammad Ramli dalam Kitab al-Nihayah, denagn alasan 
belum ada makhluk yang bernyawa. Adapula ulama 
yang memandangnya makruh, dengan alasan karena 
janin sedang mengalami pertumbuhan. Disamping itu, 
ada pula ulama yang mengharamkannya.82 
Dikatakan oleh Imam Ghazali: “Bahwa melakukan 
pengguguran kandungan merupakan tindak kejahatan 
terhadap bayi yang berada dalam kandungan. Adapun 
mengenai pengguguran kandungan ini terdapat beberapa 
tingkatan , pertama , nutfah yang berada dalam rahim 
yang telah bercampur dengan indung telur wanita dan 
siap untuk hidup, pengguguran terhadapnya dianggap 
sebagai tindak kejahatan. Kedua, nutfah tersebut telah 
menjadi segumpal darah lalu menjadi daging, 
pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang 
lebih besar. Sedangkan tingkat yang ketiga, adalah apabila 
telah ditiupkan ruh dan telah sempurna menjadi bayi, 
pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang 
nilainya jauh lebih besar.”83 
Mahmud Syaltut juga mempunyai pendapat yang 
sama dengan Imam Ghazali, bahwasannya sejak bertemu 
sel sperma dengan ovum (sel telur ), maka pengguguran 
adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun 
si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan 
pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan 
                                                 
81http://ricky-diah.blogspot.com/2011/04abortus-dan-
menstrual-regulation.html, diakses tgl  19-11-2011 
82Masifuk Zuhdi, op.cit.,  h. 82. 
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dan persiapan untuk menjadi manusia yang harus 
dihormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat dan 
makin besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan 
setelah janin ber-nyawa, apalagi sangat besar dosanya 
kalau sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir 
dari kandungan. Sebagaiman firman Allah Swt. pada Q.S. 
al-Isra/17: 33: 
   
  
   
   
   
 
 
   
   
   
  
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar. Dan siapa yang dibunuh secara zalim, maka 
sesungguhnya kami talah member kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas 
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapatkan perto-longan.” (Q.S. Al-Isra/17: 33) 
Apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-
benar terpaksa demi melindungi/ menyelamatkan si ibu, 
maka Islam membolehkan, bahkan mengharuskan, 
karena Islam mempunyai prinsip :  نيررضل ا فخأ ب اكترإ
ﺐجاو “Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari 
dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.” Jadi dalam hal ini, 
   
 
Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin 
dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si 
ibu lebih diutamakan mengingat si ibu merupakan 
tiang/sendi keluarga (rumah tangga) dan dia telah mem-
punyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap 
Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Berbeda 
dengan si janin, ia belum mempuyai hak, seperti waris, 
dan juga belum mempunyai kewajiban apapun. 
Mengenai menstrual regulation, Islam juga mela-
rangnya, karena pada hakikatnya sama dengan abortus, 
merusak/menghancurkan janin calon manusia yang 
dimuliakan oleh Allah, karena ia berhak tetap lahir dalam 
keadaan hidup, sekalipun eksistensinya hasil dari 
hubungan yang tidak sah (di luar perkawinan yang sah), 
sebab menurut Islam setiap anak lahir dalam keadaan 
suci (tidak bernoda). 
E. Penegasan 
 
1. Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari 
rahim sebelum waktunya (sebelum masa kelahiran 
secara alamiah), sedangkan menstrual regulation 
adalah pengaturan menstrual/datang bulan/haid. 
2. Hukum Abortus dan menstrual regulation di 
Indonesia tidak diperbolehkan, sebagaiman telah 
diatur dalam KUHP pasal 299,346,348 dan 349. 
Namun, jika jika Abortus dan menstrual yang 
dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang 
maka diperbolehkan. 
3. Hukum abortus dan menstrual regulation dalam 
Islam bisa haram, makruh, mubah tergantung 
keadaan. 
4. Alasan melakukan abortus dan menstrual regulation 
adalah penentu status hukumnya. Dengan 
demikian, iman kepada Allah dan hari akhirat 
   
 
merupakan hal yang penting dalam mengendalikan 
prilaku masyarakat khususnya para wanita. 
Moralitas (agama dan budaya) perlu diintegrasikan 
dalam mengawal prilaku masyarakat seiring 
dengan kemajuan iptek dan segala dampak yang 
ditimbulkannya. 
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A. Darah dan Transfusi Darah 
 Darah adalah substansi cair berwarna merah yang 
diproduksi oleh tubuh yang dikaruniakan oleh Allah 
untuk menunjang kehidupan manusia. Darah adalah 
sesuatu yang amat penting dalam menjaga kelangsungan 
dan kualitas hidup setiap insan. Seseorang yang 
kehilangan darah dalam jumlah yang besar seperti 
pembedahan, pendarahan pasca persalinan, kecelakaan 
lalu lintas, dan sebagainya dapat terancam keselamatan 
jiwanya.Penanganan paling tepat untuk keadaan gawat 
darurat ini adalah dengan melakukan tranfusi darah. 
Dengan suplai darah yang cukup, masa-masa kritis 
seorang (individu) tersebut dapat teratasi dan 
memungkinkan untuk dilakukan penanganan lebih 
lanjut. Perlu diketahui, satu kantong darah yang 
didonorkan, rata-rata bisa menyumbang untuk tiga 
kehidupan. 
 Sampai saat ini PMI (Palang Merah Indonesia) 
sebagai Badan Negara yang berperan dalam distribusi 
darah masih kekurangan pendonor darah, meskipun dari 
tahun ke tahun jumlah donor darah cenderung 
meningkat. Hingga sekarang jumlah pendonor darah di 
Indonesia tergolong sedikit, hanya sekitar tujuh dari 
seribu orang. 
 Beberapa hal yang dapat mempengaruhi 
seseorang sehingga tidak mendonorkan darahnya, 
misalnya saja karena belum semua orang tahu ke mana 
harus mendonor. Ini berarti, masih dibutuhkan sosialisasi 
yang lebih intens mengenai donor darah dan 
prosedurnya, serta manfaatnya. Sebagian takut dengan 
   
 
jarum suntik. Masalah ini juga segera harus ada 
solusinya, mencari alternatif lain cara mendonor yang 
lebih aman. Ada pula yang takut tertular penyakit.  
Padahal, dengan metode dan teknologi yang ada 
sekarang, kemungkinan tertular penyakit itu sangat kecil 
terjadi. Dibutuhkan pula sebuah sosialisasi untuk 
meyakinkan pada calon pendonor maupun resipien 
bahwa mereka aman dari kemungkinan tertular penyakit. 
 Di Indonesia, menurut data dari Palang Merah 
Indonesia (PMI), setidaknya pada saat buku ini ditulis, 
jumlah permintaan darah setiap bulannya kurang lebih 
3000 kantong darah. Jumlah pendonor darah sukarela 
setiap bulan sekitar 1000-1200 orang per-bulan. Hanya 
sekitar 30% kebutuhan donor darah yang dapat dipenuhi 
oleh PMI setiap bulannya. Artinya, setiap bulan ada 70% 
orang yang membutuhkan darah tidak bisa mendapatkan 
donor darah saat itu juga dan kemungkinan tidak dapat 
diselamatkan karena tidak adanya donor darah. 
 Saat ini, regulasi dan distribusi darah di Indonesia 
diatur oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Dari bank 
darah sentral tersebut nantinya akan disalurkan ke unit 
pelayanan kesehatan yang membutuhkan. Sebagian 
darah yang disimpan dalam bank darah didapat dari 
kerelaan masyarakat untuk mendonorkan darahnya ke 
PMI. Dengan kata lain, persediaan darah yang sangat 
berharga dan sangat vital dalam dunia kesehatan tersebut 
sangat bergantung dari kepedulian masyarakat untuk 
membagikan darahnya. 
 Memang, tidak ada manfaat langsung menjadi 
donor darah, namun dengan mendonorkan darah secara 
rutin setiap tiga bulan sekali, maka tubuh akan terpacu 
untuk memproduksi sel-sel darah baru, sedangkan fungsi 
sel-sel darah merah adalah untuk mengikat oksigen dan 
meng-angkut sari-sari makanan. Dengan demikian, 
   
 
fungsi darah menjadi lebih baik sehingga pendonor 
menjadi sehat. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu 
terpantau karena setiap kali donor dilakukan 
pemeriksaan kesehatan sederhana dan pemeriksaan uji 
saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan 
lewat darah. 
B. Pandangan Islam tentang Transfusi Darah 
 Transfusi darah berasal dari bahasa Belanda, yaitu  
blood transfusi, yang berarti memindahkan darah dari 
seseorang kepada orang lain untuk menyelamat-kan 
jiwanya. Masalah transfusi darah dalam pandangan 
Islam, yaitu tidak melarang seorang muslim atau 
muslimah menyumbangkan darahnya untuk tujuan 
kemanusiaan, bukan komersialisasi, baik darahnya 
disumbangkan secara langsung kepada orang yang 
memerlukannya, misalnya untuk anggota keluarga 
sendiri, maupun diserahkan pada Palang Merah atau 
bank darah untuk disimpan sewaktu-waktu untuk 
menolong orang yang memerlukan.  
 Pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari 
tubuh manusia termasuk najis mutawasittah (kategori 
sedang) menurut hukum Islam. Agama Islam melarang 
mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Keterangan tentang haramnya memperguna-
kan darah terdapat pada beberapa ayat yang dhalalahnya 
sahih, antara lain yang terdapat pada surat al-Maidah 
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    
   
   
   
   
Terjemahnya: 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain 
Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 
ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 
   
 
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi 
nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak 
panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir 
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-
Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka 
barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja 
berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 
 Apabila berhadapan dengan hajat manusia untuk 
mempergunakannya dalam keadaan darurat, sedangkan 
sama sekali tidak ada bahan lagi yang dapat diperguna-
kannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang maka 
najis itu boleh dipergunakannya hanya sekedar 
kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan, misalnya 
seseorang menderita kekurangan darah karena 
kecelakaan, maka hal itu dibolehkan dalam Islam untuk 
menerima darah dari orang lain, yang disebut dengan 
“transfusi darah”. Hal tersebut sangat dibutuhkan 
(dihajatkan) untuk menolong seseorang dalam keadaan 
darurat, sebagaiman keterangan kaidah fiqhiyah yang 
berbunyi: “Perkara hajat (kebutuhan) menempati posisi 
darurat (dalam menetapkan hukum Islam), baik bersifat umum 
maupun khusus” dan dalam kaidah fiqhiyah selan-jutnya 
yang berbunyi: Tidak ada yang haram bila berhadapan dengan 
yang hajat(kebutuhan).  
 Maksud yang terkandung dalam kedua kaidah 
fiqhiyah tersebut di atas adalah menunujukan bahwa 
Islam membolehkan hal-hal yang bersifat makruh dan 
yang haram bila berhadapan dengan yang hajat dan 
darurat serta membolehkan transfusi darah untuk 
   
 
menyelamatkan pasien karena keadaan darurat yang 
tertentu. Akan tetapi, kebolehannya hanya sebatas pada 
transfusi darah saja. 
Apabila dalam keadaan darurat yang dialami oleh 
seseorang maka agama Islam membolehkan, tetapi bila 
digunakan untuk hal-hal yang lain, maka agama Islam 
melarangnya, karena dibutuhkannya hanya untuk 
ditransfer kepada pasien saja. Hal ini sesuai dengan 
maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi : “Sesuatu yang 
dibolehkan karena keadaan darurat, (hanya diberlakukan) untuk 
mengatasi kesulitan tertentu”.84 
Penerima sumbangan darah tidak disyaratkan 
harus sama dengan donornya mengenai agama, 
kepercayaan, suku, bangsa tertentu, dan sebagainya. 
Menyumbangkan darah dengan ikhlas termasuk amal 
kemanusiaan yang dapat dihargai dan dianjurkan 
(recommanded/mandub) oleh Islam sebab dapat 
menyelamatkan jiwa manusia. Hal ini sesuai dengan 
firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 32: 
   
   
   
   




                                                 
 84Dewi Istiana, Tranfusi Darah Dan Hukum Facebook, diakses di 
http://idewi.blogspot.com/2010/06/makalah-transfusi-darah-dan-












   
   
  
   
Terjemahnya: 
Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, 
atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, 
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 
semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 
rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 
yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu 
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan di muka bumi.  
 Adapun dalil syar’i yang biasa menjadi pegangan 
untuk membolehkan transfusi darah tanpa mengenal 
batas agama dan sebagainya, berdasarkan kaidah hukum 
fiqh Islam yang berbunyi:  
ﺎهِﻣﻳرحﺗ ﻰﻠع ُلﻳﻟّدﻟﺍ لدﻳ ّﻰﺗح ةحﺎبلإﺍ ءﺎﻳَشلأﺍ ﻰﻓ لصلأﺍ 
Artinya:Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu 
boleh hukumnya kecuali kalau ada dalil yang mengha-
ramkannya. 
 Jadi, boleh saja mentransfusikan darah seorang 
   
 
muslim untuk orang non-muslim (Katolik, Hindu, Budha, 
dll.), dan sebaliknya demi menolong dan memuliakan/ 
menghormati harkat dan martabat manusia (human 
dignity). Ketinggian ajaran Islam tidak hanya 
mempertimbangkan aspek akidah dan agamanya, 
melainkan Islam memperhatikan dan menghargai sisi 
kemanusiaannya. Islam telah menyatakan bahwa 
manusia adalah mahluk yang mulia dan dimuliakan. 
Oleh karena itulah, Islam memuliakan setiap manusia 
tanpa dihalangi skat-skat dan status. 
 Meskipun demikian, dalam rangka memperoleh 
maslahah dan menghindari mafsadah (bahaya/resiko), baik 
bagi donor darah maupun bagi penerima sumbangan 
darah, sudah tentu transfusi darah itu harus dilakukan 
setelah melalui pemeriksaan yang teliti terhadap 
kesehatan kedua-duanya, terutama kesehatan donor 
darah harus benar-benar bebas dari penyakit menular 
yang dideritanya, seperti AIDS. Selanjutnya, hasil 
pemeriksaan itu disosialisasikan ke publik, khususnya 
kepada pengguna, agar terbangun sebuah keyakinan 
terhadap proses transfusi dan manfaatnya. Jadi, jelaslah 
bahwa persyaratan dibolehkannya transfusi darah itu 
berkaitan dengan masalah medis, bukan masalah agama. 
Persyaratan medis ini harus dipenuhi, karena adanya 
kaidah-kaidah hukum Islam sebagai berikut: 
1. ررضلالاﺰﻴ  “Bahaya itu harus dihilangkan (dicegah)”. 
Misalnya, bahaya kebutaan harus dihindari dengan 
berobat dan sebagainya. Demikian pula jika transfusi 
darah lebih memberi keselamatan, maka itu harus 
dilakukan sepanjang tidak melanggar ajaran Islam 
yang bersifat prinsip. 
2. ﺰيلاررّضلاااب للررﺿ  “Bahaya itu itu tidak boleh 
dihilangkan dengan bahaya lain (yang lebih besar 
bahayanya)”. Misalnya, seorang yang memerlukan 
   
 
transfusi darah karena kecelakaan lalu lintas, atau 
operasi, tidak boleh menerima darah orang yang 
menderita AIDS, sebab bisa mendatangkan bahaya 
yang lebih fatal. 
3. لاوررﺿلارارٍﺿ , “Tidak boleh membuat mudarat kepada 
dirinya sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada 
orang lain”. Misalnya, seorang pria yang impoten atau 
terkena AIDS tidak boleh kawin sebelum sembuh.85 
C. Hubungan Donor dengan Resipien 
 Adapun hubungan antara donor dan resipien, 
adalah bahwa transfusi darah itu tidak membawa akibat 
hukum dan hubungan kemahraman antara donor dan 
resipien, sebab faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
kemahraman sudah ditentukan oleh Islam sebagaimana 
tersebut dalam surat al-Nisa ayat 23, yaitu: 
1. Mahram karena adanya hubungan nasab, misalnya 
hubungan antara anak dengan ibunya atau saudara 
kandungnya, dan sebagainya.  
2. Mahram karena adanya hubungan perkawinan. 
Misalnya hubungan antara seorang menantu dengan 
mertuanya atau anak tiri dan istrinya yang telah 
disetubuhi dan sebagainya. 
3. Mahram karena adanya hubungan persusuan, 
misalnya hubungan antara seorang dengan wanita 
yang pernah menyusuinya atau dengan orang yang 
sesusuan.  
 Kemudian pada ayat berikutnya, (Q.S. al-Nisa/4: 
24) ditegaskan bahwa selain wanita-wanita yang tersebut 
pada al-Nisa:23 di atas adalah halal dinikahi, sebab tidak 
ada hubungan kemahraman. Jadi, jelaslah bahwa 
                                                 
 85MasjfukZuhdi, Masail Fiqhiyah ( Cet. IX; Jakarta: PT Toko 
Gunung Agung,1996),.h. 49. 
 
   
 
transfusi darah tidak mengakibatkan hubungan 
kemahraman antara pendonor dengan resipien. Oleh 
karena itu, perkawinan antara pendonor dengan resipien 
itu diizinkan oleh hukum Islam.  
D. Hukum Jual Beli Darah dalam Islam 
 Selain masalah hukum donor dan transfusi darah, 
di lapangan juga muncul praktik jual beli darah, baik 
dilakukan secara resmi oleh pihak PMI maupun oleh 
oknum ilegal. Bahkan, tidak jarang secara personal terjadi 
transaksi jual-beli darah. Mengingat semua jenis darah 
termasuk darah manusia itu najis berdasarkan hadis 
riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir, kecuali barang 
najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran 
hewan untuk keperluan rabuk. Menurut mazhab Hanafi 
dan Dzahiri, Islam membolehkan jual beli barang najis 
yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan. 
 Pendapat yang paling kuat adalah bahwa jual beli 
darah manusia itu tidak etis. Disamping bukan termasuk 
barang yang dibolehkan untuk diperjual-belikan karena 
termasuk bagian manusia yang Allah muliakan dan tidak 
pantas untuk diperjual-belikan karena bertentangan 
dengan tujuan dan misi semula yang luhur, yaitu amal 
kemanusiaan semata, guna menyelamatkan jiwa sesama 
manusia. Oleh karena itu, seharusnya jual-beli darah 
manusia itu dilarang karena bertentangan dengan moral 
agama dan norma kemanusiaan. Namun, perlu diingat 
bahwa pembayaran pada PMI itu bukan berarti membeli 
atau menjual darah, tetapi biaya operasional, sebab ada 
pengelola, pemelihara, dan lain-lain, sehingga 
dibutuhkan pembiayaan. Jadi, bukan darah yang 
diperjual-belikan, melainkan biaya operasional 
pengelolaannya. Jadi kegiataan sosial seperti tidak bisa 
dijadikan sebagai usaha seperti perusahaan (CV, PT, NV, 




1. Transfusi darah berasal dari bahasa Belanda, yaitu  
blood transfusi, yang berarti memindahkan darah 
dari seseorang kepada orang lain untuk 
menyelamatkan jiwanya. Dalam pandangan Islam, 
boleh saja mentransfusikan darah seorang muslim 
untuk orang non-muslim (Katolik, Hindu, Budha, 
dan sebagainya), dan sebaliknya, demi menolong 
dan memuliakan/menghormati harkat dan 
martabat manusia (human dignity).  
2. Transfusi darah itu tidak membawa akibat hukum 
adanya hubungan kemahraman antara donor dan 
resipien. 
3. Mendonorkan darah dengan upah sejumlah uang 
tertentu adalah suatu hal yang haram sedangkan 
donor darah secara suka rela tanpa imbalan apa 
pun adalah amal kebajikan yang berpahala. 
4. Kurangnya pendonor merupakan tugas para 
petugas PMI dan muballigh. Tampaknya, para 
muballigh jarang terdengar mengangkat amal saleh 
melalui transfusi. Tema-tema semacam ini tidak 
atau kuarng terjamah oleh para muballigh, sehingga 
umat Islam kurang mendapatkan pencerahan 
mengenai hal ini. Idealnya, muballigh, penyuluh 
kesehatan, PMI bersinergi dalam memberi 
pemahaman dan memotivasi umat untuk beramal 
saleh melalui transfusi darah dan sadar kesehatan. 
5. Kegiatan donor darah ini juga termasuk kegiatan 
sosial yang diperbolehkan dalam Islam. Berbicara 
tentang trasfusi darah tentu tidak terlepas dari jual 
beli darah. Praktik memperjual-belikan darah, baik 
secara langsung maupun melalui rumah sakit dapat 
   
 
dihindarkan, karena transfusi darah terlaksana 
berkat kerjasama sosial yang murni subsidi silang 
melalui koordinasi pemerintah dan bukan menjadi 
objek komersial sebagaimana dilarang Syariat Islam 
dan bertentangan dengan peri kemanusiaan. Setiap 
individu tanpa dibatasi status ekonomi dan 
sosialnya berkesempatan untuk mendapatkan 
bantuan darah setiap saat bilamana 
membutuhkannya sebab harus berlaku hukum 
“barangsiapa menanam kebaikan maka ia berhak 
mengetam pahala dan ganjaran kebaikannya”. 
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BAB XI 
OPERASI PERGANTIAN DAN  
PENYEMPURNAAN KELAMIN 
 
A. Operasi Kelamin 
Operasi kelamin merupakan rekayasa ilmu 
pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang 
kedokteran. Kalau boleh dikatakan operasi kelamin 
adalah gerak perpindahan manusia dari suatu 
tidakdir menuju tidakdir yang lain, yaitu dari 
keadaan kelamin yang tidak normal (disfungsi) 
menuju kepada keadaan yang normal dan berfungsi 
sebagaimana mestinya. Keadaan kelamin baik laki-
laki maupun perempuan yang tidak normal 
merupakan masalah tersendiri bagi mereka yang 
mengalaminya. Seiring dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan rekayasa manusia, maka masalah 
tersebut ditemukan berbagai solusi, dan solusi yang 
paling riil adalah oprerasi untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan alat kelamin tersebut. 
B. Tinjauan Hukum Islam 
Sebelum menentukan status hukum operasi 
penyempurnaan dan pergantian kelamin menurut 
Islam, maka harus dilihat keadaan dan argumen 
yang melatarbelakangi tindakan medis tersebut. 
Pertama, manusia yang lahir dalam keadaan normal 
jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena 
mempunyai alat kelamin satu berupa zakar (penis), 
atau faraj (vagina) yang normal, sesuai dengan organ 
kelamin dalam, tidak dibenarkan oleh Islam untuk 
   
 
melakukan operasi pergantian kelamin. Dalil yang 
dapat dijadikan dasar atas pernyataan tersebut 
antara lain, sebagai berikut: 
1) QS. Al-Hujurat/49 : 13 
  




   
   
    
      
Terjemahnya: 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
Ayat ini menginformasikan bahwa manusia pada 
dasarnya hanya terdiri atas dua jenis kelamin (laki-laki 
dan perempuan). Ayat ini juga mengisyaratkan kepada 
kita bahwa manusia di hadapan Tuhan itu pada dasarnya 
sama kedudukannya. Perbedaan manusia tidak bukan 
ditentukan oleh jenis kelamin (laki-laki/perempuan), ras, 
suku, bangsa, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan 
sebagainya, melainkan karena kualitas takwanya kepada 
Rabb-nya. Oleh karena itulah, jenis kelamin yang normal 
dan alat kelaminnya berfungsi sebagaimana mestinya 
   
 
tidak dibenarkan melaku-kan operasi pergantian kelamin. 
Persoalan jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan 
yang mesti diterima dan disyukuri, apalagi jika jenis 
kelaminnya jelas dan normal. 








    
  
    
  
     
Terjemahnya: 
dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan 
menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang 
ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan 
akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu 
benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang 
menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, 
maka Sesungguh-nya ia menderita kerugian yang nyata. 
Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa 
salah satu perbuatan yang diharamkan, yaitu “mengubah 
ciptaan Tuhan”. Perbuatan itu antara lain berupa 
mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung 
rambut dengan sopak, pangur, membuat tato 
   
 
(permanen), mencukur bulu muka (alis), dan 
tidakhannusts (pria berpakaian dan bertingkah laku 
menyerupai wanita atau sebaliknya).86  
Terdapat pula hadis yang terkait dengan hal 
tersebut, antara lain hadis riwayat Bukhari dan enam ahli 
hadis yang lainnya melalui jalur sanad Ibnu Mas’ud. 
  ِتاصِمﻨتُملاو ِتاصماﻨلاو ِتامشًوتسُملاو تامشاولا ُالله نعل
 ِتاجِلَﻔتُملاونسحلل   ِالله َقلخ ِتاِرﻴَغتُملا  
Artinya: 
Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang 
meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, 
yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan 
wanita yang memotong (pangur) giginya, yang 
ksemuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk 
kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.87 
Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pria 
atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang 
melaku-kan perubahan jenis kelamin, karena hal itu 
berarti mengubah ciptaan Allah, dan hal itu dilarang 
oleh Islam. Demikian pula seorang pria atau wanita 
yang lahir normal jenis kelaminnya yang 
sebenarnya, tetapi karena lingkungannya menderita 
kelainan kelamin, dimana kecenderungan seksnya 
                                                 
86 Husnin Muhammad  Ma’luf, Shafwat al-Bayan (Kwait: t.p., 
1987), h. 131-132. Lihat pula Muhammad Sulaiman Asyqar, Zubdat al-
Tafsir (Kwait: t.p., 1985), h. 123.  
87 Al-Suyuti, al-Jami’ al-Shagir, Vol. II,  (t.tp., Mustafa al-
Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1954), h. 124. Persoalan di atas 
berbeda dengan kasus menggunting jenggot, karena mencukur 
bukan berarti menghilangkan secara permanen, tetapi hanya 
merapikan dan akan tumbuh kembali. 
   
 
yang mendorongnya lahiriyah “banci” atau “waria” 
dengan berpakaian dan bertingkah laku yang 
berlawanan dengan jenis kelaminnya yang 
sebenarnya. Mengubah jenis kelamin yang 
sebenarnya ke jenis yang lain bukanlah masalah 
kelamin, tetapi lebih kepada masalah psikis 
(kelainan jiwa). Pendekatannya bukan pada 
pendekatan fisik atau tindakan medis (operasi jenis 
kelamin), tetap pendekatan mental dibutuhkan 
pendekatan kejiwaan dan agama (psychological 
therapy and religious approach). 
Dalam pandangan Islam, berpakaian dan 
bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelamin-
nya (bertentangan dengan kodrat) itu terlarang dan 
dilaknat oleh Allah. 
 نعل ُالله  لاجرلا نم نﻴهبشتملاو لاجرلاب ِءاسﻨلا نم ِتاهبشتملا
.ءاسﻨلاب 
Artinya: “Allah mengutuk para lelaki yang menye-
rupai para wanita dan para wanita yang 
menyerupai para lelaki”.88 
Jadi, operasi kelamin yang normal, palagi 
menyerupai lawan jenis, merupakan perbuatan 
terkutuk. Hukum operasi kelamin menurut 
Hasanain Muhammad Makhluf (ahli fikih Mesir), 
operasi kelamin yang bersifat tashlih atau tidakmil 
(perbaikan atau penyempurnaan) diperbolehkan 
secara hukum, bahkan dianjurkan. Jika kelemin 
seseorang tidak memiliki lobang untuk pembuangn 
                                                 
88Ibid.  
   
 
air seni, baik penis atau vagina, maka operasi untuk 
memperbaiki atau menyempurnakannya sehingga 
menjadi kelamin yang normal boleh dilakukan, 
karena kelainan seperti ini merupakan suatu 
penyakit yang harus diobati. 
Masifulk Zuhdi, ahli fikih Indonesia, 
menyatakan bahwa orang yang lahir dengan alat 
kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan 
psikis dan sosial sehingga biasanya tersisih dari 
kehidupan masyarakat normal serta mencari jalan 
sendiri, seperti melacurkan diri, menjadi waria 
(khunsa), atau melakukan homoseks, sedangkan 
semua perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang 
dikutuk oleh Islam sesuai hadis Rasullulah: “Allah 
dan Rasul-Nya melaknat kaum homoseksual” (H.R. al-
Bukhari) dan “jika kamu dapati orang-orang yang 
melakukan hubungan homoseksual, maka bunuhlah 
mereka . (HR. Ahmad bin Hanbal).89 
                                                 
89 Penyakit homoseksual dan lesbian, merupakan penyakit 
yang pernah menimpah kaum Nabi Luth a.s. yang menyebabkan 
mereka dilaknat dan ditimpakan bencana berupa bencana alam yang 
meluluh-lantahkan negerinya bersama dengan kaumnya. Agar hal ini 
tidak terjadi pada umat saat ini maka sudah merupakan tanggung 
jawab seluruh elemen bangsa untuk menyatakan perlawanan 
terhadapnya, dengan dalilh apa pun juga. Atas nama demokrasi dan 
kebebasan tidak dapat dijadikan argumen untuk mengabsahkan 
homeseksual dan lesbian, sebab ini merupakan tanggung jawab 
pemerintah dan elite masyarakat untuk melindungi masyarakat, 
menjaga ketertiban masyarakat, menyelamatkan bangsa dari berbagai 
ancaman termasuk laknat Allah disebabkan oleh hal itu. Hal ini sesuai 
dengan dasar negara (Pancasila dan UUD 1945 beserta butir dan 
pasalnya).  
   
 
C. Orang Normal Ganti  Kelamin 
Patutlah bersyukur ketika kita diberikan oleh 
Allah ketenangan hidup, yang salah satu lantaran 
adalah normal berjenis kelamin, meskipun 
sebenarnya nilai kedudukan manusia di hadapan 
Allah Swt, tanpa melihat jenis kelaminya, ras, 
kedudukan, dan jabatan, dan sebagainya. Adapun 
mengenai perilaku manusia yang disebabkan 
kehidupan sosialnya yang tidak normal, seperti 
kecenderungan seksnya yang menyim-pang, 
perilaku hidupnya yang berlawanan, adalah bukan 
suatu alasan yang hak untuk dapat dijadikan alasan 
merubah atau mengganti alat kelamin, sementara 
organ dalam dan luarnya adalah normal, maka yang 
demikian itu adalah haram hukumnya. Sebab, 
mengganti alat kelamin yang normal adalah bentuk 
perlawanan terhadap tidakdir dari Allag Swt. 
D. Kelamin luar tidak cocok dengan di dalam 
Terhadap permasalahan ini yaitu mengenai 
alat kelamin luar yang tidak cocok dengan di dalam, 
para ulama lebih condong kepada organ dalam yang 
dijadikan patokan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan 
kemudharatannya. Sedangkan hadis yang 
dianjurkan sebgai dasar patokannya diambil dari 
kitab tidakmilatul Al-Tsaniyah Li Al Majmu “ juz XII, 
hal 430-431: 
“jika ada seseorang memotong kemaluan orang khuntsa 
(bencong) berikut kedua zakarnya maka jika yang memotong 
itu adalah orang laki-laki, maka ia tidak kena qishosnya. 
   
 
Karena kemungkinan orang khuntsa yang dipotong itu 
hakekatnya jenis kelaminya itu wanita sementara zakar dan 
bola zakarnya hanya tambahan saja. Maka anggota yang 
lain tidak dapat diqisos sebab melukai anggota yang sifatnya 
tambahan. Dan dalam hal ini cukup dikatakan kepada orang 
khuntsa yang dipotong, kamu silahkan memilih dapat 
menuntut qishosh atau kamu memaafkan dan meminta 
ganti rugi harta.” 
E. Kelmin luar cocok tetapi tidak sempurna 
Apabila sifat dan tujuan operasi itu untuk 
tashih/tidakmil, dalam rangka penyesuaian dengan 
organ bagian dalam dengan menyempurnakan 
kelamin luar yang tidak sempurna adalah boleh, 
bahkan dianjurkan, karena mempunyai tujuan untuk 
memperjelas status-nya di dalam kehidupan dari 
kehidupan sebelumnya yaitu khuntsa (banci) 
menjadi pria secara utuh atau wanita secara utuh. 
Dalam Syarah Hadis Fathlul al-Bari jus x halaman 272: 
“Diriwayatkan dari Al qamaah beliau berkata, Allah 
melaknat wanita yang membuat tahi lalat palsu dan wanita 
yang mencabut atau menghilangkan tahi lalat dan wanita 
yang merenggangkan gigi karena semata-mata hanya untuk 
berhias dan telah merubah ciptaan Allah. Apa yang telah 
Rasulluloh  bawa maka ambilah dan apa yang Rasulullah 
saw larang maka sudahilah. Apabila hal itu memng 
dibutuhkan seperti untuk pengobatan, maka hukumnya 
boleh.” 
Inti hadis ini menunjukkan pelarangan 
melaku-kan perubahan pada bagian tubuh yang 
tidak ber-masalah, termasuk alat kelamin 
F. Mematikan Salah Satu Kelamin Ganda 
   
 
Apabila terdapat dua organ kelamin atau 
ganda pada seseorang, yaitu adanya penis dan 
vagina maka untuk memperjelas identitasnya dia 
boleh mematikan salah satu organ tersebut dengan 
syarat disesuaikan dengan organ kelamin bagian 
dalam. Mengenai dasar hukumnya adalah sama 
dengan dasar hukum tentang hal menyempurnakan 
dan menyesuaikan kelamin luar dengan keadaan 
organ kelamin. Bagian dalamnya yang kesemuanya 
lebih bersifat pengobatan demi mewujud-kan 
kemaslahatan. 
Adapun dalil syar’i yang dapat mendukung 
operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan 
organ kelamin cukup banyak, diantaranya kaidah 
ushul fiqh:  ﺓدسﻔملا عفدو ِةحلصملا ِﺐلجِل “untuk 
mengusahakan kemaslahatannya dan memproteksi/ 
menghilangkan kemudaratannya”. Jika melakukan operasi 
penyemupurnaan organ kelamin lebih memberi maslahat 
yang lebih besar, serta mencegah mudarat, maka Islam 
bukan hanya membolehkan, bahkan menganjurkan. 
Selain itu menyuruh manusia untuk mengatasi 
permasalahannya sendiri, termasuk mengobati penyakit. 
Manusia wajib berikhtiar berobat mengatasi penyakit 
dalam dirinya. Antara lain dikemukakan dalam hadis 
berikut: 
 َرﻴغ اًءاود هل عﺿو لاإ اًءاد عضي مل ىلاعت َالله نإف ِالله ًدابِع اووادت
.ُﻡرهلا ٍدحاو ٍءاد 
Artinya:  
“Berobatlah wahai para hamba Allah! Karena 
sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit, 
kecuali meng-adakan pula obatnya, kecuali satu penyakit 
   
 
(yang tidak ada obatnya), yaitu penyakit tua”.90 
Berdasar hadis tersebut, orang yang mengalami 
masalah dalam organ kelaminnya, 
dianjurkan/diperintah-kan untuk melakukan 
perbaikan/penyempurnaan agar berfungsi dengan baik 
dan tidak membawa dampak yang lebih fatal baik secara 
fisikal maupun secara psikis.  
Dikalangan fuqaha berpendapat bahwa “waria”  
(al-khuntsa’) dirumuskan sebagai orang yang berkelamin 
(organ kelamin) ganda yang berbeda. Apabila tidak jelas 
menunjuk-kan identitas kelamin, juga dikategorikan al-
khuntsa’. Apabila ia cenderung menunjukkan laki-laki 
ketika menggunakan jenis kelaminnya pada saat buang 
air pada lobang penis ditambah dengan indikasi-indikasi 
lainnya, seperti suara, berkumis, dan indikasi lainnya 
maka ia ditetapkan sebagai laki-laki.91 Demikian pula 
sebaliknya, jika tanda-tanda itu lebih cenderung pada 
tanda-tanda kewanitaan maka ditetapkan sebagai 
perempuan dengan segala implikasi dan konsekuensi 
hukum yang melekat pada hak dan kewaibannya. Hal ini 
merujuk kepada hadis Nabi Saw.  رهاﻈلاب  مُكحأ نأ ُترُِمأ
رئارسلا ىلوتي ُاللهو “Aku diperintahkan mengambil keputusan 
hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah 
mengetahui segala yang rahasia”.92 
Berdasarkan kaidah/hadis ini maka status seorang 
yang memiliki kecenderungan dan organ kelamin yang 
ganda, ditetapkan berdasarkan indikasi-indikasi yang 
                                                 
90 Al-Suyuti, al-Jami’ al-Shagir...,Vol. II,  op. cit., h. 130. 
91 Husnin Muhammad ma’luf, al-Mawarits al-Syari’at al-
Islamiyah (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1954), h. 154. 
92 Fathi Ridwan, Min Falsafat al-Tasyri’ al-Islamiy (Cairo: Dar al-
Kitab al-‘Arabiy, 1969), h. 180-181. Lihat pula Masyfuk Zuhdi, Studi 
Islam, Vol. I (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 5-6. 
   
 
lebih dominan dan lebih kuat menunjukkan status jenis 
kelaminnya. Jika sekiranya salah dalam penetapannya 
karena keterbatasan manusia, atau karena berbeda 
dengan tanda-tanda umum, maka selebihnya tawakkal 
kepada Allah. Fakta-fakta empirik merupakan bagian 
pembuktian yang merupakan landasan penetapan 
hukum, selebihnya yang tidak tampak, urusan Allah. 
G. Penegasan 
Setelah kita menyimak uraian di atas maka 
diakhir uraian ini dikemukakan beberapa hal sebagai 
berikut. 
1) Tindakan operasi perbaikan/penyempurnaan 
jenis kelamin/organ kelamin yang mengalami 
masalah atau disfungsi dibenarkan oleh Islam. 
2) Operasi pergantian kelamin tidak dibenarkan oleh 
Islam, sebab hal itu berarti merubah ciptaan 
Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. 
3) Kecenderungan pada diri al-khuntsa’ harus dilihat 
pada fungsi organ kelaminnya yang dominan, 
didukung oleh tanda-tanda lainnya untuk 
menetap-kan status jenis kelamin bagi yang 
mengalami organ ganda pada kelamin tersebut. 
4) Penetapan status jenis kelamin pada seseorang 
ber-implikasi pada penetapan hak-hak dan 
kewaibannya sebagai umat muslim, seperti 
pembagian harta warisan, namun bukan di sini 
tempatnya yang tepat membahasnya. 
5) Tindakan operasi kelamin oleh para tenaga medis 
tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus 
bekerjasama dengan beberapa pihak, demi 
   
 
menghindari masalah atau mudarat yang lebih 
besar. Demikian pula ulama fikih tidak boleh 
menetapkan hukum status jenis kelamin sesorang 
tanpa data yang kuat, mereka harus berkonsultasi 
dengan tenaga medis dan pihak keluarga. 
6) Operasi kelamin dilakukan harus didasari oleh 
pertimbangan maslahat, yakni mengatasi 
disfungsi pada kelamin, agar terhindar dari 
mudarat (akibat fatal) yang lebih besar. 
7) Operasi kelamin dilakukan bukan untuk kepen-
tingan nafsu, tetapi didasari ketakwaan kepada 
Allah dan kesadaran beragama.  
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BAB XII 
RIBA DAN BUNGA BANK  
A.  Riba, Bunga Bank, dan Hukumnya 
 Beredar dan berkembangnya perbankan di negara 
Indonesia ini sudah merambah ke seluruh daerah, ada 
yang Bank BUMN dan ada pula yang swasta. Secara garis 
besarnya, dunia perbankan di Indonesia didominasi oleh 
Bank-bank yang menjadi Badan Usaha Milik 
Negara/BUMN (misalnya BNI 1946, BRI, BDN) dan 
Bank-bank milik swasta. Untuk yang pertama,  
jumlahnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, untuk yang 
kedua, ia terbagi ke dalam tiga kategori; yaitu swasta asli 
Indonesia (misalnya Bank Susila Bakti, Bank Arta Pusara, 
Bank Umum Majapahit), swasta merger Bank luar 
(misalnya Lippo Bank, BCA, Bank Summa), dan Bank 
luar tulen (misalnya Chase Manhattan, Deutsche Bank, 
Hongkong Bank, Bank of America). Untuk melihat 
perkembangan perbankan di Indonesia, saat ini telah 
dibangun lebih dari angka 2.652 Bank (tidak termasuk 
BRI dan BRI Unit Desanya).93 
Di Indonesia, munculnya Bank pertama yaitu 
Bank Priyayi, tahun 1846 di Purwokerto, dengan pendiri-
nya Raden Bei Patih Aria Wiryaatmaja dari kalangan 
keraton. Kemudian secara meluas di berbagai daerah, 
berdiri Bank Rakyat (Volksbank); antara lain di Garut 
(1898), Sumatera Barat (1899), dan Manado (1899).Dalam 
menanamkan sistem perbankan ini, penjajah Belanda 
mendirikan Sentral Kas tahun 1912, yang berfungsi 
sebagai pusat keuangan. Dari kalangan intelektual, didiri-
                                                 
93Lihat: www.faridm.com, Apakah Bunga Bank termasuk Riba?, 
posted by Farid Ma'ruf pada 2 Februari 2007, diakses di Sorong 
tanggal 26 November 2011. 
   
 
kanlah Indonesische Studie Club di Surabaya tahun 1929. 
Kemudian Belanda, dalam menyuburkan sistem riba, 
mendirikan Algemene Volkscredit Bank (AVB) tahun 
1934.Pada tahun-tahun pertama setelah terusirnya 
penjajah Belanda dari Indonesia, didirikanlah Yayasan 
Pusat Bank Indonesia tahun 1945, yang menjadi cikal 
bakal Bank Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi 
pendirian bank-bank yang ada. Melalui PP No.1, tahun 
1946, lahirlah Bank Rakyat Indonesia (BRI).  
Pada tahun yang sama, menyusul berdirinya Bank 
Negara Indonesia (BNI) 1946. Kemudian jumlah Bank 
semakin bertambah banyak. Diantaranya Bank Industri 
Negara (BIN, 1952), Bank Bumi Daya (BBD, 19 Agustus 
1959). Bank Pembangunan Industri (BPI, 1960), Bank 
Dagang Negara (BDN, 2 April 1960), Bank Export-Import 
Indonesia (Bank Exim) yang dinasionalisasikan pada 30 
Nopember 1960. Pada tahun-tahun berikutnya sampai 
sekarang, dunia perbankan tumbuh seperti jamur di 
musim hujan yang notabene banyak sekali macamnya 
apalagi saat ini adanya Bank otonomi daerah, setiap 
memiliki bank daerah masing-masing. Beberapa tahun 
terakhir beberapa bank konvensional juga membuku 
pelayanan dengan sistem syraiah. Lebel “syariah” 
bersama sistemnya yang masih terus dalam proses 
pembenahan juga memiliki daya pikat tersendiri 
khususnya umat muslim. 
Pada masa sekarang peran bank sangatlah 
membantu dalam perekonomian negara. Selain negara 
dalam berbisnis pun secara global seluruh masyarakat 
tidak terlepas dari peran bank dalam membantu 
pemberian modal atau biasa dikatakan kredit. Kredit 
adalah suatu cara pengusaha dalam mengembangkan 
bisnisnya yaitu mereka meminjam uang di bank sebagai 
modal dan akan dikembalikan dengan cicilan perbulan 
   
 
dengan bunga yang sudah ditentukan oleh bank. Selain 
kredit, adapun pelayanan-pelayanan lainnya bank 
menentukan bunga dalam transaksinya. Adapun dalam 
ajaran Islam dengan mengambil keuntungan dari orang 
lain ini termasuk riba, dan riba sangat diharamkan oleh 
Islam. Dalam surat al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman :  
  
  




   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
    
  
   
   
  
Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
   
 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya. 
 Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba 
nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh 
orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran 
suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 
banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan 
mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan 
emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 
dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda 
yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 
Jahiliyah. 
Berdasarkan fakta-fakta diatas terlihat jelas bahwa 
berdirinya bank sangat membantu masyarakat dalam 
mengembangkan bisnis mauoun ekonomi, di lain pihak 
dengan semakin banyaknya nasabah yang menggunakan 
jasa layanan bank semakin menguntungkan bank yang 
menggunakan sistem bunga. Berkaitan dengan bunga 
bank yang ditentukan dalam setiap  pelayanan jasa bank 
ada beberapa hal yang perlu dibahas yaitu pertama, 
bagaimana hukum dan macam-macam riba, kedua, 
bagaimana pandangan Islam tehadap bunga bank apakah 
termasuk riba. 
B. Pengertian, Macam-macam, dan Hukum Riba 
   
 
Pada sub ini diuraikan pengertian riba agar 
dengan penegrtian tersebut menuntun kita untuk melihat 
perbedaan dan kesamaan antara riba dan bunga bank. 
Riba yang mana yang haram dan boleh menurut Islam, 
perlu diketahui macam-macam riba.  Dengan mengetahui 
macam-macam riba, kita akan memahami hukum riba 
secara proporsional. Merumuskan pengertian riba beserta 
kriterianya akan menyelamatkan dari perdebatan yang 
tidak perlu. 
 
1. Pengertian Riba 
Pengertian riba, para ulama mendefenisikanya 
sendiri-sendiri, asal makna “riba” menurut  bahasa Arab 
ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud di sini 
menurut istilah syarak adalah akad yang terjadi dengan 
penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau 
tidaknya menurut aturan syarak, atau terlambat mene-
rimanya.94 Riba berarti menetapkan bunga atau melebih-
kan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan 
persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang 
dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa 
bermakna ziyadah (tambahan, kelebihan). Dalam 
pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti 
tumbuh/membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, 
riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 
modal secara bathil95 (ilegal). 
 Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA. dalam bukunya 
‘Fiqih Muamalah’ membahas tentang defenisi dari riba, 
menurut etimologis, riba berarti   ِّﺯلأَﺓدَاي tambahan). 
                                                 
94Rasjid Sulaiman, Fiqih Islam (Cet. ke-40; Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2007), h. 290. 
95Lihat:http://www.koperasisyariah.com/definisi-riba,diakses 
di Sorong tanggal 28 November 2011. 
   
 
Menurut terminologi, ulama fikih mendefenisikannya 
sebagai berikut: 
a. Ulama Hanabilah 
ِّﺯلأ ٍصْوُصْخَمَءَاﻴَْشأ ِىَفَﺓدَاي  Artinya: “(Riba adalah) Pertam-
bahan sesuatu yang dikhususkan.” 
b. Ulama Hanafiyah 
 ٍلاَم ُلَْضف لاب ٍلاَمِب ٍلاَم ِةَﺿَوَاعُم ِىف ٍضْوَع  Artinya: “ 
(Riba ialah) tambahan pada harta pengganti dalam 
pertukaran harta dengan harta.”  
Dengan berbagai pendapat di atas, dapat dilihat 
secara jelas perbedaan defenisi riba, namun secara umum 
terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba 
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-
beli maupun pinjam-meminjam secara bathil (tidak sah 
dan aniaya) atau bertentangan dengan prinsip muamalat 
dalam Islam. 
2. Macam-Macam Riba 
Dalam pembagian riba para ulama memiliki 
perbedaan namun pada hakikatnya sama, hal ini terlihat 
bagaimana ada yang membagi riba tersebut dalam 
beberapa kategori. Menurut pendapat H. Sulaiman Rasjid 
macam-macam riba ini ada yang membaginya menjadi 4 
(empat) macam yakni, riba fadli, riba qardi, riba yad, dan 
riba nasi’ah. Ada pula yang membaginya menjadi tiga saja 
karena riba qardi termasuk dalam riba nasi’ah. Adapun 
arti dari beberapa macam riba tersebut yaitu pertama, riba 
fadli adalah menukarkan dua barang yang sejenis dengan 
tidak sama. kedua, riba qardi adalah utang dengan syarat 
ada keuntungan bagi yang memberi utang. ketiga, riba yad 
adalah berpisah dari tempat akad sebelum timbang 
terima. Keempat, riba nasi’ah disyaratkan salah satu dari 
   
 
kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan 
penyerahannya.96 
 Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA. Dalam 
bukunya, Fiqih Muamalah, menyatakan macam-macam 
riba dari berbagai versi yakni pertama, menurut mayoritas 
(jumhur) ulama riba hanya dibagi menjadi dua yaitu riba 
fadhl dan riba nasi’ah. Riba fadhl ini menurut ulama 
Hanafiyah adalah tambahan zat harta pada akad jual beli 
yang diukur dan sejenis. Sedangkan riba nasi’ah menurut 
ulama Hanafiyah adalah memberikan kelebihan terhadap 
pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan 
kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang 
ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain 
dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. 
Kedua, menurut ulama Syafi’iyah membagi riba menjadi 3 
(tiga) jenis yaitu riba fadhl, riba yad, dan riba nasi’ah.97 
3. Hukum Riba 
 Para ulama maupun di dalam Alquran dan hadis 
sangat jelas sekali menunjukan hukum dari riba. Di 
dalam Alquran beberapa ayat yang menunjukkan hukum 
riba yaitu sebagai berikut: 
a. Surat al-Baqarah ayat 275 :  
  
  




   
                                                 
96Rasjid Sulaiman., op. cit., h. 290. 
97Syafei, Rachmat., Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS 
dan Umum (Cet. X; Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), h. 262-264. 




   
  
  
   
  
  
   
  
    
  
   
   
  
Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya. 
b. Surat Ali Imran ayat 130 : 
   
   









Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
Riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 
c. Surat al-Baqarah ayat 278-279 : 
   
  




   
  
   
   
   
  
  
   
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, 
   
 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu 
pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya.” 
 Selain ayat Alquran diatas, ada beberapa hadis 
yang menunjukkan tentang hukum riba tersebut yaitu : 
 
 ُلْوُﺳَر َنَعلٍِرباَج ْنَع ِالله  ُهلّكَوُمَوَابّرِلا َلِكا َّملَﺳَو ِهْﻴلَع ُالله ّىلَﺻ
ملسم هاور . ِهَْيدِهاَشَو َُهِبتاَكَو 
Artinya:  
Dari Jabir, Rasulullah saw, telah melaknat (mengutuk) 
orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan saksinya. 
(Riwayat Muslim) 
 
َرﺓَرْيَرُه ِىبٲ ُثْيِدَح٠ع٠ص ِِّيبَّﻨلا ِنَع٠ﻡ٠ َلَاق׃  َعْبَّسلااُوِبَﻨتْجإ
 َِتاِﻘبْوُملا٠اُْولَاق ׃ َلَاق؟ َّنُهاَمَو ِللهَلاْوُﺳَرَاي ׃ ِللهاِب ُكْرّشِلٲ
 ُلْڪأَوَابّرِلا ُلْڪأَو ّقَحْلِاب َّلاإ ُالله َّرَح ىِتَّلا ِسْﻔَّﻨلا ُْلَتقَوُرْحّسِلاَو
 ِلاَم  ْا َِتاﻨَصْخُمْلا ُف َْذقَو ِفْح َّﺰلا َﻡَْوي ىِّلَوَّتلاَو ِمِْﻴَتﻴْلاُْﺆمل َ اﻨِم ِﺖ
 ِتِلافَاغْلا٠  اخبلا هاورىر 
Artinya:  
Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW. Bersabda, 
Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. 
Sahabat bertanya, apakah itu, ya Rasulullah? Jawab Nabi, 
(1) Syirik (mempersukutukan Allah); (2) Berbuat sihir 
(tenung); (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, 
kecuali yang hak; (4) Makan harta riba; (5) Makan harta 
anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat 
berjuang; dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan 
(berkeluarga) dengan tuduhan zina. 
 Dari beberapa ayat dan hadis diatas, sangat jelas 
   
 
hukum riba adalah haram. Bentuk keharamannya ini bisa 
disebabkan/akibat timbulnya kemudaratan yang 
dilakukan kepada orang lain, menganiaya sesama 
manusia dan akan merusak keadaan masyarakat. Bentuk 
perilaku ini pada zaman jahiliyah dapat diketahui 
bagaimana mereka mentidakhirkan utang dari waktu 
yang semestinya dengan menambah bayaran, apabila 
terlambat lagi ditambah pula terus-menerus, tiap 
kelambatan wajib ditambah lagi sampai utangnya yang 
asal mulanya hanya sedikit bisa menjadi berlipat-lipat 
ganda (utangnya yang hanya seratus bisa menjadi ribuan 
maupun puluhan ribu). 
C. Pandangan Islam terhadap Bunga Bank. 
 Bila kita telaah melalui penyebab timbulnya 
ekonomi yang terjadi pada masa sekarang sangatlah jelas 
bagaimana kita terkendali oleh ajaran kaum Yahudi. 
Seluruh negara yang ada di dunia ini dipenga-ruhi oleh 
sistem ekonomi kaum Yahudi dimana dengan bantuan 
dana (pinjaman) yang mereka berikan dengan menuntut 
tambahan atau bunga hasil dari pinjaman tersebut. Dalam 
sebuah peng-galan naskah Protokolat, yaitu berupa 
strategi jahat Yahudi, disebutkan bahwa kebangkrutan 
berbagai negara di bidang ekonomi adalah hasil kreasi 
gemilang mereka, misalnya dengan kredit (pinjaman) 
yang menjerat leher negara non-Yahudi yang makin lama 
makin terasa sakit.98 
 Selain pinjaman yang mereka berikan adapun 
yang menjadi faktor pengaruh besar yakni dimana 
mereka menguasai sistem moneter internasional 
khususnya dalam bidang perbankan. Misalnya, 
                                                 
98Lihat: www.faridm.com, Apakah Bunga Bank termasuk Riba?, 
posted by Farid Ma'ruf pada 2 Februari 2007, diakses di Sorong 
tanggal 26 November 2011. 
   
 
penguasaan mereka terhadap pusat keuangan di 
Wallstreet (New York). Tempat ini merupakan penguasa 
bursa (uang) terbesar di dunia. Sirkulasi keuangan di 
Amerika Serikat telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi 
sejak awal abad XX sampai sekarang. Disamping itu, 
mereka juga menguasai bidang-bidang industri (yang 
umumnya dibutuhkan oleh orang banyak), perdagangan 
internasional (dalam bentuk perusahaan-perusahaan 
raksasa), yang tersebar di seluruh Amerika, Eropa dan 
negeri-negeri di Asia dan Afrika. Contohnya di Amerika, 
orang-orang Yahudi menguasai perusahaan General Elec-
tric, Fairstone, Standard Oil, Texas dan Mobil Oil. 
 Pengaruh dari ajaran Yahudi maupun strateginya 
mengubah ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam 
termasuk dengan timbulnya dunia perbankan. 
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 1957 
tentang pokok-pokok perbankan menjelaskan bahwa 
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memeberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran dan peredaran uang. Bank itu ada yang 
milik negara dan ada yang milik swasta.Adapun fungsi 
Bank yaitu secara umum sangat penting bagi 
kelangsungan perekonomian masyarakat, bangsa dan 
negara. Secara khusus fungsi Bank antara lain: Pertama, 
Sebagai sentral penyediaan dan peredaran uang, 
pengendalian inflasi, dan jumlah peredarannya; kedua, 
Sebagai pengawasan peredaran uang, pengendalian 
inflasi dan jumlah peredarannya; ketiga, Tempat 
penyimpanan uang dan barang berharga yang aman bagi 
masyarakat dan negara; keempat, Tempat tukar-menukar 
mata uang; kelima, Tempat menerima pembayaran uang; 
keenam, Khusus Bank Islam, selain berfungsi sebagimana 
poin sebelumnya, juga dapat menghilangkan sistem 
bunga sehingga dapat merangsang masyarakat untuk 
   
 
berani menyimpan atau meminjam modal untuk usaha.99 
 Dari fenomena diatas, timbulnya Bank berasal 
dari ajaran maupun pengaruh ajaran dari kaum Yahudi. 
Namun dalam menentukan hukum Bank ini para ulama 
berbeda pendapat ada yang mengartikan haram dan 
mubah. Untuk menelaah beberapa pendapat tersebut bisa 
kita telaah sehingga munculnya pendapat tersebut. 
1. Bunga Bank Hukumnya Haram 
 Dalam prakteknya Bank menggunakan sistem 
bunga, yang apabila ditinjau dari segi istilah  bunga 
(Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam 
transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan 
dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan 
pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo 
waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada 
umumnya berdasarkan persentase.100 Dalam penjelasan 
sederhananya yaitu, dimana peminjaman uang dilakukan 
dengan pengembaliannya ditentukan waktu dan adanya 
tambahan dari proses pengembalian tersebut. Hal ini 
yang menunjukkan kesamaan dengan riba nasi’ah. 
Menurut Ibn Abbas, Usamah Ibn Jaid Ibn Arqam, Jubair, 
Ibn Jabir dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang 
diharamkan hanyalah riba nasi’ah, pendapat ini 
didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 
                                                 
99www.faridm.com, Apakah Bunga Bank termasuk Riba?, posted 






diakses di Sorong tanggal 15 Desember 2011. 
   
 
dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda :101  ِىف َِّلاا َابِرَلا
يِسَّﻨلاَﺀت . “Tidak ada riba kecuali pada riba nasi’ah” 
 Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh 
Syekh Abu Zahrah, Guru besar pada Fakultas 
Hukum Universitas Cairo, Abul A’la Al-Maududi 
(Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, 
penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan 
lain-lain, yang menyatakan bahwa bunga Bank 
termasuk riba nasi’ah yang dilarang oleh Islam. Oleh 
karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah 
dengan Bank yang memakai sistem bunga, kecuali 
dalam keadaan darurat (emergensi, atau terpaksa).102 
 Hukum haramnya bunga Bank ini sudah jelas 
dimana kesamaannya dengan riba nasi’ah. Akan 
tetapi, banyak ulama modern yang membolehkan 
selama hal ini tidak menzalimi orang lain atau dalam 
hal ini adalah si peminjam. Adapun pendapat yang 
mengharamkan bunga Bank ini karena termasuk riba 
dengan berpatokan pada hadis Rasulullah yakni: 
 “Akan datang kepada umat ini suatu masa nanti 
ketika orang-orang menghalalkan riba dengan alasan: 
aspek perdagangan” (HR Ibnu Bathah, dari Al ‘Auzai). 
Inilah landasan bagi yang berpendapat bahwa 
bunga Bank adalah riba dan haram hukumnya. 
Dalam Alquran pun sudah menjelaskan keharaman 
riba itu sendiri dan sampai saat ini masih belum 
adanya hukum baru yang membolehkan riba. 
sebagaimana yang terdapat pada ayat 275 surat Al 
                                                 
101Syafei Rachmat, op. cit.,  h. 263. 
102Ibid., h. 274. 
   
 
Baqarah tersebut isinya bersifat umum, yakni 
hukumnya mencakup semua bentuk dan jenis riba; 
baik yang nyata maupun tersembunyi, sedikit 
persentasenya atau berlipat ganda, konsumtif 
maupun produktif. Lafazh yang bersifat umum 
menurut kaidah Ushul Fiqh tidaklah boleh dibatasi 
dan disempitkan pengertiannya. Kaidah Ushul itu 
berbunyi: “Lafazh umum akan tetap bersifat umum 
selama tidak terdapat dalil (syar’iy) yang 
mentakhsishkannya (yang mengecualikannya)”. 
Disinilah antara lain letak pentingnya pendekatan 
interteks dalam memahami hukum Islam yang 
komprehensif. 
2. Hukum Bunga Bank mubah 
 Beberapa pendapat yang menyatakan hukum 
bunga Bank adalah mubah. Hal ini dilihat dari beberapa 
tinjauan keadaan maupun kemaslahatan yang terjadi 
pada masa sekarang. Beberapa pendapat yang membo-
lehkan seperti Hasan, salah seorang pemuka Persatuan 
Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang 
sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya berganda 
dan yang menyebabkan ia berganda. Menurutnya, riba 
yang sedikit dan yang tidak membawa kepada berganda, 
maka itu boleh. Ia menambahkan bahwa riba yang tidak 
haram adalah riba yang tidak mahal (besar) dan yang 
berupa pinjaman untuk tujuan berdagang, bertani, 
berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang 
bersifat produktif.103 
 Pendapat lain yang sama persis disampaikan oleh 
                                                 
103Lihat: www.faridm.com, Apakah Bunga Bank termasuk Riba?, 
posted by Farid Ma'ruf pada 2 Februari 2007, diakses di Sorong 
tanggal 15 Desember 2011. 
   
 
Drs. Syarbini Harahap berpendapat bahwa bunga kon-
sumtif yang dipungut oleh Bank tidaklah sama dengan 
riba. Karena menurutnya, di sana tidak terdapat unsur 
penganiayaan. Adapun jika bunga konsumtif itu di-
pungut oleh lintah darat, maka ia dapat dipandang 
sebagai riba. Sebab, praktek tersebut memberikan 
kemungkinan adanya penganiayaan dan unsur 
pemerasan antarsesama warga masyarakat, mengingat 
bahwa “lintah darat” hanya mengejar keuntungan untuk 
dirinya sendiri. Adapun jika bunga tersebut dipungut 
dari orang yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang 
produktif seperti untuk perniagaan, asalkan saja tidak 
ada dalam teknis pemungutan tersebut unsur paksaan 
atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada 
keharaman padanya.104 
 Hal ini bila ditinjau dari illat hukum diharam-
kannya riba bisa terbukti ada, menurut Prof. DR. H. 
Rachmat Syafei, MA. ada dua hal yaitu pertama, adanya 
kezaliman dimana keuntungan yang tidak sebanding. Hal 
ini bisa menun-jukkan bahwa kelebihan itu bukan sebab 
keharaman riba, melainkan karena adanya unsur keza-
liman.Kedua, adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok 
atau adanya gharar, ketidakpastian dan spekulasi yang 
tinggi. Oleh karena itu, bunga tidak diharamkan selama 
tidak mengandung dua unsur diatas. Sebagaimana 
kaidah ushul al-fiqih:   َﻥْﻭُﻣِﻠَْظﺗَﻻ ُﺗَﻻَﻭﻥْﻭَُﻣﻠْظ “kamu tidak 
Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” 
Hal inilah yang membedakan para ulama yang 
membolehkan dengan para ulama yang mengaharmkan 
bunga Bank. Para ulama yang mengharamkan bunga 
                                                 
104Lihat: www.faridm.com, Apakah Bunga Bank termasuk Riba?, 
posted by Farid Ma'ruf pada 2 Februari 2007, diakses di Sorong 
tanggal 15 Desember 2011. 
   
 
Bank karena pendapat mereka adalah bunga Bank sama 
halnya dengan riba nasi’ah, dimana pinjaman dilakukan 
dalam rentang waktu dan dipungut bunga sehingga ada 
penambahan dalam pengembaliannya. Namun dalam hal 
ini penulis berpendapat bahwa hal ini wajar dilakukan 
apabila si pemberi pinjaman dan peminjam mengguna-
kan uang tersebut dalam hal konsumtif. Berdasarkan alat 
tukar yakni uang akan mengalami penurunan nilai dalam 
waktu kedepannya,dalam bahasa ekonomi dikatakan 
sebagai inflasi, sehingga nilai mata uang tahun ini akan 
berbeda dengan nilai uang tahun berikutnya, dan bahkan 
mengalami penurunan nilai. Apabila tidak ada 
penambahan akan mengalami kerugian terhadap si 
pemberi pinjaman apabila uang tersebut dipakai pada 
tahun berikutnya dimana pinjaman dilakukan dalam 
rentang waktu satu tahun atau bahkan lebih.Akan tetapi 
penulis menganggap hal ini tetap dinamakan praktek riba 
karena ada unsur penambahan. 
Lain halnya dengan para ulama yang menyata-
kan bunga Bank adalah mubah, yakni berdalih pada 
pemakaian pinjaman tersebut apabila dilakukan dalam 
hal produktif. Hal ini bila dilakukan akan memberi 
keuntungan kepada masing-masing pihak yakni si 
pemberi pinjaman dan peminjam walaupun diberatkan 
dengan bunga akan tetapi dari pinjaman tersebut dia 
mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Berbeda 
halnya dengan pinjaman itu dilakukan dalam hal yang 
bersifat konsumtif, akan ada pihak yang dirugikan dalam 
hal ini yakni si peminjam. Hal ini dikarenakan si 
peminjam telah diberatkan dengan bunga dalam 
pengembalian dan tidak ada keuntungan berupa hasil 
penambahan nilai dari pinjaman yang dilakukannya. 
Sebagaimana kaidah ushul al-fiqh,  َنْوَُملُْﻈتَلاَو َنْوُمِلَْﻈتَلا 
pada intinya apabila ada yang dirugikan maka hal 
   
 
tersebut dikatakan sebagai riba. Sebab, dengan adanya 
pihak yang untung sendiri, sementara pihak lainnya 
merasa dirugikan akan akan menimbulkan ketidakrelaan. 
Sementara, prinsip Islam transaksi harus saling 
merelakan. 
D. Penegasan 
 Beberapa dalil baik ayat maupun hadis “sangat 
keras” dalam hal praktek riba, hal ini dikarenakan ada 
pihak yang dirugikan. Apabila hal ini terjadi akan 
menimbulkan dampak negatif yakni penganiayaan. 
Macam riba itu sendiri menurut ulama ada 3 (tiga) yakni 
riba fadhl, riba yaddan riba nasi’ah. Dari ketiga jenis riba 
tersebut secara umum terdapat benang merah yang 
menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, 
baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam 
secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat 
dalam Islam. 
Bank dengan sistem bunga bila disesuaikan 
dengan sifat dan bentuknya bisa disetarakan dengan riba, 
karena sama persis dengan riba nasi’ah. Oleh karena itu 
bunga Bank dengan jumlah persentasenya banyak 
maupun sedikit dapat dikatakan riba dan haram 
hukumnya. Namun dalam menentukan hukum ini para 
ulama berbeda pendapat, ada yang mengartikan haram 
dan ada juga yang mengartikan boleh dan tidak haram. 
Hal ini yang membedakan adalah apabila pinjaman 
tersebut dilakukan untuk hal konsumtif atau produktif 
walaupun dalam prakteknya ada panam-bahan dalam 
pengembalian. Akan tetapi selama tidak menimbulkan 
kerugian maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai riba.  
Bunga bank = riba (bunga bank sama dengan riba) 
apabila di dalam bunga bank mengandung unsur-unsur 
dan kriteria riba, dan berinteraksi (bermuamalah) dengan 
   
 
kategori ini adalah haram. Akan tetapi, bunga bank # riba 
(bunga banka tidak sama riba) jika di dalam bunga bank 
(interest) itu tidak terdapat kriteria riba. Jadi penetapan 
hukum bunga bank itu tergantung unsur-unsur atau 
kriterianya. Dampak positif pelarangan riba sesungguh-
nya tidak hanya masalah hukum semata, tetapi juga 
berfungsi mendorong pemilik modal untuk memutar 
modal agar membuka lapangan kerja bagi yang lain, dan 
tidak hanya menunggu bunga saja. Sebab, membuka 
lapangan kerja yang berguna bagi masyarakat termasuk 
amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Islam. 
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BAB XIII 
UNDIAN BERHADIAH DAN PERLOMBAAN 
BERHADIAH 
A. Undian dan Perlombaan Berhadiah 
Undian merupakan kata lain dari  lotre yang 
berasal dari bahasa Belanda loterij yang berarti undian 
berhadiah. Dalam masyarakat lotre dipandang sebagai 
judi sedangkan undian tidak, padahal keduanya 
merupakan sesuatu yang sama.105 Adapun yang 
dimaksud dengan perlombaan berhadiah adalah 
perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti bergulat 
atau lomba lari, atau adu keterampilan/ketangkasan 
seperti badminton/ sepak bola, atau adu kepandaian 
seperti main catur.106 
Mengundi, atau dalam bahasa Arab, disebut 
qur‘ah sering dilakukan oleh Rasulullah Saw. Biasanya 
dilakukan bila harus memutuskan siapa yang berhak atas 
suatu hal, namun tidak ada dasar yang mengharuskan 
nabi memilih salah satu diantara mereka. Ketika 
Rasulullah Saw. tiba di Madinah dan para Anshar 
berebutan agar beliau tinggal di rumah masing-masing, 
maka dilakukan undian dengan melepas unta beliau dan 
dibiarkan berjalan sendiri di lorong-lorong kota Madinah. 
Ketentuannya, dimana nanti unta itu duduk, maka 
disitulah Nabi akan singgah dan tinggal. Praktek seperti 
ini dianggap yang paling adil. Begitu juga bila beliau 
akan berangkat perang, sering dilakukan undian diantara 
                                                 
105Lihat http://www.syariahonline.com/.com, diakses di 
www.geogle.com pada tanggal 5 Desember 2011 di Kota Sorong. 
106Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Cet. IX; Jakarta: PT. Toko 
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para istri beliau, yang namanya keluar, dia berhak 
mendampingi beliau dalam perjalanan itu, hal ini pun 
dianggap adil. 
Adapun diselenggarakannya undian-undian di 
masa sekarang ini adalah untuk menghimpun dana 
sumbangan. Sebagai contoh Sumbangan Dana Sosial 
Berhadiah (SDSB) adalah salah suatu cara yang sangat 
efektif untuk menghimpun dana, karena dapat menarik 
masyarakat berlomba-lomba membelinya dengan 
harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan atau 
untuk membantu proyek yang mau ditunjang dengan 
dana itu.  
Undian berhadiah juga menyebar ke berbagai 
bidang, sampai penjual barang pun banyak yang membe-
rikan kupon berhadiah. Hingga saat ini semua iklan 
produk tertentu mengiming-imingi hadiah yang kadang-
kadang kurang rasional. Akhirnya, kecenderungan 
masyarakat (terutama kalangan masyarakat bawah) 
membeli suatu barang semata-mata bukan karena 
memerlukannya melainkan  tertarik pada hadiahnya.  
Selain undian berhadiah, perlombaan berhadiah 
juga semakin marak sekarang ini. Hal ini dapat kita lihat 
adanya berbagai perlombaan yang menjanjikan berbagai 
macam hadiah yang menggiurkan kepada para 
pesertanya, sehingga sering kita melihat mereka saling 
berlomba-lomba untuk mengikutinya dengan harapan 
hanya ingin mendapatkan hadiah tersebut. Sebagai 
contoh adanya lomba lari, sepak bola, bulu tangkis, catur, 
gulat, tinju, balapan motor dan lain sebagainya. 
Dari bentuk-bentuk undian dan perlombaan ber-
hadiah tersebut, seandainya dilakukan secara praktis dan 
individual maka hal tersebut dapat diqiyaskan kepada 
judi (maisir). Akan tetapi, penyelenggaranya adalah 
pemerintah yang berwenang dan tujuannya untuk dana 
   
 
sosial dan pembangunan, maka masalahnya menjadi 
sensitif dan rumit. Di satu sisi ada nilai positifnya namun 
disisi lain banyak mudaratnya dan cenderung menjadi 
sarana kontroversial. Hal itu karena di balik adanya 
unsur judi terdapat, juga tujuan yang baik untuk 
masyarakat, sehingga dalam praktek sehari-hari, ada 
bentuk undian dan perlombaan yang tidak bertentangan 
dengan syariah dan ada pula yang bertentangan.  
B. Hukum Undian Berhadiah Menurut Islam 
Undian adalah sesuatu yang diundi, lotre. 
Sedangkan undian berhadiah adalah undian yang ada 
hadiahnya.107 Dalam menguraikan tentang hukum 
undian diharuskan untuk kembali mengingat beberapa 
kaidah syariat Islam. Kaidah-kaidah tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Kaidah yang tersebut dalam riwayat Imam 
Muslim dari Abu Hurairah r.a. yakni : 
ﺍﻟﻐﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻧﻬﻰ 
Artinya :“Rasulullah Saw. melarang dari jual beli 
(dengan cara) gharor”.108 
2. Kaidah syariat yang terkandung dalam firman 




                                                 
107Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 
1245. 
108Gharor adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya 
atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya. 
 
















   
  
   
    
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu 
bermak-sud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 
berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 
pekerjaan itu)”. 109 
                                                 
109 Q.S. al-Maidah/5: 90-91. Departemen Agama RI., Al-
Qur’an & Terjemahnya(Semarang: Toha Putra, 2005). 
   
 
Ayat dan hadis di atas,  menunjukkan haramnya 
perbuatan maisir dan khamar dalam muamalat. Maisir 
adalah setiap muamalat yang orang masuk kedalamnya 
setelah mengeluarkan biaya dengan dua kemungkinan; 
dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Khamar 
menurut sebagian ulama adalah sama dengan maisir, dan 
menurut sebagian ulama lain khamar hanya pada 
muamalat yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan. 
Dan, berdasarkan dua kaidah di atas, berikut ini akan 
diuraikan bentuk-bentuk undian secara garis besar 
beserta hukumnya. 
C. Macam-Macam Undian: 
 
1. Undian Tanpa Syarat 
Di pusat-pusat, perbelanjaan, pasar, pameran dan 
semisalnya; sebagai langkah menarik pengunjung kadang 
dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa 
harus membeli barang. Kemudian dilakukan pengundian 
yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. 
Hukumnya : Boleh; karena asal dalam suatu muamalah 
adalah boleh dan halal. Selain itu dalam undian ini juga 
tidak tampak hal-hal yang terlarang seperti kezaliman, 
riba, gharar, penipuan, dan lain-lain. 
2. Undian dengan Syarat Membeli Barang 
Yaitu: bentuk undian yang tidak bisa diikuti 
kecuali orang membeli barang yang telah ditentukan oleh 
penyelenggara undian. Hukumnya undian ini tidak 
terlepas dari 2 keadaan yaitu : 
a. Harga produk bertambah dengan terselenggaranya 
undian berhadiah tersebut. Hukumnya : Haram dan 
tidak boleh. Sebab, ada tambahan harga berarti ia telah 
mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam suatu 
   
 
muamalat yang mungkin ia untung dan mungkin ia 
rugi. Ini adalah maisir yang diharamkan dalam syariat. 
b.  Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi 
harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya 
sekedar melariskan produknya. Hukumnya : ada 2 
pendapat dalam masalah ini : 
1). Hukumnya harus dirinci. Kalau ia membeli barang 
dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong 
dalam Maisir/Qimar yang diharamkan dalam syari’at. 
Karena pembelian barang tersebut adalah sengaja 
mengeluarkan biaya untuk bisa ikut undian. Sedang 
ikut dalam undian tersebut ada 2 kemungkinan; 
mungkin ia untung, mungkin ia rugi, maka inilah yang 
disebut Maisir/Qimar. Adapun kalau dasar maksud-
nya adalah butuh kepada barang/produk tersebut, 
setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian 
maka ini tidak terlarang. Karena asal muamalat adalah 
boleh dan halal dan tidak ada bentuk maisir maupun 
qimar. Rincian ini adalah merupakan pendapat Syaikh 
Al-‘Utsaimin, Syaikh Shalih Alu Syaikh, Lajnah Baitut-
Tamwil Al-Kuwaiti, dan Haiah Fatwa di Bank Dubai 
Al-Islamy. 
2). Hukumnya adalah haram secara mutlak. Ini adalah 
pendapat Syaikh Bin Baz dan Lajnah Daaimah. 
Alasannya karena hal tesebut tidak terlepas dari 
bentuk Qimar/Maisir; dan mengukur maksud (niat) 
pembeli, apakah ia memaksudkan barang atau sekedar 
ingin ikut undian adalah perkara yang sulit. Oleh 
sebab itu kita harus perbaiki niat. Hal tersebut sesuai 
dengan kaidah fikih yakni:   اهدﺻاﻘمب روملأا   Artinya : 
“Urusan-urusan itu tergantung pada tujuannya.” 
3. Undian dengan mengeluarkan biaya. 
Bentuknya: Undian yang bisa diikuti setiap orang 
   
 
yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau 
mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian 
tersebut. Contoh : Kuis tebak via SMS (baik pulsa lokal 
atau premium), atau mengirimkan kupon atau kartu 
undian ke tempat pengundian dengan menggunakan 
prangko pos. Hukumnya : Haram dan tidak boleh. Karena 
mengeluarkan biaya untuk suatu muamalat yang belum 
jelas untung dan ruginya, maka itu termasuk 
qimar/maisir. Mengirim kupon atau kartu undian ke 
tempat pengundian dengan menggunakan perangko pos. 
Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan 
biaya sesuai dengan harga perangkonya. 110 
 Pada prinsipnya undian berhadiah yang mengan-
dung judi itu dilarang maka sebaiknya kita tinggalkan, 
karena mudharatnya jauh lebih besar daripada 
manfaatnya, berdasarkan kaidah fikih yakni :  ِدﺳﺎفﻣﻟﺍ ُأرَد
 َﻘُﻣ ِبﻠَج ﻰﻠع ٌمدحِﻟﺎَصﻣﻟﺍ  Artinya : Menghindari kerusakan-
kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan-
kebaikan. 
 Meskipun demikian, pengecualian pada hukum 
undian berhadiah seperti SDSB yang diselenggarakan 
oleh pemerintah atau lembaga sosial swasta untuk 
kepentingan umum atau negara adalah boleh karena 
bukan merupakan judi atau maisir, asalkan penyeleng-
garaannya tersebut bertujuan bahwa keuntungannya 
dipergunakan semata-mata untuk tujuan-tujuan sosial, 
pendidikan, dan atau kepentingan umum lainnya. 
D. Hukum Perlombaan Berhadiah Menurut Islam 
Lomba adalah adu kecepatan, sedangkan perlom-
baan adalah kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, 
                                                 
110Lihat http://www.abul-jauzaa.blogspot.com, diakses di 
www.geogle.com pada tanggal 5 Desember 2011, di Kota Sorong.  
   
 
ketangkasan, kepandaian, kecermatan, dan 
sebagainya).111 Perlombaan berhadiah merupakan suatu 
macam perlom-baan yang bersifat adu kekuatan, adu 
ketrampilan dan adu kepandaian. Pada prinsipnya, 
perlombaan semacam tersebut diperbolehkan oleh 
agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan 
jiwa. Mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil 
lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
1. Jika uang atau hadiah lomba itu disediakan oleh peme-
rintah atau sponsor non pemerintah untuk para 
pemenang. 
2. Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji salah 
satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, 
jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu. 
3. Jika uang atau hadiah  lomba disediakan oleh para 
pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang 
yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan 
uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang 
hadiah itu, jika jagonya menang, tetapi ia tidak harus 
membayar jika jagonya kalah.112 
Para ulama membolehkan perlombaan, seperti 
balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang 
atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak 
ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. 
Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya 
tersebut dimaksudkan sebagai motivasi. Pada zaman 
dahulu, hal ini bertujuan agar umat Islam mempunyai 
ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang 
sangat diperlukan untuk peperangan. Namun, zaman 
                                                 
111Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 681.  
112Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah, Vol. III (Libanon, Dar al-Fikr, 
1981), h. 372-373.   
   
 
sekarang ini banyak orang melatih diri agar menjadi joki 
yang hebat. 
Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua 
peserta lomba, misalnya salah seorang peserta lomba 
mengajak peserta lainnya untuk bertaruh : siapa yang 
kalah, membayar Rp.100.000,00 dan peserta yang diajak 
mau bertanding, maka lomba ini haram karena masing-
masing menghadapi untung rugi.113 
Berkaitan undian dengan perlombaan berhadiah, 
orang-orang yang membeli kupon berhadiah untuk 
mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang 
keluar sebagai juara atau pemenang, menurut 
Abdurarahman Isa, juga dilarang oleh agama, karena 
jelas mereka itu berjudi yang mempunyai dampak yang 
sangat negatif terhadap kehidupan mereka, yaitu krisis 
akhlak, krisis rumah tangga dan krisis keuangan, 
sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan gangguan 
keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam 
masyarakat. Jika mudaratnya lebih besar daripada 
manfaatnya maka itu dilarang dalam Islam. 
Bertolak dari hal tersebut, untuk kepentingan 
umum maka pemerintah RI mempunyai seperangkat 
peraturan perundangan yang mengatur penyeleng-
garaan undian dan perjudian untuk pengawasan dan 
penertiban agar tidak terjadi hal-hal yang dapat 
merugikan masyarakat dan Negara, yakni UU No.38 
Tahun 1947 Tentang Undian Uang Negara, UU No. 22 
Tahun 1954 Tentang Undian dan UU No.7 Tahun 1974 
Tentang Penertiban Perjudian.114  
Penyelenggaraan undian berhadiah yang 
                                                 
113Lihat Masjsfuk Zuhdi, op. cit., h.151.  
114Biro Hukum Departemen Sosial RI., Himpunan Peraturan 
Perundangan Bidang Kesejahteraan Sosial (Vol.I, Jakarta, t.p., 1983), h.1-2, 
3-18, 76-80. Lihat pula Masjfuk Zuhdi, ibid., hal.143-144.  
   
 
berkaitan dengan perlombaan balapan kuda dan 
sebagainya itu dilarang oleh agama, meskipun dilakukan 
oleh lembaga sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial, 
karena yang jelas perbuatan taruhan balapan kuda itu 
yang diharamkan, maka undian berhadiah yang 
dikaitkan dengan yang haram itu turut menjadi haram.  
E. Penegasan 
 Hukum undian berhadiah dan perlombaan berha-
diah adalah diklasifikasikan sesuai bentuk dan permasa-
lahannya. Oleh sebab itu, hukumnya harus dikembalikan 
pada sistemnya, yakni mengandung hal-hal yang berten-
tangan dengan praktek yang Islami atau sesuai dengan 
tuntunan ajaran Islam. Secara umum hukum undian 
berhadiah dan perlombaan berhadiah adalah boleh, 
asalkan tidak mengandung unsur judi.  
 Sebuah kegiatan baik undian berhadiah maupun 
perlombaan berhadiah dapat dikategorikan sebagai judi 
apabila mengandung unsur-unsur tertentu, antara lain : 
1. Pihak yang kalah membayar nominal tertentu kepada 
pihak yang menang. 
2. Mendapatkan sejumlah harta dengan cara yang 
mudah, seperti membayar sedikit mendapat hadiah 
dalam jumlah yang lebih besar. 
3. Kegiatan yang bersifat spekulatif/untung-untungan.115 
Kita sebagai umat muslim, hendaknya selalu ber-
usaha untuk berbuat yang terbaik dan berusaha untuk 
menjadi yang lebih baik. Setelah kita mengetahui hukum 
undian berhadiah dan perlombaan berhadiah tersebut, 
tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki diri 
dengan memperbaiki niat kita apabila mau melakukan 
                                                 
115Majalah Bulanan Tabligh, Konsultasi: Hukum SMS dan Kuis 
Berhadiah (Jakarta: Majelis Tabligh dan dakwah Khusus PP 
Muhammadiyah, September, 2006), h. 27.  
   
 
kegiatan-kegiatan tersebut.   
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A. Asuransi: Bisnis dan Nilai Kemanusiaan 
Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan, asuransi 
adalah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh 
penanggung (biasa kantor asuransi) kepada yang 
tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang 
ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi 
kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun 
mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan 
lainya, dengan tertanggung membayar premi sebanyak 
yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.116 
Asuransi bagi sebagian kalangan dapat dikatakan 
sebuah kebutuhan.Begitu banyak musibah yang terjadi, 
mulai dari gempa bumi, bencana alam, dan lain-lain, 
membuat sebagian orang berusaha menyelamatkan harta 
dan jiwanya dalam bentuk asuransi. Asuransi tidak 
hanya diminati oleh perorangan, melainkan juga dunia 
usaha. Dalam hitungan jangka panjang kehidupan, 
asuransi memberikan penawaran keselamatan yang 
cukup menjanjikan, seseorang ataupun perusahaan tidak 
perlu kawatir terhadap kemungkinan buruk yang terjadi 
terhadap diri, keluarga, atau perusahaannya karena telah 
mendapat jaminan keselamatan dari asuransi. 
Tawaran jaminan keselamatan dari asuransi telah 
banyak memikat konsumennya untuk mengasuransikan 
segala hal yang perlu untuk diasuransikan, mulai dari 
kesehatan, aset-aset pribadi, hingga perusahaan-
perusahaan. Konsumennya tanpa terkecuali umat Islam 
                                                 
116M.Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lemabaga Keuangan  
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h. 57. 
   
 
sendiri. Banyak umat Islam yang menjadi konsumen 
asuransi namun tidak mengetahui tentang bagaimana 
hukum dari asuransi itu sendiri. 
B. Pengertian Asuransi Jiwa 
Menurut pasal 246 Wetbock Van koophandel 
(kitab undang-undang perniagaan) bahwa asuransi pada 
umumnya adalah suatu persetujuan, dalam hal ini pihak 
yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk 
menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti 
kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, 
karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan 
terjadi,117 mungkin akan terbukti dan mungkin juga tidak 
akan terbukti. 
Dalam sumber lain disebutkan bahwa defenisi 
asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusa-
haan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada 
nasabah/kliennya (muamman) sejumlah harta sebagai 
konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk 
imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk 
apapun ketika terjadi bencana atau kecelakaan atau 
terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam 
akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang 
dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan 
dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada 
perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya.118 
Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan 
menanggung orang terhadap kerugian finansial yang 
tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal 
                                                 
117Drs. Moh. Kharisudin Cholil, Asuransi Jiwa Dalam Perspektif 
Usul Fiqih. (http://ricky-diah.blogspot.com) diakses 27 Desember 
2011. 
118Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi, Hukum Asuransi Menurut 
Islam. (http://jacksite.wordpress.com) diakses 27 Desember 2011. 
   
 
terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.119 Jadi, ada dua 
hal yang yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu 
menjamin biaya hidup anak atau keluarga yang 
ditinggalkan, bila pemegang polis meninggal dunia atau 
untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, 
bila ditakdirkan usianya lanjut sesudah massa kontrak 
berakhir. 
 Asuransi yang kita kenal sebelumnya adalah 
pihak nasabah memberikan sejumlah angsuran kepada 
pihak perusahaan angsuran dengan harapan ketika 
sesuatu terjadi menimpanya misalnya kecelakaan, atau 
musibah apapun maka pihak asuransi akan memberikan 
ganti rugi atas musibah tersebut. Ketika tidak ada suatu 
kejadian apapun mengenai nasabah, maka hal itu dapat 
menjadi keuntungan bagi pihak perusahaan asuransi, 
karena perusahaan asuransi tidak perlu membayar ganti 
rugi apapun kepada nasabah. Sedang bila terjadi 
kecelakaan atau apapun mengenai nasabah hingga harus 
membayar dalam jumlah yang lebih besar dari yang telah 
disetorkan oleh nasabah, maka hal itu menjadi kerugian 
bagi pihak perusahaan asuransi. Hal inilah yang 
dikatakan dalam asuransi model konvensional tersebut 
terdapat unsur mencari keuntungan, perjudian, mengan-
dung ketidakpastian dan memuat banyak bahaya. Oleh 
karena itu, asuransi seperti ini sangat dilarang oleh 
syariah Islam 
C. Hukum Asuransi Jiwa 
Dasar hukum asuransi secara umum dapat ter-
gambar dalam Alquran seperti ayat-ayat berikut:  
1. Q.S. Yusuf/12: 43-49 “Allah menggambarkan contoh 
                                                 
119M.Ali Hasan, Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan 
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h.58. 
   
 
usaha manusia membentuk sistem proteksi 
menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.  
  





   
  
   
   
  
  
    
  
  
   
  

















   





   
   
   
   
   
   
    
   
  
  
    
Terjemahnya: 
Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): 
"Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi 
betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi 
betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang 
hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-
orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang 
ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."  
Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong 
dan kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu." 
Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua 
dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu 
lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang 
(orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah 
   
 
Aku (kepadanya)." (Setelah pelayan itu berjumpa dengan 
Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, 
Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina 
yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi 
betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang 
hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali 
kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 
Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun 
(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai 
hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk 
kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh 
tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu 
simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit 
dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah 
itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 
(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." 
2. Q.S. al-Baqarah/2: 188 Firman Allah Swt. 











Dan janganlah seibagian kamu memakan harta sebagian 
yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta 
   
 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui. 
Hal penting dalam ayat ini hubungannya dengan 
asuransi adalah dikatakan “….. hendak memakan sebagian 
harta orang lain dengan jalan dosa….”  
5. Q.S. al-Hasyr/59: 18   
  
  
   
    
   
   
    
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 
Dalam ayat ini kaitannya dengan asuransi adalah 
lafal yang artinya: “dan hendaklah setiap diri memper-
hatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok”. 
Dalam hal ini asuransi jiwa telah menjamin masa-masa 
didepan konsumennya dengan kesepakatan yang telah 
disepakati. 
Prinsip-prinsip yang harus dimiliki asuransi 
menurut aturan Islam (syar,i) diantaranya: Pertama, 
dibangun atas dasar kerjasama (ta‘awun). Kedua, asuransi 
syariat tidak bersifat mu’awadhoh, tetapi tabarru’ atau 
mudhorobah. Ketiga, sumbangan (tabarru’) sama dengan 
hibah (pemberian) oleh karena itu haram hukumnya 
ditarik kembali. Kalau terjadi peritiwa, maka diselesaikan 
   
 
menurut syariat. Keempat, setiap anggota yang menyetor 
uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus 
disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip 
ukhuwah. Kelima, tidak dibenarkan seseorang menyetor-
kan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia 
mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu 
musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti 
atas kerugian itu menurut ijin yang diberikan oleh 
jamaah. Keenam, apabila uang itu akan dikembangkan 
maka harus dijalankan menurut aturan syar’i.120 
Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam 
sudah tentu dilkukan dengan menggunakan metode-
metode ijtihad yang lazim digunakan oleh para ulama 
mujtahid dahulu. Diantara metode ijtihad yang mem-
punyai banyak peran di dalam mengistinbathkan hukum 
tehadap masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya 
dalam Alquran dan hadis adalah maslahah mursalah atau 
istilah dan qiyas, untuk dapat memakai maslahah mursalah 
dan qiyas sebagai landasan hukum (dalil syar’i) harus 
memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya, maslahah 
mursalah baru bisa dipakai sebagai landasan hukum jika: 
1. Kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya 
asumtif atau hipotesis saja. 
2. Kemaslahatannya harus bersifat umum, tidak hanya 
untuk kepentingan atau kebaikan perorangan.  
3. Tidak bertentangan dengan nash Alquran dan hadis. 
Demikian pula pemakaian qiyas sebagai landasan 
hukum harus memenuhi syarat dan rukunnya. 
Diantaranya yang paling penting adalah adanya 
persamaan ‘illat hukumnya (motif hukum). Antara 
masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan 
masalah pokok yang sudah ditetapkan hukumnya. Di 
                                                 
120By Admin, Asuransi Menurut Pandangan Islam. 
(http://www.bprsyariah.com/artikel/92) diakses 27 desember 2011. 
   
 
kalangan ulama  dan cendekia-wan muslim ada empat 
pendapat tentang hukum  asuransi (termasuk asuransi 
jiwa), yaitu: 
1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan 
bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. 
2. Memperbolehkan semua asuransi dalam prakteknya 
sekarang ini. 
3. Memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial dan 
mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat 
komersial. 
4. Menganggap syubhat (meragukan, sehingga belum ada 
kesimpulan hukum yang meyakinkan. 
Alasan-alasan mereka yang mengharamkan 
transaksi  asuransi antara lain: 
1. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan 
judi. 
2. Mendukung unsur tidak jelas dan tidak pasti. 
3. Mengandung unsur riba. 
4. Asuransi termasuk akad syarti, artinya jual beli atau 
tukar menukar mata uang dengan tidak tunai. 
5. Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang 
berarti mendahului tidakdir Tuhan yang Maha Kuasa. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, 
Abdullah al-Qalqiy (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi 
dan Muhammad Bakhil al-Muth‘i (mufti Mesir”). Alasan-
alasan yang mereka kemukakan ialah: Pertama, asuransi 
sama dengan judi. Kedua, asuransi mengan-dung ungur-
unsur tidak pasti. Ketiga, asuransi mengandung unsur 
riba/renten. Keempat, asurnsi mengandung unsur 
pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa 
melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi 
yang sudah dibayar atau dikurangi. Kelima, premi-premi 
yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek 
riba. Keenam, asuransi termasuk jual beli atau tukar 
   
 
menukar mata uang tidak tunai. Ketujuh, hidup dan mati 
manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan 
mendahului tidakdir Allah.121 
Alasan-alsan mereka yang membolehkan asuransi 
(termasuk asuransi jiwa) antara lain: Pertama, Tidak ada 
nash Alquran dan hadis yang melarang asuransi. Kedua, 
Ada kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak. 
Ketiga, saling menguntungkan kedua belah pihak. 
Keempat,  ssuransi termasuk akad mudharabah, artinya 
akad kerjasama antara pemegang polis (pemilik modal) 
dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal 
atas dasar profit and loss sharing atau (PLS). Kelima, 
asuransi termasuk koperasi. 
Adapun alasan yang menganggap asuransi 
syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar’i yang secara 
jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi. 
Dan, apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, 
maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-
hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan 
mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat 
(emergency), hajat atau kebutuhan. 
Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa 
asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi 
sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat 
Allah. Allah yang menentukan segalanya dan memberi-
kan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman 
Allah Swt. dalam Q.S. Hud/11: 6, dan Q.S. al-Naml/: 64. 
    




                                                 
121Ibid., diakses 27 Desember 2011. 
   
 
  
    
  
Terjemahnya: 
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi 
melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia 
mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang 






   
    
 
  
    
Terjemahnya: 
Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permu-
laannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) 
yang memberikan rezki kepadamu dari langit dan bumi? 
apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?. 
Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu 
memang orang-orang yang benar (Q.S. al-Naml/27: 64). 
  
   
  
   
Terjemahnya: 
   
 
Dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-
keprluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-
makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki 
kepadanya.” (Q.S. al-Hijr/15: 20). 
Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa 
Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk 
keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia 
sebagai khalifah di muka bumi.Allah telah menyiapkan 
bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih 
perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkan-
nya.122 Melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah 
merupakan salah satu ikhtiar untuk mengahadapi masa 
depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini 
tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka 
masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu 
masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan 
tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari. 
D.  Khilafiyah tentang Asuransi Jiwa: Sikap Muslim 
Masalah khilafiyah, ada pro dan kontra tentang 
asuransi. Seorang muslim harus bijaksana menghadapi 
masalah khilafiyah seperti masalah asuransi. Ia harus 
memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama 
tersebut diatas yang dipandangnya paling kuat dalil atau 
argumennya, baik pendapat yang dipilihnya itu ringan 
ataupun berat untuk dilaksanakan bagi dia sendiri. Ia 
harus meninggalkan pendapat yang dipandang masih 
meragukan. Namun ia harus bersikap toleran terhadap 
sesama muslim yang berbeda pendapatnya. Hal ini sesuai 
dengan hadis Nabi dari Ibnu Umar, dan hadis  yang 
populer,yaitu  
                                                 
122Ibid., diakses 27 Desember 2011. 
   
 
ةمحر ىتما فلاتخا  “Perbedaan umatku itu rahmat”.123 
                                                 
123Hadis tersebut tercantum dalam beberapa kitab hadis yang 
memuat hadis-hadis yang masyhur di kalangan masyarakat, di 
antaranya: Ismail ibn Muhammad al-‘Ajluny, Kasyf al-Khafa’ wa Muzil 
al-Ilbas ‘Amma Isytahara min al-Ahadits ‘Ala Alsinah al-Nas, juz I (Cet. 
Beirut: Dar al-Turats al-‘Araby, 1352 H), h. 64. Muhammad Darwisy 
Aljut, Asna al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalif al-Maratib (Beirut: Dar al-
Katib al-‘Araby, 1403 H./1982 M.), h. 35. ‘Abd al-Rahman ibn Ali ibn 
Muhammad ibn Umar al-Syaibany, Tamyiz al-Thayyib min al-Khabits 
Fma Yaduru ‘ala Alsinah al-Nas min al-Hadits (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1409 H./1988 M), h. 16. 
 Hadis tersebut demikian populer, meskipun dari segi kualitas 
dalam perspektif kajian hadis dinyatakan dhaif, tetapi  pada sebagian 
riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah perbedaan 
pendapat yang terjadi di kalangan sahabat, mestinya berimplikasi 
rahmat bagi umat Islam. Sebagian yang lain memahami perbedaan 
yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah perbedaan dalam 
memahami ajaran Islam yang sifatnya furu’, yang secara historis dalam 
realitas terjadi sejak masa Rasulullah saw., tetapi perbedaan tersebut 
dapat ditoleransi sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan 
hadis-hadis yang kualitasnya shahih. Sebab, bagaimanapun juga 
sepanjang itu hasil ijtihad ulama, bahkan sahabat sekalipun 
memungkinkan untuk direinterpretasi ulang yang kemudian bisa 
berimplikasi: diterima, ditinggalkan atau diterima dan dikembangkan 
agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi bagaimanapun 
juga hasil-hasil pemikiran para ulama dalam berbagai bidang 
keilmuan  betatapun tidak semuanya dapat diterima atau bahkan ada 
yang mungkin tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman tetapi 
ia tetap menjadi khazanah intelektual Islam. 
 Dengan demikian kalaupun hadis tersebut diterima, maka 
pemaknaannya lebih kepada perbedaan pendapat yang terjadi di 
kalangan ulama dalam rangka memahami al-Qur’an dan hadis 
termasuk pada kajian hukum, serta pengembangan teori-teori ilmu 
pengetahuan dalam artian yang luas. Meskipun perbedaan pendapat 
dimaksud haruslah dipahami dalam konteks untuk berkompetisi 
dalam kebaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kehidupan dan 
pelaksanaan tugas kekhalifahan di bumi ini. Perbedaan pendapat 
dapat berimplikasi rahmat bagi umat manusia jika dibangun di atas 
   
 
Yang dimaksud dengan perbedaan umat menjadi rahmat 
adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah 
agama yang bersifat furu’iyah (cabang), bukan masalah 
ushuliyah (pokok-pokok ajaran Islam).  
Pendapat kedua yang membolehkan semua 
asuransi didalam prakteknya sekarang ini termasuk 
asuransi jiwa, selain alasan-alasan yang telah 
dikemukakan diatas, dapat diperkuat dengan alasan-
alasan sebagai berikut:  
1. Sesuai dengan kaidah hukum slam. Pada prinsipnya, 
pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang 
melarangnya. Bahkan terdapat ayat dan hadis yang 
memberikan isyarat atau indikasi kehalalan asuransi 
jiwa, yakni Alquran surat al-Nisa ayat 8 dan hadis 
Nabi riwayat al-Bukhori dan Muslim. Dari Said bin 
Abu Waqqos  مهرذت نا نم رﻴخ ءاﻴﻨغا كتثرو رذت نا كنا
ساﻨلا نوﻔﻔعتي ةلاع. Artinya: “Sesungguhnya lebih baik 
bagimu meninnggalkan ahli warismu, dalam keadaan 
kecukupan dan daripada meninggalkan mereka menjadi 
beban tanggungan orang banyak.” 
2. Asuransi tidak sama dengan judi (gambling), karena 
asuransi bertujuan mengurangi resiko dan bersifat 
sosial dan membawa maslahat bagi keluarga, 
sedangkan judi justru menciptakan resiko, tidak 
bersifat sosial dan dapat membawa malapetaka bagi 
                                                                                                
akan keragaman dan tidak mengklaim kebenaran sendiri dengan 
menafikan kebenaran pada orang lain. Karena jika tidak demikian, 
justeru perbedaan pendapat berimplikasi permusuhan bahkan 
malapetaka bagi kemanusiaan. Dalam konteks ini, dimaksudkan 
untuk bersikap lebih arif dalam ranah khilafiyah, khususnya masalah 
fiqihyah tentang asuransi. Jika ada pihak yang menganiaya dan 
teraniaya, atau keuntungan hanya sepihak, atau bentuk kecurangan 
yang lain maka seluruh ulama sepakat itu riba, dan status hukumnya 
haram dan didukung oleh nash. 
   
 
yang terkait dan keluaraga. 
3. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam. Untuk 
menarik atau mencari kemaslahatan dan menghindari 
kerusakan atau kerugian.ﺓدسﻔملا عفدو ةحلصملا ﺐلجل 
(menghadirkan maslahat dan mencegah mudarat) 
4. Asuransi sudah diperhitungkan secara matematik 
untung dan ruginya, bagi perusahaan asuransi dan 
bagi para pemegang polisnya, sehingga tidak ada 
pihak yang dirugikan secara mutlak (berdasarkan ilmu 
akultuariya). 
D. Penegasan 
Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1.  Menurut psal 246 Wetbock Van koophandel (kitab 
undang-undang perniagaan) bahwa asuransi pada 
umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak 
yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin 
untuk memerima sejumlah uang premi sebagai 
pengganti kerugian. 
2.  Dikalangan ulama cendekiawan muslim ada empat 
pendapat tentang hukum asuransi, yaitu: 
a) Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan 
bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. 
b) Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya  
sekarang ini. 
c) Menganggap syubhat. 
3. Tujuan asuransi antara lain: 
a) Memberikan perlindungan terhadap diri seseorang 
atau keluarga dari ancaman hidup yang serius.  
b) Merupakan salah satu jalan menuju hidup 
sejahtera lahir dan batin. 
c)  Menjamin atau menanggung kerugian orang yang 
mempertanggungkan apabila terjadi bahaya atau 
   
 
kecelakaan yang mungkin menimpa dirinya dan 
atau hartanya. 
4. Masalah khilafiyah ada pro dan kontra tentang 
asuransi. Seorang muslim harus bijaksana 
menghadapi masalah khilafiyah seperti masalah 
asuransi. Ia harus memilih salah satu dari pendapat-
pendapat ulama. 
5. Pihak muamman (tertanggung) tidak boleh melakukan 
manipulasi untuk memperoleh keuntungan dari 
pihak asuransi. Demikian pula muammin (pihak 
asuransi, penanggung) tidak boleh mempersulit 
proses claim. Untuk memperoleh pelayanan claim, 
pihak asuransi tidak boleh menyembunyikan aturan-
aturan dan kebijakan yang berlaku. Tidak boleh 
menjebak para nasabah (klien),  harus dilakukan secara 
transparan. Jadi, integritas personal setiap pihak 
merupakan hal yang mutlak dalam muamalah 
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BAB XV 
GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI 
A. Gandai sebagai Bentuk Muamalat 
Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga 
kepentingan kreditur (orang yang memberikan pinjaman), 
jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan 
meminta barang dari debitur (orang yang meminjam), 
sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur itu 
tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan 
dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum 
Islam disebut “rahn atau gadai”. Gadai merupakan salah 
satu bentuk muamalah yang dilakukan manusia 
sepanjang sejarah. Iklan dan promosi gadai kini semakin 
gencar dilakukan di berbagai media. Bahkan, gadai 
dianggap sebagai cara “mengatasi masalah tanpa 
masalah”.  
B. Pengertian Gadai 
Menurut bahasa rahn atau gadai bermakna “tetap 
dan kekal”. Sebagian ulama lughat memberikan arti 
bahwa al-rahn  berarti “tertahan”.Adapun defenisi al-rahn 
atau gadai menurut istilah syara’ adalah menjadikan 
sesuatu benda yang mempumyai nilai harta dalam 
pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, 
sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau 
sebagian utang dari benda itu. 
Defenisi yang lain terdapat dalam kitab al-Mughny 
yang dikarang oleh Ibnu Qudamah sebagai berikut: rahn 
atau gadai adalah suatu benda yang dijadikan 
kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari 
harganya, bila yang berhutang tidak sanggup 
membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan 
   
 
menurut al-Imam Abu Zakaria al-Anshori dalam 
kitabnya, Fathul Wahab, rahn atau gadai adalah 
menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) 
sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat 
dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak 
dibayar.124 Jadi, gadai berutang-piutang dalam bentuk 
memberikan barang jaminan sebagai antisipasi sekaligus 
memberi rasa aman kepada pemberi pinjaman.  
Senada dengan itu, Sulaiman Rasyid berpendapat 
jaminan adalah barang yang dijadikan peneguh atau 
penguat kepercayaan dalam utang-piutang.125 Contoh 
penggunaannya dalam kalimat, “Ni’matun Rahinah” yang 
bermakna karunia yang tetap dan berkesinambungan. 
Penggunaan rahn untuk makna al-habsu menahan, dimuat 
dalam Alquran. “Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) 
dengan atas apa yang telah diperbuatnya”(al 
Muddatstsir/74:38) 
Menurut syari’at Islam, gadai berarti menjadikan 
barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai 
jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan 
mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Demikian 
defenisi yang dikemukakan oleh para ulama.  
Sedangkan menurut UU Perdata 1150, gadai 
adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang 
mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang 
diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau 
oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan 
kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk 
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 
didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, 
                                                 
124 Rosadi, Imron, Ringkasan Kitab Al Umm, Terj.Al-Umm 
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 
125 Rasyid, Sulaiman. Rasyid,. Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2004) 
   
 
dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-
biaya mana harus didahulukan. 
Dalam ketentuan hukum adat, gadai adalah 
menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran 
sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual 
(penggadai) tetap berhak atas penngembalian tanahnya 
dengan jalan menebusnya kembali. 
Jika seseorang berhutang kepada orang lain, maka 
ia menjadikan barang miliknya, bergerak atau tidak 
bergerak seperti ternak untuk diberikan kepada debitor 
hingga ia melunasi semua utangnya. Pemilik barang 
gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan yaitu 
orang yang mengambil barang tersebut serta menahan-
nya disebut murtahin sedangkan barang yang digadaikan 
disebut rahn atau marhun.  
 Al-Rahn atau gadai adalah menjamin hutang 
dengan barang yang dimungkinkan dapat memenuhi 
hutang tersebut. Dengan demikian dapat dipahami 
bahwa gadai adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam 
dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. 
Perjanjan gadai merupakan sebagai proses tolong 
menolong yang salaing memberi manfaat, baik pihak 
pegadaian maupun pihak menggadai.126 Pemilik barang 
mendapatkan keuntungan dengan adanya bantuan tanpa 
harus melapas barang miliknya, sedang pemberi 
pinjaman mendapatkan rasa aman dalam memberi 
piutang, aman dari kerugian dan penipuan. 
C. Memanfaatkan Barang Gadai 
Jumhur (mayoritas) ulama, begitu pula semua 
imam madzhab empat kecuali madzhab Hanbali[5] 
                                                 
126 Masjfuk, Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Cet. II; Jakarta: PT 
Pertja, 1991), h. 
   
 
bersepakat bahwa barang yang sedang digadaikan tidak 
boleh dimanfaatkan oleh pemegang barang kecuali 
dengan seizin pemilik barang. Hal ini disebabkan 
(karena) pemegang barang tidak memilikinya, bahkan 
barang tersebut sekedar amanah, sehingga tidak berhak 
memanfaatkannya. Hal ini didasari oleh sabda Nabi : 
“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan 
dari (pemilik)nya”.127 Jadi, syarat salah satu syarat sah 
transaksi dan muamalah adalah kerelaan kedua belah 
pihak yang bertransaksi gadai.  
1) Menjual Barang Tanpa seizin Pemiliknya 
Seandainya pemegang barang terlanjur meman-
faatkannya, menjual, atau menyewakannya tanpa seizin 
pemiliknya, maka menurut Imam Syafi’i dan Imam 
Hanbali penjualan dan sewa-menyewa tersebut batal dan 
tidak sah. Adapun menurut Imam Hanafi dan Imam 
Malik, penjualan dan sewa menyewa tersebut hukumnya 
tergantung kepada pemilik barang, ketika pemilik barang 
mengetahui lantas menyetujui, maka sah penjualan atau 
sewa-menyewa itu, tetapi apabila tidak maka batal dan 
tidak sah.128  
Pendapat terakhir inilah  (Imam Hanafi dan Imam 
Malik) yang kuat dengan dasar sebuah hadis yang 
dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya seorang 
sahabat bernama Urwah al-Bariqi Radhiyallahu’anhu 
pernah dititipi Rasulullah Saw. satu dinar untuk membeli 
satu ekor kambing qurban, lalu Urwah pergi ke pasar 
hewan membeli dua ekor kambing seharga satu dinar, 
kemudian sebelum kembali kepada Nabi Saw. ia menjual 
                                                 
127Hadis dishahihkan al-Albani dalam Shahih wa Dh’if Jami’ush 
Shaghir no. 7662 dan Irwa’ul Ghalil no. 1761, 1459) 
128 Lihat  al-Bada’iy, Juz 6 (t.d), h. 146, dan al-Syarhul Kabir, Juz 3 
(t.d.), h. 242.  
   
 
satu ekor kambing seharga satu dinar, lalu datang kepada 
beliau membawa satu ekor kambing dan uang satu dinar, 
dan tatkala Nabi Saw. mengetahuinya, beliau tidak 
mengingkarinya, bahkan Nabi Saw. menyetujui dan 
mendoakan keberkahan buat Urwah. Hadis ini 
menunjuk-kan, apabila seorang menjual atau membeli 
sesuatu tanpa persetujuan pemiliknya yang sah, 
kemudian pemiliknya yang sah ketika tahu lalu 
menyetujuinya, maka transaksi tersebut sah, tetapi 
apabila tidak menyetujui maka batal dan tidak sah.  
Akan tetapi, pendapat Imam Syafi’i dan Imam 
Hanbali lebih aman, apalagi saat ini kemajuan teknologi 
komunikasi telah maju, sehingga pemberitahuan sebelum 
dimanfaatkan. Pihak pegadaian dapat memberi informasi 
sebelum menggunakan barang tersebut kepada 
pemiliknya. Bahkan, gadai yang tidak melalui pegadaian 
juga dapat melakukan hal yang sama mengingat alat 
komunikasi sangat menunjang. Singkatnya pendapat 
Syafi’i dan Hanbali, selain lebih aman, juga relevan 
dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini. Untuk 
kondisi yang tidak memungkinkan dihubungi dan 
dimintai persetujuan pemi-liknya, dan manfaatnya lebih 
besar daripada kemungkinan mudaratnya, maka 
pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik dapat menjadi 
alternatif. 
2) Kerugian dan Keuntungan yang Timbul dari 
Barang Gadai  
Adapun kerugian atau keuntungan yang muncul 
dari barang yang sedang digadaikan dan sedang berada 
di tangan pemegang barang, maka semuanya dikembali-
kan kepada penggadai (pemilik barang) yang asli. Hal ini 
lantaran keuntungan dan kerugian/berkurangnya barang 
tersebut adalah cabang dari pokoknya, sehingga dikem-
   
 
balikan kepada pokoknya – yaitu barang gadai – dan 
dikumpulkan menjadi satu dengan barang gadai serta 
tetap menjadi hak milik penggadai (pemilik barang). Ini 
merupakan kesepakatan ahli fiqh dari berbagai kalangan 
madzhabnya masing-masing.129 Sebagaimana sabda Nabi 
Swa. : 
“Tidak boleh ditutup/ dihalangi barang yang digadaikan 
bagi pemiliknya yang menggadaikannya, keuntungan 
dan kerugian adalh haknya (penggadai/pemilik 
barang)”130 
Misalnya; seorang meminjam uang kepada orang 
lain,kemudian menggadaikan seekor kambing betina 
yang sedang hamil. Tatkala penggadai mau melunasi 
hutangnya dan mengambil barang yang digadaikan tadi, 
ternyata kambing miliknya telah melahirkan tiga ekor, 
dan dari tiga ekor tadi melahirkan sembilan ekor, 
sehingga kambing-kambing itu berjumlah tiga belas ekor, 
maka semua kambing tadi termasuk barang gadai dan 
tetap merupakan hak milik penggadai barang. Begitu 
pula sebaliknya, seandainya ternyata kambing yang 
sedang hamil tadi mati tanpa adanya faktor kesenjangan 
dari pemegang barang, maka kerugian tersebut dikem-
balikan kepada pemilik barang, dan tidak menjamin 
kerugian karena tidak ada unsur kesenjangan. 
                                                 
129 Lihat Wahbah al-Dzuhailiy, Wahbah al-Dzuhailiy, al-Fiqh al-
Islami wa Adillatuhu, Vol 5 (t.d.), h. 273. 
130HR. Ibnu Hibban dalam Mawaridu adh-Dham’an (no. 1123), 
Baihaqi (6/40), Abdur Razzaq dalam al-Mushannaf (no. 15033), 
Daruquthni dalam as-Sunan (3/32 no. 126), al-Marsail li Abi Dawud 
(no. 187), asy-Syafi’I dalam Tartibul Musnad (2/164 no. 568). Berkata 
al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, “Para perawi hadist ini 
terpercaya, kecuali yang lebih kuat tentang hadist ini menurut Abu 
Dawud bahwa hadis ini mursal” 
   
 
3) Pemilik Barang Menanggung Biaya Perawatan 
Selama Gadai   
Apabila barang gadai membutuhkan biaya 
perawatan seperti hewan yang membutuhkan biaya 
makan, minum dan yang lainnya, maka biaya ini pada 
asalnya ditanggung oleh penggadai (pemilik barang), 
karena pemilik barang pada asalnya menganggung 
semua kerugian dan memiliki semua hasil keuntungan 
yang timbul dari barangnya. Misalnya, apabila seseorang 
menggadaikan sebuah tokonya yang besar, sedangkan 
situasi di tempat tersebut tidak aman dan sangat 
dikhawatirkan adanya para pencuri yang akan mencuri 
di toko tersebut, maka pemegang toko boleh menyewa 
para penjaga toko/satpam untuk menjaga agar toko 
terebut selamat dari gangguan pencuri, dan yang 
menanggung biaya sewa satpam adalah penggadai 
(pemilik toko) itu. 
4) Memanfaatkan Barang Gadai untuk Mengganti 
Biaya Perawatan  
Apabila barang yang digadaikan bisa 
dimanfaatkan, sedangkan barang terebut membutuhkan 
biaya perawatan, dan pemilik barang tidak memberi 
biaya perawatannya, maka pemegang barang boleh 
memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas/seimbang 
dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 
memelihara barang tersebut, hal ini didasari oleh satu 
hadis:  
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu berkata bahwa 
Nabi Saw. bersabda, “Punggung (hewan yang dapat 
ditunggani) boleh ditunggangi sebatas pengganti biaya 
yang telah dikeluarkan, dan air susu (hewan yang bisa 
diperah susunya) boleh diminum sebatas biaya yang telah 
dikeluarkan apabila (hewan-hewan tersebut) sedang 
   
 
digadaikan, serta yang menunggangi dan yang minum 
susunya harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya” 
(HR. Bukhari 2511, 2512) 
Hadis di atas menunjukkan, pemegang barang 
berhak memanfaatkan barang gadai sebatas pengganti 
biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang gadai, 
seperti biaya makan dan minum setiap hari dan lainnya.  
Sebagaimana dijumpai dalam Subulus Salam al-Mushilah 
ila Bulughil Maram 5/161. Dari hadis di atas dapat 
diketahui bahwa bolehnya memanfaatkan barang gadai 
tersebut membutuhkan biaya perawatan. Sedangkan 
barang gadai yang tidak membutuhkan biaya perawatan 
selama digadaikan seperti perhiasan, alat-alat rumah 
tangga dan lainnya tidak boleh dimanfaatkan oleh 
pemegang barang kecuali dengan seizin pemilik 
barangnya, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. 
Dari hadis di atas pula (dari perkataan “sebatas 
biaya yang dikeluarkan”), bahwa bolehnya pemegang 
barang memanfaatkan barang gadai dengan syarat harus 
seimbang antara pemakaian/pemanfaatan barang dengan 
biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan barang 
tersebut, dan tidak boleh berlaku zalim atau sampai 
membahayakan barang gadai tersebut. Misalnya; apabila 
seseorang menggadaikan sapi perahnya kepada orang 
lain, maka boleh bagi pemegang barang memerah susu 
sapi tersebut dan memanfaatkan susunya sebatas 
pengganti biaya perawatan sapi perah itu. Apabila biaya 
perawatannya selama seminggu adalah sebesar Rp 
100.000 sedangkan hasil perahan susunya selama satu 
minggu adalah Rp 150.000, maka pemegang barang 
hanya berhak mengambil yang seimbang dengan biaya 
perawatannya yaitu Rp. 100.000. kemudian pemegang 
barang harus mengembalikan lebihnya yaitu Rp 50.000 
kepada pemilk barang gadai karena ini adalah haknya, 
   
 
sebagaimana dijumpai dalam asy-Syahrul Mumti’ 9/97, 
dengan perubahan angka dan penyesuaian) 
5) Jatuh Tempo Pembayaran Hutang  
Apabila telah datang waktu (jatuh tempo) yang 
disepakati untuk pembayaran hutang, maka ada 
beberapa kemungkinan yang terjadi: yaitu; Apabila telah 
jatuh tempo pembayaran hutang dan penggadai (pemilik 
barang) telah mendapati/mempunyai harta untuk 
melunasi hutangnya, maka dia harus bersedia membayar 
hutangnya, dan mengambil kembali barang gadai yang 
telah dijadikan sebagai jaminannya. Karena inilah, 
kewajiban setiap orang yang mempunyai tanggungan, 
menepati perjanjian dan tidak mengingkarinya, 
sebagaimana firman Allah : 
 
 ..... دوقولاب اوفوأ اوﻨمأ نيذلا اهيأ اي   “Hai orang-orang yang 
beriman, penuhilah akad-akad perjanjian kalian!...” (QS. al-
Maidah [5] : 1 
Apabila penggadai (pemilik barang) tidak dapat 
melunasinya disebabkan ketidakmampuannya, maka 
disyariatkan bagi pemegang barang untuk bersabar 
menunggu sampai penggadai (pemilik barang) mampu 
dan bisa membayar hutangnya, sedangkan penggadai 
(pemilik barang) harus berusaha mendapatkan harta 
untuk melunasi hutangnya karena ini merupakan 
tanggungannya. Firman Allah: “Dan jika (orang yang 
berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan”.131   
Pemilik barang masih mempunyai kesempatan 
untuk mendapatkan kembali barang yang digadaikan, 
dan barang tersebut masih tetap hak milik penggadai 
                                                 
131QS. al-Baqarah/2 : 280. 
   
 
sebagaimana sabda Nab. Ibnu Atsir mengartikan , 
“Termasuk perbuatan kaum jahiliyah, apabila peng-
gadai/pemilik barang tidak mampu melunasi hutangnya, 
maka secara otomatis barang tersebut menjadi milik 
pemegang barang. Agama Islam membatalkan anggapan 
seperti ini”132. Akan tetapi, apabila pemegang barang 
ingin menarik/menuntut haknya karena dia 
membutuhkannya maka dia berhak menuntut haknya 
supaya pemilik barang133 bersedia menjual barang yang 
digadaikan tersebut, dan hasil penjualan barang gadai 
dipakai untuk melunasi hutangnya. 
Apabila penggadai (pemilik barang) tidak mau 
melunasi hutangnya padahal dia dalam keadaan lapang 
atau mampu untuk melunasi hutangnya, maka hakimlah 
yang menghukumi masalah ini. Dan barang gadai harus 
dijual lantas hasil penjualannya dipakai untuk melunasi 
hutangnya, walaupun penggadai atau pemilik barang 
tidak rela barangnya dijual. Hal ini telah disepakati oleh 
para fuqaha’ (ahli fikih).134   
6) Barang Gadai Rusak atau Hilang dalam 
Penanganan Pegadaian (Individu)  
Apabila barang gadai rusak/hilang di tangan 
pemegang barang gadai tersebut, maka pemegang barang 
tidak menanggungnya, dan yang menanggung adalah 
pemilik barang (penggadai barang) itu sendiri, kecuali 
                                                 
132 Lihat pernyataan Ibnu Atsi,r al-Nihayah Juz 3, (t.d.) h. 379. 
133Hak penjualan barang dikembalikan kepada penggadai 
(pemilik barang) karena dialah yang memilikinya, akan tetapi karena 
barang tersebut sedang menjadi jaminan  hutang maka harus disetujui 
oleh pemegang barang gadai itu, Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islami 
wa Adillatuhu, Juz 5, op. cit., h. 272. 
134 Lihat Kasyf al-Qana’, 3/330 dan Wahbah al-Dzuhailiy, al-Fiqh 
al-Islami wa Adillatuhu, Juz 5, op. cit., h. 275. 
   
 
apabila ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh 
pemegang barang. Hal ini didasari oleh sabda Nabi , 
yaitu :”keuntungan dan kerugian adalah haknya 
(penggadai/pemilik barang)”. Didasari pula karena 
barang yang ada di tangan pemegang adalah amanah, 
maka barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan kecuali 
dengan seizin pemiliknya yang sah; sedangkan orang 
yang diberi amanah tidak menanggung kerusakan 
kecuali jika ada unsur kesengajaan. Juga dikarenakan 
orang yang memegang amanah adalah orang yang 
berbuat baik kepada sesamanya sehingga tidak ada jalan 
menyalahkannya kalau dia tidak menyengaja. Alloh 
berfirman: “Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-
orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”. (QS. al-Taubah/9 : 91) 
Misalnya; seseorang menggadaikan mobilnya 
kepada si fulan, kemudian si fulan menggunakan mobil 
ini untuk mengangkut penumpang tanpa seizin peng-
gadainya. Dalam jangka waktu sekian lama, mobil itu 
rusak dan membutuh-kan biaya perbaikan yang besar, 
maka si fulan harus menanggung semua biaya perbaikan 
mobil tersebut karena ada unsur kesengajaan dirinya atas 
terjadinya kerusakan mobil tersebut. Seandainya pada 
permisalan di atas tadi si fulan tidak menggunakan mobil 
itu, bahkan menyimpannya di tempat yang selayaknya, 
kemudian datanglah seorang pencuri pada malam hari 
dan mencuri mobil gadai tersebut, maka si fulan tidak 
menanggung kehilangan mobil tersebut karena tidak ada 
unsur kesenga-jaan dari si fulan (pemegang barang) ini. 
Demikian pembahasan pegadaian menurut Islam. 
Mungkin masih ada poin-poin yang belum terbahas dan 
kurang sempurna, atau belum mencakup semua sistem 
pegadaian yang ada di tanah air kita. Perlu diingat, 
hukum yang kami sebutkan dalam pembahasan ini 
   
 
(diperboleh-kannya pegadaian) adalah yang sesuai 
dengan syari’at Islam berikut syarat-syarat yang telah 
kami sebutkan di atas. Adapun sistem pegadaian yang 
ada di tanah air kita, maka tidaklah bisa dihukumi secara 
umum diperbolehkan. 
D. Dari segi Hukum Islam 
Penjelasan sebelumnya sekaligus memberikan 
gambaran mengenai hukum gadai menurut Islam. Gadai, 
hukum dasarnya boleh dan dibenarkan dalam Islam. Hal 
ini berdasarkan pertimbangan terhadap ayat 283 surah al-
Baqarah.   
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     
Terjemahnya: 
   
 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka Sesung-guhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 
Selain ayat di atas, masih terdapat sejumlah ayat 
yang dapat dijadikan dalil kebolehan praktek gadai untuk 
solusi terhadap masalah. Bahkan ada iklan pegadaian 
“mengatasi masalah tanpa masalah”. Akan tetapi tujuan 
utamanya adalah tolong-menolong karena Allah. 
Disamping ayat-ayat Alquran juga terdapat hadis yang 
relevan. Dalil Sunnah, Rasulullah pernah menggadaikan 
baju besinya kepada orang Yahudi untuk meminjam 
gandum. Yahudi tersebut berkata, “Sungguh Muhammad 
ingin membawa lari hartidaku”. Rasulullah kemudian 
menjawab, “Bohong! Sesungguhnya aku orang yang 
paling jujur di atas bumi dan langit ini. Apabila kau 
berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah 
kalian menemuinya dengan membawa baju besiku”. 
Sabda Rasulullah Saw..: 
 ىدوهي دﻨع اع رد معﺻ الله لوﺳر نهر لاق سنأ نع
 ئاسﻨلاو ىراخبلاو دمحأ هور( هله لأارﻴعش ذخأ و ةﻨيدملاب
ةجام نباو .( 
Artinya:  
   
 
“Dari Anas, katanya: “Rasulullah telah merungguhkan 
baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, 
sewaktu beliau mengutang syair (gandum) dari orang 
Yahudi itu untuk keluarga beliau”. (HR Ahmad, 
Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).  
Dalam riwayat Bukhari dan lainnya, Aisyah 
Ummul Mu’minin r.a. menceritakan, “Rasulullah pernah 
membeli makanan dari orang Yahudi dan ia 
menggadaikan baju besinya”. Para ulama sepakat bahwa 
gadai hukumnya boleh dan tidak pernah memperten-
tangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan 
hukumnya. Mayoritas ulama berpen-dapat bahwa syariat 
tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian 
dan bepergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah saw, 
terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di Madinah. 
Jika bepergian, sebagaimana dikaitkan dalam ayat di atas, 
maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada 
masyarakat tersebut. Mujahid, Adh Dhahhak, dan 
pengikut madzhab azh-Zahiri berpendapat bahwa gadai 
tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berda-
sarkan ayat di atas. Namun, ada hadis yang menyanggah 
pendapat tersebut.  
E. Rukun dan Syarat Gadai 
Rukun-rukun gadai adalah sebagai berikut: 
1. Al-Rahn (yang menggadaikan) dan al-Murtahin 
(penerima gadai/yang memberikan pinjaman) adalah 
orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan 
atas keinginan sendiri . 
2. Al-Mahrun/Rahn (barang yang digadaikan) harus ada 
pada saat perjanjian gadai dan barang tersebut 
merupakan milik sepenuhnya dari pemberi gadai. 
Syarat benda yang dijadikan jaminan ialah benda itu 
   
 
tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar. Rasul 
bersabda: ” Setiap barang yang bisa diperjualbelikan 
boleh dijadikan jaminan gadai”. Menurut Ahmad bin 
Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam 
masalah gadai ada tiga macam, yaitu: kesaksian, 
barang gadai dan barang tanggungan. 
Sedangkan syarat barang yang digadaikan adalah: 
1. Dapat diserah terimakan 
2. Bermanfaat 
3. Milik orang yang menggadaikan (rahin) 
4. Jelas 
5. Tidak brsatu dengan harta lain 
6. Dikuasai oleh rahin 
7. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan 
8. Al-Mahrun Bih (Utang) adalah sejumlah dana yang 
diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya 
tafsiran marhun. 
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah syarat 
utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah: 
1. Utang yang tetap dapat dimanfaatkan 
2. Utang harus lazim pada waktu akad 
3. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan 
murtahin 
4. Sighat, Ijab dan Qabul adalah kesepakatan antara rahin 
dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. 




3. Barang yag dijadikan jaminan ada pada saat akad 
meski tidak lengkap. 
4. Barang tersebut diterima oleh orang yang memberikan 
utang ( murtahin) atau wakilnya. 
   
 
Imam Syafi’i melihat bahwa Allah tidak 
menetapkan satu hukum kecuali dengan jaminan yang 
memiliki kriteria jelas dalam serah terima. Apabila 
kriteria tersebut tidak ada maka hukumnya juga tidak 
ada. Mazhab Maliki berpen-dapat bahwa gadai wajib 
dengan akad dan bagi orang yang menggadaikan 
diharuskan menyerahkan barang jaminan untuk dikuasai 
oleh debitor (murtahin). Barang jaminan jika sudah berada 
di tangan debitor (murtahin), ia berhak memanfaatkan 
barang tersebut. Berbeda dengan Imam Syafi’i yang 
mengartikan, “Hak pemanfaatan atas barang jaminan 
hanya boleh selama tidak merugikan debitor”.  
F. Penegasan 
 Gadai merupakan salah bentuk muamalah yang 
berfungsi sebagai kegiatan tolong-menolong diantara 
sesama manusia. Hukum dasar gadai dalam Islam adalah 
boleh (mubah) didukung oleh beberapa dalil (Alquran dan 
sunna) serta ijma’ para ulama. Memanfaatkan barang 
gadai mempunyai pembahasan, ketentuan-ketentuan, 
sehingga untuk menentukan siapa yang dapat 
mengambil manfaat daripadanya, dan siapa yang 
bertanggungjawab harus mengikuti ketentuan yang 
berlaku dan memper-hatikan isyarat syariat Islam. Tidak 
boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang 
menzalimi, serta dilakukan atas kesepakatan disertai rela 
sama rela. Mengingat teknologi komunikasi yang 
demikian majusaat ini, pemanfaatan barang gadai 
seyogiyanya atas izin pemiliknya. Jika terjadi kerusakan 
atas kesengajaan pihak yang menangani barang, maka 
biaya perbaikannya ditanggung oleh pengguna. Apabila 
kerusakan terjadi luar kesengajaan atau kecurian tanpa 
indikasi kesengajaan pihak penerima barang maka 
tanggungan ada pada pemilik barang sendiri. 
   
 
Beradasarkan beberapa analisis bandingan di atas, 
maka praktek gadai sesungguhnya merupakan praktek 
muamalat sebagai sarana tolong-menolong tanpa ada 
pihak yang zalim dan pihak yang terzalimi 
(tereksploitasi). Berdasarkan pertimbangan ini, maka 
praktek gadai  sawah (mappasanra galung) yang 
berlangsung di sebagian masyarakat adalah praktek riba 
(zalim), sebab pemilik sawah tidak dapat mengolah 
sawahnya selama masa gadai dan uang atau barang yang 
dipinjam harus dikembalikan utuh. Pemilik sawah berada 
pada posisi dan keadaan yang terzalimi.  
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BAB XVI 
ZAKAT DAN MACAM-MACAMNYA 
A. Makna Zakat 
Zakat berarti ”tumbuh dan bertambah” juga 
bisa berarti, berkah, bersih, suci, subur dan 
berkembang maju. Zakat adalah salah satu Rukun 
Islam yang lima, Selaku umat Islam telah diwajibkan 







  135   
Terjemahnya:   
 Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah 
kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. 
Allah menjelaskan bahwa orang yang menaati 
perintah Allah khususnya dalam menunaikan zakat 
niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kita 
dan akan dikembalikanya, kepada kesucian/fitrah 
seperti bayi yang baru dilahirkan kedunia ini. 
Firman Allah. Istilah yang digunakan Alquran selain 
zakat juga disebut shadaqah sebagaimana firman 
Allah. 
                                                 
135 Q.S al- Nur/24: 56. 
   
 
   
  
  
    
    
   
 136   
Terjemahnya: 
 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui. 
Syarat wajib zakat: Islam, merdeka, milik 
sepenuhnya, cukup haul, cukup nisab. Pertama, 
setiap orang Islam wajib berzakat jika memenuhi 
syarat wajib zakat. Muslim yang merdeka wajib 
menunaikan zakat, dan jika ia tidak merdeka maka 
gugurlah kewajiban zakat atasnya. Harta yang wajib 
dizakati hanyalah merupakan milik yang ada di 
bawah kekuasaan pemiliknya. Jangka waktu (haul) 
yang dikenakan wajib zakat itu bervariasi sesuai 
jenis barang dan proses pemerolehannya, sehingga 
haul tidak sama antara profesi yang satu dengan 
profesi yang lain. Namun, ada pula yang dapat 
diqiyaskan (dianalogikan).  Selain itu, kewajiban 
zakat itu apabila sudah sampai nisab (takaran) 
tertentu yang telah ditetapkan syarak. 
B. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif 
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Zakat dilihat dari segi sasaran dan peman-
faatannya serta waktu pelaksanaannya dapat dibagi 
pada dua macam; zakat konsumtif dan zakat 
produktif. Zakat konsumtif biasanya dikenal dalam 
fikih dengan zakat fitri atau populer di masyarakat 
Indonesia dengan istilah zakat fitrah (zakat jiwa). 
Sedangkan zakat produktif biasa disebut zakat mal 
(zakat harta benda).  
Zakat fitri (konsumtif) dilaksanakan pada 
bulan Ramadhan, terutama menjelang berakhirnya 
bulan Ramadhan, dilaksanakan oleh setiap individu 
seluruh kaum muslimin (laki-laki dan perempuan, 
anak-anak dan dewasa). Sasarannya kepada fakir 
dan miskin agar mereka dapat berbuka dimana pada 
hari itu seluruh kaum muslimin menikmati 
hidangan atau konsumsi yang layak saji. Hal ini 
didasarkan pada sabda Nabi bahwa “zakat fitri itu 
merupakan konsumsi orang-orang fakir dan 
miskin”.  
Takaran zakat konsumtif tersebut dilaksana-
kan sesuai dengan ketentuan dari hadis-hadis Nabi 
Saw., tetapi untuk kepastiannya biasanya menunggu 
keputusan pemerintah, mengingat pembayaran 
zakat fitri tersebut tidak selalu dalam bentuk 
makanan jadi atau bahan mentah, tetapi dapat 
berupa uang, dan nilai mata uang tersebut 
mengalami perubahan sesuai dengan tingkat inflasi 
dan harga bahan pokok.  
1. Zakat sebagai Sumber Dana yang Potensial 
Zakat sebagai ibadah sosial bertujuan mening-
katkan kesejahteran umat manusia, khususnya kelas 
   
 
ekonomi lemah atau pra sejahtera (fakir miskin). Itu 
berarti Islam mengajarkan keadilan ekonomi  
kesejahteraan yang berkeadilan. Hal ini sesuai pula 
dengan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia”. Dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 
juga senantiasa sejalan dengan tujuan zakat, 
meskipun pada tataran realitas seringkali terjadi gap 
atau jarak yang “menganga” antara orang kaya dan 
orang miskin. Monopoli ekonomi seringkali 
berbanding lurus dengan tingkat kekuasaan dan 
otoritas politik dan ekonomi. Hal ini menjadi potensi 
konflik yang seringkali berkedok macam-macam. 
Kesenjangan sosial terjadi akibat monopoli. 
Diwajibkannya zakat sesungguhnya bertujuan 
untuk menghapus gap-gap tersebut, sebab hal itu 
meru-pakan potensi konflik yang harus diantisipasi. 
Tujuan zakat antara lain: 
1) Untuk membersihkan atau mensucikan jiwa 
para muzakki dari sifat kikir, individualistik, 
dan sifat-sifat tercela lainnya. 
2) Untuk membersihkan harta bendanya dari 
kemungkinan ada harta di dalamnya 
bercampur-baur dengan yang tidak 100% halal. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 
itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”137 
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3) Untuk mencegah berputarnya harta di kalangan 
konglomerat dan orang-orang kaya saja demi 
terwujudnya keadilan dan pemerataan kesejah-
teraan di kalngan masyarakat tanpa diskriminasi. 
Hal ini sejalan dengan semangat keadilan ekonomi 
dalam Alquran.  
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 
penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk 
rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 
harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja 
diantara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya”.138 
Semangat Alquran untuk mewujudkan 
keadilan sosial dan keadilan ekonomi bahwa 
Alquran mempunyai keberpihakan kepada kaum 
papa, dan mengingatkan kepada pemegang modal 
agar tidak melakukan diskriminasi terhadap yang 
lemah. Keberpihakan Alquran tersebut substansi-
nya adalah perlidungan hak-hak hidup yang layak 
bagi setiap individu dan memproteksi kesewenang-
wenangan pemilik modal untuk tidak berlaku zalim 
dan diskriminatif.  
4) Untuk memenuhi kepentingan publik yakni fasilitas 
seperti jembatan, irigasi, transportasi, jalanan 
umum, rumah ibadah, dan fasilitas publik lainnya. 
5) Untuk peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi 
lebih sejahtera, baik secara material maupun secara 
                                                 
138 QS. Al-Hasyr/59: 7. 
   
 
spiritual.139 
2. Pos-Pos Zakat 
Pos penggunaan zakat ada delapan macam 











   
  
     
   
    
Terjemahnya: 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 
zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
                                                 
139 Abbas Kararah, al-Din wa al-Zakat (Mesir: Syirkah Fannu al-
Thiba’ah, 1956), h. 64-65. Lihat pula Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmat al-
Tasyri’ wa Falsafatuhu, vol. I, (Cairo: al-Mathba’ah al-Yusufiyah, 1931), 
h. 174-1182. 
   
 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.140 
Berdasar ayat tersebut, yang berhak menerima 
zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara 
hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk 
memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang 
tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan 
kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas 
untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. 
Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan 
orang yang baru masuk Islam yang imannya masih 
lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk 
melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 
6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk 
kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup 
membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk 
memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu 
dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. 
pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan 
pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin 
ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup 
juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan 
sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang 
dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 
kesengsaraan dalam perjalanannya. 
Pada ayat tersebut, Allah hanya menunjuk 
kelom-pok-kelompok yang menjadi mustahiq, sehingga 
masih dibutuhkan rincian-rincian sesuai dengan keadaan 
masing-masin individu. Ulama perlu mendefenisikan 
setiap asnaf (mustahiq) tersebut serta menetapkan 
kriterianya agar umat Islam dapat mengidentifikasi dan 
mengklasifikasi  masing-masing yang berhak menerima 
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dan memanfaatkan zakat. 
Jika zakat mal dimanfaatkan sebagaimana mesti-
nya, berjalan secara efektif dan transparan serta dikelola 
dengan manajemen dan undang-undang yang tepat, 
maka berbagai krisis ekonomi yang terjadi di tanah dapat 
diatasi dengan cepat. Potensi zakat mal merupakan 
potensi besar yang dimiliki umat Islam. Jika muzakki 
sadar didukung oleh political wiil pemerintah maka umat 
Islam Indonesia tidak akan kehilangan pekerjaan. Bahkan 
dengan zakat dan pemanfaatannya, maka pendidikan, 
lapangan kerja, serta fasilitas dan layanan publik akat 
terpenuhi dengan baik. Fasilitas yang baik akan 
membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf 
hidupnya. Jika umat Islam sadar akan manfaat kolektif 
zakat, panitia dan pengelola zakat mengefektifkan 
pemanfaatan zakat maka banyak masalah ekonomi dan 
sosial yang dapat diatasi. 
Sesuai makna semantik zakat berarti “tumbuh” 
zakat merupakan variabel perekonomian umat yang 
sangat besar, dapat menanggulangi berbagai kerisis 
khsususnya krisis ekonomi. Muzakki harus sadar, 
pemerintah harus melindungi, dan pengelolaan zakat, 
serta pendistribusian zakat yang tepat dapat 
menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat.       
C. Zakat Hasil Bumi 
 Sebagaimana pendapat para imam mazahab 
bahwa hasil bumi wajib dizakati jika memenuih syarat 
wajiba zakat. Meskipun mereka berbeda pandangan 
kriteria yang wajib dizakati. Abu Yusuf dan Muhammad 
(murid Abu Hanifah yang terkemuka) berpendapat, yang 
wajib dizakati semua hasil bumi yang dapat bertahan 
selama setahun tanpa bantuan alat. Malik berpaendapat, 
semua yang bertahan lama, kering, dan diproduksi oleh 
   
 
manusia itu wajib dizakati jika memenuhi syarat wajib 
zakat. Al-Sayafi’i berpendapat bahwa yang wajib dizakati 
yaitu semua yang member energy (mengenyangkan) dan 
bertahan lama, serta diproduksi oleh manusia. Ahmad 
bin Hanbal berpendapat bahwa yang wajib dizakati yaitu 
semua hasil bumi yang kering, bertahan lama, dapat 
ditakar/ditimbang, dan diproduksi oleh manusia.141 Hal 
ini senada dengan pandangan Syaltut bahwa semua hasil 
bumi (tanaman) yang diproduksi manusia wajib dizakati 
berdasarkan Alquran: 











   
   
  
  
   
   
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1982), h. 295-296. 
   
 
  
   
Terjemahnya: 
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 
berjun-jung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, 
tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun 
dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan 
tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang 
bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah 
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan 
kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-
lebihan. Sesungguh-nya Allah tidak menyukai orang 
yang berlebih-lebihan.”142 
 Tujuan zakat yang berkaitan dengan aspek agama 
(spritualitas) dan syiar agama. Oleh karena itu, semua 
hasil bumi dari usaha pertanian dan perkebunan 
zakatnya 5%-10% berdasar QS. Al-Baqarah/2: 267 dan 
hadis sahih yang menyatakan bahwa hasil bumi yang 
sirami (irigasi) zakatnya 5% sedangkan yang 
menggunakan air hujan (tadah hujan) zakatnya 10%.143 
Zakat sebagai sumber kekuatan per-ekonomian umat 
Islam sangat potensial jika dikelola dengan manajemen 
yang efektif. Mestinya, PTAIN jelih melihat hal ini 
dengan membuka jurusan atau program sutdi 
“Manajemen Pengelolaan  Zakat”, jurusan/prodi  kurang 
lebih demikian. Tujuannya, agar ekonomi syariah benar-
benar memiliki prospek yang menjanjika kesejahteraan 
bagi umat.  
D. Zakat Gaji  
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Yang dimaksud dengan gaji (salary) adalah upah 
kerja yang dibayar di waktu yang tetap.144 Zakat gaji ini 
merupakan masalah ijtihadi yang dikaji dengan mela-
kukan pendekatan qiyas. Akan tetapi, jika merujuk 
kepada Alquran maka dijumpai isyarat yang menun-
jukkan makna yang sangat luas, sehingga salah satu 






   




   
   
  
   
     
Tejemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 
                                                 
144 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1976), h. 289. 
   
 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.145 
 
Huruf/partikel “ma” pada kata “ma kasabtum.. 
“apa saja yang kamu telah usahakan..”mengandung 
makna yang general (umum), sehingga ia berarti “apa 
saja” termasuk gaji diinfakkan atau dizakati.. 
Ditinjau dari ilmu fikih, zakat adalah ibadah yang 
berkaitan dengan ekonomi keuangan dan sosial-
kemasyarakatan, dan merupakan salah satu dari lima 
rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang 
penting dalam syariat Islam. Q.S. al-Taubah/9: 103. 
   
  
  
    
    
   
    
Terjemahnya:  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar 
lagi Maha mengetahui. 
Zakat gaji, yang dimaksud dengan gaji (salary) 
adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap. Di 
Indonesia gaji itu biasanya dibayar setiap bulan. 
Disamping gaji yang merupakan penghasilan tetap setiap 
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bulan, seorang pegawai/karyawan terkadang menerima 
honorarium sebagai balas jasa terhadap suatu pekerjaan 
yang dilakukan di luar tugas pokok-nya, misalkannya 
seorang dosen PNS di PTN mengajar beberapa 
kelas/fakultas yang melebihi tugas pokok mengajarnya, 
ia berhak menerima honorarium atas kelebihan jam 
mengajarnya. Selain dosen PTN, seorang 
pegawai/karywan negeri atau swasta, pengacara, 
notaries, konsultan ialah pegawai modern yang dengan 
mudah bisa mendatangkan penghasilan yang besar. 
Syarat wajib zakat gaji adalah: Islam, merdeka, milik 
sendiri, hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat, 
cukup nisab (takaran jumlah), cukup haul (waktu). 
Penghasilan yang banyak tidak selalu dapat 
menjamin orang bisa menjadi muzakki, sebab jika 
kreditnya di bank atau di koperasi lebih banyak, tentu ia 
harus mendahulukan pembayarannya sebelum 
membayar zakat. Seorang PNS dengan penghasilan 
sampai 25 juta/bulan, mempunyai kredit rumah, mobil, 
dan lain-lain hingga tersisa uang 2 juta rupiah, maka 
tentu tidak mungkin dapat berzakat dengan gajinya 
tersebut. Jadi sertifikasi atau remonerasi bagi PNS tidak 
selalu berbanding lurus dengan jumlah wajib zakat. Jika 
hal itu dilakukan dengan maksud menghindari zakat, 
maka Allah maha mengetahui yang ia lakukan dan yang 
ada dalam hatinya. Jadi, zakat bukan hanya menyangkut 
nisab dan haul, tetapi juga menyangkut integritas kepada 
Allah. Zakat merupakan ibadah sosial di satu sisi karena 
berhubungan langsung dengan kesejahteraan sosial dan 
merupakan ibadah kepada Allah sebagai wujud ketaatan. 
E. Zakat Saham 
Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti 
bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan suatu 
   
 
usaha, seperti PT, CV dan lain-lain, atau dengan kata lain, 
saham adalah kertas yang mempresentasikan hak 
pemiliknya dalam pemilikan sebagian dari peru-sahaan 
dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam 
mengatur perusahaan, baik dengan jalan saham atau 
dengan jalan komisaris. 
Menurut Aburrahman Isa, tidak semua saham 
dizakati. Apabila saham-saham itu berkaitan dengan 
perusahaan/perseroan yang menangani langsung per-
dagangan, untuk diperdagangkan; maka wajib dizakati 
seluruh sahamnya. Akan tetapi, apabila saham itu 
berkaitan dengan perusahaan/perseroan yang tidak 
menangani langsung perdagangan atau tidak mem-
produksi barang untuk diperdagangkan, seperti peru-
sahaan bus angkutan umum, penerbangan, pelayaran, 
perhotelan dimana nilai-nilai saham itu terletidak pada 
pabrik-pabrik, mesin-mesin, maka pemegang saham itu 
digabungkan dengan harta bendanya yang lain yang 
terkena zakat, apabila semuanya telah mencapai nisab-
nya dan jatuh tempo atau haulnya maka pemegang 
saham yang wajib menzakatinya.146 Dasar hukumnya 
juga merujuk kepada QS. Al-Baqarah/2: 267. Ini 
merupakan maslah ijtihadi, sebab belum dikenal di masa 
Nabi, namun dengan cakupan Alquran yang demikian 
luas, sehingga pada ayat tersebut dapat dikatakan bahwa 
salah satu yang wajib dizakati adalah saham, karena 
merupakan usaha perekonomian yang produktif 
sebagaimana usaha selainnya yang juga produktif. 
F. Zakat Obligasi 
Obligasi adalah surat pinjaman dan sebagainya 
yang dapat diperdagangnkan dan biasa dibayar melalui 
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undian untuk tiap-tiap tahun. Obligasi meru-pakan 
istilah dari surat berharga bagi/atas suatu proyek dan 
memberikan kepada pemegang hak bunga yang telah 
disepakati. Disamping nilai nominal obliges tersebut 
pada saat habisnya masa. 
Kalau pemegang saham suatu perusahaan turut 
memiliki perusahaannya dan nilai/kurs saham-saham-
nya bisa naik turun, sehingga pemilik sahamnya bisa 
untung dan rugi, seperti mudharabah (bagi hasil), maka 
berbeda dengan pemilik obligasi, sebab ia hanya memberi 
pinjaman kepada pemerintah, bank, dan lain-lain yang 
mengeluarkan obligasi dengan diberi bunga tertentu 
berlakunya obligasi itu. Menurut Mahmud Syaltut, eks 
Rektor Universitas al-Ashar Mesir, Islam tidak 
memperbolehkan obligasi, karena termasuk riba fadhl, 
kecuali kalu benar-benar dalam keadaan terpaksa 
(emegensi). Mengenai zakat obligasi ini, selama si pemilik 
obligasi belum dapat mencairkan uang obliga-sinya, 
karena jatuh tempo, atau belum mendapat undiannya, 
maka tidak wajib menzakatinya.  
Pertimbangannya, karena hal itu masih terikat 
kontrak sehingga belum sepenuhnya dalam kekuasa-
annya. Pendapat Mahmud Syaltut patut dipertimbang-
kan, sebab obligasi ada keserupaan dengan bunga 
berlipat (riba fadhl). Umat Islam harus lebih hati-hati dan 
lebih care, mengingat masih banyak pekerjaan lain yang 
dapat dilakukan jika mempunyai motivasi, skill, dan 
modal. Dengan mengelola modal sendiri juga akan lebih 
jika ditunjang oleh kompetensi enterpreneurship dan 
kompetensi manajerial pemilik uang  
Mengenai zakat obligasi, selama pemilik obligasi 
beli\um dapat mencairkan karena belum jatuh tempo 
atau belum mendapat giliran (undian) maka ia tidak 
berkewajiban menzakatinya. Sebab, obligasi belum 
   
 
merupakan milik penuh, masih utang, belum di tangan 
pemiliknya. Akan tetapi, apabila sudah obligasinya sudah 
dicairkan maka wajib dizakati sebanyak 2,5%.147 
G. Pajak dan Zakat 
Umat Islam Indonesia mempunyai kewajiban 
sebagai warga negara di satu sisi dan kewajiban zakat 
sebagai muslim di sisi lain. Pajak dan zakat mempunyai 
kesamaan sekaligus perbedaan-perbedaan. Pajak meru-
pakan kewajiban setiap warga negara yang wajib pajak 
menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku 
terhadap negara, sedangkan zakat disamping kewajiban 
yang bersifat sosial, ia juga merupakan kewajiban yang 
bersifat ubudiyah seperti salat dan rukun Islam lainnya. 
Selain itu, pajak merupakan kewajiban warga negara 
yang tidak membedakan latar belakang agama dan 
kepercayaan. Sedangkan zakat hanya diwajibkan bagi 
umat Islam saja. Sedangkan persamaannya adalah dua 
kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang bersifat 
sosial yang bertujuan mengangkat kesejah-teraan dan 
kemakmuran masyarakat. Dalam Islam, zakat dipandang 
sebagai variabel perekonomian Islam yang seyogyanya 
berjalan efektif dan berkeadilan, akan mengangkat 
perekonomian masyarakat. Kesamaan lainnya, yaitu 
keduanya mengharuskan adanya mana-jemen yang 
meliputi, pengumpulan, pengelolaan, dan 
pendistribusian, serta pemanfaatann yang membutuh-
kan tata kelola yang transparan dan berkeadilan. Hal ini 
bertujuan agar pajak tepat sasaran dan tepat guna, serta 
aman dari tindakan pidana korupsi sebagaimana yang 
sering terjadi.  
1. Pajak 
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Pendapatan Negara kita bersumber dari pajak, 
terutama dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertam-
bahan nilai( PPN) dan Pajak Bumi Bangunan( PBB). 
Ketiga jenis pajak tersebut merupakan sumber pen-
dapatan Pajak terbesar di Negara Indonesia ini. Tetapi 
jika dilihat dari sisi bagian lain, sebuah fakta mengenai 
pajak, yakni alokasi Pajak bagi fakir miskin, untuk 
mengatasi kemiskinan melalui Departemen Sosial 
(depsos) hanya Rp 16,2 Triliyun atau 4,1 % dari APBN 
Tahun 2005.  Hal ini tentu akan mengalami perubahan 
setiap tahunnya. 
2. Pengertian Pajak (Dharibah) 
Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara 
guna membangun Negara, membayar anggota DPR, 
mem-bayar PNS, bangunan (membangun gedung, 
membangun jalan, maupun peruntukan fasilitas publik 
lainnya). 
Menurut Prof. Dr. P.A. Adriani, pajak adalah 
iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipak-
sakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) 
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang lang-sung 
dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan tugas negara untuk menyelenggara-kan 
pemerin-tahan. 
Dalam Islam, sistem ekonomi kapital dan 
sosialis, pajak diperbolehkan, karena adanya kondisi 
tertentu dan syarat tertentu, seperti harus adil, 
merata dan tidak membebani rakyat. Pajak juga 
diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, kewajiban 
pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena 
   
 
adanya kebutuhan mendesak.   
3. Antara Kewajiban Berzakat dan Pajak 
Mestinya, kewajiban berzakat dan bayar pajak 
bagi umat Islam Indonesia dapat memilih salah satu dari 
dua kewajiban (pajak dan zakat). Hal ini mengingat tidak 
efektifnya perintah tersebut, karena dianggap sangat 
memberatkan. Hanya saja, untuk Indonesia kewajiban 
berzakat bukan merupakan keharusan dari negara yang 
diatur oleh undang-undang yang mempunyai 
konsekuensi hukum bagi yang tidak berzakat.  Ini tentu 
berbeda dengan pajak yang telah diatur oleh negara 
dalam peraturan dan perundang-undangan disertai 
sanksi hukum bagi yang tidak membayarnya. Hanya saja, 
pajak seringkali dikorupsi oleh oknum pengelola pajak, 
sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat wajib 
pajak. Dampaknya, masyarakat wajib pajak menjadi 
malas membayar pajak. 
Adapun antara pajak dan zakat di Indonesia 
memang masih perlu disingkronkan antara kebijakan 
pajak oleh pemerintah dan zakat sebagai kewajiban bagi 
umat muslim. Senada pendapat Zuhdi, penulis 
berpendapat bahwa dalam kasus muallaf, apabila si 
pemilik tanah terkena pajak non muslim lalu masuk 
Islam, dan juga seorang muslim yang membeli tanah 
yang terkena pajak itu diberi kesempatan untuk memilih 
diantara dua alternatif berikut: Pertama, cukup membayar 
zakat saja 5%-10% dari hasil tanahnya, sebab kewajiban 
pajak telah gugur ketika pemiliknya beragama Islam 
(muallaf). Kedua, cukup membayar pajak saja, karena 
meneruskan status tanah sebelumnya. 
Penulis lebih cenderung pada alternatif pertama, 
sebab ketika seseorang menjadi muslim maka rukun Isla 
   
 
yang wajib dijalankan diantaranya adalah zakat. ‘Illat 
hukum yang menyebabkan adanya kewajiban zakat. Hal 
ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh: مكحلا  ةلعلا عم رودي
امدعو ادوجو “Hukum itu berputar atas ‘illat hukumnya, 
(artinya), jika ‘illat ada maka hukumnya ada, dan jika ‘illatnya 
tidak ada (situasi dan kondisi telah berubah), maka hukumnya 
pun tidak ada”. Meskipun alternatif kedua juga 
mempunyai dasar, yaitu ناكام ىلع ناك ام ُءاﻘب ُلﺻلأا 
“Pada dasarnya, meneruskan apa yang ada menurut 
keadaannya semula”. Alternatif pertama relative lebih 
mempertegas keislamannya dengan mengutamakan 
memilih berzakat daripada membayar pajak, sebab 
kewajiban zakat merupakan rukun Islam, sedangka pajak 
adalah bentuk ketaatan kepada ulul amri (pemerintah), 
namun karena alternatif maka jika memilih berzakat 
terlaksana kewaijaban rukun Islam tanpa melanggar 
aturan pemerintah (jika dihadapkan dua alternatf 
tersebut. Memang, Indonesia dan juga negara-negara 
yang berpenduduk muslim apalagi mayoritas masih 
menghadap dilema antara pembayaran pajak dan 
kewajiban berzakat menurut syariat, apalagi pemerintah 
tidak menangani langsung masalah zakat, sehingga 
pungutan pajak melebihi jumlah zakat. Undang-undang 
zakat atau perda zakat masih bersifat anjuran, belum 
adanya sanksi hukum bagi wajib zakat yang tidak 
membayar zakat. Berbeda halnya dengan pajak jelas 
undang-undangnya beserta sanksinya, namun belum juga 
efektif karena banyak faktor, mungkin karena faktor 
masyarakatnya yang tidak sadar pajak, atau kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah mengenai pemanfaatan 
pajak, apalagi jika terbukti dikorupsi. Kalau kewajiban 
zakat berjalan efektif maka sedikit atau banyak, 
berimplikasi secara positif kepada tindak pindana 
korupsi. Negara mestinya mengintervensi pembayaran 
   
 
zakat, khususnya kepada penguasa kaya (termasuk diri 
mereka sendiri).  
4. Etika Muzakki dan Amil 
Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang 
lima. Selaku umat Islam, diwajibkan oleh Allah swt. 
untuk menunaikan zakat. Firman Allah dalam Q.S 







     
Terjemahnya:   
 Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah 
kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. 
Penulis ingin menekankan pemaknaan “wa 
atuw al-zakat”(tunaikan, antarkan zakat). Makna 
“atuw” (antarkan), seringkali dimaknai dengan 
makna yang sederhana “keluarkan, bayarkan”. 
Dengan demikian perintah tersebut seringkali 
dipahami “keluarkan zakat”, atau “bayarkan zakat”. 
Pemaknaan seperti seringkali tidak mengandung 
tanggung jawab bagi muzakki, karena sekedar 
mengeluarkan atau membayarkan, dan sesudahnya 
merasa lepas tanggung jawab. Padahal, makna 
semantik“atuw al-zakat” adalah “antarkanlah zakat”. 
Jadi, memastikan sampainya zakat kepada mustahiq 
masih merupakan tanggung jawab muzakki dan amil  
   
 
atau lembaga zakat.  
Pertimbangan lainnya adalah bahwa dengan 
mengantarkan kepada penerima (mustahiq) 
disamping menunjukkan tanggung jawab dengan 
memastikan sampainya kepada yang berhak, juga 
akan mengetahui ada kelompok miskin yang al-
mahrum (tidak mendapat bagian, perlu dihormati) 
karena mungkin mereka malu atau menjaga harga 
dirinya meski mereka tidak mampu, dan hal ini 
diakui eksistensinya oleh Alquran. Ada dua tipologi 
orang fakir-miskin; yaitu kelompok al-sail (peminta-
minta) dan kelompok al-mahrum (menjaga harga 
dirinya sehingga tidak meminta. Kelompok pertama 
mudah dideteksi karena “pemer” kemiskinan, 
sementara kelompok kedua “merahasiakan” 
kemiskinannya. Kelompok yang kedua lebih harus 
didatangi, diantarkan, karena mereka tidak 
mendapat bagian jika mereka yang diharapkan 
menjemput haknya. 
Akibat dari pemahaman yang menganggap 
fakir-miskin itu rendah dan kurang harga dirinya, 
sehingga para muzakki atau pembagi zakat hanya 
memberikan kepada mereka yang datang 
“memperton-tonkan kemiskinannya”. Ini terbukti 
setiap tahun khususnya menjelang lebaran idul fitri 
jumlah orang miskin yang antri bahkan berebut jatah 
zakat mempertotonkan kemiskinannya kepada 
dunia, karena mass media khusus televisi melakukan 
shoting pembagian zakat. Diantaranya ada semakin 
rakus, berebut hingga mengakibatkan korban. 
Dengan fenomena ini, hampir bisa dipastikan ada 
   
 
orang-orang miskin yang tidak ingin memperlihat-
kan kemiskinannya, datang antri dan berebutan 
jatah zakat. Jika pemerintah atau panitia tidak 
mengenal individu atau keluarga yang miskin 
kecuali yang “pamer” maka yang tidak pamer 
dianggap mampu dan tidak berhak. Padahal, 
pemerintah atau amil zakat itu berkewajiban 
melindungi kehormatan mereka yang kelompok 
miskin yang mahrum. 
5. Etika Mustahiq 
Perlu ditegaskan disini bahwa berzakat berarti 
beribadah dan mentaati ketentuan Allah. Allah 
menjelaskan bahwa orang yang menaati perintah 
Allah khususnya dalam menunaikan zakat niscaya 
Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan 
akan dikembalikanya, kepada kesucian/fitrah 
seperti bayi yang baru dilahirkan kedunia ini.   
   
  
  
    
    
   
    
Terjemahnya: 
 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
   
 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui.148 
Merujuk kepada ayat di atas, mustahiq mem-
punyai kewajiban, yaitu tulus menerima zakat 
karena Allah dan mendoakan orang yang memberi 
zakat. Isi doanya antara lain, agar orang yang 
berzakat mendapatkan ketenangan batin (sakanun),  
mendapat-kan keberkahan terhadap hartanya yang 
masih tersisa, terhindar dari bahaya dan bencana. 
Dan, yang paling penting lagi adalah semoga 
diberikan pahala yang berlipat ganda  di sisi Allah. 
Jika orang kaya menjadi dermawan dan orang 
miskin mendoakan maka keberkahan akan 
senantiasa menyertai mereka. Kasih sayang Allah 
senantiasa tercurah kepada seluruh elemen 
masyarakat. Menunaikan zakat berarti berlaku jujur 
kepada Allah, dan mensyukuri nikmat-Nya. 
Zakat merupakan ibadah sosial yang menjadi 
instrumen yang menghubungkan interaksi antara si 
kaya dan si miskin papa. Zakat sebagai ibadah sosial 
yang menempati posisi strategis untuk menciptakan 
keadilan sosial. Iklan dan sosialisasi zakat harus 
terus digalakkan agar masyarakat muslim semakin 
sadar akan kewajiban berzakat bagi yang memenuhi 
syarat wajib zakat. 
Syarat wajib zakat: Islam, merdeka, milik 
sepe-nuhnya, cukup haul, cukup nisab. Pertama, 
setiap orang Islam wajib berzakat jika memenuhi 
syarat wajib zakat. Muslim yang merdeka wajib 
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menunaikan zakat, dan jika ia tidak merdeka maka 
gugurlah kewajiban zakat atasnya. Harta yang wajib 
dizakati hanyalah meru-pakan milik yang ada di 
bawah kekuasaan pemiliknya. Jangka waktu (haul) 
yang dikenakan wajib zakat itu bervariasi sesuai 
jenis barang dan proses pemerolehannya, sehingga 
haul tidak sama antara profesi yang satu dengan 
profesi yang lain. Namun, ada pula yang dapat 
diqiyaskan (dianalogikan).  Selain itu, kewajiban 
zakat itu apabila sudah sampai nisab (takaran) 
tertentu yang telah ditetapkan syarak. 
H. Penegasan 
1. Zakat merupakan ibadah sosial yang menjadi 
instrument terciptanya kesejahteraan sosial yang 
berkeadilan. Zakat, disamping sebagai rukun Islam 
(ketiga) ia juga merupakan ibadah sosial yang 
berfungsi untuk meningkatkan perekonomian dan 
kemakmuran umat, memproteksi gap-gap yang sering 
“menganga” antara sikaya dan si miskin, antara 
konglomerat dan kelompok ekonomi lemah. 
2. Pemaknaan wa atuw al-zakat tidak sekedar 
mengeluarkan atau membayar zakat, tetapi juga 
mengandung tanggung jawab bersama muzakki dan 
amil zakat. 
3. Mendeteksi masyarakat yang mustahiqun tidak cukup 
dengan menunggu dari mereka untuk melaporkan 
diri, sebab ada juga tipologi orang-orang mustahiqqun 
yang menjaga kehormatannya (almhrum), sehingga 
mereka lebih memilih tidak melapor dari pada 
ketahuan (aib) kemiskinannya. Dalam keadaan 
demikian, pemerintah (atau melalui amil) wajib 
   
 
mendeteksi dan mengetahui pendapatan setiap 
idividu dan keluarga muslim. 
4. Maka “atuw al-zakat” berarti “antarkanlah zakat” 
hingga pasti dan terdata sampainya zakat itu kepada 
yang berhak. Dengan pemahaman dan praktek yang 
demikian, umat Islam tidak perlu lagi berdesakan, 
antrian, dan jatuh korban menuntut zakat. Disamping 
itu, dengan mengantarkan, umat Islam tidak lagi 
mempertotonkan kemiskinannya, terutama ketika 
pembagian zakat fitri menjelang hari lebaran idul fitri.  
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BAB XVII 
MENGHAJIKAN ORANGTUA DAN  
HAJI TANPA BIAYA SENDIRI 
A. Menghajikan Orangtua sebagai Pengabdian 
Haji sejatinya adalah ibadah yang diwajibkan 
kepada orang-orang yang beragama Islam yang memiliki 
kemam-puan secara finasial dan secara fisik. Setiap orang 
muslim (baik laki-laki maupun perempuan) yang baligh, 
memiliki kemampuan finansial dan kemampuan fisikal 
untuk melakukan perjalanan dari tempat kediamannya 
menuju ke Ka’bah di Makkah dan Madinah dengan niat 
berhajji karena Allah semata.  
Itu berarti, haji tidak wajib bagi non-muslim, 
anak-anak, tidak mampu secara finansial dan fisikal. 
Meskipun begitu, haji tidak berarti wajib bagi mereka 
secara absolut, karena adanya mekanisme, aturan, 
undang-undang tentang-nya harus dituruti. Dari tahun-
ke tahun haji orang muslim Indonesia cenderung 
meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya daftar 
tunggu (waiting list) hingga belasan tahun. Disamping itu, 
banyaknya jumlah waiting list itu tidak mengurangi jatah 
atau kuota jamaah hajji. Malahan cenderung semakin 
meningkat. Alih-alih sambil menunggu giliran naik haji, 
banyak diantaranya menempuh jalan umrah sebelum 
berhajji, sebab prosedur umrah lebih mudah selain karena 
biayanya yang lebih rendah dibanding haji. Dengan 
semangat berhajji yang begitu tinggi, hampir tidak 
terbendung, sehingga sebagian diantaranya menempuh 
prosedur ONH Plus atau dengan kata lain dengan biaya 
yang jauh lebih mahal daripada prosedur reguler. 
Masih karena semangat berhajji, sebagian 
diantara-nya karena satu dan lain hal, sehingga ada 
pendaftar hajji tidak sempat melaksanakan haji, baik 
   
 
karena faktor umur dan kesehatan. Untuk mewujudkan 
niat mereka, sebagian diantaranya uangnya digunakan 
berhajji oleh ahli warisnya dengan niat pahalanya 
diperuntukkan untuk yang menang-gung biaya. Kasus ini 
banyak dijumpai  di Indonesia, yaitu anak menghajikan 
orangtuanya yang berhalangan berhajji tersebut. Hal ini 
menimbulkan sederetan pertanyaan. Apakah haji tersebut 
sah dan pahalanya tertuju ke orang-tuanya? Apakah 
menghajikan orangtua itu dibenarkan dalam Islam? Dan, 
kepada siapa pahalanya tertuju, apakah untuk 
orangtuanya ataukah dirinya sendiri?  
B. Haji sebagai Rukun Islam 
Alquran tidak menyebut secara eksplisit mengenai 
urutan rukun Islam, apalagi menempatkan haji pada 
rukun Islam diurutan kelima. Hal ini hanya dijumpai 
dalam beberapa hadis. Haji merupakan ibadah dan rukun 
Islam yang kelima. Demikian beberapa kesimpulan 
ulama fikih dan menempatkan urutan-urutan rukun 
Islam. Akan tetapi menempatkan haji sebagai rukun 
Islam jumhur ulama sepakat tentang hal itu. 
  
    
  
  
   
  
  
   
   
   
   
   
    
   
 
    
  
   
  
    
   
   
  
   
   







     
Terjemahnya: 
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena 
Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau 
karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah 
didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum 
korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di 
antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya 
(lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, 
Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila 
kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), 
(wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. 
tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau 
tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam 
masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang 
   
 
kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian 
itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang 
keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram 
(orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan 
bertidakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
sangat keras siksaan-Nya.149 
Dari segi kaidah tafsir ayat di atas menunjukkan 
kalimat perintah tanpa adanya keterangan lain yang 
menun-jukkan hukumnya sehingga tetap pada hukum 
asal (wajib). Demikian pula dalam kaidah ushul fiqh 
“Hukum asal perintah adalah wajib sampai adanya  
keterangan lain yang menunjukkan perbedaan dengan 
hukum asal itu”. Bentuk amr (perintah) tidak 
menghendaki pengulangan. seperti dalam QS. al-
Baqarah/2: 196  اومتأو معلاو جحلا لله ﺓر... .  “Dan 
sempurnakanlah haji dan umrah kerena Allah”. Tidak 
ditemukan adanya dalil yang bertentangan dengan 
hukum asal (wajibnya) haji, maka haji jelas menunjukkan 
sebagai ibadah wajib dan menempati sebagai rukun Islam 
berdasar-kan keterangan dari hadis dan penjelasan serta 
ijma’ para ulama. 
   
  
   
  




    
                                                 
149 QS. Al-Baqarah/2: 196. 
   
 
    
     
 Terjemahnya: 
 padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) 
maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah 
itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah 
kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang 
yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa meng-ingkari (kewajiban haji), maka 
Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam.150 
Salah satu bentuk perintah (amr) adalah  atau 
menggunakan kata ساﻨلا ىلع   Seperti dalam QS. Ali 
Imran: 97 di atas  ... هﻴلإ عاطتﺳا نم ﺖﻴبلا جح ساﻨلا ىلع للهو
لاﻴبﺳ “…. Mengerjakan haji  adalah kewajiban manusia 
 terhadap Allah yaitu bagi yang   sanggup  mengadakan 
perjalanan ke baitullah” Haji merupakan ibadah wajib dan 
menurut hadis ia menempati posisi rukun Islam yang 
kelima. 
Kedua ayat di atas merupakan representasi 
mengenai kewajiban bagi setiap umat Islam dengan 
terpenuhinya berbagai persyaratan mereka wajib berhajji. 
Selain dua  tersebut, terdapat sejumlah hadis yang 
menunjukkan wajibnya berhajji bagi muslim/muslimah. 
Misalnya, Islam dibina di atas tiga prinsip (rukun) yaitu 
syhadat (tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah), menegakkan salat, berzakat, 
berpuasa Ramadhan, berhajji ke Baitullah bagi yang 
mampu (memenuhi syarat). 
C. Haji sebagai Simbol Kualitas Keberislaman  
                                                 
150 QS. Ali ‘Imran/3: 97. 
   
 
Banyak penjelasan ulama terhadap ayat dan hadis 
tentangnya bahwa haji sebagai ibadah yang bertujuan 
mencapai keberislaman yang sempurna. Karena ketatnya 
kriteria dan persyaratan berhajji dan secara hirarki haji 
menempati urutan terakhir dalam urutan rukun Islam, 
maka dianggap bahwa berhaji itu setelah syahadat, salat, 
zakat, puasa sudah mencapai kesempurnaan maka 
selanjutnya baru berhaji. 
Biasanya mereka yang telah berhajji semakin 
tekun dan berualitas ibadahnya yang lain. Hal ini 
didorong oleh penjelasan ulama bagaimana seseorang 
yang berhajji itu mampu mencapai kesempurnaan 
kualitas haji (haji mabrur). Mencapainya dibutuhkan 
kesungguhan dan rahmat Allah. Mereka yang telah 
berhajji memang banyak diantaranya bertobat dan 
semakin taat beribadah dan akhlak semakin dikontrol. 
Hal itu semua menunjukkan bahwa orang ter-sebut 
semakin mendekati kesempurnaan keberislamannya. 
Meskipun hal itu tidak selalu terbukti pada setiap orang 
yang telah berhaji. 
D. Haji sebagai Gambaran Strata Sosial 
Tidak semua yang berhaji dengan biaya mahal itu 
karena komitmen meningkatkan kualitas 
keberislamannya, namun ada juga diantaranya yang 
bermotif lain. Beberapa hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tujuan berhaji itu antara lain karena ingin 
mendapatkan perhatian dan pengakuan atas strata 
ekonominya. Karena tidak murah biaya haji (ONH) maka 
tentu yang berhaji itu orang yang sukses (dari segi 
ekonomi). Ada pula yang menunjukkan bahwa haji itu 
menyangkut stratifikasi sosial. Misalnya, sebagian 
masyarakat (bapak-bapak) atau keluarga men-dahulukan 
istrinya berhaji, antara lain motifnya untuk mendapatkan 
   
 
tempat yang layak pada saat acara-acara, misalnya pesta 
pernikahan. Mereka yang yang sudah bergelar “hajjah” 
lebih dihormati daripada yang bukan “hajjah”.  
Itulah sebabnya, antara ajaran ideal moral haji 
tidak selalu berbanding lurus dengan fakta prilaku haji. 
Faktor lain penyebabnya adalah karena keberhasilan 
penceramah manasik mendorong umat Islam di satu sisi, 
tetapi tidak berbanding lurus dengan kesadaran mereka 
bahwa haji adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan 
ritual-ritual haji merupakan simbol-simbol kesalehan 
yang harus diejawantahkan ketika kembali ke tanah air 
masing-masing. Misalnya, “mencium hajar aswad” 
merupakan simbol komitmen perdamaian. Ketika 
kembali ke tanah air, mereka menjadi juru perdamaian, 
mencari resolusi konflik. Idealnya, semakin banyak umat 
Islam yang telah menunaikan ibdah haji, semakin besar 
potensi perdamaian. Gap sosial semakin menyempit, 
karena umat Islam semakin merasakan pers-amaan 
derajat ketika berada di padang Arafah dengan 
mengenakan pakaian yang sama, satu warna, satu model, 
dan semua tidak berjahit. 
E. Menghajikan Orangtua 
Berbakti kepada orangtua adalah kewajiban bagi 
setiap anak. Hal ini bisa dipahami dari ayat Alquran 




















    
Terjemahnya: 
dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani 
Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, 
dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta 
ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, 
dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu 
tidak memenuhi janji itu, kecuali seibagian kecil daripada 
kamu, dan kamu selalu berpaling. 
 Bentuk kalimat (shighat) amr inin menggunakan 
mashdar pengganti fiil. Jadi,  kata اناسحإ  dalam QS. Al-
Baqarah: 83 اناسحإ نيدلاولابو ......   “ Dan berbuat baiklah 
kepada ibu bapak”. Dengan demikian berbuat baik kepada ibu-
bapak adalah wajib.   
  Salah satu cara dan wujud berbuat baik kepada 
orangtua adalah membantu orangtua melaksanakan 
kewa-jibannya mengabdi kepada Allah antara lain meng-
hajikan jika keduanya atau salahsatunya berha-langan 
melaksana-kan ibadah haji, baik udzur itu karena 
kesehatan yang tidak mengizinkannya, atau karena 
   
 
ajalnya lebih dahulu men-jemputnya sebelum tiba giliran 
melaksanakan haji.  
 Jika merujuk kepada beberapa hadis, maka berhaji 
dengan niat menghajikan orangtua dapat dilakukan. 
Islam juga mewajibkan kepada anak untuk berusaha 
mensejah-terakan dan membahagiakan orantuanya, baik 
dengan mendarmabaktikan dirinya maupun dengan 
harta benda-nya, sebagaimana hadis “كﻴبلأ كلامَو ﺖَنأ”  
“Kamu (dirimu) dan harta bendamu adalah untuk bapakmu”151 
Hadis mengingatkan kepada para anak agar diri dan 
hartanya dijadikan sebagai alat pengabdian kepada 
orangtuanya dalam rangka mencapai ridhanya dan ridha 
Allah, sebab keduanya tidak bisa dipisahkan 
sebagaimana hadis  برلا طخﺳو ِدلاولا ىﺿر ىف برلا ىﺿِر
دلاولا طخﺳ ىف “Ridha Tuhan itu ada pada ridha kedua 
orangtua, dan murka Tuhan itu ada pada ridha kedua 
orangtua.”152 
 Berdasarkan hadis tersebut, orangtua (ibu/bapak) 
yang mempunyai keinginan keras melakukan ibadah haji, 
sementara kondisi kesehatan dan keuangannya kurang 
memungkinkan, namun anak-anaknya mampu (baik 
secara individual maupun secara kolektif) menanggung 
biaya hajinya, maka menurut hukum Islam, anak/anak-
anaknya wajib memenuhi keinginan tersebut untuk 
melakukan ibadah haji. Dengan syarat, apabila secara 
medis tidak ada halangan melakukan perjalanan haji dan 
melaksanakan manasik haji. Akan tetapi apabila secara 
medis, kesehatan orangtuanya tidak mengizinkan untuk 
                                                 
151 Ibn al-Diba’, al-Syaibani, Taysirul Wushul ila Jami’ al-Wushul 
min Ahadits al-Rasul, vol I (Cairo:  Mushthafa al-Bab al-Halabi, wa 
Awladuhu, 1934), h. 45. Lihat pula Masyfuk Dzuhdi, Masail al-Fiqhiyah 
(Cet.VII; Jakarta: CV Haji Masagung, 1994 ), h. 285.  
152 Ibid. 
   
 
melakukan perja-lanan haji, maka bagi anaknya yang 
mampu dan telah melaksanakan haji sendiri boleh 
melakukan ibadah haji untuk dan atas nama 
orangtuanya, dan hajinya sah. 
 Hal tersebut sesuai dengan riwayat-riwayat 
berikut: 
5. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan lain-lain (enam ahli 
hadis kenamaan) dari Ibnu Abbas r.a. 
“Al-Fadhl ibn al-Abbas sedang membonceng Nabi Saw. 
Datanglah seorang wanita dari Khats’an untuk meminta 
fatwa Nabi Saw. Lalu Alfadhl memandang wanita itu dan 
wanita itu pun memandangnya. Maka Nabi memalingkan 
pandangan Alfadhl ke arah yang lain, lalu wanita itu 
berkata kepada Nabi saw: “wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya perintah Allah untuk berhajji bertepatan 
bertepata dengan waktu ketika bapak saya sudah tua, ia tidak 
bisa lagi tetap ia berada di atas kendaraannya. Bolehkah saya 
mengerjakan hajji untuknya? Nabi menjawab: “boleh”. 
Peristiwa ini terjadi ketika Nabi melaksanakan haji wada’.153 
6. Hadis Nabi Saw., riwayat Abu Dawud dari Ibnu 
Abbas r.a. 
“Nabi mendengar seorang laki-laki berkata: “saya datang 
memenuhi panggilan-Mu dari Syubrumah”. Nabi bertanya: 
“siapakah itu? Siapakah Syubrumah itu?” Ia menjawab: “ia 
adalah saudara laki-lakiku atau keluarga dekatku” 
Kemudian Nabi bertanya: “Apakah engkau sendiri sudah 
melakukan haji?” Jawabnya: “belum”. Nabi bersabda: 
“lakukanlah haji terlebih dahulu untuk dirinya, kemudian 
hajikanlah Syubrumah!” 154 
Mengikut kepada hadis di atas, sahnya ibadah haji 
tidak selalu bergantung kepada orang yang bersangkutan 
                                                 
153 Ibid., h. 313. 
154 Ibid. 
   
 
harus melakukan sendiri, melainkan dapat dilakukan 
(diwakili) oleh anaknya atau saudaranya, dan atau orang 
lain. Begitu pula halnya ongkos naik haji (ONH)nya tidak 
selalu harus dikeluarkan dari hartanya sendiri. Biaya 
dapat dibayarkan dari harta anaknya, orang lain, atau 
oleh sebuah lembaga pemerintah atau swasta, dengan 
tugas atau tanpa tugas, termasuk biaya yang diperoleh 
dari undian ber-hadiah. Sepanjang biaya tersebut 
diperoleh dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan 
yang berlaku maka haji sah dilihat dari segi pembiayaan. 
Misalnya, jika biaya haji dari lembaga pemerintah bukan 
dari dana korupsi atau mark up dan atau  manipulasi 
lainnya, maka hal itu dapat dipakai. Begitu pula dari 
sumber lainnya, singkatnya salah satu kriteria 
sah/tidaknya hajlah biaya yang halal dan dan sumber 
yang sah. 
Pembiayaan sendiri tidak termasuk syarat sah haji, 
sehingga dibaiayai oleh pihak lain tetap sah, sebab yang 
menentukan sah/tidaknya haji itu adalah terpenuhi/ 
tidaknya syarat dan rukun haji. Sedangkan pembayaran 
ONH oleh yang bersangkutan sendiri bukan syarat sah 
haji. Akan tetapi, jika penguasa sewenang-wenang 
menggunakan uang rakyat untuk menggunakan naik haji 
atau menaikkan haji keluarganya, apalagi sebanyak 
mungkin keluarga dinaikkan haji maka itu tidak sah dan 
termasuk korupsi dan nepotisme. Keluarga penguasa 
boleh saja menggunakan uang negara selama yang 
bersangkutan sesuai persyaratan dan perundang-
undangan yang berlaku sebagai warga negara dan buka 
sebagai keluarga penguasa. Oleh karena itu, untuk 
melaksanakan kebaikan (haji) maka biayanya juga harus 
berasal dari sumber yang halal dan baik dan dengan cara-
cara yang benar dalam memperolehnya. Hal ini sesuai 
dengan. 
   
 
1.  Riwayat Bukhari dan Muslim “  لاإ لبﻘي لا ٌﺐﻴط الله نإ
ًابﻴط” “Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak menerima 
kecuali yang baik”.155 
2. Hadis riwayat al-Thabrani dari Abu Hurairah r.a.  
“Apabila orang berhajji dengan nafkah yang baik (halal) dan 
ia telah meletidakkan kakinya pada sandaran kaki dari 
kendaraannya, kemudian ia memanggil-manggil Tuhan 
dengan ucapan: “Labbaika Allahumma Labbaik” maka 
dijawablah panggilan itu dari langit “Labbaika wa 
sa’daika” (berbahagialah! Allah telah menerima hajimu), 
bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu diterima 
tanpa dikotori oleh dosa. Akan tetapi, apabila orang berhaji 
dengan harta yang kotor (haram), lalu ia meletidakkan 
kakinya pada sandaran kaki dari kendaraannya, kemudian ia 
memanggil-manggil “Labbaika” maka disambutlah 
panggilannya itu dengan “La Labbaika la sa’daika” 
(Allah tidak menerima hajimu dan kamu tidak berbahagia!), 
bekalmu haram, nafkahmu kotor/haram, dan hajimu dikotori 
dosa, dan tidak diberi pahala”.156 
Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa biaya 
haji (ONH) harus dari harta yang halal. Sebab apabila 
tidak halal maka hajinya tidak sah. Karena tidak sah 
maka hajinya tertolak atau tidak mabrur. Tingkatan 
kemabruran haji tergantung pada hal-hal berikut: 
1. Baik/tidaknya niat melakukan haji. Niat merupakan 
rukun haji, sehingga ia menentukan sah/tidaknya haji. 
Jika berhaji untuk sum’ah, riya, tujuan politik, maka 
hajinya tidak mabrur. Haji harus dengan niat 
beribadah karena ketaatan kepada Allah. 
                                                 
155 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, vol. I (Beirut: Dar al-Fikr, 
1981), h. 539. 
156 Ibid., h. 539-540. 
   
 
2. iSempurna/tidaknya melaksanakan rukun-rukun haji 
dan kewajiban-kewajibannya. 
3. Mampu/tidaknya meninggalkan hal-hal yang dilarang 
selama beribadah haji, terutama larangan bicara hal-
hal yang tidak senonoh, kotor, porno, dan maksiat 
lainnya.157 
4. Banyak/sedikitnya melaksanakan ibadah sunnah 
dalam ibadah haji. Misalnya mandi, salah sunnat dua 
rakaat, tidakbir, tahlil ketika menyaksikan ka’bah, 
membaca talbiyah, dan lain-lain. 
F. Pahala bagi yang Menghajikan 
Mengenai pahala, sesuai niat. Niat untuk 
menghaji-kan orangtua tentu merupakan niat agar pahala 
haji itu tertuju kepada orangtua (yang diwakili), namun 
orang yang berbuat baik (menghajikan) tidak kurang 
pahalanya karena kebaikannya, dan Allah akan 
melipatgandakan siapa yang Ia kehendaki.   
 Keterangan di atas masih menyimpan pertanyaan, 
apakah maksud kata “istitha’ah” (mampu)? Apakah orang 
yang dihajikan dapat dikatakan mampu? Hal ini perlu, 
mengingat kewajiban haji hanya berlaku atas orang yang 
mampu melaksanakannya. Sementara ulama menjelaskan 
bahwa maksud kata tersebut adalah mampu secara 
finansial dan secara fisik (kesehatan). Jika demikian, 
bagaimana halnya dengan orang yang dihajikan karena 
dua alasan tersebut (finansial dan kesehatan)? Sepanjang 
itu penafsiran, maka terbuka kemungkinan adanya 
makna lain setelah mempertimbangkan aneka kondisi.  
 Menurut Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, 
“istitha’ah” itu bermakna “mampu sampai ke Baitullah”. 
Kemampuan itu berbeda setiap orang, tergantung jauh/ 
dekatnya dari Baitullah dan kondisi masing-masing. 
                                                 
157 Lihat QS. Al-Baqarah/2: 197. 
   
 
Akan tetapi mayoritas ulama memaknai kata “istitha’ah” 
dengan mempunyai bekal haji dan biaya transportasi 
pergi dan pulang (PP) disamping mempunyai bekal yang 
cukup untuk keluarganya yang ditinggalkan selama 
perjalanan haji merujuk kepada hadis riwayat 
Daruquthni dari Anas r.a.158 
 Untuk menentukan seseorang mampu melaksana-
kan ibadah haji atau tidak, pemerintah mempunyai 
kewenangan dan hak. Yang terpenting bagi pemerintah 
adalah penetapan mampu (istitha’ah) didasarkan pada 
pertimbangan maslahat, yaitu pemerintah berhak 
mempertimbangkan masalah kesehatannya, keluarga 
yang ditinggalkan ditanah air, situasi keamanan, dan 
aneka pertimbangan maslahat lainnya. Jadi, makna 
istitha’ah mengandung pula makna “situasi keamanan 
yang kondusif”. Dalam hal ini pemerintah berhak 
menentukan kepastian keberangkatan jama’ah haji di 
negaranya. 
G. Penegasan 
 Apabila orangtua tidak melaksanakan haji karena 
alasan finansial dan mempunyai keinginan, maka anak 
boleh menghajikan orangtuanya, baik dilakukan secara 
indi-vidual maupun secara kolektif, karena orangtua 
berhak terhadap harta anak-anaknya. Apabila orangtua 
ber-halangan melaksanakan haji karena alasan kesehatan 
atau udzur serupa, maka anak dapat menghajikan orang 
tuanya dengan niat pahalanya untuk orangtuanya 
dengan ketentuan bahwa anaknya terlebih dahulu 
melaksanakan haji sendiri. Praktek seperti ini didukung 
oleh beberapa riwayat. Pertimbangan rasionalnya adalah 
sebagai berikut: 
                                                 
158 Ibid. Lihat pula Masyfuk Dzuhdi, Studi Islam, vol. II 
(Jakarta: Rajawali, 1988), h. 77. 
   
 
1. Baik/tidaknya niat melakukan haji.   
2. Sempurna/tidaknya melaksanakan rukun-rukun haji 
dan kewajiban-kewajibannya. 
3. Mampu/tidaknya meninggalkan hal-hal yang dilarang 
selama beribadah haji.  
4. Banyak/sedikitnya melaksanakan ibadah sunnah 
dalam ibadah haji.   
5. Pembiayaan sendiri tidak termasuk syarat sah haji, 
sehingga dibaiayai oleh pihak lain tetap sah, sebab 
yang menentukan sah/tidaknya haji itu adalah 
terpenuhi/ tidaknya syarat dan rukun haji. Sedangkan 
pembayaran ONH oleh yang bersangkutan sendiri 
bukan syarat sah haji. Yang terpenting ialah 
pembeiayaannya bersumber dari yang halal.    
6. Menghajikan orangtua merupakan bentuk pengabdian 
anak kepada orangtuanya yang merupakan ajaran 
Alquran, yakni agar anak berbuat baik kepada kedua 
orangtuanya, baik di kala mereka masih kuat maupun 
ketika sudah usia lanjut (tidak produktif). 
7. Pahala Menghajikan Orangtua bias mendapatkan dua 
jenis; yaitu pahala haji dan pahala berbuat baik baik 
kepada orangtua, meskipun seorang muslim harus 
menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Allah. Sebab, 
urusan pahala (ganjaran) merupakan otoritas Allah 
semata, manusia hanya dituntut beribadah dan 
berbuat baik kepada  sesame manusia dan makhluk-
Nya. 
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BAB XVIII 
MENYEMIR RAMBUT, MENCUKUR KUMIS,  
DAN MEMELIHARA JENGGOT 
 
A. Diantara Sunnah Rasulullah 
Persoalan menyemir rambut, mencukur kumis, 
dan memanjangkan jenggot merupakan masalah klasik. 
Akan tetapi, dibutuhkan pembahasan tentangnya, 
mengingat masalah ini masih seperti bola liar yang terus 
menggelinding di hadapan kaum muslimin, terutama 
status (sunnah Nabi atau keadaan Nabi). Hingga saat ini, 
persoalan tersebut seringkali menjadi sumber konflik 
internal umat Islam, dan kelompok yang berbeda 
mengani apakah sunnah atau bukan, mereka semakin 
menampakkan identitasnya melalui (cukur kumis, 
panjangkan jenggot, bahkan pendekkan celana panjang 
hingga di atas mata kaki). Mereka masing-masing 
berangkat dari hadis Nabi, ada yang memahami secara 
literal-tekstual (harfiah) dan ada juga yang memahami 
secara kontekstual dengan melihat latar belakang sosio-
historis-kultural (wurud) hadis. Akhirnya, mereka sampai 
pada kesimpulan yang berbeda. Sejatinya, perbedaan 
menjadi rahmat di kalangan umat Islam, tetapi justru 
kadang berubah wajahnya menjadi “seram” dan konflik.  
Demikian pula persoalan menyemir rambut 
dengan berbagai motif dan modelnya. Menyemir rambut 
memang seringkali membawa stigma negatif bagi 
sebagian orang. Orang yang menyemir rambut sering 
dianggap sebagai perbuatan “preman”. Padahal tidak 
semua orang yang menyemir rambut mempunyai 
maksud yang sama. Ada yang menyemir rambut untuk 
memperindah penampilan agar terhindar dari celaan 
orang. Ada pula yang menyemir rambut karena ingin 
   
 
mendapatkan perhatian, misalnya anak muda yang 
menyemir rambut, padahal justru menambah jelek 
penampilannya. 
B. Menyemir Rambut 
Islam begitu memperhatikan dan menginginkan 
adanya identitas umatnya yang berbeda dengan identitas 
umat lain, yang tampak dalam kepribadiannya yang 
lahiriah sebagai akibat dari adanya perbedaan ajaran 
Islam dengan ajaran lainnya. Karena itu, penghayatan 
akidah Islam, pelaksanaan ibadah, muamalah dan 
akhlaknya serta tradisi-tradisinya yang ada pada umat 
Islam tidak boleh sama/serupa dengan umat lainnya, 
demi memurnikan pengamalan ajaran Islam dan 
membersihkan/menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai 
yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 
Demikian pula, penampilan pribadi (personal 
appearance) umat Islam tidak boleh sama/serupa dengan 
umat lainnya dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. 
Misalnya, dalam berpakaian, minuman, rumah, gaya 
hidup dan sebagainya. Sebab hal yang demikian itu bisa 
mendorong keinginan umat Islam untuk sama/serupa 
dengan umat lainnya dalam hal-hal yang bersifat 
bathiniah (kepercayaan, sikap mental dsb) sehingga 
akhirnya umat Islam menjadi acuh tak acuh terhadap 
nilai-nilai agamanya sendiri. 
Dalam rangka mengusahakan pembentukan dan 
pembinaan identitas Islam dan kepribadian Muslim, 
maka pada tahap pertama setelah Nabi Muhamad Saw. 
Hijrah di kota Madinah, Nabi membentuk masyarakat 
Islam dengan tradisi-tradisi yang khas. Untuk itu, Nabi 
menyuruh para Sahabatnya agar berbeda dengan 
kelompok-kelompok lain yang non muslim dalam 
penampilan hal-hal yang bersifat lahiriah yang berkaitan 
   
 
dengan hukum-hukum Islam.159 Misalnya, Nabi 
menyuruh para sahabatnya, antara lain : 
Pertama, menyemir/mengecat rambut kepala dan 
dagunya (janggut), jika telah ber uban dengan sabdanya : 
 ْمُهُْوﻔِلاََخف َنُْوغِبَْسَيلا ىَر اَصَّﻨلاَو َدْوَُهﻴْلا َّنإ )ثيدحلا( 
“Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani telah 
mengecat rambutnya. Maka berbedalah kamu dengan 
mereka (dengan menyemir rambutmu)”. HR. Bukhari, 
Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah.160  
Kedua, Memelihara janggut dan mencu kur kumis 
dengan sabdanya : 
)ثيدحلا( ْيَّحللا اُْوﻔَْناَو َبِراَوَّشلا اْو ُُّصق 
“Cukurlah kumismu dan peliharalah janggutmu”. (HR. 
Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah)161 
Menurut Abu Zahrah, perbuatan Nabi yang 
berkaitan dengan adat/tradisi bangsa Arab, seperti Nabi 
memelihara janggut kira-kira sampai sepenggam tangan, 
masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada ulama 
yang menganggapnya termasuk sunnah yang baik 
ditiru/diikuti. Alasannya Hadis Nabi di atas yang 
menunjukan bahwa mencukur kumis dan memelihara 
janggut itu bukan hanya adat bangsa Arab pada waktu 
itu saja, melainkan juga sebagai penjelasan Hukum 
                                                 
159Masjfuk Zuhdi. Masail Fiqhiyah. (Cet..VII; Jakarta: PT.Toko 
Gunung Agung, 1994), h. 97.. 
160 Al-Suyuti, Jami’ al-Shagir, Vol. I (Cairo: Mushthafa al-
Bab al-Halabiy, 1954), h. 86. 
161 Ibid., Vol. II, h. 87. 
   
 
Syari’ah. Akan tetapi, ada pula ulama yang berpendapat 
sebagai adat/tradisi saja dengan alasan, bahwa perintah 
Nabi itu bukan perintah wajib (hal ini sudah ijma’ ulama) 
dan perintah tersebut disertai illat-nya ialah agar tidak 
sama/serupa dengan Yahudi, Nasrani, dan bangsa non-
Arab, yang suka memelihara kumis dan mencukur 
janggut (kebalikan dari kebiasaan bangsa Arab). Jelaslah 
bahwa Nabi memelihara janggut itu bukan dimaksudkan 
sebagai pedoman hukum, tetapi semata-mata 
adat/tradisi.162 Abu Zahrah sendiri cenderung 
menganggap bahwa mencukur kumis dan 
memanjangkan jenggot sebagai penampilan Nabi sebagai 
bentuk adat istiadat bangsa Arab, dan itu bukan sunnah. 
163  
Demikian pula tentang menyemir rambut kepala 
atau janggut, ulama ada yang ber pendapat sunnah atau 
 ٌﺐََحتْسُم berdasarkan hadis Nabi di atas, dan mereka 
menemu kan faedah menyemir rambut kepala atau 
janggut yaitu untuk membersihkan dan memperindah 
rambut, juga untuk mewu judkan ciri khas yang 
membedakan umat Islam dengan kelompok lainnya.164 
Ulama yang menganggap sunnah menyemir rambut 
kepala atau janggut yang telah mulai memutih (beruban) 
berbeda pendapat tentang hukum menyemir rambut 
dengan warna hitam. Ada yang membolehkan warna 
hitam, ada yang menganggap makruh, bahkan ada pula 
yang mengharamkan dengan alasan kasus ayahanda  
                                                 
162 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Cairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabiy, 1958),  h. 89-90.  
163 Bandingkan Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh 
(Jakarta: al-Majlis al-A’la li Indoesia li al-Da’wah al-Islamiyah, 
1972), h. 43-44. 
164 Mahmud Syaltut, al-Fatawa (Cairo: Dar al-Qalam, 
t.th.), h. 390. 
   
 
Abu Bakar bernama Abu Quhafah yang rambut 
kepala dan janggutnya sudah sangat putih warnanya, lalu 
Nabi memerintahkan : 
 َداَوَّسلا ُهُْوِّبﻨَجَو اَمُه ْوُِّرﻴَغ) يدحلاث( 
“Ubahlah (semirlah) rambutnya, dan jauhilah warna hitam”.  
Kebanyakan fuqaha membolehkan pengecatan/ 
penyemiran rambut dengan warna hitam. Menurut 
Mahmud Syaltut (eks Rektor Univ. Al-Azhar di Mesir) 
bahwa Islam tidak mengharuskan dan tidak pula 
melarang orang Islam menyemir rambutnya. Demikian 
pula Islam tidak menentukan atau menyarankan warna 
semirnya. Islam memberikan kebebasan kepada umat 
Islam mengenai masalah ini, terserah kepada masing-
masing yang sesuai dengan usia, selera, motifnya dan 
kondisi yang dihadapi oleh masing-masing.165 
Demikian pula masalah mencukur janggut, ada 
ulama yang menganggapnya haram, makruh, atau 
munkar dengan berpegang kepada hadis Ahmad bin 
Hanbal di atas. Menurut Mahmud Syaltut, perintah-
perintah Nabi mengenai hal-hal yang seperti memelihara 
janggut dan menyemirnya jika sudah berubah, tidak 
tentu menunjukan perintah wajib atau sunnah. Ada pula 
yang sekedar menunjukan kepada umat suatu tradisi, 
yang dipandang baik atau lebih baik diikuti oleh umat 
Islam untuk memperlihatkan penam pilan yang simpatik, 
tampan dan berwibawa.166 Mengenai hadis Nabi yang 
berbunyi : 
)ثيدحلا( ْمُهْﻨِم َوَُهف ٍﻡَْوِﻘب َهَّبََشت ْنَم 
                                                 
165 Ibid., h. 391.  
166Ibid., h. 391. 
   
 
Barangsiapa menyerupai suatu kaum (golongan/ke 
lompok), maka ia termasuk mereka 167(HR. Abu Daud 
dari Ibnu Umar dan Al-Thabrani dari Khuzaifah) 
Hadis ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi 
riwayat Imam Bukhari dan lain-lain di atas, yang 
memerintahkan umat Islam agar berbeda dengan non-
Islam  ْمُهُْوﻔِل اََخف  tampaknya bisa memberikan pengertian/ 
kesan bahwa Nabi melarang umat Islam bertingkah laku 
atau berpenampilan yang menyerupai mereka, terutama 
berkenaan dengan sendi-sendi agama yakni akidah dan 
syariatnya. Apabila umat Islam melakukan hal-hal yang 
sama atau serupa dengan yang dilakukan oleh golongan-
golongan non-Islam mengenai hal-hal yang bukan 
masalah agama, misalnya adat istiadat, kesenian, 
kebudayaan dan sebagainya, maka Islam tidak 
melarang.168 Kesan yang dapat dipahami antara lain 
penampilan akan membantu pengenalan identitas secara 
efektif. 
C. Antara Sunnah Rasul dan Tradisi Bangsa Arab. 
Persoalan mencukur kumis dan memanjangkan 
jenggot masih terus menuai perbedaan pendapat. 
Masalahnya adalah, “apakah menggunting kumis dan 
memanjangkan jenggot merupakan sunnah atau bukan? 
Perbedaan ini terjadi karena perbedaan defenisi sunnah 
yang dipakai oleh masing-masing pihak. 
Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa 
sebagian ulama memahami substansi performance 
(penampilan) Nabi Saw. Memanjangkan jenggot dan 
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(Kwait: Mathba’ah al-Hukumah Kwait, t.th.), h. 254-256. 
   
 
memendekkan kumis itu merupakan sunnah. Sementara, 
yang lainnya memahami sebagai tradisi, adat istiadat 
Nabi sebagai bangsa Arab, termasuk pakar ushul fiqh, 
Abu Zahrah memahami demikian. Formulasi defenisi 
sunnah memang juga berbeda-beda di kalangan ulama. 
Berangkat dari perbedaan itulah, umat Islam memahami 
sunnah Nabi yang diikuti juga beragam. Ada yang 
memahami bahwa sunnah itu seluruh ucapan, perbuatan, 
legalitas, dan keadaan Nabi Saw. Ada pula yang pula 
memahami bahwa seluruh perkataan, perbuatan, legalitas 
Nabi Saw. Sedangkan mengenai keadaannya harus 
dilihat dari posisi Nabi sebagai bangsa Arab yang 
memiliki adat istiadat, budaya. Disamping itu, harus 
dilihat Nabi Saw. sebagai  pribadi. Misalnya, Nabi 
sebagai pribadi adakalanya bercanda, canda Nabi tidak 
termasuk sunnah, sebab canda tersebut konteksnya 
sebagai pribadinya.  
Keadaan ini juga kurang lebih (mirip) ketika Nabi 
makan dengan menggunakan tiga jari tangan, karena 
Nabi memakan gandum atau kurma, tetapi bagi orang 
Indonesia yang makan bubur kacang ijo, bubur manado, 
kapurung, barobbo, dan sebagainya, mesti menggunakan 
sendok. Jadi, hal-hal yang sifatnya budaya, adat-istiadat, 
pribadi, tidak dapat disebut sebagai sunnah yang mesti 
diikuti. Sunnah yang mesti diikuti ialah perkataan, 
prilaku, dan legalitas Nabi dalam kapasitas sebagai Nabi 
dan Rasul, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi 
atau bangsa Arab. Pesan utama hadis tersebut adalah 
etika makan bersama dengan menggunakan tiga jari 
mengisyaratkan kehalusan bahasa Nabi Saw., antara lain 
ketika beliau mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk 
tidak serakah khususnya ketika makan bersama 
(berjamaah). Tujuannya adalah, beliau mengajarkan 
kesediaan untuk berbagi. 
   
 
D. Penegasan 
Setelah menyimak uraian-uraian sebelumnya 
mengenai menyemir rambut, memendekkan kumis, 
memanjangkan jenggot, maka dapat dikemukakan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1) Menyemir rambut dengan tujuan untuk memelihara 
penampilan hukumnya boleh (mubah). Akan tetapi jika 
seseorang menyemir rambut dalam keadaan rambut-
nya baik sehingga menjadi lebih “buruk” dan merusak 
penampilannya, itu tidak dibolehkan.  
2) Praktek mencukur kumis (memendekkannya) dan 
memanjangkan jenggot, substansinya adalah menjaga 
penampilan (performance), memperjelas identitas 
sebagai muslim (pada masa Nabi), dan sebagai kultur 
bangsa Arab, atau keadaan seseorang laki-laki dewasa. 
Hadis tersebut berlaku temporer dan lokal serta 
kondisional. 
3) Memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot 
merupakan keadaan Nabi, baik sebagai pribadi 
maupun sebagai bangsa Arab yang secara umum 
mempunyai bulu jenggot yang lebat. Kumis, jika 
terlalu lebat dan panjang disamping merusak 
penampilan seseorang juga mengganggu kebersihan 
mulut yang sejatinya dipelihara dan menempati posisi 
prioritas. Jika kumis dipelihara secara sederhana untuk 
memperindah penampilan maka memperindah 
penampilan itulah yang merupakan sunnah Nabi. 
Sebab, faktanya tidak semua laki-laki dewasa cocok 
memelihara kumis atau jenggot. Malah ada laki-laki 
dewasa yang tidak bisa menumbuhkan jenggot. 
4) Hadis-hadis tentang menyemir rambut, mencukur 
kumis, memanjangkan jenggot, disamping kita 
memperhatikan secara secara literal-tekstual, harus 
   
 
juga dilihat secara kontekstual untuk mendudukkan 
dan mengamalkannya secara proporsional. 
5) Kalaupun kita tidak bisa sepakat mengenai kedudukan 
hadis-hadis tentang itu disebabkan perbedaan cara 
pandang, maka tidak perlu kita menghabiskan energi 
untuk mencela dan memusuhi sesama muslim, sebab 
hal itu merupakan hal yang diperselisihkan (khilafiyah-
furu’iyah). Sedangkan memelihara persaudaraan, 
saling menghargai, menyambung silaturrahmi dan 
komunikasi merupakan hal-hal yang substansial dan 
prinsipil (ushuliyat). Kita harus menempatkan yang 
prinsipil (ushuliyat) pada skala prioritas di atas hal-hal 
yang bersifat parsial (furu’yat). 
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